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figh, fatwa, ganun, qadha, idarah, amal, dan adat. Sementara itu,

substansi hukum Islam meliputi beberapa bidang yang mengalami
perkembangan dalam berbagai komunitas dari waktu ke waktu, Bidang
tersebut meliputi ibadah, munakahah dan kewarisan, muamalah, jinayah,
ranah siyasah, agdhiyah, dan bidang lainnya yang masih terus
berkembang sesuai dengan perkembangan institusi sosial. Sistem hukum
Islam itu berinteraksi dengan sistem hukum lainaya, yakni sistem hukum
Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Sakson, dan sistem hukum lokal.
Ketika terbentuk berbagai negara nasional dalam berbagai kawasan,
terjadi proses integrasi antar berbagai sistem ke dalam sistem hukum
nasional tanpa kehilangan otonominya. Hukum Islam dan sistem lainnya,
menjadi "bahan baku" dalam pengembangan sistem hukum nasional,
dalam hal ini sistem hukum nasional Indonesia

Isi tulisan dalam buku ini disusun secara kronologis. Mulai dan

produk pemikiran para pakar (figh atau fatwa), transformasi hukum Islam
ke dalam hukum nasional (ganun), alokasi produk trasformasi tersebut,
hingga produk badan peradilan (qadha). Pemikiran merupakan per-
gulatan kreatif di kalangan para pemikir dengan mengerahkan daya
berpikir dan menggunakan cara berpikir tertentu. Secara spesifik, pe-
mikiran itu tampak dalam produk berpikir deduktif dari sumber dan dalil
hukum yang otentik melalui ijtihad. Sedangkan transformasi hukum

berupa proses alokasi hukum Islam ke dalam hukum nasional yang berpi- A L KA I H K M I LA M
jak pada politik hukum. Selanjutnya alokas: produk transformasi tampak

dalam substansi peratuan perundang-undangan mengenai bidang hukum

tertentu yang memiliki daya ikat dan daya atur. Bahkan daya paksa. Se- DA I_AM s ' STE M H U Ku M N ASI 0 NAL

lain itu terjadi perubahan bentuk, dari produk pemikiran yang “beragam”
menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat "seragam”. Se-
mentara itu, penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret
tampak dalam produk badan peradilan; juga dalam perilaku memola.

Struklur hukum Islam meliputi beberapa gugus, yakni syari‘ah, ilmu, Seri Bunga Rampai 06 -
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Tulisan yang disajikan dalam buku ini berasal dari beberapa
sumber: laporan penelitian yang tersusun dalam ringkasan disertasi,
makalah yang dipresentasikan dalam diskusi MMR, dan makalah
yang dipresentasikan dalam perhelatan ilmiah lainnya. Tulisan terse-
but disusun mulai dalam wujud yang paling abstrak yakni pada level
pemikiran pakar tentang hukum Islam, transformasi hukum Islam ke
dalam sistem hukum nasional, integrasi hukum Islam dalam sistem
hukum nasional, hingga wujud hukum Islam yang paling konkret,
yakni putusan pengadilan. Hal itu semua menggambarkan tentang
hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan bahan dalam pengem-
bangan sistem hukum nasional, khususnya di Indonesia.

Secara internal sistem hukum Islam, dalam hal ini struktur dan
substansinya bersifat otonom. Struktur hukum Islam meliputi bebe-
rapa gugus yang saling berhubungan, yakni gugus syari‘ah, gugus il-
mu, gugus figh, gugus fatwa, gugus ganun, gugus gadha, gugus ida-
rah, gugus amal, dan gugus adat (pola perilaku). Sementara itu, sub-
stansi hukum Islam meliputi beberapa bidang yang mengalami per-
kembangan dalam berbagai komunitas dari waktu ke waktu. Bidang
tersebut meliputi: ibadah, munakahah dan waratsah, muamalah,
jinayah, siyasah, agdhiyah, dan bidang lainnya yang masih terus ber-
kembang. Sistem hukum Islam itu berinteraksi dengan sistem hu-
kum lainnya, terutama dengan sistem hukum Eropa Kontinental (ci-
vil law system), sistem hukum Anglo Sakson (common law system),
dan sistem hukum lokal (customary law system). Ketika terbentuk
berbagai negara nasional (nation states), dalam berbagai kawasan,
terjadi proses integrasi antar berbagai sistem ke dalam sistem hu-
kum nasional. Dengan kata lain, tanpa kehilangan otonominya, hu-
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kum Islam dan sistem lainnya, menjadi "bahan baku” dalam pe-
ngembangan sistem hukum nasional, dalam hal ini sistem hukum
nasional Indonesia.

Isi tulisan dalam buku ini disusun secara kronologis. Mulai dari
yang paling abstrak hingga yang konkret. Mulai dari produk pemi-
kiran para pakar (gugus figh atau fatwa) sampai yang sangat kon-
kret, sebagaimana dikemukakan di atas. Pemikiran merupakan per-
gulatan kreatif di kalangan para pemikir dengan mengerahkan daya
berpikir dan menggunakan cara berpikir tertentu. Hal itu tampak
dalam produk pemikiran al-Syatibi, Yusuf Qaradhawi, Syahrur, Abu
Zaid, Abdurrahman Wahid, dan Hasyim Muzadi. Secara spesifik, pe-
mikiran itu tampak dalam produk berpikir deduktif dari sumber dan
dalil hukum yang otentik melalui ijtihad atau istinbath tentang sta-
tus hukum perbuatan mukallaf yang tidak memiliki daya atur dan
daya ikat. Sedangkan, transformasi hukum berupa proses alokasi
hukum Islam ke dalam hukum nasional yang berpijak pada politik
hukum yang berlaku. Selanjutnya alokasi produk transformasi tam-
pak dalam substansi peratuan perundang-undangan mengenai bi-
dang hukum tertentu yang memiliki daya ikat dan daya atur. Selain
itu terjadi perubahan bentuk, dari produk pemikiran yang “bera-
gam” (mukhtalaf fih) menjadi produk badan penyelenggara negara
yang bersifat “seragam” (muttafaq ‘alayh). Sementara itu, penerap-
an hukum berupa produk badan peradilan sebagai pelaksana ke-
kuasaan yudisial atas perkara spesifik yang diajukan, memiliki daya
paksa bagi para pihak yang berperkara.

Tulisan Dr. Asep Arifin, M.Ag. tentang “Maqashid al-Syari‘ah
sebagai Teori, Metode, dan Tujuan Hukum” berasal dari ringkasan
disertasi, Eksistensi dan Fungsi Maqashid al-Syari‘ah sebagai Teori
dan Metode Hukum Islam serta Relevansinya dengan Kepastian, Ke-
adilan, dan Kemanfaatan Hukum. Tulisan ini pernah dipresentasikan
dalam diskusi MMR tanggal 16 September 2015. Maqashid al-Sya-
ri‘ah (diringkas: MSy), ditempatkan sebagai teori tujuan hukum yang
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dibahas secara filosofis, yang berbasias pada pemikiran al-Syatibi.
Kemudian dihubungkan dengan kepastian, keadilan, dan manfaat
hukum yang dijadikan inti dari tujuan (penegakan) hukum.

Menurut Asep Arifin, MSy sebagai teori dan metode penetapan
hukum memiliki hubungan atau relevan dengan kepastian, keadilan,
dan kemanfaatan hukum. Hubungan itu secara esensial dan meto-
dologis. Hal terakhir, ialah langkah-langkah dalam menetapkan sta-
tus hukum dhardriyah (wajib-haram), hajiyah (sunnat-mandub), dan
tahsiniyah (mubah) tentang kasus-kasus hukum yang timbul di luar
teks hukum asal. Sementara itu, relevansi MSy sebagai metode hu-
kum dalam menjamin kepastian hukum begitu tampak dalam cara-
cara menggali, merumuskan, dan menetapkan hukum berdasarkan
metode yang berbasis kepada kemaslahatan. Hal itu memiliki ke-
seimbangan antara aspek material dengan immaterial; aspek indi-
vidual dengan aspek komunal; aspek maslahat dengan aspek mafsa-
dat; dan keseimbangan lainnya.

Tulisan Dr. Dede Kania, MH, tentang “Prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia dalam Islam”, berasal dari makalah yang pernah dipresen-
tasikan dalam diskusi MMR tanggal 10 Februari 2015. Apa yang di-
simpulkan oleh Dede, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prin-
sip-prinsip HAM. Prinsip kemanusiaan dan kebebasan tercantum da-
lam al-Quran dan Hadis. Bahkan, dalam berbagai teks ketatanegara-
an pada Negara Madinah, yaitu dalam Piagam Madinah, Khutbah
wada, Pidato pengangkatan khulafaurasyidin sebagai khalifah. Prin-
sip HAM dalam Islam tergambar jelas dalam teori Tauhid, yang me-
negaskan bahwa semua manusia adalah sama kedudukannya seba-
gai makhluk ciptaan Allah yang bertugas untuk beribadah kepada-
Nya.

Khutbah wada menegaskan di antaranya tentang kesucian jiwa
manusia, persamaan kedudukan antara orang Arab dan non Arab,
dan hak-hak perempuan. Pidato pengangkatan khalifah Abu Bakar
ash-Shiddig di antaranya menegaskan persamaan kedudukan warga
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negara. Pidato pengangkatan khalifah Umar bin Khattab, di antara-
nya menegaskan tentang kewajiban seorang pemimpin untuk men-
jaga amanah dan berlaku adil. Pidato pengangkatan khalifah Uts-
man bin Affan, di antaranya menegaskan tentang kewajiban pemim-
pin untuk memenuhi hak rakyat. Sedangkan pidato pengangkatan
khalifah Ali bin Abi Thalib menegaskan di dalamnya tentang perlin-
dungan HAM dan larangan melanggar hak-hak orang lain.

Tulisan Dr. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag. tentang “Epistemologi
Hukum Islam: Jejak Hermeneutika Syahrur dan Abu Zaid” berasal
dari makalah yang disajikan dalam diskusi MMR tanggal 12 Novem-
ber 2013. Isi tulisan Ahmad Hasan Ridwan seputar epistemologi hu-
kum Islam dengan memeragakan hermeneutika melalui teori batas
Muhammad Syahrur dan teori makna signifikansi Nasr Hamid Abu
Zaid. Apa yang dilakukan oleh Syahrur dan Abu Zaid, menurut Dr.
Ahmad Hasan Ridwan, merupakan corak pemikiran yang berusaha
mengambil cita moral substansi ajaran Islam agar menjadi pendu-
kung bagi kemajuan umat Islam dengan cara mengkaji warisan inte-
lektual secara kritis dari segala aspeknya.

Pada akhir tulisannnya, Ahmad Hasan Ridwan, menyimpulkan
bahwa hermeneutika merupakan landasan dalam studi hukum Islam
dan menjadi arah baru gerakan pembaruan pemikiran hukum Islam
sebagai respons kritis terhadap wacana hukum Islam. Dalam pan-
dangan hermeneutika, otoritas manusia dan peran rasio dapat men-
dinamisasi hukum Islam, sebagaimana ditampilkan oleh teori batas
dan teori makna signifikansi tersebut. Masing-masing teori telah
manghasilkan produk hukum alternatif, yang relatif berbeda dari
produk hukum yang lainnya.

Tulisan Dr. Badri Khaeruman, M.Ag. tentang “Kontribusi Yusuf
Qaradhawi bagi Pengembangan Pemikiran Hukum Islam” berasal
dari ringkasan sisertasi yang pernah disajikan dalam diskusi MMR
tanggal 16 Juli 2013. Tulisan Badri Khaeruman, pada dasarnya mem-
bahas tentang fatwa atau pemikiran Yusuf Qaradhawi sebagai se-
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orang fagih yang dihubungkan dengan perubahan sosial karena de-
terminasi faktor teknologi. Yusuf Qaradhawi adalah seorang fagih
yang paling produktif saat ini. Tulisan-tulisannya tentang figh sangat
bervariasi dan menyebar di berbagai kawasan. Beberapa penerbit di
Indonesia menerjemahkan dan menyebarkan karya Qaradhawi, se-
hingga mudah ditemukan di toko-toko buku.

Untuk memahami dan menjelaskan pemikiran Qaradhawi dan
fugaha pada umumnya, diperlukan suatu model pengkajian, khu-
susnya penelitian, secara spesifik. Pertama, berkenaan dengan kon-
sep dasar tentang pemikiran fugaha yang dikenal sebagai gawl/ fuqa-
ha. Kedua, fokus penelitian yang terdiri atas beberapa unsur sebagai
suatu kesatuan. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, baik bagi
pengembangan wacana maupun pengembangan entitas kehidupan
umat manusia. Keempat, pembahasan teori yang digunakan dan
cara menggunakan teori tersebut dalam penelitian. Kelima, pemilih-
an paradigma penelitian serta langkah-langkah teknis dalam pene-
litian tersebut.

Tulisan Dr. Mustofa, M.Ag. tentang “Rechtsstaat dan Konstitu-
sionalisme dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Hasyim Mu-
zadi” berasal dari ringkasan disertasi yang pernah dipresentasikan
dalam diskusi MMR pada tanggal 22 Agustus 2017. Isi tulisan ini
mendiskusikan tentang Rechtsstaat dan Konstitusionalisme dalam
Pemikiran Abdurrahman Wahid (1940-2009), dan Hasyim Muzadi
(1944-2017)”, dua tokoh dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama. Berbagai illustrasi tentang pemikiran kedua okoh
tersebut dijelaskan dalam forum diskusi.

Munurut simpulan Mustofa, Abdurrahman Wahid mengguna-
kan paradigma sekularisme. Agama dan negara merupakan dua en-
titas yang bebas dan satu sama lain memiliki wilayah garapan ma-
sing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak
boleh saling intervensi. Negara tidak boleh melaksanakan aktivitas-
nya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hu-
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kum. Lebih tepat apabila dikatakan bahwa konsep negara hukum In-
donesia yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan campuran an-
tara konsep negara hukum tradisi Eropa Kontinental yang terkenal
dengan rechtsstaat dengan tradisi hukum Anglo Sakson yang ter-
kenal dengan the rule of law. Sementara itu pemikiran Hasyim Mu-
zadi mengenai hubungan agama dan negara bahwa Pancasila seba-
gai dasar negara Indonesia, dan mampu sebagai ideologi pemersatu
bangsa yang plural, serta pilihan yang cerdas untuk menjaga ke-
utuhan bangsa Indonesia. Walau tidak berdasarkan agama secara
formal Indonesia bukanlah negara sekuler. Indonesia adalah negara
yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu negara tidak hanya
saja wajib memberikan perlindungan (proteksi) tetapi juga menga-
tur hubungan umat beragama tanpa melakukan intervensi terhadap
ajaran teologis setiap agama.

Tulisan Cik Hasan Bisri tentang “Transformasi Hukum Islam ke
dalam Sistem Hukum Nasional”, berasal dari bahan ceramah dalam
“Pelatihan Metodologi Pengembangan Pemikiran Hukum Islam”,
diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat
pada tanggal 31 Agustus 2001 di Bandung. Yang dimaksud transfor-
masi dalam tulisan ini merupakan salah satu bentuk perubahan so-
sial, yakni perubahan figh sebagai produk pemikiran fugaha menjadi
ganun sebagai produk badan penyelenggara negara, dalam hal ini
pengemban kekuasaan legislatif dan eksekutif. Perubahan tersebut
berkenaan dengan cakupan, struktur, fungsi, dan posisi hukum Is-
lam dalam sistem hukum nasional.

Ada beberapa catatan tentang transformasi hukum Islam ke da-
lam sistem hukum nasional. Pertama, urgensi transformasi berkena-
an dengan potensi dan peluang untuk menjadikan hukum Islam se-
bagai kaidah kehidupan masyarakat bangsa yang sebagian besar
memeluk agama Islam. la lebih cocok dengan alam kemerdekaan
dan sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat bang-
sa yang terdiri atas berbagai masyarakat etnis. Kedua, proses trans-
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formasi dilakukan melalui tahapan penelitian; inventarisasi asas dan
substansi hukum Islam yang hidup dalam masyarakat dengan mem-
pertimbangkan perubahan sosial yang terjadi; perumusan naskah
hukum dan kesepakatan di kalangan eksponen umat Islam; proses
politik dalam penentuan politik hukum; dan penentuan skala prio-
ritas dalam program legislasi nasional. Ketiga, adanya kesiapan un-
tuk memandang dan menerima makna relatif dari hukum Islam itu
tanpa kehilangan kesakralannya. Keempat, karena dalam sistem hu-
kum nasional itu mengakui dan menghormati tatanan hukum lain,
maka dalam proses transformasi itu terjadi persaingan, kompromi,
dan integrasi serta sinergi berbagai tatanan hukum tersebut. Hal
yang demikian memberi kemungkinan adanya faktor pembagi yang
sama, yang kemudian menggunakan label hukum nasional sebagai
hasil kesepakaran (al-muttafaq ‘alayh).

Tulisan Dr. Nurrohman Syarif, MA tentang “Syariat Islam dan
Demokrasi: Upaya Mensinergikan Tuntutan Keyakinan dengan Sis-
tem Hukum dan Pemerintahan di Indonesia” berasal dari makalah
yang disampaikan dalam dikusi MMR tanggal 3 Juni 2014. Di sini Dr.
Nurohman berasumsi bahwa demokrasi tidak mengancam keyakin-
an umat Islam dan syari’at Islam, bisa bersinergi dengan demokrasi
yang dianut oleh Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, dipaparkan
tentang prinsip-prinsip syari’at Islam, prinsip-prinsip demokrasi, per-
jalanan panjang perjuangan dan negosiasi untuk memformalkan
syari’at Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, tantangan
yang dihadapi oleh yang akan mengkontekstualkan syariat Islam
melalui institusi negara, peluang yang diberikan oleh iklim demok-
rasi yang sedang tumbuh, serta upaya mensinergikan tuntutan keya-
kinan dengan sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.

Semua penjelasan yang diutarakan di atas menunjukkan bahwa
syariat Islam itu dapat compatible dengan demokrasi. Sebab meski-
pun syariat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari keyakinan
umat Islam, namun ruang ijtihad khususnya yang terkait dengan ke-
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hidupan sosial kemasyarakatan amat terbuka. Syariat Islam bukan
keyakinan dogmatik yang tidak dapat dipikirkan, karenanya ia dapat
tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan konsolidasi
demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam era demokrasi
peluang untuk memasukkan unsur-unsur syariat Islam ke dalam
peraturan perundang-undangan tetap besar meskipun tantangan-
nya juga besar. Sebagai landasan etik, moral dan spiritual yang ber-
sumber dari keyakinan, syariat Islam sebenarnya dapat dilaksana-
kan oleh umat Islam dengan maupun tanpa adanya legitimasi atau
formalisasi dari negara.

Tulisan Prof. Dr. Dedy Ismatullah, M.Hum. mengenai “Pemba-
ngunan Sistem Hukum Nasional Indonesia dalam Mewujudkan Ne-
gara Hukum yang Berkeadilan”, berasal dari makalah yang diper-
siapkan untuk diskusi MMR tanggal 16 Desember 2013. Prof. Deddy
menyampaikan pandangannya menggunakan beberapa sudut pan-
dang dilengkapi dengan illustrasi normatif maupun empiris. Perta-
ma, berkenaan dengan proses pembangunan hukum yang telah di-
laksanakan selama lebih dari setengah abad, namun masih belum
berjalan optimal. Kedua, berkenaan dengan struktur dan infrasrtuk-
tur dalam pembentukan hukum. Ketiga, berkenaan dengan kelom-
pok kepentingan dalam pembentukan hukum yang amat majemuk.
Keempat, berkenaan dengan sistem politik, yang dimaksud dengan
hukum ialah apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan
yang disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu.

Menurut Deddy, untuk memahami hukum Indonesia harus dili-
hat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataannya
tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa
yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Hukum
dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh
aliran positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum itu
terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan keten-
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tuan peraturan perundang-undangan. Bahkan aliran ini akan terus
mengokohkan dirinya dalam perkembagan sistem hukum Indonesia
ke depan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rak-
yat dalam kenyataan sosial di masyarakat hanya sebagai pendorong
untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi,
serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Tulisan Dr. Utang Rosidin, MH tentang “Implementasi Prinsip
Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Menyoal
Kasus Pencatutan Nama Presiden”, berasal dari makalah yang disaji-
kan dalam diskusi MMR tanggal 23 Desember 2015. Menurut Utang
Rosidin, amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan
dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga negara, anta-
ra pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga ca-
bang kekuasaan itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol sa-
tu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan
adanya prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur,
dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat men-
cegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi
yang sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara.

Penerapan teori distribusi kekuasaan dan prinsip checks and
balances merupakan suatu sarana agar demokrasi dan negara hu-
kum dapat berjalan. Melalui pandangan di atas, dapat ditarik "be-
nang merah" mengenai hubungan antara checks and balances de-
ngan fungsi pengawasan. Pengawasan adalah subsistem dari sistem
pembagian kekuasaan. Checks and balances adalah subsistem dari
pemisahan kekuasaan

Tulisan Dr. Ahmad Fathoni, M.Ag. tentang “Optimalisasi Fungsi
Zakat melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Studi
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat”, berasal dari ringkasan disertasi yang dipresentasikan dalam
diskusi MMR tanggal 6 Januari 2015. Menurut Ahmad Fathoni, ter-
dapat beberapa gagasan yang dapat ditawarkan sebagai upaya
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mengoptimalkan fungsi zakat. Pertama, memberikan pemahaman
dan cara pandang masyarakat terhadap Undang-Undang tentang
Pengelolaan Zakat dan peraturan lainnya yang terkait dengan pe-
ngelolaan zakat. Kedua, optimalisasi sistem pelayanan bagi muzakki.
Ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Keempat, memfungsikan
peran dan fungsi kelembagaan pengelola zakat. Kelima, sinergitas
antara Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Pengelolaan Za-
kat. Saat ini sinergitas belum semuanya dapat dilaksanakan. Ke-
enam, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lem-
baga pengelola zakat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa aspek yuridis, pemahaman
dan cara pandang masyarakat tentang zakat, sistem pelayanan bagi
muzakki, sumber daya amil, kelembagaan pengelola zakat, tidak si-
nerginya antara undang-undang zakat dengan undang-undang lain-
nya, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pe-
ngelola zakat mernjadi faktor yang belum optimalnya fungsi zakat.
Oleh karena itu, agar zakat berfungsi mensejahterakan masyarakat,
idealnya aspek-aspek di atas dirumuskan kembali dalam satu kesa-
tuan sistem pengelolaan zakat. Di samping itu, dapat direkomenda-
sikan kepada pemerintah untuk membuat regulasi sebagai peratur-
an pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.

Tulisan Dr. Siah Khosi’ah, M.Ag. tentang “Hukum Kewarisan
Islam di Indonesia”, berasal dari makalah yang disajikan dalam dis-
kusi MMR tanggal 19 Agustus 2015. Menurut Siah Khosi‘ah, Buku Il
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum kewarisan Islam
yang berciri keindonesiaan. Ciri tersebut berkenaan dengan penga-
turan tentang dua hal. Pertama, pengaturan tentang tentang ahli
waris pengganti (plaatsvevuling) yang memiliki kesamaan dengan
pemikiran Hazairin, yakni Mawali. Kedua, pengaturan tentang wa-
shiyat wajibah antara anak angkat dengan orangtua angkat. Selain
itu, Siah Khosi‘ah mendiskusikan tentang kewarisan yang berbeda
agama berdasarkan putusan pengadilan agama yang telah mempu-
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nyai kekuatan hukum tetap. Ketga hal tersebut, menurut Siah, me-
rupakan wujud pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Menurut Siah Khosi‘ah, ada dua kecenderungan yang terjadi
dengan pembaharuan hukum Islam termasuk hukum kewarisan Is-
lam. Pertama, hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orien-
tasinya yang menekankan persoalan ibadah menjadi persoalan mua-
malah. Kedua, dalam perkembangan kontemporer hukum Islam di
Indonesia, termasuk di kawasan Asia Tenggara, menunjukkan bah-
wa perbedaan itu tidak lagi hanya mengacu pada madzhab yang di-
pegang selama ini yakni madzhab Syafi’i. Bahkan perbedaan hukum
kadang terjadi tidak mengacu pada pemikiran ulama, melainkan
langsung berhadapan dengan persoalan kebutuhan hukum dalam
kehidupan masyarakat pada masa sekarang.

Dari apa yang dideskripsikan dalam buku ini menunjukkan bah-
wa relasi antargugus dalam sistem hukum Islam merupakan suatu
kesatuan yang saling berhubungan, mulai dari pemikiran yang abs-
trak sampai putusan pengadilan agama yang konkret. Apa yang di-
kemukakan terakhir, khususnya tentang mawali, menunjukkan bah-
wa pengaturan tentang penggantian ahli waris dalam KHI memiliki
kesamaan dengan produk pemikiran Hazairin. KHI merupakan mua-
ra dari berbagai pandangan fugaha sebagaimana tertulis dalam be-
berapa kitab figh, tanpa pemikiran Hazairin. Sementara itu, produk
pemikiran Hazairin dalam buku Kewarisan Bilateral menurut Qur’an
dan Hadith didasarkan kepada beberapa ayat Qur’an dan Hadis (gu-
gus syari‘ah) yang kemungkinan berpadu dengan gugus perilaku me-
mola (gugus adat), karena Hazairin adalah pakar hukum adat.

Uraian terakhir menunjukkan bahwa secara dikotomis terdapat
dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pengkajian hukum Is-
lam secara monodisipliner. Pertama, pendekatan normatif-moralis-
tis. Hukum Islam dideduksi dari ajaran Islam sebagaimana dirumus-
kan oleh para pemikir, yang dapat diketahui dalam karya-karya me-
reka. Kedua, pendekatan antropologis atau pendekatan sosiologis.
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Hukum Islam diinduksi dari suatu realitas, yang dipandang sebagai
gejala budaya dan gejala sosial yang dapat diamati. Masing-masing
kedua pendekatan itu memiliki kelebihan; dan sekaligus merupakan
kekurangannya.! Berkenaan dengan hal itu, dapat digunakan pende-
katan lain yang memadukan kedua pendekatan tersebut, yakni pen-
dekatan interdisipliner atau pendekatan transdisipliner. Dengan ca-
ra demikian akan dapat dipahami, dijelaskan, dan diprediksi tentang
alokasi dan perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasio-
nal, khususnya di Indonesia.
Wa ’I-Lah A‘lam.

Bandung, 15 Januari 2018
Cik Hasan Bisri

1 Penggunaan konsep pendekatan dalam tulisan ini, diadaptasi dari pandangan
‘Abd al-‘Ati (1984) dalam menjelaskan The Family Structure in Islam (Keluarga Mus-
lim). Dalam tulisannnya, ‘Abd al-‘Ati, mengacu kepada figh serta perspektif struk-

tural-fungsional dan pertukaran sosial dalam sosiologi, dengan asumsi bahwa kebu-
dayaan bersifat relatif.
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Magashid al-Syari‘ab sebagai Teori, Metode, dan Tujuan Hukunm

MAQASHID AL-SYARI’AH SEBAGAI TEORI,
METODE, DAN TUJUAN HUKUM

Dr. Asep Arifin

A. Pendahuluan

Tulisan ini berasal dari ringkasan disertasi, yang pernah dipre-
sentasikan dalam diskusi MMR. Isi tulisan mendiskusikan tentang
Magashid al-Syari‘ah (selanjutnya ditulis Msy), yang dapat dibahas
dari beberapa sudut pandang. Dalam tulisan ini MSy ditempatkan
sebagai teori tujuan hukum yang dibahas secara filosofis. Kemudian
dihubungkan dengan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum yang
dijadikan inti dari tujuan hukum. Tentu saja di sana sini mengalami
reduksi dan modifikasi, baik struktur maupun substansinya. Struktur
tulisan ini mengalami modifikasi dari format laporan penelitian yang
telah dibakukan dalam lingkungan perguruan tinggi, menjadi karya
ilmiah yang layak disajikan kepada khalayak yang lebih luas. Atas pe-
rihal yang sama, beberapa bagian substansi mengalami reduksi tan-
pa mengurangi maksud tulisan yang terkandung dalam ringkasan di-
sertasi tersebut.

Secara ontologis MSy merupakan teori hukum Islam yang ber-
pijak pada kemaslahatan, atau dapat disebut sebagai teori kemasla-
hatan syara‘ yang menjadi tujuan esensial lahirnya hukum Islam.?

1 Terdapat 28 sumber (takhrij al-hadits), bernilai hadits hasan (49.1%) yang mene-
gaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. diutus untuk menyempurnakan “akhlag sholi-
hah”, bukan semata-mata “akhlaq karimah”, sehingga mengilhami lahirnya tujuan
Islam yang utama dan pertama kemaslahatan dunia dan akhirat. Sementara itu, di
dunia Barat, tujuan hukum telah lama dikemukakan para ahli secara beragam, mi-
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Sementara itu, secara epistemologis MSy terlahir dari proses pemi-
kiran tentang alasan-alasan lahirnya hukum, baik melalui penelusur-
an ‘illat, sebab, hikmah, sasaran maupun rahasia-rahasia hukum. Se-
dangkan secara aksiologis, kedudukan dan fungsi sebagai teori tuju-
an hukum, maka MSy dapat diperankan sebagai metode hukum ka-
rena secara metodologis ia lahir dari proses pemikiran secara sintak-
sis (perpaduan metode deduksionis-induksionis) sehingga dapat me-
mecahkan persoalan-persoalan hukum yang tidak termaktub lang-
sung dalam al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, mengalihkan
peran dan fungsi MSy dari sebuah teori tujuan hukum menjadi me-
tode hukum itu merupakan perubahan yang bersifat filosofis pada
satu sisi; dan metodologis pada sisi lainnya. Karena itu, masalah po-
kok yang perlu dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut: (1) For-
mulasi MSy sebagai teori tujuan hukum; (2) Transformasi teori MSy
menjadi metode hukum; (3) Cara kerja teori dan metode MSy dalam
menangani kasus-kasus hukum yang terjadi; dan (4) Relasi antara
teori MSy dengan kepastian, keadilan dan manfaat hukum.

MSy dapat dipahami dalam perspektif filsafat ilmu, metodologi
hukum Islam dan hukum modern, baik pada aspek ontologis, episte-
mologis maupun aspek aksiologisnya.? Secara ontologis, MSy mam-
pu memberi gambaran hakikat materi hukum Islam sebagai hukum
Allah yang berdimensi llahiyah dan Insaniyah sebagaimana yang ter-
cermin dalam memelihara dan menegakkan lima kebutuhan pokok
manusia, yaitu: memelihara agama (hifzh al-din), memelihara nyawa
(hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-‘agl), memelihara keturun-

salnya: demi etis (Aristoteles), utulitis (J. Bentham), adil nan tertib (Subekti), tertib,
damai nan adil (van Apeldoorn, Purnadi, Soenarjo), selamat, bahagia, tertib (Wijo-
no P.), adil, daya guna, manfaat (Geny), kepentingan setiap manusia (J. van Kan),
rekayasa sosial demi perbaikan (Roscoe Pound), kesejahteraan umum (Belle Proid),
aturan pergaulan hidup damai (L.J. Apeldoorn), dan terciptanya situasi hidup damai
serta anti zalim (Suharjo).

2 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sura-
baya: Al-lkhlash, 1995), him. ix.
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an (hifzh al-nasl), dan memelihara harta (hifzh al-mal).? Secara epis-
temologis, MSy lahir sebagai titik kulminasi dari proses metodologis
hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dari tiga aliran besar
hukum Islam yang tidak terlepas dari pengaruh aliran filsafat hu-
kumnya.* Sedangkan secara aksiologis MSy di samping sebagai teori
besar hukum Islam, secara khusus dimungkinkan dapat diperankan
sebagai metode hukum Islam dalam memecahkan kasus-kasus hu-
kum yang tidak dijelaskan langsung oleh nash al-Qur’an dan hadits.
Maslahat (al-Mashlahah), sebagai teori hukum dalam perspek-
tif hukum modern, dituntut untuk menjadi teori dinamis yang terus
mengalami formulasi sistem hukum Islam seiring dengan semakin
meluasnya perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Ber-
bagai gerakan modernisme hukum telah menetapkan maslahat se-
bagai suatu prinsip penting yang mampu mengatasi perubahan ter-
sebut. Pada tahun 1857, Ahd al-Aman, suatu dokumen reformasi
undang-undang Tunisia, telah melahirkan suatu konstitusi 1860,
yang mengakui maslahat sebagai prinsip interpretasi hukum yang
berpijak pada landasan filosofis. Dalam landasan itu, Tuhan yang te-
lah memberi keadilan untuk menjamin pemeliharaan tatanan di atas
dunia dan yang telah mewahyukan hukum sesuai dengan kepenting-
an manusia (al-mashalih).> Dokumen itu menjelaskan tiga prinsip
sebagai komponen pokok bagi konsep maslahat, yaitu: kebebasan,
keamanan, dan persamaan hak. Dengan demikian, maslahat menja-

3Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushil al-Syari‘ah, Juz 2. Riyadh: Maktabah
al-Riyadh al-Haditsah, t.th., him. 10.

4 Ketiga aliran besar tersebut adalah: Pertama, aliran kalam (mutakallimin) yang
identik dengan aliran deduksionis, dengan tokoh utamanya Muhammad bin Idris al-
Syafi’i; Kedua, aliran Ahnaf yang identik dengan aliran induksionis, dengan tokoh
utamanya Imam Abu Hanifah; Ketiga, aliran al-Jam‘u yang identik dengan aliran
kompromistik (deduksionis-induksionis) yang ditandai dengan lahirnya kitab Ushul
al-Figh, Jam’u al-Jawami, karya Tajuddin al-Subki.

> Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age (London: Oxford, 1962), him. 65,
dan Muhammad Bayram, Safwat al-I‘tibar, Vol. I, him. 11. Vide Hourani, op. cit.,
him. 64.



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

di prinsip perubahan hukum itu sendiri sehingga hukum bersifat di-
namis dan adaptif.

Pada perkembangan berikutnya, Khayr al-Din dalam karyanya,
Agwam al-Masalik, menegaskan bahwa prinsip maslahat harus
menjadi petunjuk bagi pemerintah, karena prinsip ini benar-benar
dapat dipakai untuk mengatasi perubahan institusi demi kepenting-
an umum. Di samping itu, malahat menolak suatu perubahan bila
bertentangan dengan sifat kepentingan tersebut. Pada tahun 1899,
Muhammad Abduh, dalam pidatonya tentang reformasi dalam sis-
tem peradilan di Mesir dan Sudan, telah menekankan pentingnya
maslahat sebagai petunjuk dalam pembuatan hukum.® Sejalan de-
ngan pandangan kedua ulama tersebut, Joseph Schacht menyatakan
bahwa prinsip maslahat lebih aplikatif ketimbang pemahaman hu-
kum secara literal.” Karena itu, menurut Henry Laoust, Islam memi-
liki pengertian realitas lebih berkembang dibanding dengan Kristen.®
Tema-tema maslahat dalam versi yang berbeda telah banyak dike-
mukan oleh para pemikir hukum Islam modern, misalnya, Rasyid Ri-
dha, Subhi Mahmassani, Abd al-Razzaqg al-Sanhuri, Ma’ruf al-Dawa-
libi, Musthafa al-Shalabi, ‘Abd al-Wahab Khallaf, Muhammad al-
Khudri, dan Musthafa Abu Zayd.®

Menurut Muhammad Khalid Mas‘ud, studi-studi modern ten-
tang maslahat secara umum dapat dibagi ke dalam dua kelompok.
Pertama, studi yang membahas al-mashlahah al-mursalah dan is-
tishlah. Kedua, studi yang membahas maslahat sebagaimana dipa-
hami pada umumnya. Fokus dari kelompok pertama tidak menda-
sarkan pada maslahat yang sebenarnya, tetapi pada maslahah mur-

& Mufti Muhammad Abduh, Tagrir Mufti al-Diyar al-Mishriyah fi Ishlah al-Mahakim
al-Syar‘iyah, Mal-Manar, Vol. Il (t.t., 1899), him. 76.

7 Joseph Schacht, “Muhammad Abduh”, in Shorter Encyclopedia of Islam (Leiden:
Brill, 1961), him. 406.

8 Henry Laoust, Le Califat dans Indoctrine de Rasid Rida (Bayrat, 1939), him. 273.

° Karya-karya para pemikir ini menekankan maslahat sebagai prinsip interpretasi
hukum Islam.
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salah. Bagi mereka tak ada perbedaan penting antara al-mashlahah
al-mursalah dengan istishlah.’® Namun demikian, Ignaz Goldziher
menilai bahwa al-istishlah pada sisi lain,'!* berkaitan dengan motode
yang agak obyektif, dapat menghilangkan kekakuan hukum dengan
mendasarkan pada kepentingan umum yang ditentukan secara me-
madai dan istishlah ini menyerupai prinsip hukum utilitum publicum
dari Romawi dan hukum Rabbanik.

Senada dengan pandangan tersebut, von Grunebaum dalam
studinya tentang konsep berpikir dalam etika muslim menyatakan
bahwa istishlah (kepentingan umum) merupakan suatu hal pemikir-
an manusia diperbolehkan melihat pertimbangan-pertimbangan tra-
disional atau sistemik, yang secara normal dipandang sebagai fak-
tor-faktor yang menentukan perkembangan syari’ah.*?

Studi Haourani dan lainnya tentang mashlahah, secara krono-
logis, dibatasi hanya pada periode awal dari Islam tradisional. Belum
sampai pada kajian perkembangannya, sebagaimana yang dikemu-
kakan oleh al-Syathibi yang lebih memperlihatkan nilai hukum de-
ngan beberapa kriteria yang jelas sehingga menjadi doktrin yang
kemudian dikenal sebagai teori MSy. Dokrin MSy versi dia menjelas-
kan bahwa Allah melembagakan syari’ah demi kemaslahatan manu-
sia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurutnya,
kemaslahatan dapat ditegakkan melalui metode induksi, baik seba-
gai tema umum dalam syari’ah maupun sebagai deskripsi ‘ilal (alas-
an dan sebab hukum) dari berbagai perintah secara rinci. Misalnya,
al-Qur’an menjelaskan alasan wudhu, puasa, dan berjihad secara
berturut-turut sebagai pensucian, kesalehan serta nilai-nilai positif

10 Muhammad Khalid Mas’ud, op. cit., him. 183-184.

11 Goldziher, Das Prinsip das Istishab in der Muhammedanischen Gesetzwissen-
chaft, Wiene” Zietschriff fur die Kunde des Morgenlandes, vol. | (t.t.,1887), him.
128-236.

12 B, E. von Grunebaum, Concept and Function of Reason in Islamic Ethics, Oriens,
Vol. 15 (t.t., 1962), him. 15.
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lainnya. Doktrin ini merupakan upaya al-Syathibi untuk menegakkan
mashlahah sebagai tujuan hukum.®3

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti dalam desertasinya yang
berjudul “Dawabith al-mashlahah fi Syari’ah al-Islamiyah (1965)
menjelaskan persyaratan dan membandingkan konsep maslahat de-
ngan konsep kegunaan dan kesenangan dalam filsafat Stuart Mill
dan J. Bentham. Pada akhirnya, ia menyimpukan bahwa maslahat
yang tidak memenuhi persyaratan identik dengan ajaran hedonistik
semata. Sebab konsep maslahat yang ideal memiliki tiga karakter,
yaitu: (1) maslahat tidak terbatas di dunia ini tetapi meliputi akhirat;
(2) nilai maslahat (kebaikan) versi Islam tidak hanya bersifat materil;
dan (3) pertimbangan agama mendominasi lainnya.*

Pada perkembangan selanjutnya, MSy dapat diperankan seba-
gai metode hukum Islam dalam memecahkan kasus-kasus hukum
yang tidak dijelaskan secara eksklusif dalam nash. Yakni, bagaimana
MSy yang intinya kemaslahatan versi syara’ menjadi metode pene-
tapan hukum bagi kasus-kasus hukum baru berdasarkan pertim-
bangan kemaslahatan yang menjamin hak hidup dan kehidupan
subyek hukum.

Asumsi tersebut berpijak pada landasan pemikiran bahwa MSy
secara aksiologis dapat berguna dan berfungsi sebagai landasan ker-
ja. Yang jelas, dalam memilah dan memilih jenis-jenis kemaslahatan
yang sejalan dengan kemaslahatan versi syara’ dan bersifat realistis
pada berbagai tingkatan (primer, sekunder dan tertier). Komposisi-
nya (agama, nyawa, akal, keturunan (kehormatan), harta, serta ma-
salah vital lainnya) dan sifatnya (mendesak, berjangka, individual
atau kolektif).

Dasar pemikiran tersebut memberi pengertian bahwa ketika
terjadi kasus hukum yang memerlukan kepastian hukumnya, keadil-

13 Muhammad Khalid Mas’ud, op. cit., him. 228-229.
14 Sa’id Ramadan al-Buti, Dawabith al-Mashlahah fi Syari‘ah al-Islamiyah (Damsyiq:
Umawiyah, 1966-67), him. 12-14.
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an dan manfaatnya. Atas perihal tersebut maka kasus-kasus itu da-

pat ditangani melalui teori dan metode MSy dengan beberapa ta-

hapan sebagai berikut:

1. Apakah kasus tersebut dapat dituntaskan dengan teori berbasis
mashlahah mu’tabarah atau mursalah (MSy).

2. Apakah masalah tersebut dapat dipecahkan dengan metode
MSy yang mempertimbangkan aspek komposisi dan stratifikasi-
nya?

3. Apakah hasil kajian dan ketetapan metode tersebut berhasil

guna dan tepat sasaran demi kemaslahatan individual dan
kolektif?

Tentunya, pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawa-
ban yang komprehensif, baik dari sudut filsafat hukum maupun ilmu
hukum Islam sendiri sehingga diperoleh kejelasan tentang eksistensi
dan fungsi MSy sebagai teori dan metode hukum Islam dalam mena-
ngani kasus-kasus hukum kontemporer terutama cara kerjanya yang
aplikatif.

B. Formulasi MSy sebagai Teori Tujuan Hukum

1. MSy sebagai Proses Pemikiran Tujuan Hukum

Tradisi pemikiran hukum dalam Islam dikenal dengan istilah ijti-
had. Sebagai proses berpikir, maka ijtihad tidak boleh berhenti apa-
lagi menutup dirinya pada titik tertentu. Sebab berkat ijtihad hukum
Islam (figh) telah menampilkan karakteristik yang dinamis dan flek-
sibel sepanjang zaman. Kesalahan besar bila ada pernyataan bahwa
ijtihad tidak berlaku lagi setelah berakhirnya ulama-ulama terdahulu
yang dikenal dengan para mujtahid ideal (mujtahid mutlak).

MSy, sebagai suatu proses berpikir, pada prinsipnya merupakan
aktivitas penelitian yang bersifat rasional, sistematis dan bertujuan
(teleologis) terhadap dalil-dalil nagli (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang
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mengandung petunjuk adanya tujuan, sebab, illat, hikmah serta ra-
hasia hukum. Aktivitas berpikir ini diawali dari persepsi terhadap
ayat hukum, sebagai suatu fenomena yang dapat ditangkap secara
inderawi (penglihatan, pendengaran, penciuman, parasaan, dan pe-
rabaan). Selanjutnya hasil persepsi dinilai menjadi suatu fakta, dan
fakta tersebut saling mempengaruhi yang disebut dengan faktor.

Kemudian faktor-faktor tersebut diidentifikasi dan disimbolkan
dalam bentuk konsep, yakni pernyataan tentang gagasan suatu ob-
vek, baik yang bersifat umum, abstrak maupun lebih konkrit tentang
tujuan hukum. Pada gilirannya konsep-konsep tersebut melahirkan
pernyataan-pernyataan (proposisi) tujuan hukum yang dapat diuji
kebenarannya yang disebut dengan teori, baik benar secara kohe-
rensi, korespondensi maupun pragmatis.

Di samping itu, terjadinya proses pemikiran hukum sangat dipe-
ngaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor pemikir hukum
sendiri yaitu mujtahid, metode ijtihad, masalah ijtihad dan tujuan
ijtihad sendiri. Apakah ijtihad untuk menggali hukum (takhrij al-ma-
nath), menyeleksi hukum (tangih al-mandth), atau menerapkan hu-
kum (tahqiqg al-mandath)? Singkatnya, apakah proses ijtihad itu da-
lam rangka menggali hukum (istinbath al-ahkam), atau menetapkan
dan menerapkan hukum (tathbig al-ahkdm)?*® Dengan demikian,
proses pemikiran MSy melalui tahapan berikut: fakta hukum (teks
hukum), persepsi tujuan hukum, konsep tujuan hukum, proposisi
tujuan hukum, teori tujuan hukum, ilmu tujuan hukum, kedudukan
dan fungsi hukum.

2. MSy sebagai Produk Pemikiran Tujuan Hukum
MSy dapat berkedudukan sebagai hasil atau produk dari proses
pemikiran tentang tujuan hukum, yang berawal dari proposisi-kon-

15 Menurut al-Syatibi ada tiga jenis ijtihad, yaitu ijtihad takhrij al-manath, tanqgih al-
manath dan tahqgiqg al-manath. Sementara itu, ulama lain membagi ijtihad kepada
dua macam, yaitu: ijtihad istinbathi dan ijtihad tathbiqi.
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sep-paradigma dan variabel. Sebagai produk, maka MSy dapat ber-
wujud filsafat tujuan hukum, ilmu hukum bahkan teori tentang tuju-
an hukum versi syari’at. Pada perkembangan selanjutnya, mengi-
ngat urgensi MSy maka ia menjadi teori besar yang berfungsi (a) se-
bagai alat atau pisau analisis terhadap gejala hukum, (b) sebagai
perumus abstraksi dan fakta hukum, dan (c) pengisi kekosongan hu-
kum pada masa lampau dan hukum yang sedang terjadi.

3. MSy sebagai Metode Pemikiran Tujuan Hukum

MSy, sebagai metode pemikiran tujuan hukum (syari‘at), dapat
berfungsi sebagai prosedur yang dipergunakan oleh para ahli hukum
dalam pencarian sistematis tentang pengetahuan hukum baru dan
peninjauan kembali terhadap hukum yang telah ada. Sebagai meto-
de ilmiah, maka MSy dapat berfungsi sebagai pola untuk mengana-
lisis, mendeskripsi, mengklasifikasi, mengukur, membandingkan,
mensurvai dan lainnya dalam penetapan hukum bagi kasus-kasus
yang belum ada ketetapan hukumnya dalam nash (al-Qur’an dan
Sunnah). Dengan demikian, MSy dapat diterapkan dalam dua pola
ijtihad. Pertama, pola is-tinbathi, baik dalam menggali makna hu-
kum yang dinamakan dengan takhrij al-manath maupun dalam me-
nyeleksi makna hukum yang dinamakan dengan tangih al-manath.
Kedua, pola tathbigi, yaitu pola pemikiran tentang penetapan dan
penerapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang
nyata-nyata dihadapi manusia. Pola penerapan hukum semacam ini
dinamakan dengan tahqiq al-manath.

Berdasarkan eksistensi dan fungsi Msy sebagai teori dan meto-
de hukum, maka kepastian suatu hukum dapat diukur akurasinya.
Hukum tidak akan mengalami kesenjangan antara hukum sebagai
norma yang seharusnya (das séllen) dengan hukum sebagai realita
social (das sein) yang mempertimbangkan kemampuan subyek hu-
kum dan tujuannya.
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Apa yang dikemukakan dalam uraian di atas, menunjukkan
bahwa Hasil MSy berkedudukan dan berfungsi sebagai salah satu
teori hukum Islam. Sebagai suatu teori, maka ia tidak lepas dari kaji-
an filsafat ilmu, meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksio-
logis. Secara ontologis, MSy dapat dipertanyakan, apa yang dipela-
jari, apa yang menjadi masalah atau apa yang ingin diketahui dari
term MSy? Secara epistemologis, MSy dapat dipertanyakan, dari
mana asal usul kelahirannya dan bagaimana ia dirumuskan menjadi
suatu teori, apakah ia dirumuskan secara deduksi, induksi, atau sin-
taksis? Secara aksiologis, maka MSy dapat dipertanyakan kegunaan-
nya, baik secara positif maupun normatif. Secara positif, teori MSy
berguna untuk menjelaskan dan meramalkan segala fenomona hu-
kum. Sedangkan secara normatif, teori MSy berguna untuk mengen-
dalikan fenomena tersebut dalam bingkai nilai, etika, dan moral hu-
kum. Karena itu, sebelum membahas substansi dari term maqgashid
syari‘ah, maka kajian parsial dari makna teori, magashid dan al-
syari‘ah sendiri sangat penting.

C. Substansi Teori MSy

1. Tingkatan Tujuan Hukum

MSy, versi al-Syathibi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yai-
tu: (1) Tujuan pembuat hukum syari’at (gashd al-Syari‘), dan (2)
Tujuan mukallaf (gashd al-mukallaf). Bagian pertama, terdiri atas
empat macam. Pertama, tujuan pokok yang disebut dengan tujuan
dasar awal (ibtida'). Kedua, tujuan untuk dapat memahami (ifham).
Ketiga, tujuan pembebanan (taklifi). Keempat, tujuan ketaatan ter-
hadap tuntutan hukum (imtitsal).*®

Tujuan pokok syari'ah ada tiga tingkatan, yaitu tujuan primer
(dhardriyah), tujuan sekunder (hajiyah), dan tujuan tertier (tahsi-

16 Al-Syathibi, op. cit, him. 8, 64, 107, dan 168.
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niyah).r” Tujuan primer adalah sesuatu yang mesti terwujud dalam
menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Kemestian ini menun-
jukkan bahwa bila tujuan ini tidak terwujud, maka kemaslahatan di
dunia akan rusak bahkan hilangnya kehidupan nyata, serta kenik-
matan akhirat pun tidak dapat diraih. Karena itu tujuan primer ini
wajib dipelihara dengan cara menegakkan fondasinya (min janib al-
wujud) dan menghilangkan hal-hal yang menghancurkannya (min
janib al-adam). Tujuan ini meliputi tiga wilayah yakni ibadah, adat,
dan muamalah. Pada wilayah ibadah, tujuan hukum terpusat pada
pemeliharaan agama, seperti tertanamnya keimanan, pengakuan
syahadat, shalat, zakat, shaum, haji dan hal-hal lainnya yang diang-
gap wilayah ibadah. Pada wilayah adat, tujuan hukum diarahkan
pada pemeliharaan nyawa dan akal serta termasuk dalam memper-
oleh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan macam lain-
nya. Sedangkan pada wilayah muamalah (kontak dan interaksi so-
sial) tujuan hukum bermuara pada pemeliharaan regenerasi atau
keturunan dan harta, bahkan terdapat pula pada nyawa dan akal.
Dengan demikian, tujuan primer berdasarkan pemetaan wilayahnya
ada lima, yaitu memelihara agama (hifzh al-din), memelihara nyawa
(hifzh al-nafs), memelihara keturunan (hifzh al-nasl), memelihara

harta (hifzh al-mal), dan memelihara akal (hifzh al-agl).*®

17 Dharariyah ialah kebutuhan sebagai dasar pijakan kehidupan manusia yang mesti
dipenuhi sehingga tidak menjadi goyah dan punah, anarkhi dan keruksakan di ma-
na-mana. Sementara hajiyah adalah kebutuhan manusia untuk memperoleh kemu-
dahan dan kelapangan dalam menerima resiko kehidupan, anti kesulitan selama ti-
dak mengakibatkan hal negatif pada level dhariiriyah. Sedangkan tahsiniyah meru-
pakan tuntutan tata krama kehidupan nyaman menurut cara terbaik atau kesem-
purnaan di mata masyarakat, selama tidak masuk pada indikator dhardriyah dan
hajiyah.

18 Kelima prinsip utama tujuan hukum (al-dharidrah al-khams) berbasis pada al-Qur-
‘an dan al-Sunnah sebagai pemerincinya: (1) Memelihara agama tersimpul dalam
tiga susbtansi, yaitu: Islam, Iman dan lhsan, yang ditegakan melalui ajakan (dak-
wah), harapan (targhib), peringatan (tarhib), dan menentang penolak dan peruksak
serta lainnya; (2) Memelihara nyawa tersimpul dalam tiga hal: mewujudkan rege-
nerasi (tanasul), melanggengkannya melalui pola makan, minum dan semacamnya,
termasuk yang bersifat preventif seperti zina, talak, khulu’, li’an dan lainnya yang

11
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Tujuan sekunder adalah sesuatu yang diperlukan untuk mem-
peroleh kelapangan hidup dan menghilangkan kesempitan walau-
pun tak sampai berakibat pada kehancuran hidup. Keperluan-keper-
luan seperti ini, di antaranya adanya rukhsah dalam ibadah, kebo-
lehan berburu binatang dan menikmati hal-hal yang baik dari ma-
kanan, minuman, pakaian, papan dan fasilitas lainnya yang menjadi
wilayah kebiasaan sehari-hari (adat). Boleh melakukan transaksi da-
lam bentuk giradh, masaqah, salam dan kegiatan lainnya yang seru-
pa. Sementara itu, tujuan tertier adalah tujuan yang berorientasi ni-
lai-nilai keindahan berupa akhlak karimah, seperti etika bersuci, me-
nutup aurat, memakai perhiasan, mengerjakan kebaikan-kebaikan
yang dianjurkan, etika makan dan minum, menghindari jual beli ba-
rang bernajis, pencabutan hak budak atau wanita dari kesaksian dan
kepemimpinan.

Selain tujuan asal, syari'at Islam pun mengandung tujuan kedua
berupa pemahaman terhadap syari'at. Tujuan ini berdasarkan ke-
nyataan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum turun de-
ngan bahasa Arab.'® Karena itu, telaahan terhadap dilalah lafazh al-
Qur'an sebagai teks hukum merupakan sesuatu yang penting dalam
memahami makna-makna hukum, baik makna asal maupun makna
tambahan. Dengan demikian, al-Qur'an sebagai teks hukum (nash)
mengandung dilalah ashliyah yaitu dilalah yang menunjukan asal
dan dilalah taba'iyah, yaitu dilalah yang menunjukan makna-makna
tambahan.?° Analisis terhadap dilalah inilah yang melahirkan rumus-

berakibat memadaratkan, meruksak bahkan membunuh; (3) Memelihara akal sehat
dari segala hal yang merusak berikut segala hal terkait; (4) Memelihara harta
berupa penetapan hak milik, dan segala cara serta medianya; dan (5) Memelihara
kehormatan (hifdz al-‘irdi) seperti anti saling melaknat (li’an), menuduh tanpa bukti
dan aspek-aspek lain yang dapat ditelaah secara adil dari sisi manfaat dan mada-
ratnya.

19Q.S. 12: 2; 16: 103; 26: 195; dan 41: 44.

20 Jpid., him. 66.
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an tentang tujuan hukum secara hierarkis, yaitu: dhardriyah, haji-
yah, dan tahsiniyah.

Dilalah ashliyah adalah dilalah lafazh yang pada dasarnya me-
ngandung makna mutlak, seperti makna asal lafazh perintah (al-
amr), larangan (al-nahy), lafazh umum, lafazh khusus serta lafazh-
lafazh lain yang belum bergeser dari makna asalnya. Hal ini berbeda
dengan dilalah taba'iyah yang berfungsi sebagai makna tambahan
(penguat, penjelas, pembatas dan lainnya) terhadap makna asal.
Oleh Karena itu, kemaslahatan tingkat tertier menempati posisi se-
bagai makna pelengkap bagi tingkat sekunder; kemaslahatan tingkat
sekunder sebagai pelengkap kemaslahatan tingkat primer.

Al-Syatibi termasuk ulama yang memahami dilalah lafazh, de-
ngan menempuh pendekatan terpadu antara pendekatan zhahir laf-
azh dengan pertimbangan makna serta illat. Pengejawantahan pe-
mikiran ini nampak dalam tiga cara yang dikemukakan al-Syatibi ke-
tika memahami MSy, yaitu: (1) analisis terhadap makna-makna asal
dari lafazh amr dan nahy; (2) analisis terhadap pertimbangan 'illat-
'illat yang terdapat dalam amr dan nahy; dan (3) menentukan ada-
nya tujuan asal dan tujuan pelengkap pada setiap hukum, baik adat
maupun ibadah.*

Tujuan ketiga syari'at Islam adalah pemberlakuan hukum bagi
setiap individu yang layak menerimanya. Tujuan seperti ini disebut
pula sebagai tujuan taklif. Tujuan ini berpijak pada konsep dasar
bahwa hukum hanya berlaku menurut kemampuan mukallaf.?? Ke-
mampuan mukallaf berkisar di antara usahanya, di luar usahanya
atau di antara keduanya. Hukum berlaku hanya pada kemampuan
dan usahanya sendiri.

Tujuan taklif tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kemafsa-
datan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan, baik pada masa se-

21 |pid., him. 393 dan seterusnya.
22 |bjd., him. 107-110.
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karang maupun masa mendatang. Kemaslahatan yang demikian ti-
dak akan pernah terwujud bila diserahkan kepada ambisi pribadi se-
tiap individu. Karena itu, taklif syari'ah ini pada dasarnya ditetapkan
untuk membebaskan mukallaf dari cengkraman hawa nafsu.? Se-
mentara itu, tujuan keempat sebagai tujuan akhir dari penetapan
syari'at adalah yang menuntut setiap individu agar mentaati dan
mengikuti syari'at itu sendiri sebagai hukum yang mengikat.

Tujuan akhir ini berorientasi pada pembentukan mukallaf agar
menjadi hamba Allah yang punya kebebasan, di samping kepatuhan
kepada-Nya. Terdapat tiga alasan yang menjadi tuntutan mentaati
syari'at ini. Pertama, beberapa nash yang jelas-jelas menunjukkan
bahwa setiap hamba diciptakan Allah agar tunduk kepada-Nya dan
berada di bawah perintah serta larangan-Nya (Q. S. 2: 21; 177; 4: 36;
20: 132; dan 51: 56). Kedua, beberapa nash yang menunjukkan cela-
an bila menyalahi tujuan penciptaan hamba tersebut. Apabila setiap
individu tidak mengikuti tujuan ini berarti mereka mengikuti ke-
inginannya sendiri padahal sikap demikian dilarang Allah (Q.S. 23:
71; 38: 26; 45: 23; 47: 14 dan 16; 53: 3; dan 79: 38). Ketiga, kenya-
taan empiris dan adat yang menunjukkan bahwa kemaslahatan yang
berdimensi ukhrawi dan duniawi tidak akan berhasil bila dibiarkan
mengikuti hawa nafsu, sebab kenyataan menunjukkan bahwa menuruti
hawa nafsu telah menimbulkan konflik yang berakibat terjadinya
pembunuhan dan kehancuran hidup. Karena itu, setiap perbuatan
mukallaf tidak dapat bebas dan rambu-rambu hukum, yaitu wajib,
haram, makruh, sunat, dan mubah.?*

Uraian di atas menunjukkan bahwa kemaslahatan ukhrawi dan
duniawi yang dicita-citakan oleh setiap individu dapat diperoleh se-
mata-mata dengan mengikuti syari'at Islam sendiri. Di samping itu,
dapat diketahui pula bahwa formulasi MSy hingga menjadi suatu

23 |bid., him. 153 dan 168.
24 Ibid., him. 170.
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konsep merupakan hasil penelitian induktif terhadap sejumlah nash
(al-Qur'an dan al-Hadits) yang diperkuat oleh bukti empirik. Hasil
penelitian induktif tersebut menunjukkan bahwa syari'at Islam ber-
tujuan pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

Formulasi MSy komposisi dan stratifikasinya yang dibangun
melalui proses pemikiran yang berkesinambungan dari para fakar
hukum sehingga menjadi suatu teori. Dari raian di atas dapat disim-
pulkan bahwa MSy merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh
Allah sebagai Pembuat syari’at (Syari’). Kemaslahatan semacam ini
disebut pula dengan istilah mashlahah mu’tabarah. Misalnya, ke-
maslahatan yang terdapat dalam hukum memelihara agama, nya-
wa, akal, keturunan, dan harta.

2. Cakupan dan Struktur Teori MSy

Obyek suatu ilmu meliputi materi, esensi, dan cakupannya.
Yakni sejumlah obyek kajian dan masalah yang terkandung dan ber-
hubungan. Obyek akidah, misalnya, adalah pengesaan kepada Allah
dan pembenaran terhadap hal-hal yang dapat diterima serta kei-
manan yang ghaib sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan
Sunnah. Obyek figh adalah penjelasan tentang hukum halal, haram,
wajib, mustahab dan makruh. Begitu pula tentang dalil-dalilnya yang
terperinci dari berbagai ayat al-Qur’an, hadits, sunnah, tafsir, pen-
dapat ulama dan pemilihan pendapat yang terkuat.

Sementara itu, obyek ushdl al-figh adalah kaidah-kaidah yang
bersifat global, prinsip-prinsip universal dan sumber-sumber tasyri’
yang umum yang menjadi cara untuk menggali dan mengeluarkan
berbagai hukum. Karena itu, ushal al-figh dinamakan dengan ilmu
istinbath dan istikhraj.

Berkenaan dengan hal itu, obyek kajian MSy mencakup penje-
lasan tentang hikmah-hikmah hukum, rahasia-rahasia penetapan
hukum, sasaran agama, maksud dan niat mukallaf, serta lainnya. Se-
iring dengan perkembangan zaman, ilmu tentang tujuan hukum se-

15



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

makin mendapat perhatian dalam bentuk pengkajian, penulisan, pe-
ngujian, komentar dan pembentukan teori baru yang dibukukan.
Hasil seluruh kajian dan penelitian yang disampaikan para ahli me-
nunjukkan pentingnya penempatan teori dasar bagi ilmu MSy yang
bermuara pada kemaslahatan syar’i sebagai obyek utamanya.

Sebagai contoh jual beli diperintahkan demi kemaslahatan yang
bernilai manfaat dari pertukaran barang. Kemaslahatan ini bersifat
primer karena kehidupan berdiri pada nilai kemamfaatan ini. Oleh
sebab itu, penimbunan barang diharamkan karena dapat menghi-
langkan kebutuhan pokok manusia. Di samping itu, kemaslahatan ini
berlaku secara umum untuk setiap manusia. Memang diakui adanya
akhirnya keuntungan pribadi dalam menimbun barang. Maka keun-
tungan personal ini dilarang bila bertolak belakang dengan keun-
tungan umum. Karena itu, praktek jual beli dan pemenuhan barang
kebutuhan menjadi sesuatu yang diwajibkan. Maka dalam hal ini
berlaku kaidah “kemaslahatan umum didahulukan daripada kemas-
lahatan pribadi“ (al-mashlahah al-‘ammah mugaddamah ‘ala al-
mashlahah al-khashshah). Kemaslahatan yang timbul dari praktek
jual beli merupakan kemaslahatan nyata karena keuntungannya
kembali kepada masyarakat atas dasar sukarela dan adil. Hal ini
amat berbeda dengan praktek riba yang bersifat keuntungan pribadi
dan semu yang menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan. Karena
itu, Allah menetapkan status riba sebagai karakter buruk (Q.S. 2:
276) yang harus diperangi (Q.S. 2: 279).

Khusus tentang struktur teori dikenal tiga hierarki, yaitu: (1)
grand theory, (2) middle range theory, dan (3) application theory.
Grand theory memiliki cakupan makro dan hirerarkis yang memba-
wahi teori lainnya dan bersifat struktural. Sedangkan middle range
theory merupakan teori-teori yang berifat messo atau level mene-
ngah yang terfokus pada kajian makro dan mikro. Sementara itu,
application theory adalah teori yang bersifat terapan. Misalnya, teo-
ri tentang kebijakan publik, teori pertukaran, teori aplikasi perbank-
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an dan lainnya. Hierarki semacam ini terdapat dalam teori MSy se-
bagaimana diperagakan dalam Gambar 1.

Gambar 1: Hierarki Teori MSy

Grand Theory
Magqashid al-Syarr'ah
Maslahah Mu'tabarah

Middle-range Theory
Maslahah Mursalah-Nilai
ljtihad

Operational Theory
Teori dan Metode MSy yang Aplikatif

Berdasarkan pembagian struktural tersebut, maka teori MSy
yang berintikan kemaslahatan versi syara’ atau mashlahah mu’ta-
barah dapat diposisikan sebagai grand theory dalam kajian hukum
Islam, yang menjadi dasar pijakan bagi teori-teori lainnya secara hie-
rarkis. Sebagai teori besar maka ia akan membawahi teori kemasla-
hatan di bawahnya, di antaranya teori mashlahah mursalah yang
spiritnya sejalan dengan mashlahah mu’tabarah. Teori mashlahah
mursalah pada prinsipnya menunjukkan adanya nilai-nilai maslahat
pada setiap kasus hukum baru yang sama sekali tidak disinggung
dalam nash (al-Qur’an dan Sunnah). Teori ini pada dasarnya menjadi
teori penghubung (middle range theory) bagi teori-teori yang lebih
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praktis atau lebih operasional, di antaranya teori kemaslahatan da-
lam praktek ijjarah, murabahah, mudarabah, asuransi haji, perbank-
an syari’ah, dan lainnya.

3. Fungsi Teori MSy
Sebagaimana diketahui bahwa para ulama ushul telah mene-
tapkan pola penelusuran yang mampu mengungkap dan menangkap
maksud syari’at serta memahami makna kemaslahatan dan batasan
illat-illat hukum berikut rahasia-rahasianya. Hal itu mengasilkan teo-
ri MSy. Pada giliran berikutnya teori ini dapat berfungsi dalam men-
transformasi pola pemikiran hukum dari pola yang parsial menuju
yang universal. Dari yang tekstual menuju ke yang kontekstual; dari
yang konservatif menuju ke yang progresif; dari yang bersifat kabur
menuju hal-hal yang terukur. Oleh karena itu, menurut al-Risuni,
teori MSy menjadi kiblat para mujtahid dan paradigma pemikiran
atau penalaran hukum.®
Nuruddin bin Muhtar al-Khadimi dalam buku “/imu Maqashid
al-Syari’ah” mengemukakan tujuh faedah atau fungsi MSy, yaitu un-
tuk:%®
1) Menampakkan illat pembentukan hukum, hikmah tujuan dan
sasarannya, baik yang bersifat parsial maupun universal;
2) Menempatkan ahli hukum agar beristinbath menurut tujuan
hukum sehingga hukum dipahami, diukur, dan diterapkan;
3) Mempertegas hubungan antara berbagai kajian ushul al-figh
(metodologis) dengan tujuan hukum melalui metode maslahah,
giyas, uruf, kaedah-kaedah hukum, dzara’i dan lainnya;

25 |bid, al-Fikr al-Magashid (Ribarh: Mansyurah Jaridah bi al-Zaman, 1999), him. 90-
104.

26 Nuruddin bin Muhtar al-Khadimi, IImu Magqashid Syari’ah (t. p.: Maktabah Ubai-
kan, 2001 M./1421 H.), Juz 1, him. 52.
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4) Memperkecil perbedaan dan pertentangan dalam figh dan fa-
natisme madzhab dengan memegang teguh atas MSy dalam
menerapkan hukum;

5) Memasukkan dua cara memahami hukum yang tekstualis de-
ngan spiritualis sehingga ketentuan teks hukum berjalan dalam
satu sistem hukum yang utuh;

6) Membantu subyek hukum dalam menjalankan dan mematuhi
hukum dengan sebaik-baiknya karena telah memahami tujuan
hukum yang dikehendaki;

7) Membantu kalangan akademisi dan penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya sesuai dengan pembuat hukum, bukan
karena bunyi-bunyi teksnya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, sebagaiman dikutip oleh Jasir Au-
dah, MSy mempunyai peranan sangat penting dalam memahami
berbagai aspek hukum. Misalnya, dalam memahami pesan al-Qur-
‘an, globalitas syari’at al-Islam, Islam modern, kontinunitas dinamika
ijtihad yang sah, legalitas fatwa, dan landasan akhlak berkomunikasi
dalam menemukan titik temu antar ragam aliran pemikiran dan ke-
percayaan.?’

3. Relasi Teori MSy dengan Beberapa Konsep Hukum
(a) Relasi MSy dengan “lllat

Terdapat berbagai gagasan dalam pengkajian hukum Islam, di
antaranya ‘illat, hikmah, dan dzari‘ah. ‘I/llat menurut istilah, adalah
sifat yang nampak dan terukur yang berupa kemaslahatan sebagai
konsekuensi logis dari lahirnya penetapan hukum. Sifat memabuk-
kan (iskar) misalnya, merupakan sifat yang tampak dan terukur yang
mendorong lahirnya hukum haram dalam rangka kemaslahatan me-
melihara akal dan harta. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan
kita berikut: “Dengan lahirnya ketetapan hukum haram berhasilah

27 )asir Awdah, Multaqa al-Imam al-Qardhawi (Qatar: t.p, 2007), him. 75-81.

19



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

atau terwujudlah kemaslahatan memelihara akal dan harta“. Jadi,
‘illat merupakan sebab dan sesuatu yang menimbulkan adanya hu-
kum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

Contoh berikutnya tentang ‘illat hukum adalah masalah safar
(bepergian), yakni sebagai sifat yang tampak dan terukur dalam si-
tuasi dan kondisi apa pun. Ketetapan hukum karena safar telah me-
lahirkan keringanan (rukhsah) dalam hal gqashar shalat, berbuka sha-
um, dan menyapu kedua sepatu. Kemaslahatan sebagai MSy yang
terdapat dalam persoalan tersebut adalah hilangnya kesempitan
dan lahirnya keringanan bagi mukallaf.

Sesungguhnya ‘llat ialah sifat yang memberi tahu dan menim-
bulkan hukum. Sifat memabukkan menimbulkan hukum haram de-
mi kemaslahatan menjaga akal dan harta; sifat safar (bepergian)
menimbulkan keringanan dalam qashar shalat, berbuka shaum dan
menyapu sepatu demi kemaslahatan dalam menghilangkan kesulit-
an dan kesempitan; sifat mencuri (sirgah) menimbulkan hukum po-
tong tangan demi kemaslahatan menjaga harta; zina menimbulkan
hukum dera (jild) atau lemparan batu sampai mati (rajam) demi ke-
maslahatan memelihara keturunan dan membunuh dengan sengaja
menimbulkan hukum gishas demi kemaslahatan menjaga nyawa.

(b) Relasi MSy dengan Hikmah

Hikmah adalah sesuatu yang timbul dari penetapan hukum un-
tuk memperoleh kemaslahatan semaksimal mungkin atau menolak
kemafsadatan seminimal mungkin. Term hikmah adakalanya dituju-
kan untuk maksud parsial seperti hikmah menghindari penyakit de-
ngan menjauhi isteri yang sedang menstruasi (hayd), hikmah larang-
an jual beli barang yang hilang (ma’dum) untuk mengantisipasi keti-
daktahuan dan manipulasi bagi pembeli. Hikmah boleh melihat wa-
nita yang akan dipinang agar tumbuh kasih sayang dan pergaulan
yang langgeng, sehingga dapat menuju kesuksesan dan kebahagia-
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an. Begitu pula, hikmah umum untuk tujuan yang luas atau kemasla-
hatan global seperti untuk memelihara nyawa, mewujudkan kemu-
dahan dan menghilangkan kesempitan serta memantapkan pengab-
dian dan kepatuhan kepada Allah.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa hikmah dari diutusnya pa-
ra rasul dan lahirnya berbagai syari’at adalah munculnya peribadat-
an kepada Allah dan terhindarnya dari thagut. Dengan demikian,
yang dimaksud dengan hikmah adalah terwujudnya kumpulan ke-
maslahatan umum dengan tujuan universal. Memang diakui secara
umum term hikmah dan tujuan merupakan kata sinonim yang digu-
nakan dalam menjelaskan sesuatu yang diinginkan hukum. Apabila
direnungkan lebih mendalam, dapat ditarik kesimpulan sementara
bahwa al-hifzh berhubungan erat dengan hikmah. Di sini sistem hu-
kum benar-benar menjadi supremasi yang mesti diemban manusia
di mana dan kapan pun berada (rahmatan li al-‘alamin) yang bertu-
juan pasti (teleologis berbasis teologis dan filosofis).

(c) Relasi MSy dengan al-Dzari‘ah

Al-Dzara’i berasal dari kata dzari‘ah yang berarti pelantara. Ka-
rena itu, sadd al-dzari‘ah adalah larangan atas sesuatu yang dibo-
lehkan sehingga tidak mengakibatkan lahirnya perbuatan yang tidak
dibolehkan. Menurut jumhur ulama, sadd al-dzari‘ah (preventif) ter-
masuk fath al-dzari‘ah (ovensif) adalah dasar syara‘ yang diamalkan
dan dipegang dalam mengetahui dan menyimpulkan hukum.

Hubungan antara MSy dengan sadd al-dzara‘i adalah sebagai-
mana berikut ini. (1) Sadd al-dzara‘i secara substansial merupakan
salah satu tujuan dari maksud-maksud syara’ yang dipertegas dan
diperingatkan oleh sejumlah nash syara’ (teks wahyu) seperti dalam
Surat al-An’am ayat 108 dan Surat al-Bagarah ayat 104. Kata “ra-
‘ina”“ menurut Yahudi merupakan kata celaan. Oleh karena itu, kata
ini dilarang oleh Allah agar Rasul Saw. terhindar dari penghinaan.
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Kedua, Sad al-dzara‘i adalah menutup segala perantara (wasi-
lah) yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan. Wasilah itu ada
dua macam, yaitu: (a) perantara yang wajib ditutup atau dihentikan
dan hal ini dinamakan dengan sad al-dzara’i; (b) perantara yang
wajib dibuka atau dilaksanakan (fath al-dzara‘i), yakni membuka
jalan untuk mencapai kemaslahatan dan kemamfaatan. Menyebar-
kan ilmu merupakan cara pendidikan masyarakat untuk memahami
hukum agamanya dan hal-hal yang membahagiakan dunia dan akhi-
rat; mempermudah pernikahan dan meringkan mahar merupakan
cara untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari perbuat-
an asusila. Karena itu, ulama menyatakan bahwa sesuatu yang da-
pat mendukung terwujudnya kewajiban maka status hukumnya wa-
jib pula dilaksanakan (ma la yatimm al-waijib illa bihi fahuwa wadijib).

D. Pengembangan MSy dalam Konteks Perubahan Sosial

Uraian tentang MSy dengan berbagai aspeknya menunjukkan
bahwa ia merupakan hasil perkembangan pemikiran teleologi hu-
kum yang berkesinambungan secara dinamis. Karena itu, sebagai
hasil pemikiran, teori MSy sebagaimana telah dirumuskan tidak da-
pat dinilai sebagai hasil pemikiran yang final. Artinya, teori tersebut
bersifat luwes untuk dikembangkan, karena MSy memberi peluang
untuk dikembangkan. Begitu pula pada aspek metodologinya ia da-
pat dikembangkan dan diperankan sebagai pendekatan bahkan me-
tode penetapan hukum yang lebih teknis.

Sebagaimana lazimnya suatu produk pemikiran, formulasi dan
komposisi MSy tidak bebas dari pengaruh situasi dan kondisi sosial
yang dihadapinya. Sebab setiap produk pemikiran hukum dalam si-
tuasi dan kondisi tertentu pada dasarnya merupakan respons ter-
hadap persoalan-persoalan yang muncul ketika itu, baik yang bersi-
fat lokal dan jangka yang singkat maupun bersifat global dan dalam
waktu yang lama. Dengan perkataan lain, maqashid al-syari’ah di-
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formulasikan dalam konteks kebutuhan pada zamannya. Ketika tun-
tutan itu terus bergulir maka reformulasi MSy mutlak diperlukan. Ji-
ka tidak demikian, maka realisasi kemaslahatan tidak akan dapat
mengakomodasi setiap kebutuhan manusia. Melihat kenyataan de-
mikian, para pemikir hukum Islam telah mengangkat beberapa issu
sentral yang mesti dipertimbangkan menjadi bagian pengembangan
komposisi MSy. Issu sentral tersebut, di antaranya pentingnya me-
melihara ummat (hifzh al-ummah), suatu konsep yang ditawarkan
oleh pakar hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Bandung, A.
Djazuli.”® Konsep ummat menjadi bagian MSy didasarkan pemikiran
bahwa manusia bukan sekedar makhluk individual tetapi juga seba-
gai makhluk sosial yang hidup di dalam masyarakat. Dengan mengu-
tip pendapat Ibn Khaldun, A. Djazuli menyatakan bahwa kebersama-
an manusia merupakan hal yang pokok di dalam memenuhi kebu-
tuhan hidupnya, sebab “al-insan madaniyyun bi thabi".

Landasan lain yang menopang makna penting hifzh al-ummah
menjadi bagian dari MSy adalah adanya larangan aksi pemberontak-
an terhadap kepala negara yang adil. Larangan pemberontakan ini
yang dalam politik Islam dinamakan al-bagy dimaksudkan untuk me-
melihara umat. Sebagaimana dimaklumi, pada satu sisi kita diwajib-
kan bersatu, sedangkan pada sisi lain kita diharamkan tafarug (ber-
cerai berai). Oleh karena itu, secara moral, kita diwajibkan mene-
gakkan ukhuwwah dan dilarang bermusuhan dan saling membenci.

Lebih lanjut Djazuli menegaskan bahwa tanpa hifzh al-ummah,
kita sulit memahami kasus-kasus peperangan dan atau pemberon-
takan. Perang dan pemberontakan terjadi karena masalah politik ti-
dak dapat diselesaikan melalui sistem politik yang ada. Perdamaian
misalnya, Perjanjian Hudaibiyah, Piagam Madinah, Imamah dan ma-
salah-masalah politik lainnya. Termasuk pula masalah keluarga be-

28 A, Djazuli, "Hifzh al-Ummah sebagai Salah Satu Magashid al-Ummah,” dalam Al-
Tadbir. Volume |, Nomor Il, September 1999, (Pusat Pengkajian Islam dan Pranata,
IAIN Bandung, 1999), him. 1-8.
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rencana, trilogi kerukunan, hankamrata, hak asasi manusia, ling-
kungan hidup, organisasi internasional dan nasional. Dengan demi-
kian, hifzh al-ummah menjadi landasan filosofis bagi figih siyasah,
baik siyasah dusturiyah, dawliyah maupun maliyah. Figh sosial yang
diperkenalkan oleh Ali Yafie yang pada intinya dimaksudkan untuk
merealisasikan kemaslahatan umum tidak akan jelas arahnya bila
tanpa hifzh al-ummah di dalamnya.?

Menurut A. Djazuli, MSy yang dikembangkan oleh para pakar
hukum Islam hingga zaman al-Syatibi dinilai lebih menekankan pada
manusia sebagai individu dan kurang diimbangi dengan manusia
sebagai anggota komunitas. Boleh jadi hal ini menjadi salah satu se-
bab yang menjadikan orang Islam kurang perhatian dan kesadaran-
nya tentang pentingnya umat di dalam kehidupan ini. Dan hal ini
terlihat dalam asumsi bahwa fardh ‘ain (kewajiban individu) lebih
penting daripada fardh kifayah.

Gagasan hifzh al-ummah termasuk metode penterapannya se-
bagaimana digagas oleh A. Djazuli dan Wahab Afif berpijak pada lan-
dasan moral dan hukum. Moral pembentukan suatu ummat melalui
tahapan berikut ini. Pertama, pembentukan suatu umat dimulai dari
pembentukan pribadi-pribadi yang berkualitas, memiliki keyakinan
yang kokoh dan akhlak mulia serta penyerahan diri yang total kepa-
da kehendak Allah sebagaimana tercermin dalam sejarah Nabi Mu-
hammad Saw. pada priode Mekkah dengan terbentuknya pribadi
muthma'innah (Q.S. 89: 27). Kedua, dilanjutkan dengan pembentuk-
an rumah tangga yang sakinah (Q.S. 30: 21) sebagai unsur terkecil
dalam pembentukan masyarakat. Rumah tangga sakinah dalam cer-
minan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dengan
isteri yang disimbolkan bahwa isteri adalah pakaian suami dan begi-
tu sebaiknya (Q.S. 2: 187). Perhatian Islam terhadap pembentukan
keluarga ini sangat besar. Hal ini terlihat dari sejumlah ayat al-Qur-

29 Ipid, him. 4.
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‘an lebih banyak berbicara tentang pembinaan rumah tangga sete-
lah ibadah ketimbang bidang-bidang lainnya.>® Melalui pemben-
tukan keluarga yang ideal ini diharapkan lahirnya komunitas muslim
yang memiliki identitas ummatan wahidah (Q.S. 21: 32), ummatan
wasatha (QS. 2: 143), dan khayr ummah (Q.S. 3: 10). Sementara itu
ummat dalam tinjauan hukum diawali dengan unsur terkecil, yaitu
keluarga yang terkemas dalam istilah al-ahwal al-syakhsyiyah yang
meliputi: perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, dan hibah.

Umat dalam lingkup umat manusia secara yuridis dibentuk atas
dasar kesamaan insani. Karena itu, kita dilarang mengganggu jiwa,
harta serta kehormatan manusia tanpa landasan hukum yang sah.
Barang siapa mengganggunya, ia akan menerima sanksi dan per-
tanggungjawabannya. Tawanan perang sekalipun harus diperlaku-
kan secara manusiawi karena ia bagian dari umat manusia (Q.S. 76:
8). Terealisasinya kehidupan umat manusia yang damai merupakan
sesuatu yang bersifat dhardriyah. Sedangkan segala upaya penyele-
saian konflik merupakan hal yang bersifat hajiyah. Adapun melaku-
kan segala perbuatan terhadap sesama manusia secara akhlagi ber-
sifat tahsiniyah.

Apabila konsep umat difahami dalam pengertian luas, yakni
seluruh makhluk Allah di muka bumi, maka terciptanya kesinambu-
ngan hidup di antara mereka merupakan sesuatu yang bersifat dha-
rariyah. Di samping itu, pemanfaatan alam dengan tidak merusak-
nya adalah bagian kebutuhan yang bersifat hajiyah. Begitu pula ber-
sikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi mutlak
diperlukan sebagai kebutuhan yang bersifat tahsiniyah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hifzh al-ummah pada inti-
nya adalah pemeliharaan nilai-nilai sosial yang mersti diprioritaskan.
Nilai-nilai sosial ini bila diteliti secara seksama terdapat dalam se-
mua aspek ibadah tidak terkecuali dalam ibadah mahdah. Dengan

30 Abd al-Wahab Khallaf, op. cit., him. 32-33.

25



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

ibadah sosial, seseorang mempunyai kesempatan masuk surga lan-
taran memberi minum seekor anjing yang tengah kehausan atau
wanita dapat terjerumus ke jurang neraka karena tidak memberi
makan seekor kucing. Karena itu pula, ummat Islam dilarang buang
air kecil di bawah pepohonan atau merusak pepohonan sekalipun
dalam situasi perang. Walaupun demikian, A. Djazuli mengakui bah-
wa persoalan sosial atau keummatan di dalam kehidupan masyara-
kat merupakan lahan ijtihad. Karena itu, pemecahannya harus ber-
pijak pada dalil-dalil kulli dan kaidah-kaidah kulli yang sudah mapan
dan keterkaitannya dengan MSy berikut pengembangannya, yang
disertai metode sadd al-dzari‘ah dan fath al-dzari‘ah, al-mashlahah
al-mursalah, al-istishhab, al-'adah dan lainnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pemeliharaan lingkung-
an (hifzh al-bi'ah) menjadi bagian penting bagi manusia dalam mem-
pertahankan hidupnya, sehingga aspek ini patut menjadi bagian dari
MSy. Tentunya yang dimaksud hifzh al-bi'ah di sini adalah lingkung-
an fisik atau jasmani. Sebab bila dimaksudkan dalam pengertian
luas, maka hifzh al-bi'ah sudah termuat dalam konsep hifzh al-
ummah yang dikemukakan oleh A. Djazuli. Di samping unsur-unsur
baru komposisi MSy tadi, maka pengembangannya dapat dipilah-
pilah dalam bentuk disiplin ilmu tertentu berupa figih-figih yang
berorientasi kepada ketuhanan, kemanusiaan dan kealaman.

E. MSy sebagai Metode Penetapan dan Penerapan Hukum

MSy sekurang-kurangnya telah memenuhi dua kriteria.®* Perta-
ma, secara substanstif cocok dengan situasi empiris, karena secara
konseptual ia diformulasikan dari data-data induktif, baik yang ber-
sifat tekstual dari nash maupun konteksual dari realitas kehidupan

61 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1996), Cet. VII, him. 17
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manusia. Kedua, telah berfungsi dalam meramalkan, menerangkan,
menafsirkan bahkan menetapkan suatu hukum.

Berdasarkan kriteria kedua MSy dapat dikembangkan bukan
hanya sebagai teori, tetapi juga dapat ditransformasi menjadi suatu
metode mempunyai fungsi meramalkan, menerangkan, menafsirkan
dan menetapkan suatu hukum. Untuk memberi identitas, sebut saja
metode ini dengan metode MSy atau mashlahah mu'tabarah. Tentu
saja, penamaan metode ini terasa asing dalam diskursus metodologi
Islam, tetapi hal ini sah-sah saja dalam wacana dan kajian akademik.
Alasannya cukup sederhana, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh
Muhammad Musthafa Syalabi.®? la mengatakan bahwa yang disebut
qiyas, mashlahah mursalah, sadd al-dzari‘ah, istihsan dan lainnya
merupakan term-term metodologis yang tidak ditemukan pada za-
man sahabat dan para imam madzhab. Tetapi setelah itu term-term
tersebut pada perkembangannya menjadi istilah-istilah teknis popu-
ler dalam metodologi hukum Islam. Apabila kita menerima istilah
mashlahah mursalah sebagai metode hukum, maka penerimaan ini
berlaku pula pada istilah mashlahah mu‘tabarah atau MSy. Peneri-
maan istilah ini terasa semakin penting dalam konteks metode-
metode hukum Islam, sebab semua metode yang telah mentradisi
pada dasarnya merupakan metode-metode yang dependen atau
terikat oleh ketentuan-ketentuan nomiatif di mana salah satu di an-
taranya harus berpijak kepada MSy. Sementara itu, MSy sendiri da-
pat dipandang sebagai metode hukum yang independent.®?

Apabila MSy memungkinkan dapat dijadikan metode penetap-
an hukum, maka ia dituntut memiliki landasan teori, cara kerja dan
berfungsi dalam memecahkan suatu persoalan hukum baru. Degan

62 Muhammad Musthafa Syalabi, AI-Madkhal fi al-Figh al-Islami (al-Azhar: Majma’
al-Buhuts al-Islamiyah, 1985), him. 414-416.

63 Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: al-
Ikhlas, 1995), him. 191.

27



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

cara demikian nilai-nilai kepastian, keadilan dan kegunaan ketetap-
an hukum dapat dirasakan secara efesien dan efektif.

1. Landasan Konseptual Metode MSy

Landasan konseptual dapat dimakni sebagai dasar teoritis yang
dijadikan acuan kerja dari metode MSy, yakni landasan teoritis ten-
tang kemaslahatan. Berkenaan dengan teori maslahat yang berkem-
bang sampai periode al-Syatibi, Yudian W. Asmin menyimpulkan
empat kecenderungan sebagaimana berikut ini.®* Pertama, konsep
mashlahah yang pada umumnya tidak mirip dengan konsep al-Razi
maupun pihak-pihak yang benar-benar mensejajarkan definisi mu-
nasib dan mashlahah dari al-Ghazali dan al-Razi. Yang dekat kepada
konsep al-Razi adalah Shihab al-Din al-Qurafi (684 H./1285 M.), seo-
rang pakar hukum madzhab Maliki dan Sadr al-Syari'ah al-Mahbubi
(747 H./1346 M.) dari penganut Hanafi. Karena menerima kritik al-
Razi tentang mashlahah, al-Qurafi bahkan melangkah lebih jauh. la
memunculkan keraguan yang serius. Apakah mashlahah bisa didefi-
nisikan dan dibenarkan dalam kerangka yang jelas. Dalam hal ini, Ja-
mal al-Din al-Asnawi (771 H./1369 M.) menggabungkan pendapat al-
Ghazali dan al-Razi. Di lain pihak, Sa'd al-Din al-Taftazani (792 H./
1390 M.) menginterpretasikan posisi Hanafi, terutama yang berasal
dari Pazdawi (482 H./1089 M.) dengan mengacu kepada al-Razi.

Kedua, konsep yang menolak mashlahah mursalah sebagai lan-
dasan yang valid bagi ijtihad. Konsep ini diperlihatkan oleh Sayf al-
Din al-Amidi (631 H./1234 M.) dari pengikut al-Syafi'i dan lbnu Hajib
(646 H./1249 M.) dari pengikut Maliki. Dalam menyoroti mashlahah
mursalah, kedua pakar ini lebih cenderung kepada pendapat al-
Ghazali, sebab mereka baru akan menerima mashlahah mursalah
bila didukung argumen tekstual.

64 Ibid., him. 168-175.
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Ketiga, konsep mashlahah mursalah yang cenderung sufistik
sebagaimana terlihat dalam pandangan pakar hukum pengikut al-
Syafi'i, Taz al-Din ibn Abd al-Salam (660 H./1263 M.). Baginya, mash-
lahah mengandung pengertian sebagai kesenangan (al-lazzat) dan
kebahagiaan (al-farah) berikut sarana-sarananya. Mashlahah itu ter-
diri dari mashlahah yang bersifat duniawi dapat diketahui melalui
akal. Sementara yang bersifat ukhrawi dapat diketahui melalui nag/
(wahyu). Menurutnya, mashlahah itu berbeda-beda levelnya sesuai
dengan level pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat. Level
terendah adalah level mashlahah untuk seluruh manusia. Di atasnya
terdapat level mashlahah untuk orang bijaksana (adhkiya). Di atas-
nya lagi terdapat level mashlahah bagi para wali dan sufi Allah (aw-
liya dan ashfiya). Mereka ini lebih menyukai mashlahah yang ber-
sifat ukhrawi. Alasannya, mereka merasa gelisah ingin mengetahui
perintah-perintah dan hukum-hukum Allah pada realitas mereka se-
hingga penyelidikan dan ijtihad mereka ditempuh oleh seseorang
yang sangat sempurna pengetahuannya.®® Lebih jelasnya lagi uraian
konsep mashlahah Ibn Abd al-Salam ini dapat dikembangkan dalam
pembahasan yang lebih mendalam dan berkesinambungan.

Keempat, konsep kompromistis sebagaimana yang ditempuh
oleh Ibn Taimiyyah (728 H./1328 M.) dan Ibn Qayyim al-Jawziyah
(751 H./1350 M.). lbn Taimiyah berupaya menempuh jalan tengah
antara dua pandangan yang ekstrim, menerima total dan menolak
total mashlahah. Lebih jauh, ia menganggap mashlahah mursalah
mirip dengan metode ra'y, istihsan, kashf (metode mistik) dan
zhawg (metode intuitif) dari mereka yang kredibilitasnya dicurigai.
Di sisi lain, ia menolak implikasi-implikasi moral dari penolakan
mashlahah mursalah terhadap perintah-perintah Allah. Walau de-

65 |bn ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam. (Kairo: Istigomah,
t.th.), Juz |, him. 24.
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mikian, ia mengakui mashlahah mursalah sebagai salah satu dari tu-
juh cara untuk mengetahui perintah-perintah Allah.

Sementara itu, lbn al-Qayyim sering menyebutkan mashlahah
dengan istilah siyasah yang mengandung peranan penting dalam
menerangkan kewajiban-kewajiban hukum, penalaran hukum dan
perubahan hukum sebagaimana yang diungkapkan dalam “/“lam al-
Muwaqqi'in. la menguraikan prinsip-prinsip hukuma (figh) aliran
Hanbali dengan lima sumbernya, yaitu: nushish (nash-nash), fatwa
para sahabat Nabi, seleksi opini para sahabat, hadits musral dan giys
li al-dhartrah.?® Dalam kerangka ketiga sumber di atas itu pertim-
bangan mashlahah diterangkan lbn al-Qayyim. la berkesimpulan
bahwa mengkaitkan perintah Allah dengan 'illat adalah sangat te-
pat. Begitu pula, kajian hikmah hukum tidak dapat diabaikan.

Kelima, konsep mashlahah yang melampaui batasan nash bah-
kan menganggapnya sebagai landasan yang melatarbelakangi syari-
'ah. Karena itu, metode mashlahah, melebihi metode lainnya seper-
ti iima’. Walaupun demikian, ia tidak memberikan formulasi mashla-
hah yang konkrit.

Dari lima kecenderungan itu, lahirlah konsep MSy versi al-Sya-
thibi yang menemukan jawaban kompromistis di antara beberapa
konsep yang ada dengan mengkonsentrasikan pada konsep mashla-
hah mu'tabarah sendiri. Berlainan dengan para pakar hukum lain
yang memfokuskan diri pada mashlahah mursalah. Al-Syatibi telah
berhasil menyajikan konsep mashlahah mu'tabarah yang disebut
dengan MSy, dengan tema sentralnya lima tujuan inti hukum yang
dinamakan dengan al-kulliyah al-khamsh ke dalam kerangka teoritis
yang jelas, baik pada aspek ontologis, epistemologis maupun aksio-
logisnya. Tanpa mengecualikan konsep-konsep mashlahah dari para
pakar lainnya, maka konsep mashlahah dari al-Ghazali dapat menja-

66 |bn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi‘in, Kairo: Sa’adah, 1995), Juz |, him. 29-32.
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di bahan pertimbangan sebagai landasan konseptual bagi penerap-
an metode MSy.

Secara ontologis, al-Ghazali memberi batasan mashlahah seca-
ra umum dalam pengertian menarik manfaat dan menolak madha-
rat. Secara khusus ia mendefinisikan mashlahah sebagai pemeliha-
raan terhadap tujuan hukum bagi makhluk, yakni pemeliharaan ter-
hadap lima tujuan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta.®’” la menegaskan bahwa segala sesuatu yang mengan-
dung kelima tujuan, itulah mashlahah. Sebaliknya bila hampa dari
itu, mafsadah namanya.

Di lain pihak al-Syathibi mendefinisikan mashlahah sebagai se-
gala sesuatu yang kembali (menjadi rujukan) kepada tegaknya eksis-
tensi manusia. Kesempurnaan hidupnya dan keberhasilan mengga-
pai harapan keinginan jiwanya dan akalnya secara total, seperti pa-
ngan, sandang, papan, transportasi, nikah dan lainnya.%®

Di samping aspek ontologis, al-Syatibi dan al-Ghazali, menge-
mukakan pula klasifikasi mashlahah pada mashlahah mu'tabarah,
mashlahah batilah dan mashlahah mursalah. Begitu pula, keduanya
membagi mashlahah menurut skala prioritasnya sehingga mengha-
silkan stratifikasi mashlahah. Sedangkan yang menjadi landasan nor-
matif dan moralnya adalah al-Qur'an, al-sunnah dan ijima’ yang di-
gali melalui aneka metode ijtihad. Sedangkan secara aksiologis, MSy
ditempatkan oleh al-Syatibi sebagai norma sentral dan universal
(gaidah kulliyah) bagi penetapan hukum.

2. Fungsi Metodologis MSy

Pada prinsipnya penelitian dilakukan dalam kegiatan ilmiah di
mana seorang peneliti berusaha untuk mencari kebenaran yang di-
dasarkan oleh pendapat ahli dan hasil pengujiannya. Suatu peneliti-

67 Al-Ghazali, Al-Musthasfa min ‘llmi al-Ushul. op.cit., Juz |, him. 286-288 dan 310-
312
68 Al-Syatibi, Juz Il, op.cit., him. 25.

31



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

an dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah bila dilakukan dengan

menggunakan metode ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1) Berdasarkan fakta hukum, bukan sebagai penemuan yang ber-
sifat hayalan, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis.

2) Bebas dari prasangka bersih dan jauh dari pertimbangan sub-
yektif.

3) Menggunakan prinsip analisis dalam mencari dan menemukan
sebab-sebab masalah terjadi dan pemecahannya secara logis.

4) Menggunakan hipotesis untuk mengakumulasi permasalahan
serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai
sehingga hasil yang ingin dicapai akan tepat sasaran.

5) Menggunakan ukuran obyektif, bukan menurut hati nurani, te-
tapi dengan prinsip pikiran sehat.

6) Menggunakan teknik kuantifikasi untuk atribut penelitian kuan-
tifikasi.3!

Sementara itu, Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat dengan
mengutip sumber dari The World of Science Encyclopedia, mengata-
kan bahwa metode ilmiah adalah prosedur yang dipergunakan oleh
para ilmuan dalam pencarian sistematis terhadap pengetahuan baru
dan peninjauan kembali pengetahuan yang telah ada. Banyak prose-
dur yang dapat dianggap sebagai pola metode ilmiah, yakni: analisis,
deskripsi, klasifikasi, pengukuran, perbandingan, dan survey.*?

Berdasarkan keteraangan tersebut, maka MSy sebagai metode
penetapan hukum berfungsi untuk menganalisis tujuan hukum yang
ditetapkan oleh sumber hukum (al-Qur’an dan Sunnah) yang tertera
dalam nash-nash hukum, mendeskripsikan tujuan hukum menurut
para ahli mulai dari zaman klasik hingga zaman kontemporer, meng-
klasifikasikan tujuan hukum dengan segala aspeknya (esensi, kom-
posisi, stratifikasi, dan wilayahnya), mengukur kebenaraan tujuan

31 Muh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 43.
32 Sedarmayanti dan Sarifudin Hidayat, op. cit. him. 7.
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hukum secara komprehensif, korespondensi, dan pragmatis; serta
bandingkan berbagai teori hukum dengan landasannnya yang ber-
beda sehingga dapat dikembangkan teori tujuan hukum yang lebih
akurat dalam merealisasikan kemaslahatan manusia yang seimbang
antara kemaslahatan materi dan immateri.

3. Metode MSy dalam Menetapkan Hukum Kontemporer

MSy sebagai metode penetapan hukum, begitu pula dengan
metode-metode lainnya, baru dapat dipahami bila memiliki cara
kerja yang terukur. Bisa jadi cara kerja ini ada persamaan dan juga
perbedaannya dengan metode lain. Ada beberapa langkah yang di-
perlukan dalam mengoperasikan metode MSy. Pertama, mengiden-
tifikasi masalah atau kasus-kasus hukum berdasarkan teknik memi-
lah dan memilih masalah berdasarkan kerangka konseptual kompo-
sisi MSy, stratifikasi dan wilayah kajiannya.

Kedua, menjadikan kulliyah al-khams (memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta) dan pengembangannya sebagai alasan
(indikator) lahir tidaknya suatu hukum. Pada langkah kedua ini, ana-
lisis mashlahah dan mafsadah diperankan melalui beberapa kaidah
yang berkenaan dengan kemaslahatan, terutama kaidah:

Jo el gt.ébj %L@L\ ;,.l.>--SJ,\4U zt.é.)j dxall g_,-l.>-

Ketiga, mengambil kesimpulan tentang ketetapan hukum (wa-
jib, haram, boleh, makruh, dan mandub) setelah melalui proses per-
timbangan matang pada tahapan kedua. Yang dimaksud hukum di
sini adalah hukum taklifi, yaitu hukum yang berupa keharusan mela-
kukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya (hukum wajib atau
haram, ini berkenaan dengan mashlahah dharuriyah); memilih anta-
ra melakukan perbuatan atau tidak melakukannya (hukum mandub
atau makruh, ini berkenaan dengan mashlahah hajiyah) dan kebe-
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basan melakukan atau tidak melakukan perbuatan karena ada atau
tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum.®®

Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana metode MSy be-
kerja, maka di sini perlu dibandingkan dengan metode-metode pe-
netapan hukum lainnya, baik pada aspek segi perbedaannya mau-
pun persamaannya bahkan kekhasannya. Sebagaimana diketahui
dari pendapat al-Ghazali dalam Syifa al-Ghalil bahwa MSy dirumus-
kan dari al-ma'ani al-munasabah, yaitu segala sesuatu yang menun-
jukkan segi-segi kemaslahatan dan tanda-tandanya. Dengan demiki-
an, penggunaan metode MSy dapat ditempuh dengan teknik al-
munnasib. Umpamanya, bagaimana status hukum khamar diproses
melalui metode giyas dan metode MSy.

Metode giyas yang bekerja dalam penentuan hukum khamar
melahirkan suatu konklusi hukum bahwa khamar diharamkan kare-
na memabukkan (‘illat). Sedangkan metode MSy berkesimpulan
bahwa khamar diharamkan karena menghilangkan atau merusak
akal (ifsad al-aql) di mana akal itu merupakan pijakan utama bagi
keabsahan suatu taklif (berlakunya tuntutan suatu hukum).”® De-
ngan demikian, perbedaan di antara kedua metode tersebut terle-
tak pada dasar pertimbangan di mana metode giyas berpijak pada
pertimbangan 'illat, sedangkan metode MSy berpijak pada pertim-
bangan maslahat atau mafsadat sebagai hasil akhirnya (ma’alat).
Dari pertimbangan terwujudnya maslahat tersebut, maka lahir pe-
netapan status hukum hukum wajib, mandub dan ibahah; dan dari
pertimbangan mafsadat lahir status hukum haram dan makruh atau
hal sejenisnya.

Keberadaan dan fungsi metode penetapan hukum semakin di-
tantang akurasinya sehubungan dengan semakin tumbuh dan ber-
kembangnya kasus-kasus hukum baru (al-waqi’iyah), padahal nash

69 Juhaya S. Praja, op. cit., him. 100-101.
70 Al-Ghazali, op. cit., Juz Il, him. 297
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hukum sendiri telah terhenti (al-nushush qad intaha wa al-waqa‘i la
tantahi). Dalam konteks MSy sebagai teori, pendekatan bahkan me-
tode penetapan hukum, maka hasil keputusan Mu’tamar XXXII Nah-
dlatul Ulama di Makasar Tahun 2010 mengklasifikasikan persoalan
kontemporer ke dalam tiga kajian akademik (bahts al-masa’il fighi-
yah), yaitu: bahts al-masd’il diniyah wagqi‘iyah, diniyah mawdhd’iyah
dan diniyah qananiyah.®?

Masalah diniyah wagqi‘iyah, antara lain bagaimana status hu-
kum transaksi via alat elektorik, sistem bagi hasil pada perbankan
syari‘ah, sadap telepon, mengakhirkan penguburan jenazah, men-
campuradukan penguburan jenazah muslim dan nonmuslim di ta-
man pemakaman umum, batas usia pernikahan pria dan wanita,
pernyataan sigat ta’lik thalak, dan lainnya. Yang termasuk masalah
diniyah mawdhu’iyah, antara lain: bagaimana status hukum tentang
format penetapan bahts al-masa’il, kriteria mesjid, ittihad al-majlis
(kesatuan tempat), kriteria kufr, relevansi ganun wadli’ dengan hu-
kum syar’i, khitan perempuan, dan lainnya.

Sementara itu, yang temasuk diniyyah ganuniyah, antara lain,
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kehidupan Beragama, Un-
dang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ja-
minan Sosial, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pe-
ngelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pe-
merintah Daerah, RUU tentang jaminan produk halal, dan tindak
lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengga-
raan |lbadah Haji. Di samping itu, peraturan pemerintah tentang
pendidikan agama dan keagamaan, dan yang lainnya.

Masalah-masalah kontemporer tersebut ditetapkan hukumnya
dengan metode MSy dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat

33 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama (Ja-
karta: Sekretariat Jenderal PBNU, 2010), Cetakan |, him. 133-183.
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berdasarkan alasan-alasan nash dan pendapat para ulama yang ber-
bicara tentang nilai-nilai maslahat atau mafsadat yang nyata-nyata
dalam kehidupan. Misalnya, bagaimana hukum mengintai, mende-
ngar dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon?
Dengan pendekatan MSy, hasil Muktamar 32 NU menetapkan bah-
wa hukum penyadapan tersebut termasuk tajassus (mencari-cari
kesalahan orang), kecuali untuk kepentingan pelaksanaan amar
ma’ruf nahi munkar dan ada ghalabat al-zhan (dugaan kuat) atas
terjadinya kemaksiatan, bahkan tajassus wajib dilaksanakan jika
tidak ada cara lain.*

F. MSy dan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Dalam tradisi hukum Barat atau modern, persoalan kepastian
hukum menjadi aspek penting yang berkenaan dengan diskursus tu-
juan (penegkan) hukum. Sebab aspek ini tidak lepas dari pembicara-
an keadilan dan kemanfaatan hukum sendiri. Dengan kata lain,
pembicaraan tujuan hukum berkisar pada aspek keadilan hukum,
kepastian hukum dan kegunaan atau kemanfaatan hukum.

Menurut Achmad Ali,* persoalan tujuan hukum dapat dikaji
melalui tiga sudut pandang. Pertama, sudut pandang ilmu hukum
positif-normatif atau yuridis-dogmatik di mana tujuan hukum dititik-
beratkan pada segi kepastian hukumnya. Kedua, sudut pandang fil-
safat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi ke-
adilan hukum. Ketiga, sudut pandang sosiologi hukum di mana tuju-
an hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya. Selanjutnya
Ali menyatakan, bahwa ketiga sudut pandang tersebut dapat dike-
lompokkan ke dalam dua bagian teori, yaitu teori konvensional dan
teori modern. Teori tujuan hukum konvensional terdiri atas ajaran

34 |pid, him. 141.
35 Achmad Ali, op. cit.
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etis, utilities dan normative-dogmatif. Sementara teori modern ter-
diri dari ajaran prioritas baku dan prioritas kasuistis.

Tujuan hukum yang berbasis ajaran etis dan utilities telah dike-
mukakan dalam bahasan kedudukan dan fungsi MSy sebagai teori
hukum. Namun uraian tentang tujuan hukum yang berbasis yuridis-
dogmatif perlu dipertajam untuk mengetahui relevansinya dengan
eksistensi dan fungsi MSy sebagai teori dan metode penetapan hu-
kum.

Ajaran yuridis-dogmatis yang menekankan pada terwujudnya
kepastian hukum, bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hu-
kum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom
karena hukum dipandang sebagai koleksi aturan. Bagi para penga-
nut paham ini, tujuan hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifat-
nya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Misalnya, ”“Barang-
siapa...yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki
dengan cara melawan hukum, maka ia dapat dihukum”. Perkataan
”Barangsiapa, .....” menunjukkan pengaturannya yang umum yang
berujung pada kepastian hukum, bukan kepada keadilan atau ke-
manfaatannya.

Ajaran prioritas baku disampaikan oleh Gustav Radbruch, se-
orang filosof hukum Jerman. Ajaran ini berisi konsep tiga ide unsur
dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum. Bagi Gustav, ketiga unsur tersebut merupa-
kan tujuan hukum secara bersama-sama. Namun pada pelaksanaan-
nya berdasarkan pada skala prioritas baku (tetap) di mana keadilan
merupakan prioritas pertama. Kemanfaatan sebagai prioritas kedua
dan kepastian hukum sebagai prioritas terakhir. Jika seorang hakim
dihadapkan kepada pilihan antara keadilan hukum dengan kemanfa-
atan hukum, maka ia dituntut untuk memilih keadilan hukum. Begi-
tu pula, ketika ia dihadapkan kepada pilihan antara kemanfaatan
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dengan kepastian hukum, maka ia dituntut untuk mengambil ke-
manfaatan hukum.3®

Sementara itu, teori prioritas kasuistis menganjarkan bahwa
penetapan suatu hukum tidak bersifat kaku dan baku sebagaimana
menurut teori prioritas baku. Sebab pada kasus-kasus hukum di la-
pangan bisa terjadi tuntutan skala prioritas menurut tuntutan kasus
itu sendiri sehingga tujuan hukum bersifat dinamis di antara keadil-
an, kemanfaatan dan kepastian hukum. Artinya, kasus hukum ter-
tentu bisa jadi lebih menuntut rasa keadilan. Sedangkan kasus lain-
nya bisa menuntut kemanfaatan hukum atau justru kepastian hu-
kum yang lebih diutamakan.

Dalam tradisi hukum Islam, makna kepastian hukum erat kait-
annya dengan konsep al-gath‘iyah dan al-zhanniyah. Yakni suatu
konsep yang berkenaan dengan sifat-sifat teks hukum (nash) dari al-
Qur’an dan al-Sunnah, baik sebagai sumber (wurud) maupun seba-
gai dalil (dilalah). Karena itu, di dalam kajian sumber dan dalil hu-
kum Islam dikenal istilah gath‘iyat al-wurdad wa qath’iyat al-dilalah.

Menurut Abd al-Qadir Awdah,?” di kalangan para ulama ahli hu-
kum, seluruh ayat al-Qur'an dari segi lafaz dan maknanya memiliki ke-
pastian sumber (gath‘iyaht al-wurid). Artinya, semua lafaz dan makna-
nya datang dari Allah tanpa diragukan lagi orsinalitasnya, sehingga ber-
nilai sebagai kebenaran yang dapat diterima umum (mutawatir). Se-
mentara itu, dari segi arah materi kandungan hukumnya (dilalah), la-
fazh al-Qur'an ada yang mengandung tuntutan hukum yang pasti
(gath'iy al-dilalah) dan tuntutan yang tidak pasti (zhanniy al-dilalah).
Konsekuensi dari lafaz yang gath'iy al-dalalah tidak membutuhkan
penafsiran dan hanya tinggal dilaksanakan. Sedangkan lafazh yang

36 |bid, him. 83-84.
37 ‘Abd al-Qadir Awdah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami (Beirut: Dar al-Katib al-Islami,
t.th.), juz pertama, him. 166-167.
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zhanniy al-dilalah masih memerlukan penafsiran lebih lanjut.®® Tun-
tutan yang demikian adalah keniscayaan, sebab hukum Islam adalah
hukum manusiawi yang berbasis nilai-nilai ilahi sehingga hukum Islam
bersifat aplikatif.

Hukum yang disimpulkan (istinbath) dari teks-teks gath'i pada
lazimnya berbentuk sebagai pokok-pokok syari‘at, prinsip-prinsip
hukum atau hukum parsial yang sudah ditentukan batasnnya. Misal-
nya, hukum yang termasuk kategori hudud dan lainnya yang sejenis. Le-
bih tegasnya, Muhammad al-Madani menyatakan bahwa hukum yang
termasuk kategori qath'iy al-dilalah adalah bersifat abadi sepanjang m-
sa. Tidak akan mengalami perubahan sebab ia merupakan batasan
hukum langsung dari Allah. Bukan hasil pemikiran para mujtahid, baik
yang berhubungan dengan aspek akidah, maupun amalan-amalan
yang setara dengan akidah dan kaedah-kaedah hukum yang qgath'i. Me-
mang selama ini, kategori hukum hudud dikesani kaku dan tidak flek-
sibel serta tidak peduli terhadap variable hukum lainnya. Sebenarnya
variable ini telah dipraktekkan para ulama hukum Islam semenjak ke-
lahiran hukum itu sendiri, baik variable subyek hukum, politik hukum (si-
yasah syari‘ah) maupun tujuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam
yang berupa hudud pada tataran praktis memungkinkan dapat diterap-
kan secara proporsional sebagai hukum yang sangat adil bila implemen-
tasinya memperhatikan kondisi subyek hukum (mukallaf), politik hu-
kum dan tujuan hukum. Umpamanya, adanya keringanan hukum
(rukhsah) dari keharusan hukum (azimah) merupakan bukti nyata bahwa
pertimbangan hukum tentang kondisi subyek hukum mendapat per-
hatian serius dalam hukum Islam yang berhubungan dengan nash hu-
kum yang bemilai gath'i. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka da-
pat diketahui adanya kesesuaian antara teori dan metode MSy de-

38 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilimu, 1987),
him. 45-46.
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ngan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang ditimbulkan
secara teoritis dan metodologis.

Gambar 2: Kompleksitas Relasi MSy dengan Tujuan Hukum

= =
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Secara teoritis, MSy mimiliki hubungan yang erat dalam men-
jamin kepastian hukum dalam arti kandungan atau materi hukum
yang mengandung tujuan. Dengan adanya tujuan hukum, maka pe-
rumusan, penemuan, penafsiran bahkan penterapan hukum memi-
liki target yang akan dicapai. Kepastian hukum ini dijamin pula de-
ngan teori MSy karena pada prinsipnya teori ini menggambarkan
batasan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal. Hal itu tam-
pak dalam MSy pada tingkat dharuriyah: hak beragama (hifzh al-
din), hak hidup (hifzh al-nafs), hak berpendidikan (hifzh al-‘aql), hak
berkeluarga atau kehormatan diri (hifzh al-nasl aw hifzh al-‘ird), dan
hak untuk memperoleh dan memelihara harta (hifzh al-mal), dan as-
pek vital lainnya.

Relasi MSy dengan kepastian hukum semakin nampak ketika
teori ini dijadikan sebagai landasan normatif atau kaidah hukum
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yang lebih menekankan pada kepastian hukum, sebagaimana telah
dijelaskan oleh Rusli Effendy atau dijadikan sebagai teori yuridis-
dogmatik sebagaimana yang disampaikan oleh Achmad Ali.*® Yakni,
bahwa aliran ini menganggap pada asasnya tujuan hukum adalah
semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan
adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu
mempertahankan tujuan universalnya.

Menurut penganut aliran yuridis dogmatik ini bahwa adanya ja-
minan hukum yang tertuang dari rumusan peraturan perundang-
undangan adalah sebuah kepastian hukum yang harus diwujudkan.
Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan kea-
dilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hu-
kum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Bagi penganut
aliran ini, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi
merupakan kepastian yang harus diwujudkan. Penganut aliran ini
melupakan bahwa sebenarnya janji hukum itu bukan suatu yang
harus, tetapi hanya suatu yang seharusnya.

G. Penutup

Teori MSy diformulasikan secara filosofis dan akademis. Secara
filosofis, teori ini lahir dari asumsi dasar bahwa syari’at Islam yang
ditetapkan Allah memiliki tujuan yang jelas yaitu kemaslahatan me-
nurut nilai-nilai llahiyah dan insaniyah. Dan secara akademik, teori
MSy lahir dari proses penelusuran ayat hukum sebagai fakta dalil
hukum yang diapresiasi dan dirumuskan sebagai konsep-konsep il-
mu yang menjelaskan tujuan hukum Islam. Selanjutnya dapat dive-
rifikasi tingkat kebenarannya, baik secara koherensi dan korespon-
densi maupun secara pragmatis.

39 Achmad Ali, op. cit., him. 82.
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Eksistensi MSy sebagai teori tujuan hukum, pada perkembang-
an selanjutnya, dapat berfungsi pula sebagai metode hukum dalam
menetapkan status hukum-hukum kontemporer. Yakni setelah MSy
mengalami pergeseran pola pikir atau paradigma (shif paradigm)
dari yang bersifat filosofis (filsafat maqgashid), teoritis (sebagai teori
besar) sampai kepada yang bersifat teknis sebagai metode penetap-
an hukum.

MSy secara metodologis dapat diterapkan dengan kerja yang
sistematis dan sistemis dalam menuntaskan kasus-kasus hukum
yang tidak dapat dituntaskan dengan pola literal, kontektual; tetapi
dengan pola teleologis sebagai alternatif dinamis. MSy sebagai teori
dan metode penetapan hukum memiliki hubungan atau relevan de-
ngan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Hubungan dan
relevansi itu secara esensial maupun secara metodologis. Hal ter-
akhir, memiliki langkah-langkah atau dalam menetapkan status hu-
kum dhardriyah (wajib-haram), hajiyah (sunnah-mandub) dan tahsi-
niyah (mubah) tentang kasus-kasus hukum yang timbul di luar teks
hukum asal.

Sementara itu, relevansi MSy sebagai metode hukum dalam
menjamin kepastian hukum begitu nampak dalam cara-cara meng-
gali, merumuskan, dan menetapkan hukum berdasarkan metode
yang berbasis kepada kemaslahatan. Hal itu memiliki keseimbangan
antara aspek material dengan immaterial; aspek individual dengan
aspek komunal; aspek maslahat dengan aspek mafsadat; dan kese-
imbangan lainnya.
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PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
DALAM HUKUM ISLAM

Dr. Dede Kania

A. Pendahuluan

Hak asasi Manusia (HAM) menempati posisi yang penting da-
lam ajaran Islam. Sejak permulaan diturunkan, ajaran Islam mema-
sukkan nilai-nilai HAM dalam ajaran dasarnya. Hal ini terlihat dalam
ayat-ayat al-Quran yang turun di awal periode Mekah yang berbica-
ra tentang pengutukan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang
biasa dipraktikkan masyarakat Arab Jahiliyah, seperti pembunuhan
hidup-hidup bayi atau anak perempuan, mendudukkan perempuan
sebagai barang yang diwariskan, dan peperangan antar suku. Al-
Quran tidak hanya melarang berbagai pelanggaran HAM yang terja-
di, karena al-Quran bahkan memberikan motivasi untuk menghargai
HAM, di antaranya dengan menyatakan keadilan dekat kepada ke-
takwaan dan dihadapan Allah orang yang bertakwa merupakan
orang yang terbaik.

HAM dalam Islam mempunyai hakikat sebagai anugerah Allah
Swt. yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi keber-
adaannya. Islam memandang eksistensi hak individu sama penting-
nya dengan memellihara dan mengapresiasi hak masyarakat secara
luas (M. Tahir Azhari, 2003: xli). Namun, walaupun apresiasi Islam
terhadap HAM begitu tinggi terdapat beberapa masalah dalam im-
plementasi Islam. Masalah utama adalah ketiadaan kerangka acuan
(frame of referenced). Menurut An-Naim (1994: 309) penyebab uta-
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ma hal ini adalah kenyataan bahwa konsep utama HAM universal
berasal dari HAM Barat, yang sangat mengutamakan hak-hak indivi-
dual. Padahal sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan
manusia berasal dari nilai-nilai al-Quran yang telah dipraktikkan
oleh Nabi Muhammad saw dan Khulafaurasyidin dalam menjalan-
kan roda pemerintahan di negara Madinah

Tulisan ini membahas mengenai konsep HAM yang terkandung
dalam al-Quran dan teks-teks kenegaraan di negara Madinah seper-
ti dalam khutbah wada, pidato pengangkatan (innaugurasi) khulafa-
urrasyidin (Abu Bakar ash-Shiddig ra, Umar bin Khattab ra, Utsman
bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib ra), serta Piagam Madinah yang
kemudian dikenal sebagai konstitusi Madinah.

B. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menye-
but hak dasar yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia bera-
sal dari istilah droits de’l home (bahasa Prancis), human rights (ba-
hasa Inggris) dan huquq al-insan (bahasa Arab). Rights dalam bahasa
Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Adapun hagqg dalam
bahasa Arab diartikan dengan benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib
(Ibrahim Anis, t.th.: 1815). Apabila kata hagg dikaitkan dengan se-
buah perbuatan maka dapat diartikan dengan, “Kewenangan atau
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”.
Kata asasiy berasal dari kata assas yang artinya membangun, men-
dirikan dan meletakkan. Kata asasiy juga dapat diartikan asal, asas,
pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya
segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu
melekat pada obyeknya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 474), mengartikan HAM
dengan hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak menda-
patkan perlindungan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki
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manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada
hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Atau dalam istilah lain, hak
asasi diartikan adalah hak yang melekat pada martabat manusia se-
bagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa manusia sejak
lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati),
bukan pemberian manusia atau negara.

Hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). HAM
adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri
manusia secara universal (Tom Campbell, 2001: 63). Menurut To-
dung Mulya Lubis (1984: 14) menelaah HAM adalah menelaah to-
talitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat
yang wajar kepada kemanusiaan .

Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma-
nusia menyebutkan, bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan me-
rupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilin-

dungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormat-
an serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara subtansi, dari beberapa definisi di atas, ada persamaan
pemahaman dalam mendefinisikan HAM. Setidaknya disepakati
bahwa HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan sehingga hal ter-
sebut bersifat kodrati. Hal tersebut keberadaannya tidak tergantung
oleh atau disebabkan manusia lain, negara, atau oleh hukum, kare-
na hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demi-
kian perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak
mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi HAM. Berkaitan de-
ngan keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak tersebut harus
dihormati, dilindungi, dan dihargai oleh siapapun di dunia ini (Baha-
rudin Lopa, 1999: 1).

47



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

C. Teori HAM dalam Islam

Ide HAM dalam Islam sebagaimana pembahasan segala sesuatu
tentang masyarakat Islam harus dilihat hubungannya dengan Tauhid
(Nurcholish Madjid, 2005: 189).Tauhid dalam Islam menurut Harun
Nasution, mengandung arti bahwa yang ada hanya satu Pencipta
bagi alam semesta. Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah La ilah
illa al-Lah (Tiada tuhan selain Allah Swt.). Seluruh alam dan semua
yang ada di atas, di permukaan, dan di dalam bumi adalah ciptaan
Allah Swt. Semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan dan bahkan
benda tak bernyawa sekalipun berasal dari Allah Swt. Dengan
demikian, dalam tauhid, terkandung ide persamaan dan persau-
daraan seluruh manusia.Bahkan lebih dari itu, tauhid juga menca-
kup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, benda tak ber-
nyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tegasnya dalam
tauhid bukan hanya terdapat ide perikemanusiaan, tetapi juga ter-
dapat ide perikemakhlukan, yang dapat dilihat dari adanya larangan
bagi manusia untuk tidak bersikap sewenang-wenang, tetapi harus
bersikap baik terhadap makhluk lain. Islam melarang manusia untuk
menyakiti binatang dan tumbuhan serta alam secara keseluruhan,
contohnya larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Karena
itu, Islam menyuruh manusia untuk berbuat baik dan menebarkan
kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Swt. di muka bumi ini
(Abdul Azis Dahlan, 1997: 495-496).

Menurut Nurcholish Madjid, Tauhid atau paham Ketuhanan
Yang Maha Esa, adalah fondasi bagi semua bangunan kemanusiaan
yang benar. Tauhid adalah bagian paling inti dari ajaran semua Nabi
dan Rasul, sehingga dengan sendirinya menjadi bagian inti dari ajar-
an Islam. Salah satu implikasi pokok tauhid adalah pemusatan kesu-
cian hanya kepada Allah dan pencopotan kesucian itu dari segala se-
suatu selain Allah. Dalam konteks masyarakat Arab pada zaman Na-
bi Muhammad Saw., pandangan ini mengakibatkan dilepaskannya
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nilai kesucian dari pandangan kesukuan dan bahkan kepemimpinan
kesukuan yang sangat kuat dalam masyarakat Arab pra Islam (Nur-
cholish Madjid, 2005: 190).

Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan hidup terbuka merupakan
konsekuensi tauhid, sebab tauhid memang menimbulkan pembe-
basan manusia dari segala macam kepercayaan palsu seperti mito-
logi yang dapat menjerumuskan manusia pada terciptanya pujaan-
pujaan palsu, bahkan pemujaan terhadap diri sendiri. Hal ini sama
dengan menutup diri sendiri dari kebenaran:

Dan firman Allah “Tiada tuhan selain Engkau” mengandung makna
pembebasan diri dari segala sesuatu selain Allah yang terdiri dari pujaan-
pujaan palsu, baik hal itu dalam arti kecenderungan diri sendiri, atau ke-
taatan kepada sesama makhluk, atau lainnya.(al-Syaikh Badruddin al-
Hanbali, t.th.: 126).

Prinsip kemanusiaan dalam HAM Islam haruslah disandarkan
pada ide dasar penciptaan manusiaan itu sendiri. Manusia harus
kembali pada fitrah-nya yang suci. Rujukan utama prinsip kemanu-
siaan Islam adalah al-Quran, yang menjelaskan bahwa seluruh ma-
nusia bersaudara, karena mereka diciptakan dari yang satu, yaitu
Allah Swt.:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah men-
ciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan is-
terinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan Mengawasi kamu (Q.S. al-Nisa: 1).

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya
dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka sete-
lah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan
teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa
berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya
berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentu-
lah kami termasuk orang-orang yang bersyukur (Q.S. al-A‘raf: 189).
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Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesung-
guhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang
yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal (Q.S. al-Hujurat: 13).

Ide perikemanusiaan juga terdapat dalam sebuah hadits Ra-
sulullah Saw. yang artinya:
Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, kamu semua
adalah keturunan Adam, dan Adam berasal dari tanah.Yang paling mulia
di antara kamu bagi Tuhan adalah yang paling takwa.Tidaklah lebih mulia

orang Arab dari orang bukan Arab.Atau sebaliknya, orang berwarna dari
orang putih dan sebaliknya, kecuali karena takwanya (H.R. Muslim).

Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi Muhammad
Saw. di atas, tidak ada perbedaan antara sesama manusia, karena
mereka berasal dari sumber yang satu, meskipun manusia terdiri
atas berbagai bangsa, warna kulit, bahasa, dan agama. Karena ma-
nusia bersaudara inilah, kemudian di antara mereka harus ada rasa
dan sikap saling mengasihi. Surat al-Hujurat: 13 menjelaskan, bahwa
antara manusia yang bersaudara dan saling mengasihi itu tidak ada
perbedaan kedudukan. Mereka mempunyai kedudukan yang sama.
Kalaupun ada perbedaan antara mereka, maka satu-satunya perbe-
daannya adalah ketakwaan atau perbuatan baiknya kepada Allah
Swt. Orang yang paling bertakwa atau yang paling banyak berbuat
baik, itulah yang berkedudukan lebih tinggi di sisi Allah Swt., demi-
kian pula sebaliknya. Apabila takwanya lebih rendah atau perbuatan
baiknya lebih sedikit, maka kedudukannya pun rendah. Atas dasar
itu, perbedaan satu-satunya yang ada antara semua manusia yang
bersaudara dan sama derajatnya itu hanyalah tinggi atau rendah
moralnya.
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Nurcholish Madjid (2005: 192-194) menyatakan bahwa pan-

dangan dasar kemanusiaan dalam Islam adalah:

1.

Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tu-
han, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam
alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan yang Maha Esa
sebagai pusat orientasi hidupnya.

Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (fitrah),
dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika sean-
dainya tidak ada pengaruh lingkungan.

Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, arti-
nya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senan-
tiasa mencari, berpihak, dan berbuat yang baik dan benar (sifat
hanifiyah). Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar.
Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang le-
mah (antara lain berpandangan pendek, cenderung tertarik ke-
pada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya me-
miliki potensi untuk salah, karena tergoda oleh hal-hal menarik
dalam jangka pendek.

Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan dengan akal-
pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus me-
nerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan
baik.

Jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa
perbuatan baik-buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan,
baik di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadap-
an Tuhan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi se-
hingga masih ada kemungkinan manusia untuk menghindari-
nya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama
sekali tidak mungkin dihindari. Selain itu pertanggungjawaban
mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi, se-
hingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perka-
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10.

11.

12.

wanan, sekalipun antara sesama teman, karib kerabat, anak
dan ibu-bapak.

Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia,
dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk me-
milih dan menentukan nasib sendiri perilaku moral dan etisnya
(tanpa hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungja-
waban moral dan etis, dan manusia akan sama derajatnya de-
ngan makhluk yang lain, jadi tidak akan mengalami kebahagia-
an sejati).

Karena hakikat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan seba-
gai puncak segala makhluk Allah, yang diciptakan oleh-Nya da-
lam sebaik-baik ciptaan yang menurut asalnya berharkat dan
martabat yang setinggi-tingginya.

Karena Allahpun memuliakan anak cucu Adam ini, dan melin-
dungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan.
Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan
sejagad. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti
membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan meru-
gikan seluruh umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik ke-
pada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan
berbuat baik kepada seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, setiap pribadi manusia harus berbuat baik ke-
pada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi ter-
hadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati haak-hak
orang lain, dalam satu jalinan hubungan kemasyarakatan yang
damai dan terbuka (inilah salah satu makna amal saleh, yang
terkandung dalam makna dan semangat ucapan salam, yakni
assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan me-
nengok ke kanan dan ke kiri pada akhir shalat).

HAM menempati posisi yang penting dalam ajaran Islam. Risa-

lah Islam sejak permulaannya telah memasukkan hak-hak asasi ma-
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nusia dalam ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masa-
lah kewajiban manusia terhadap sesamanya (Syekh Syaukat Hus-
sain, 1996: 2). Kita dapat melihat kepada ayat-ayat al-Quran yang
turun di awal periode Mekah, yang mengutuk terhadap berbagai
pelanggaran HAM yang terjadi saat itu.

Nabi Muhammad Saw. sejak awal kenabian telah memberikan
perhatian yang besar terhadap HAM. Hal ini diketahui dari beberapa
ciri ajaran Islam, yaitu: (1) Ajaran tauhid, Islam mengajarkan peme-
luknya tentang keesaan Allah Swt., sedangkan masyarakat Mekah
saat itu kebanyakan adalah penyembah berhala; (2) Islam bersifat
universal, ajarannya ditujukan kepada semua manusia di dunia; (3)
Islam menghapuskan sistem perbudakan, ajaran Islam berusaha
menghapuskan perbudakan melalui syariatnya secara bertahap; (4)
persamaan hak; (5) ajaran moral (akhlak); (6) menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan, salah satu bukti adanya nilai kemanusiaan dalam Is-
lam adalah disyariatkannya infak/sedekah untuk digunakan bagi ke-
pentingan fakir miskin (Abdul Azis Dahlan, 1997, jilid 3: 746-748).

Hakikat penegakan dan perlindungan HAM dalam Islam adalah
anugerah Allah Swt. kepada seluruh manusia. Dalam Islam, hak ada-
lah pemberian Tuhan kepada manusia yang harus dijunjung tinggi.
Karena itu menafikan hak berarti mengingkari anugerah Tuhan. Is-
lam memandang memelihara dan mengapresiasi eksistensi hak in-
dividu sama pentingnya dengan memelihara dan mengapresiasi hak
masyarakat secara luas (M. Tahir Azhary, 2003: xlv).

D. HAM dalam Khutbah Wada’ dan Orasi Pengangkatan Khalifah

Sandaran HAM yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis men-
jadikan HAM dalam Islam memiliki tempat yang istimewa dan harus
dilindungi oleh para penguasa. Dalam menjalankan kekuasaannya di
Madinah, Rasulullah Saw. bahkan kemudian membuat Perjanjian
yang mengatur hak dan kewajiban penduduk Madinah. Perjanjian
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ini dikenal dengan Piagam Madinah pengaturan hak dan kewajiban
penduduk Madinah ini didasarkan pada al-Quran dan hadis, karena
Nabi Muhammad Saw. selain kepala negara Madinah adalah juga
seorang Rasul. Selain Piagam Madinah, khutbah Wada’ juga dijadi-
kan sandaran perlindungan HAM dalam Islam. Khutbah ini disampai-
kan Rasulullah Saw. di Padang Arafah pada pelaksanaan ibadah haji
yang dikenal dengan nama haji wada, atau haji perpisahan. Disebut
haji waji, karena tidak lama setelah Nabi Muhammad Saw. Menu-
naikan ibadah haji, Beliau jatuh sakit, dan akhirnya meninggal dunia.
Khutbah wada’ menjadi terkenal karena memuat pengakuan perlin-
dungan HAM berupa persamaan hak, persamaan kedudukan di ha-
dapan hukum. Adapun teks khutbah wada’ adalah sebagai berikut:

Wahai manusia sekalian! Perhatikanlah kata-kataku ini! Saya tidak
tahu kalau-kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi
saya akan bertemu dengan kamu sekalian.

Saudara-saudara! Bahwasannya darah kamu dan harta-benda kamu
sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini dan bulan ini yang suci —
sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan. Dan pasti
kamu akan menghadap Tuhan; pada waktu itu kamu dimintai pertang-
gungjawaban atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan
hari ini.

Barang siapa diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang
berhak menerimanya.

Bahwa semua riba sudah tidak berlaku.Tetapi kamu berhak menerima
kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat zalim merugikan orang lain,
dan jangan pula kamu teraniaya dirugikan. Allah telah menentukan bah-
wa tidak boleh lagi ada riba dan bahwa riba Abbas bin Abdul Muthalib
semua sudah tidak berlaku.

Bahwa semua tuntutan darah selama masa Jahiliyah tidak berlaku
lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan adalah darah
Ibn Rabi’ah bin al-Harits bin Abdul Muthalib!

Kemudian saudara-saudara!, hari ini nafsu syetan yang meminta di-
sembah di negeri ini sudah putus buat selama-lamanya.tetapi kalau kamu
turutkan dia walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti
merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia.
Oleh karena itu peliharalah agamamu ini baik-baik.
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Saudara-saudara. Menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci
berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu orang kafir itu sesat. Suatu
tahun mereka langgar dan tahun yang lain mereka sucikan, untuk dise-
suaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Allah. Kemudian mereka
menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkann
mana yang sudah dihalalkan.

Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah
bilangan bulan menurut Allah ada dua belas bulan, empat bulan di anta-
ranya bulan suci, tiga bulan berturut-turut dan bulan Rajab antara bulan
Jumadil akhir dan Sya’ban.

Kemudian dari pada itu, saudara-saudara. Sebagaimana kamu mem-
punyai hak atas isteri kamu, juga isterimu sama mempunyai hak atas ka-
mu. Hak kamu atas mereka ialah tidak mengizinkan orang yang tidak ka-
mu sukai menginjakkan kaki ke atas lantai rumahmu, dan jangan sampai
mereka dengan jelas membawa perbuatan keji.Kalau sampai mereka me-
lakukan itu Allah mengizinkan kamu berpisah ranjang dengan mereka
dan boleh menghukum mereka dengan suatu hukuman yang tidak sam-
pai mengganggu. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewa-
jiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan so-
pan santun.Berlaku baiklah kepada isterimu, mereka itu mitra yang mem-
bantumu, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu me-
ngambil

Wahai manusia sekalian! Dengarkan kata-kataku ini dan perhatikan!
Kamu akan mengerti, bahwa setiap muslim saudara muslim yang lain,
dan bahwa semua muslim bersaudara. Seseorang tidak diperkenankan
(mengambil sesuatu) dari saudaranya, kecuali jika dengan senang hati
diberikan kepadanya.Janganlah kamu menganiaya diri sendiri.

Ya Allah! Sudahkan kusampaikan (ajaran-Mu)?

Katakanlah kepada mereka, bahwa darah dan harta kamu oleh Allah
disucikan, seperti hari ini yang suci, sampai datang masanya kamu
sekalian bertemu Tuhan.

Ya Allah! Sudahkah kusampaikan?

Ya Allah, saksikanlah ini (Muhammad Hussain Haekal, 2009: 562-566).

Pidato pengangkatan Abu Bakar ra sebagai khalifah pengganti
Rasulullah Saw. juga berisi pengakuan HAM dan janji bahwa beliau
akan menegakan HAM pada kepemimpinannya:
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Saudara sekalian.Kalian telah mempercayaiku untuk memimpin ka-
lian. Padahal, aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku menjalan-
kan amanahku dengan benar, bantulah aku. Sebaliknya jika aku salah,
hendaklah kalian meluruskanku. Orang lemah di antara kalian adalah
yang kuat menurut pandanganku. Aku akan memberikan hak-haknya
kepadanya. Sebaliknya, orang yang kuat di antara kalian adalah lemah
menurutku. Sebab, aku tetap akan memberikan kewajiban kepadanya.
Kalian telah berani meninggalkan berjuang di jalan Allah, Allah akan
mencampakkan kalian. Apabila kejahatan dan kezaliman telah meluas di
antara kalian, Allah akan menimpakan bencana kepada kalian. Taatilah
aku, selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak taat ke-
pada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah kalian menyingkirkan ketaatan dari-
ku. Selalu laksanakan shalat oleh kalian. Rahmat Allah bersama kalian
(Ahmad Syalabi, 1975: 381).

Pidato pada pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah peng-
ganti Rasulullah Saw. menarik untuk dianalisis, karena: (1) Isi pidato
menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin negara Madinah; (2)
kepemimpinannya sendiri dijamin berdasar aturan Allah dan Rasul-
Nya; (3) adanya pembatasan politik bagi orang yang kuat (secara so-
sial); (4) adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi se-
mua warga negara Madinah. Abu Bakar menunjukkan secara bersa-
maan kualitas pribadinya sebagai pemimpin dan sebagai orang Is-
lam. Kepemimpinannya sendiri disandarkan pada aturan hukum
Allah dan Rasul-Nya. Bahkan rakyatnya dipersilahkan untuk menca-
but kepercayaan atas kepemimpinannya apabila ia tidak mentaati
Allah dan Rasul-Nya. Apabila Abu Bakar salah, maka ia bahkan me-
minta rakyatnya untuk mengingatkan dan meluruskannya. Abu Ba-
kar kemudian menyatakan bahwa anggota-anggota masyarakat
yang lemah itu justru merupakan pihak yang kuat sampai dia meme-
nuhi hak-hak mereka. Sebaliknya, anggota-anggota masyarakat yang
kuat itu di mata dia justru berada pada posisi yang lemah sampai
mereka memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat dan nega-
ra. Dia kemudian meminta kepada rakyat supaya taat selama dia

56



Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

taat kepada Allah dan Rasul, dan agar tidak mendengarkan perintah
kalau dia ternyata menyalahi ajaran Allah dan Rasul.

Umar bin Khattab mengikuti jejak pendahulunya. Begitu diku-
kuhkan sebagai khalifah yang kedua dia terus naik mimbar masjid
dan berpidato kepada mereka yang hadir. Dia menyatakan antara
lain bahwa bangsa Arab ibarat seekor unta yang ditarik dengan ge-
lang pada hidungnya. Ke mana pun ditarik ia akan ikut. Tetapi dalam
mengikuti Umar dia meminta hendaknya mereka melihat ke mana
mereka akan dihela. Sementara itu dia menjanjikan akan memimpin
mereka pada jalan (yang benar). Umar juga berbicara dari atas
mimbar (pada kesempatan yang lain), “Wahai kaum Muslimin, ba-
gaimana sikap kalian seandainya saya cenderung kepada kesenang-
an duniawi? Sesunguhnya saya takut kalau (satu waktu) saya ber-
buat salah tetapi kalian tidak ada seorang pun yang menentangku
karena hormat kalian kepadaku. Maka (permintaan saya) kalau saya
berbuat baik, bantulah saya, tetapi kalau saya berbuat jelek harap
kalian perbaiki”. Pada ketika itu bangun seorang di antara hadirin
dan berkata: “Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau kami me-
lihat anda membengkok, maka kami lempangkan kembali dengan
pedang-pedang kami”. Dengan tenang Umar menjawab: “Semoga
Allah sayang kepada kalian, dan segala puji bagi Allah bahwa di an-
tara kalian terdapat orang yang berani mengoreksi Umar dengan
pedangnya”.

Usman bin Affan dalam instruksi pertamanya yang segera diki-
rimkan kepada para gubernurnya menekankan bahwa Allah Swt.
memerintahkan agar para pemimpin bertindak sebagai pamong
kepada rakyat, dan bukan sebagai pengutip pajak. Kemudian dia
memerintahkan hendaknya dalam pengelolaan urusan masyarakat,
di samping meminta kepada rakyat agar mematuhi kewajiban mere-
ka, para gubernur pun memenuhi hak-hak rakyat, baik yang beraga-
ma Islam maupun yang bukan Islam.

57



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

Ali bin Abi Thalib, dalam pidato pertamanya seusia pengukuhan
sebagai kkhalifah, antara lain menekankan bahwa Allah telah menu-
runkan al-Quran yang menjelaskan hal-hal yang baik dan meninggal-
kan yang buruk. Dia juga mengemukakan bahwa di antara banyak
macam perlindungan atas umat Islam, dan haram hukumnya melu-
kai atau merugikan sesama Islam tanpa alasan yang dibenarkan oleh
hukum (Munawir Sjadzali, 2011: 28-29).

E. Prinsip HAM dalam Piagam Madinah

Prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam Piagam Madi-
nah tercermin dalam pasal-pasalnya baik secara tersurat maupun
tersirat. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan dan prin-
sip kebebasan. Prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan
hak yang sama antarsesama manusia. Manusia dilahirkan dalam
fitrahnya yang sama, tidak ada perubahan bagi sunnatullah. Manu-
sia di sisi Allah Swt. tidak dibedakan atas ras, kulit maupun kebang-
saan. Dasar hukum prinsip persamaan dalam Islam adalah surat al-
Hujurat ayat 13.

Wahai manusia sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari jenis

laki-laki dan perempuan kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan
berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal, sesungguhnya orang yang

paling muda dia antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling ber-
tagwa di antara kamu.

Prinsip kesetaraan dalam Piagam Madinah tercermin dari ada-
nya asas kesatuan atas dasar ummah yang mengakui persamaan se-
luruh penduduk Madinah tanpa dibedakan oleh agama, ras, keya-
kinan, warna kulit. Prinsip ini telah mendudukkan penduduk Madi-
nah sebagai umat yang satu, yang bertugas sama, membangun dan
membela negara Madinah. Prinsip persamaan yang tercantum da-
lam Pasal 1, 16, 26, 27, 35-46 Piagam. Dengan demikian, Piagam
Madinah tidak mengakui adanya dikotomi antara manusia dengan
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manusia lainnya.Orang-orang mukmin dan non-mukmin sama-sama
diakui hak-hak sipilnya, dan tidak ada satu golongan pun yang diisti-
mewakan. Prinsip kesatuan penduduk “ummah” ini merupakan hal
yang revolusioner untuk ukuran bangsa Arab saat itu, mengingat
tingginya rasa fanatisme kesukuan (ta’ashub) di antara mereka. Fa-
natisme kesukuan yang tinggi ini menjadikan mereka selalu tolong
menolong dalam segala hal, termasuk dalam kejahatan sekalipun,
sesuai dengan asas fanatisme Arab saat itu yaitu, “Belalah saudara-
mu sekalipun zalim dan terzalimi” (Ahmad Sukardja, 1995: 67).
Prinsip HAM lain yang terdapat dalam Piagam Madinah ialah
kebebasan. Prinsip kebebasan ini sangat penting, karena apabila ti-
dak ada kebebasan maka prinsip HAM yang lain tidak memiliki arti
apa-apa. Kebebasan merupakan hak yang paling mendasar dalam
hidup setiap orang (Deddy Ismatullah, 2003: 227-228). Banyak ayat
al-Quran yang menjelaskan tentang kebebasan, antara lain:
Katakanlah: Hai Manusia sesungguhnya telah datang kepadamu kebe-
naran (al-Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat
petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk) itu untuk kebaikan dirinya sen-

diri. Sebaliknya barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan
itu untuk kecelakaan dirinya sendiri (Yunus: 108).

Katakan: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka Barangsiapa
yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin
(kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-
orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika
mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air
seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman
yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek (al-Kahfi: 29).

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka (pahalanya) untuk
dirinya sendiri, sebaliknya barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosa-
nya) atas dirinya sendiri (Fushilat: 46).

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat (Al-
Mudatasir: 38).

Prinsip kebebasan mutlak untuk dipertahankan dan dijamin pe-

laksanaannya supaya keutuhan masyarakat yang plural terjamin. Ke-
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bebasan yang dijamin Piagam Madinah antara lain kebebasan ber-
agama, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan melakukan
adat istiadat yang baik, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari
penganiayaan dan menuntut hak, dan kebebasan dari rasa takut.

1. Kebebasan Beragama

Pasal 25 menjelaskan, “...bagi kaum Yahudi agama mereka, dan
bagi kaum muslimin agama mereka juga...”. Pasal ini memberikan
jaminan kebebasan beragama. Di antara wujud kebebasan beraga-
ma itu adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Pa-
da pasal ini juga disebutkan bahwa, “...kaum Yahudi adalah satu
umat dengan kaum Muslimin...”. Frasa “satu umat” menunjukkan
bahwa kaum Yahudi merupakan satu komunitas yang pararel de-
ngan kaum Mukminin. Sehingga dalam kehidupan bersama, kaum
Yahudi bebas melaksanakan agama mereka. Frasa ini juga menun-
jukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran terhadap agama lain
(Ahmad Sukardja, 1995: 125).

Kedudukan shahifah Madinah sebagai konstitusi negara Madi-
nah, menjadikan ketetapan tersebut mengandung makna dan fungsi
yang strategis di mana kebebasan melaksanakan ajaran dan keya-
kinan bagi komunitas-komunitas agama dan keyakinan yang ada di
Madinah dijamin secara konstitusional. Dengan demikian ketetapan
tersebut mengakui eksistensi komunitas-komunitas agama, menja-
min kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran aga-
manya dan menghormati hak kebebasan personal bagi setiap orang
dalam memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya. Kebe-
basan beragama yang diatur dalam Pasal 25 Piagam Madinah ini se-
suai dengan al-Quran Surat al-Bagarah ayat 256, Surat al-Kafirun
ayat 1-6:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang
siapa yang ingkar kepada thaqut dan beriman kepada Allah, maka se-
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sungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak
akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (al-
Baqgarah: 256).

(1) Katakanlah “Hai orang-orang kafir. (2) Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku
sembah. (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu
sembah. (5) Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan
yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu dan untukku agamaku (al-Ka-
firun: 1-6)

Nabi Muhammad Saw. tidak memaksa rakyat untuk mengubah
agamanya. la hanya mendakwahkan Islam. Tidak ada paksaan untuk
masuk agama Islam. Hal itu diserahkan kepada kesadaran masing-
masing penduduk Madinah. Berbeda dengan Kerajaan Bizantium
yang memaksakan agama kerajaan kepada rakyatnya, yang menye-
babkan hilangnya kebebasan beragama dan menimbulkan kebenci-
an rakyat kepada pihak Kerajaan (Harun Nasution, 1985: 60).

Pasal 20 Piagam menyebutkan, “orang musyrik di Madinah ti-
dak boleh melindungi harta dan jiwa kaum musyrik Mekah...”. Dise-
butkannya frasa “musyrik” pada pasal ini menunjukkan adanya pe-
ngakuan terhadap agama lainyang dianut masyarakat Madinah, ter-
masuk penganut paganisme. Dalam Piagam Madinah, penduduk
yang tidak memeluk agama Islam tidak dinyatakan sebagai musuh
orang-orang Islam. Kepada mereka disampaikan dakwah tidak diser-
tai paksaan. Kenyataannya, selama Nabi Muhammad Saw. hidup,
tidak pernah terjadi perang disebabkan semata-mata perbedaan
agama, termasuk dengan kaum musyrikin sekali pun. Peperangan
yang terjadi semata-mata disebabkan karena pengkhianatan politik,
bukan semata-mata karena perbedaan agama (Ahmad Sukardja,
1995: 125-126). Peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw.
pun semata-mata untuk menjamin kebebasan beragama dan me-
nyatakan pendapat, di samping itu perang juga hanya dilakukan
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untuk menangkis serangan pihak agresor. Firman Allah swt dalam

al-Quran surat al-Bagarah: 193:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehing-
ga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti
(dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terha-
dap orang-orang yang zalim.

Berkembang dan bertambah kuatnya umat Islam di Madinah
dalam segi politik dan ekonomi, membuat khawatir kaum Yahudi
dan Nasrani. Kaum Yahudi bahkan kemudian mulai kembali pada ke-
bencian mereka terhadap umat Islam. Di tengah bergejolaknya hu-
bungan antara umat Islam dan kaum Yahudi, utusan Nasrani dari
Najran tiba di Madinah untuk membicarakan masalah agama. Sam-
pai pada akhirnya diadakan pertemuan tiga agama, antara Islam,
Nasrani, dan Yahudi. Pihak Yahudi menolak sama sekali ajaran Isa
As. dan Muhammad Saw. Mereka menonjolkan bahwa Uzayr ada-
lah anak Allah. Pihak Nasrani mengemukakan paham trinitas dan
mengakui bahwa Isa adalah anak Tuhan. Kepada kaum Yahudi dan
Nasrani, Nabi Muhammad Saw. mengajak, “Marilah kita menerima
kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Bahwa tidak ada yang
kita sembah selain Allah. Kita tidak akan mempersekutukan-Nya de-
ngan apa pun” (Husain Haekal, 2009: 219-226). Hal ini sesuai de-
ngan firman Allah swt dalam al-Quran surat Ali Imran: 64:

Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa ti-
dak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan se-
suatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain
sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling Maka Katakanlah ke-
pada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berse-
rah diri (kepada Allah).

Al-Quran menghendaki kata sepakat di antara para penganut
agama samawi. lika kesepakatan itu tidak dicapai, yang dituntut al-
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Quran adalah pengakuan adanya identitas muslim(M. Quraish Shi-
hab, 1992: 302).

2. Kebebasan Melakukan Adat Istiadat yang Baik

Adat istiadat suku-suku yang tinggal di Madinah, diakui dan di-
perbolehkan untuk dilaksanakan. Adat istiadat atau hukum adat
bahkan menjadi sumber hukum yang diakui oleh Piagam Madinah
berdasarkan rumusan, “...sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu
membahu membayar diyat, di antara mereka, dan membayar te-
busan tawanan dengan cara yang baik dan adil...”, yang terdapat pa-
daPasal 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, dan 11. Kemudian frasa “sesuai kea-
daan (kebiasaan) mereka”, menunjukkan adanya pengakuan terha-
dap adat istiadat mereka (yang baik). Di antara adat yang baik yang
diangkat menjadi hukum, disertai modifikasi dari wahyu Allah Swt.,
ialah diyat dan menjadi tebusan tawanan menjadi beban keluarga
atau kelompok (Ahmad Sukardja, 1995: 122).

Pengakuan terhadap hukum adat dalam Konstitusi Madinah
menunjukkan sikap toleransi yang tinggi dari Nabi Muhammad Saw.
sebagai pemimpin Madinah. Pengakuan terhadap hukum adat ada-
lah sebuah keniscayaan mengingat konsep kesukuan yang sangat
kuat di kalangan masyarakat Arab saat itu, yang apabila tidak dijadi-
kan sumber hukum, tentu saja akan banyak suku yang tidak mau
menerima kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Peng-
akuan ini juga menjadi dasar dari kaidah figh, al-‘Adah Muhakka-
mah”, adat dapat menjadi sumber hukum (Ibn Nazm, 1968: 93).

3. Kebebasan dari Kekurangan

Prinsip kebebasan dari kekurangan dipahami dari Pasal 11, yai-
tu dari frasa, “orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan utang
sedikit pun di antara mereka, mereka berkewajiban membayarkan-
nya secara baik-baik dalam melunasi tebusan atau diyat”. Ketetap-
an ini memberi kewajiban kepada seluruh mukminin yang mampu
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agar membebaskan orang-orang mukmin lain yang berada dalam
kekurangan karena dibebani utang untuk membiayai hidup keluar-
ga, atau karena ada anggota keluarga yang tertawan musuh semen-
tara ia sendiri tidak mampu menebusnya, begitu juga apabila mem-
punyai beban membayar diyat kepada keluarga terbunuh, maka ka-
um mukminin yang kuat ekonominya berkewajiban untuk membe-
baskan mukmin yang berekonomi lemah, sehingga orang Islam ter-
lepas dari kefakiran dan kemiskinan, ini merupakan manifestasi rasa
persaudaraan di antara mereka.

4. Kebebasan dari Penganiyaan dan Menuntut Hak

Kebebasan ini tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Piagam.
Prinsip ini dipahami dari Pasal 37 dari frasa, “...ia tidak boleh diha-
langi menuntut luka fisik”, serta frasa, “...barang siapa yang diania-
ya, ia berhak menuntut dengan dirinya sendiri dan keluarganya”.

Berdasarkan ketetapan ini penduduk Madinah, termasuk kaum
Yahudi yang mengakui Piagam Madinah, berhak mendapatkan ja-
minan keamanan dan hak kebebasan dari penganiayaan setiap indi-
vidu penduduk Madinah mempunyai kebebasan untuk menuntut
haknya, seperti apabila dia dilukai, maka ia mempunyai hak balas,
atau hak mendapat denda dan ganti rugi secara adil. Kebebasan dari
penganiyaan dalam Piagam Madinah ini bertujuan untuk menegak-
kan keamanan dan ketertiban sosial di kalangan rakyat Madinah, su-
paya mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari keza-
liman. Karena Islam sangat mengharamkan berbagai bentuk keza-
liman, dan ketetapan ini melindungi hak penduduk agar tidak di-
langgar oleh siapa pun (Deddy Ismatullah, 2003: 230).

4. Kebebasan dari Rasa Takut

Pasal 47 Piagam Madinah menyatakan, bahwa: “...Allah melin-
dungi orang yang berbuat baik dan takwa”. Ketetapan ini merupa-
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kan pengakuan akan hak atas hidup dan keselamatan diri, hak atas
perlindungan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi setiap
penduduk negara Madinah. Setiap orang yang keluar masuk dan
tinggal di kota ini dijamin keamanannya. Tidak boleh ada kejahatan
dan penganiayaan atasnya. Dalam pasal ini dijelaskan, bahwa Nabi
Muhammad Saw. menjamin rasa aman bagi seluruh penduduk
Madinah. Hal ini penting supaya mereka dapat beraktivitas dengan
tenang dan damai.

F. Penutup

Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Prinsip ke-
manusiaan dan kebebasan tercantum dalam al-Quran dan hadis.
Bahkan, dalam berbagai teks ketatanegaraan pada Negara Madinah,
yaitu dalam Piagam Madinah, Khutbah wada, pidato pengangkatan
khulafaurasyidin sebagai khalifah. Prinsip HAM dalam Islam tergam-
bar jelas dalam teori Tauhid, yang menegaskan bahwa semua manu-
sia adalah sama kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang
bertugas untuk beribadah kepada-Nya.

Khutbah wada menegaskan di antaranya tentang kesucian jiwa
manusia, persamaan kedudukan antara orang Arab dan non Arab,
dan hak-hak perempuan. Pidato pengangkatan khalifah Abu Bakar
ash-Shiddig di antaranya menegaskan persamaan kedudukan warga
negara. Pidato pengangkatan khalifah Umar bin Khattab, di antara-
nya menegaskan tentang kewajiban seorang pemimpin untuk
menjaga amanah dan berlaku adil.

Pidato pengangkatan khalifah Utsman bin Affan, di antaranya
menegaskan tentang kewajiban pemimpin untuk memenuhi hak
warga negara. Sedangkan pidato pengangkatan khalifah Ali bin Abi
Thalib menegaskan di dalamnya tentang perlindungan HAM dan
larangan melanggar hak-hak orang lain.
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EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
JEJAK HERMENEUTIKA SYAHRUR DAN ABU ZAID

Dr. Ahmad Hasan Ridwan

A. Pendahuluan

Peta kajian hukum Islam memasuki fase liberalisasi yaitu “wa-
jah baru” pemikiran yang ditandai oleh semakin kuatnya pengaruh
tradisi pemikiran khas Barat dalam studi hukum Islam. Pengaruh
eksternal tersebut dapat dijumpai dari intensitas riset yang dilaku-
kan oleh sarjana Barat/Islamolog maupun penggunaan metodologi
khas Barat, dalam hal ini hermeneutika oleh pemikir muslim untuk
reinterpretasi hukum Islam dengan tujuan mengembangkan dan
memecahkan kebekuan studi hukum Islam akibat dogmatisme.!

1 Di kalangan skolar Barat diskursus hukum Islam dalam konteks modern menem-
pati posisi penting, sebagaimana Joseph Schacht dan J. N. D. Anderson sepakat ten-
tang letak strategis dan signifikansi hukum Islam dalam setiap wacana pergumulan
sosial, budaya maupun politik. A. S. Diamon dan D. Hughes Parry sebagaimana di-
kutip oleh J. N. D. Anderson menyatakan: “Hukum adalah inti peradaban suatu
bangsa yang paling murni dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih
jelas dari pada lembaga apa pun juga”. J. N. D. Anderson, Islamic law in the Modern
World (New York: New York University Press, 1954), him. 17. Pernyataan-pernyata-
an serupa juga dapat dijumpai dalam konteks Hukum Islam, di mana hukum Islam
dipandang sebagai inti ajaran Islam. Hukum Islam dalam literatur Barat diterjemah-
kan dengan menggunakan term “Islamic Law” dan “Islamic Jurisprudence”, contoh-
nya, J. N. D. Anderson, Islamic law in the Modern World, N. J. Coulson menamai
karyanya: “A History of Islamic Law” dan “Conflicts and Tension in Islamic Jurispru-
dence”, Joseph Schacht, “An Introduction to Islamic law”, dan “Origins of Muham-
madan Jurisprudence”. Kemudian Zagday menulis karyanya “Modern Trends in Is-
lamic law”. Joseph Schacht, misalnya, menuturkan bahwa hukum Islam adalah ikh-
tisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta
merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri Joseph Schacht, An Introduction to Is-
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Hermeneutika dikenal dalam tradisi pemikiran Barat merupa-
kan kerangka metodologi untuk memahami teks klasik dan Bibel.
Ketika hermeneutika mengalami perkembangan, dan memasuki
ruang epistemologi keilmuan Islam, maka ia menjadi bagian integral
dari struktur pemikiran keagamaan untuk memahami teks-teks ke-
agamaan secara kritis khususnya tafsir al-Qur’én. Pada tahap selan-
jutnya, hermeneutika menjadi landasan dalam studi hukum Islam
yang menjadi arah baru gerakan pembaruan pemikiran keislaman.
Keberadaannya sebagai respons kritis terhadap diskursus hukum
Islam yang regresif untuk menggali potensi dinamik dan progresivi-
tas agama dalam konteks Islamic studies.

Watak gerakan reinterpretasi hukum Islam selalu mengkaitkan
hermeneutika sebagai metodologi dengan agenda rekonstruksi. Na-
mun, kehadiran hermeneutika tidak sepenuhnya diterima oleh kala-
ngan pemikir muslim, karena perbedaan visi dan pandangan dunia
(worldview), sehingga kemunculannya menjadi medan pertarungan
di antara dua trend pemikiran. Pertama, pemikiran normatif-repro-
duktif. Gerakan ini bersifat anti hermeneutika dan berusaha mem-
pertahankan warisan intelektual (turdts) yang berlaku di masa lalu.
Kedua, pemikiran hermeneutik-produktif. Gerakan ini sebagai antite-
sis terhadap corak pemikiran normatif-reproduktif. Pemikiran her-
meneutik-produktif berusaha mengambil cita moral substansi ajaran
Islam agar menjadi pendukung bagi kemajuan umat dengan cara
mengkaji warisan intelektual secara kritis dari segala aspeknya.

Di kalangan pemikir muslim, hermeneutika diperkenalkan dan
dipraktekkan untuk memahami teks-teks kagamaan, walaupun her-

lamic law (Oxford: Oxford University Press, 1964), him. 1. Ini berarti, perbincangan
mengenai ajaran Islam tidak dapat terlepas dari dan selalu melibatkan wacana hu-
kum. Menurut al-Jabiri, bahwa hukum Islam menempati posisi teratas di antara
produk-produk intelektual Islam. Pemikiran hukum Islam (Figh) juga merupakan
khazanah intelektual yang paling banyak tersebar di dunia Islam. Muhammad ‘Abid
al-Jabiri, Takwin al-“Aql al-‘Arabi (Beirut: Markaz al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1989),
him. 96.
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meneutika dicurigai dan dianggap berbahaya bagi sebagian kalang-
an pemikir muslim lainnya.? Para pemikir muslim tersebut adalah
Fazlur Rahman (hermeneutika neo modernism), Muhammad Syah-
rar (intertekstualitas-sintagmatis-paradigmatis), Hassan Hanafi (her-
meneutika sosial), Farid Esack (hermeneutika pembebasan), Amina
Wadld Muhsin (hermeneutika feminis) dan Nasr Hamid Ab{ Zaid
(hermeneutika humanistik). Ab( Zaid khususnya satu dari sekian pe-
mikir pencerahan --genre hermeneutik-produktif— menggunakan
hermeneutika dalam konteks pembacaan kritis dekonstruktif (gira-
‘ah naqdiyyah tafkikiyah) terhadap berbagai corak pemikiran. la di-
gunakan untuk merumuskan “kesadaran ilmiah” (al-wa’y al-‘ilmi)
dalam mengatasi masalah interpretasi ideologis (talwin).

B. Hermeneutika: Agenda Epistemologi Burhdni

Problem yang dihadapi para pemikir muslim dewasa ini adalah
bahwa ushul figh sesungghnya belum mampu menghadapi peradab-
an kontemporer. Fazlur Rahman berpandangan bahwa teori figh
dan ushul figh tidak memadai lagi ketika berbicara tentang gauliyah
dan danniyah. la menawarkan istilah “ideal moral” dan “legal spesi-
fik” sebagai pembagian awal tradisi Islam.> Muhammad Arkoun se-
lanjutnya menawarkan pemahaman ulang tentang tradisi Islam de-

2 Perspektif hermeneutika menempatkan Islam sebagai objek studi ilmiah. Objekti-
vikasi mengandung kesulitan dan tantangan tersendiri. Waardenburg menjelaskan,
bahwa kesulitan menjadikan agama sebagai wahana kajian ilmiah bersumber pada
dua hal. Pertama, mengkaji berarti melakukan objektivasi atau penjarakan terha-
dap objek kajiannya. Dalam kajian terhadap agama, objektivasi itu dilakukan bukan
kepada pihak lain tetapi juga kepada dirinya sendiri. Hal ini, bukan pekerjaan mu-
dah karena setiap manusia akan memiliki keterlibatan dengan aspek keagamaan.
Kedua, secara tradisional, agama dipahami sebagai sesuatu yang suci, sakral dan
agung, sehingga menempatkan sesuatu yang memiliki nilai tinggi sebagai objek net-
ral, akan dianggap mereduksi dan merusak tradisi agama. Jacques Waardenburg,
Classical Approach to the Study of Religion (London: The Hague, 1973), him. 2.

3 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), him. 13-42.
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ngan membedakan secara tegas antara turats (T besar) dan turats (t
kecil). la mempertanyakan semakin kaburnya dimensi kesejarahan
(térikhiyyah) dari keilmuan figh. la mempertanyakan keabsahan pe-
ngekalan teori-teori figh yang telah disusun beberapa abad silam
dan sampai sekarang masih terus diajarkan. Sementara problemati-
ka dan tantangan pada era sekarang telah mengalami perubahan
yang signifikan dari yang ada pada masa itu.*

Atas dasar itu, Hassan Hanafi menjelaskan perlunya sikap kritis
terhadap tradisi kita dan tradisi mereka. Proyeknya yang terkenal al-
Turats wa al-Tajdid yang berupaya meletakkan landasan teoritis pa-
da kerangka lingkaran piramida peradaban. Kerangka teoritis terse-
but berisi bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari tiga pijakan
berfikir (al-méeei) turats gadim dan besok (al-mustagbal) turats gar-
bi dan sekarang (al-hali al-wagqi’i) realitas kontemporer.®> Sejalan de-
ngan Hanafi, kemudian Nasr Hamid Ab{ Zaid dengan reinterpretasi
teks suci; ‘Ali Harb dengan teori dari kritik akal menuju ke kritik teks;
‘Abdullah Ahmed an-Na’im dengan teori naskh-mansikh yang ber-
beda dari pemahaman umat Islam selama ini; Muhammad Syahr(r
menawarkan teori bacaan kontemporer. Kemudian yang terakhir
teori yang dikembangkan Muhammad ‘Abid al-Jabiri yaitu rekon-
struksi epistemologi studi keislaman dengan mensistematisasi ber-
bagai aliran pemikiran dalam sejarah Islam.

1. Epistemologi Burhdni

Kegelisahan para pemikir muslim di atas terhadap perkem-
bangan figh dan ushul figh membangkitkan kesadaran untuk mem-
bangun epistemologi sebagai aktivitas intelektual. Aktivitas intelek-
tual Islam ini oleh al-Jabiri diklasifikasikan secara cerdas kepada tiga
kelompok istilah tipikal yaitu: epistemologi Bayadni, ‘Irfdani, dan Bur-

4 Muhammad Arkoun, Al-Isldm: al-Akhldqg wa as-Siydsah (Beirut: Markaz al-Inma’
al-Qaumi, 1986), him. 172.
> Hassan Hanafi, Al-Din wa al-Tsaurah, Vol. | (Kairo: Madbuly, 1989), him. 7.
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héni. Epistemologi yang dimaksud adalah: the branch of philosophy
which investigates the origin, structure, methods and validity of
knowledge. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas
tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan cara mem-
peroleh pengetahuan.®

Al-Jabiri seorang pemikir Maroko merasakan pentingnya epis-
temologi dalam upaya mengangkat kembali posisi umat dalam kehi-
dupan modern. Menurutnya, bangsa Arab Islam tidak akan bisa ma-
ju untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa Barat jika tidak
mempunyai epistemologi berfikir yang benar, justru di sinilah kele-
mahannya. Selama ini pemikiran Arab hanya berkutat pada upaya
mengulang, meringkas, dan mensyarah hasil kajian-kajian ulama kla-
sik, sehingga terjebak pada persoalan ideologi dan bukan pemikiran.
Padahal khazanah intelektual Islam klasik sebenarnya bisa dijadikan
modal bagi kebangkitan Arab, jika digali dan direkonstruksi dengan
metode yang tepat.

Dalam buku pengantar kritik pemikiran Arab (Nagd al-’Aq! al-
‘Arabi) yang kemudian dikaji secara panjang lebar dalam karyanya
Bunyah al-’Aql al-‘Arabi, al-Jabiri membagi struktur pemikiran Arab
menjadi tiga sistem pengetahuan, yaitu sistem pengetahuan ekspla-
natoris (al-Nizham al-Ma’rifiyah al-Bayédniyah), gnosis (al-Nizham al-
Ma’rifiyah al-‘IrfGniyah), dan demonstratif (al-Nizham al-Ma’rifiyah
al-Burhdniyah).” Menurut Al-Jabiri, sistem pengetahuan eksplanato-

6 Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pe-
ngetahuan sedangkan /ogos berarti teori, uraian atau ulasan. Karena berhubungan
dengan pengertian filsafat pengetahuan, maka lebih tepat /ogos diterjemahkan da-
lam arti teori. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan,
yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Lihat Miska
Muhammad Amin, Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam (Ja-
karta: Ul-Press, 1983), him. 1. Thomas S. Khun, Peran Paradigma dalam Revolusi
Sain (Bandung: Remaja Karya Rosda, 1993), him. 109 dan seterusnya. Harold H. Ti-
tus, dkk. Persoalan-persoalan Filsafat, terj. H. M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang,
1984), him. 87-88.

’Al-Jabirt menuangkan semua gagasannya tentang epistemologi dalam upaya re-
konstruksi khazanah intelektual Islam klasik tersebut dalam karyanya Nagd al-"Aqgl

73



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

ris ditopang oleh para ahli bahasa-struktur-Baldgah Arab, Ushul
Figh, dan Mutakallimun. Sistem pengetahuan gnosis ditopang oleh
para pengikut tasawuf, filsafat illuminatif, dan ilmu-ilmu kebatinan
(‘Uldm al-Sirriyah). Sedangkan sistem pengetahuan demonstratif
ditopang oleh para ahli logika dan filsafat. Ketiga sistem ini mempu-
nyai ciri epistemologi yang berbeda, bahkan dapat bertentangan
antara satu dengan yang lainnya.

Epistemologi tersebut masing-masing dibedakan berdasarkan
segi otoritas penentuan kebenaran. Dalam epistemologi Baydni oto-
ritas kebenarannya ada pada teks (nash). Yang termasuk dalam ka-
tegori pola pikir Baydni adalah rumpun keilmuan bahasa Arab, ushul
figh, dan kalam. Titik temu antar berbagai rumpun keilmuan terse-
but terletak pada hubungan antara teks dan pemaknaan teks seba-
gai ciri esensial. Epistemologi ‘Irfdni otoritas kebenaranya ada pada
intuisi (kasyf). Sedangkan epistemologi Burhdni berbeda secara khas
dari epistemologi Baydni dan ‘Irfdani terletak pada otoritas menentu-
kan kebenaran. Dalam epistemologi Baydni, otoritas itu ada pada
nash (al-Qur’an dan al-Sunnah), iima’ dan ijtihad; dalam epistemo-

al-‘Arabi (Kritik Pemikiran Arab). Karya ini terdiri atas tiga buku: Takwin al-’Aql al-
‘Arabi (Formasi Pemikiran Arab), Bunyah al-"Aql al-‘Arabi (Struktur Pemikiran Arab),
dan Al-Aql al-Siyési al- al-‘Arabi (Pemikiran Politik Arab). Menurut Ibn Rusyd bahwa
metode yang digunakan untuk pembuktian kebenaran terbagi pada tiga: 1. Metode
demonstratif (al-Burhéniyyah), 2. Metode Dialektika (al-Jadaliyyah) dan 3. Metode
Retorika (Al-Khaédbiyyah). Menurutnya metode Burhdni hanya bisa diserap dan di-
konsumsi oleh sebagian kecil orang. Ibn Rusyd, Kaitan Filsafat dengan Syari’at (Fag/
al-Magqdl fi ma Bayna al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittigdl) (Jakarta: Pustaka Fir-
daus, 1930), him. 56-57. Murtadha Muttahari membagi metode pendekatan Islam
pada lima metode: llluminasionisme (Shihabuddin Suhrawardi), metode ini merinci
antara hikmah al-Baogiyyah yang bertolak pada istidlal dengan Nadr dan Burhdani,
yang dinisbahkan pada Aristoteles, dengan al-Hikmah al-Isyrdqiyyah yang bertolak
dari kasyf dan isyraq, yang dinisbahkan pada Plato. 2. Paripatetik (lbn Sina, lbn
Rusyd, al-Kindi dan al-Farabi), yang mengandalkan deduksi rasional dan demon-
strasi. 3. ‘Irfan atau sufisme yang meragukan deduksi rasional yang hanya bisa me-
nyingkapkan realitas, tetapi tidak bisa mencapai realitas itu. 4. metode Kalam yang
menghasilkan Mutakallimin. 5. Hikmah al-Muta’dliyyah merupakan sintesis keem-
pat metode di atas dengan tokohnya Mulla Sadra. Murtadha Muthahhari. Tema-
tema Penting Filsafat Islam (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993), him. 48.
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logi ‘Irféni, otoritas itu ada pada al-kasyf; sementara dalam epis-
temologi Burhdni otoritas itu ada pada akal an sich. Sebagai epis-
temologi, Burhdni lahir pertama kali tiga abad sebelum masa Aristo-
teles. Kemudian Aristoteles mengembangkan dan memperkenalkan
epistemologi Burhdni ke dalam dunia pemikiran Arab Islam.

Jika sumber (origin) ilmu dari corak epistemologi Baydni adalah
teks, sedang ‘Irfani adalah direct experience (pengalaman langsung),
maka epistemologi Burhdni bersumber pada realitas atau (al-wa-
qi’i). Sedangkan tolok ukur validitas keilmuannya sangat berbeda.
Jika Baydni tergantung pada pendekatan dan keserupaan teks atau
nash dan realitas, dan ‘Irfani lebih pada kematangan social skill (em-
pati, simpati, verstehen), maka Burhdni yang ditekankan adalah ko-
respondensi (al-mutudbagah bayna al-‘agl wa nizham al-éabi’ah)
yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal ma-
nusia dengan hukum-hukum alam, dan koherensi (keruntutan dan
keteraturan berfikir logis).®

Epistemologi Burhdni bersumber pada realitas (al-wagqi’i) baik
realitas alam, sosial maupun keagamaan yang memiliki ilmu yang
dikonsepsi, disusun dan disistematisasikan lewat premis-premis lo-
gika atau al-mantiqg, bukan lewat otoritas teks. Peran akal selalu di-
arahkan untuk mencari sebab dan musabab (idrdk al-sabdb wa al-
musébab). Untuk mencari sebab dan musabab yang terjadi pada pe-
ristiwa-peristiwa alam, sosial, kemanusiaan dan keagamaan, akal fi-
kiran tidak memerlukan teks-teks keagamaan. Untuk memahami
realitas sosial keagamaan dan sosial keislaman, menjadi lebih me-
madai bila digunakan pendekatan-pendekatan seperti filsafat (her-
meneutika), sosiologi, antropologi, kebudayaan, sejarah dan ilmu
alam seperti fisika dan matematika. Karena itu, hermeneutika seba-
gai bagian epistemologi Burhdni penentuan otoritasnya pada akal

8 M. Amin Abdullah, “At-Ta’wil al-‘llmi: ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran
Kitab Suci”, dalam Al-jami’ah, vol. 39 Number 2 July-December 2001, him. 379.
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an sich, maka fungsi akal ditekankan untuk melakukan analisis dan
menguji terus-menerus kesimpulan sementara dan teori yang diru-
muskan lewat premis-premis logika keilmuan.

2. Hermeneutika Keagamaan

Hermeneutika merupakan istilah kunci dalam bidang teologi,
filsafat, bahkan sastra. Bidang ini biasanya dipandang sebagai subdi-
siplin teologi, yang mencakup kajian metodologis tentang otentisi-
tas dan penafsiran teks.? Hermeneutika sebagai pendekatan modern
digunakan dalam wacana keagamaan memiliki pijakan sejarah de-
ngan berbagai karakteristiknya dan dengan pengertian dasarnya se-
bagai ilmu tentang interpretasi, L’herméneutique est la théorie des
opérations de la compréhension dans leur rapport avec l'interpré-
tation des textes.'®

Pada masa modern, pengertian hermeneutika mengalami per-
luasan dan pergeseran sedemikian rupa dari peristilahan dalam bi-
dang teologi (hermeneutica sacra), meluas mencakup berbagai di-
siplin ilmu humaniora, seperti filsafat (hermeneutica profana), yu-
dicial (hermeneuticajuris) yang berkaitan dengan teks hukum. Oleh
karena itu, hermeneutika menjadi problem klasik sekaligus modern.
Problem ini terfokus pada relasi antara penafsir dengan teks, yang
tidak hanya menjadi problem khusus dalam pemikiran Barat, tetapi
juga menjadi problem mengakar dalam tradisi Arab, baik klasik mau-
pun modern. Hermeneutika sebagai produk pemikiran Barat diambil
melalui proses dialog-dialektika untuk melengkapi kekurangan me-
todologis tentang problem penafsiran teks.!

9 Roy J. Howard, Pengantar atas Teori-teori Pemahaman Kontemporer: Hermeneu-
tik, Wacana Analitik, Psikososial dan Ontologis, Bandung: Nuansa, 2000, him. 25.

10 Ricoeur, Paul, Du Texte a I'action: Essais d’Herméneutique, 1l (Paris: Rue Jacob,
Editions du Seuil, 1986), him. 75.

11 Hermeneutika adalah kata kunci yang populer pada pemikiran abad ke-20 dan
21. Ibid., him. 48. Hermeneutika merupakan kerangka berfikir, paradigma filsafat
yang memiliki pengertian dasar sebagai ilmu tentang interpretasi, khususnya prin-
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Hermeneutika dalam islamic studies dipandang sebagai pende-
katan yang komprehensif untuk menggali dan menjelaskan masalah-
masalah keagamaan. Istilah hermeneutika sesungguhnya dapat dite-
mukan dalam khazanah tafsir al-Qur’dn klasik, dan secara praktis-
operasional, hermeneutika dialami dan dipraktekkan tetapi tidak
ditampilkan secara teoritik. Ab( Zaid mengemukakan:
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sip-prinsip interpretasi teks. Hal tersebut terjadi karena ia membawa paham baru
dalam dunia filsafat yang berhasil membuka persoalan-persoalan dasar modernis-
me sekaligus menawarkan pola baru pada satu sisi. Pada sisi lain, persoalan pema-
haman tidak lagi sekedar persoalan konseptualisasi dan penjelasan, serta terbatas
penggunaannya dalam ilmu pengetahuan, tetapi lebih dilihat sebagai struktur fun-
damental dasein manusia. Lihat, Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics as
Method, Philosophy and Critique (London: Routledge & Kegan Paul, 1980). Herme-
neutika sebagai ilmu tentang interpretasi (the art of interpretation). Richard E. Pal-
mer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiemacher, Dilthey, Heidegger and
Gadamer (Evanston: Nortwestern University Press, 1969), him. 13. Lihat: Kurt Mue-
ller-Vollmer, “Introduction Language, Mind, and Artifact: an Outline of Hermeneu-
tic Theory Since the Enlightenment”, dalam The Hermeneutics Reader (New York:
The Continum Publishing Company, 1992), him. 1. Hermeneutika memiliki asosiasi
etimologis dengan nama dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yang mempunyai
tugas menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Patri-
cia Altenbernd Johnson mengemukakan bahwa:The word has its origin in the Greek
that names “to interpret” and is connected to the name of the Greek god, Hermes.
While Hermes was considered a trickster, he was also credited with discovering
language and writing. He was the messeger of the gods. In this role, he carried mes-
sages from the sphere of the gods to humans. He translated divine communication
into a form that humans could understand. Patricia Altenbernd Johnson, On Gada-
mer (USA: Wadsworth Thomson Learning, 2000), him. 9. Hermes diasosiasikan de-
ngan fungsi transmisi (the fuction of transmuting) apa yang ada di balik pemaham-
an manusia ke dalam bentuk yang dapat ditangkap intelegensia manusia. Tugas
Hermes adalah menyampaikan pesan para dewa kepada manusia dan bertindak
sebagai seorang penerjemah yang membuat kata-kata para dewa dapat dimengerti
dengan jelas.

12 Nasr Hamid AbQ Zaid, Isykdliyah al-Qira’ah wa A’liyéh at-Ta’wil, Beirut: Markaz
al-Sagafi al-‘Arabi, 1992, him. 15.
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Karya-karya tafsir bi al-ra’yi tidak menutup diri pada realitas historis
dan linguistik yang berkaitan dengan teks. Dalam konteks inilah, problem
penafsiran memiliki jangkauan metafisik yang belum mendapat perhatian
para ulama klasik secara jelas, walaupun mereka membahasnya secara
tidak langsung.

Kesadaran mengenai keterkaitan antara teks dan konteks da-

lam masa klasik kitab suci ini dapat dikatakan belum dikenal luas di
kalangan mufassir klasik, tetapi hermeneutika sesungguhnya terkait
dengan tradisi penafsiran yaitu: tafsir bi al-ma’tsir atau tafsir bi al-
ra’yi. Tafsir bi al-ma’tsir identik dengan riwdyah untuk menggali
makna melalui penjelasan dalil-dalil historis dan linguistik. Sedang-
kan tafsir bi al-ra’yi (ta’wil) identik dengan dirdyah untuk menjelas-
kan substansi maksud. Ta’wil dimulai dari pra-pemahaman penafsir
berhubungan dengan proses pencarian atau istinbdth yang tidak bi-
sa dilakukan oleh penafsiran literal, karena peran pembaca dalam
memahami dan menemukan makna teks lebih signifikan dibanding-
kan dengan tafsir bi al-ma’tsar.

Keberadaan kedua model tafsir bi al-ma’tsdr dan tafsir bi al-
ra’yi masing-masing menjelaskan sudut pandang tentang relasi an-
tara penafsir dan teks. Model tafsir pertama mengabaikan eksistensi
penafsir dan menekankan perhatian terhadap teks beserta realitas-
realitas historis dan linguistiknya. Sebaliknya, model tafsir kedua se-
lain membuka diri pada realitas-realitas historis dan linguistiknya,
juga mengakui relasi antara teks dan penafsir. Akan tetapi, bentuk
kedua seringkali mengalami pergeseran dari ta’wil ke model talwin.

Kehadiran hermeneutika merupakan tindakan kritis terhadap
penafsiran ulama klasik akibat mengabaikan koherensi dan kesatuan
pesan wahyu yang mendasarinya, dan kritik terhadap penafsiran
akibat mengabaikan aspek weltanschauung al-Qur'an berdasarkan
istilah-istilahnya sendiri.’* Hermeneutika al-Qur'dan kontemporer

13 Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan dalam Islam (terj.) Munir (Ban-
dung: Pustaka, 2000), him. 19.
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membongkar kembali definisi tentang teks atau kontekstualitas al-
Qur’an, karena hubungan teks dan penafsiran merupakan hubungan
yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Hermeneutika mengkaji secara historis-kritis terhadap hubung-
an antara aspek sosial seorang penafsir dengan produk penafsiran-
nya, asumsi-asumsi sosio-politis dan filosofis baik secara eksplisit
maupun implisit yang mendasari kecenderungan teologisnya. Para
intelektual Arab menggunakan hermeneutika secara tipikal dan
khas, yang terbagi kepada dua arah perkembangan hermeneutika
kontemporer sebagaimana dipetakan oleh Fazlur Rahman. Pertama,
aliran subjektivitas (subjectivity school) yang menjelaskan bahwa al-
Qur’an sebagai objek terserap dalam konteks sebagai subjek. Her-
meneutika diarahkan pada pemecahan problem sosial, pembebasan
dari penindasan, dan pembebasan kaum wanita. Konteks pengalam-
an kekinian subjektif-eksistensial manusia menjadi pusat. Aliran ini
setidaknya digunakan oleh Hassan Hanafi, Farid Essack, Asgar Ali
Engineer. Kedua, aliran objektivitas (objectivity school) yang menje-
laskan konteks sebagai subjek terserap dalam al-Qur’an sebagai ob-
yek. Hermeneutika digunakan untuk mempertimbangkan pengalam-
an kekinian manusia, tanpa masuk dalam pengalaman subyektif-
eksistensial manusia. Sejarah teks (al-Qur’dn) dipahami secara ob-
jektif, tetapi tidak terjebak dalam kekhususan konteks masa lalu-
nya.!* Aliran ini dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad
Syahrdr. Sedangkan untuk menentukan posisi Nasr Hamid AbQ( Zaid
cukup sulit, karena ia pada saat tertentu mempertimbangkan aliran
subjektivitas dan di saat yang lain mengambil pandangan aliran
objektivitas. Oleh karena itu, Ab( Zaid dapat menempati posisi sin-

14 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), him. 8-9.
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tesis di antara keduanya, walau kecenderungannya lebih besar ke
aliran subjektivitas karena pengaruh Gadamer.?®

Hassan Hanafi berpandangan bahwa hermeneutika memiliki
dua pengertian. Pertama, ilmu interpretasi, yakni suatu teori pema-
haman. Kedua, ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak
tingkat perkataan ke tingkat dunia, dari huruf ke kenyataan, dari
logos ke praxis. Dalam bahasa fenomenologi, hermeneutika adalah
ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran dan objeknya
(al-Qur’an). Hanafi menjelaskan tiga bentuk kesadaran (perseptif)
yaitu: (1) Kesadaran historis (al-syu’dr al-térikhi) yaitu kesadaran un-
tuk menentukan orisinalitas kitab suci dalam sejarah; (2) Kesadaran
eiditis (al-syu’lr al-ta’ammuli) yaitu kesadaran untuk menjelaskan
dan menafsirkan makna al-Qur’an; (3) Kesadaran praktis (al-syu’dr
al-’amali) yaitu kesadaran untuk menggunakan makna tersebut se-
bagai dasar teoritik bagi tindakan dan mengantarkan wahyu kepada
tujuan akhirnya dalam kehidupan real manusia.®

Hanafi ingin membangun metodologi tafsir perseptif yang me-
lampaui tafsir tekstual dan historis. la menganggap bahwa al-Qur’an
hanya berbicara dalam ruang dan waktu yang sempit pada masa
Rasulullah. Hanafi menyebutnya sebagai tafsir perseptif (al-tafsir al-
syu’dri) yaitu al-Qur'an mendeskripsikan manusia, hubungannya
dengan manusia lain, tugasnya di dunia, dan kedudukannya dalam
sejarah untuk membangun sistem sosial dan politik.%’

15 Bandingkan dengan analisis Stefan Wild, bahwa Nasr Hamid Ab( Zaid salah satu
pemikir yang bercorak hermeneutik-produktif dikenal sebagai pemikir trend “pen-
cerahan” yang menawarkan teori kritik teks dalam Hermeneutika. Trend pemikiran
Ab( Zaid berposisi sebagai penengah di antara trend institusi keagamaan formal
dan trend Kiri Islam. Gerakan ini dianggap oleh Stefan Wild sebagai arah baru pen-
dekatan terhadap teks-teks keagamaan. Stefan Wild, “Preface,” dalam Stefan Wild
(ed.), The Qur’dn as Text (Leiden: E. J. Brill, 1996), him. vii-ix.

16 Hassan Hanafi. Dialog Agama dan Revolusi, Terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1991), him. 1-2.

Hassan Hanafi. “Apa Arti Kiri Islam” dalam Shimogaki. Kiri Islam antara Modern-
isme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi, terj. M.
Imam Aziz & M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, 1993), him. 104.
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Sementara Syahrir menempatkan kitab suci dalam kerangka
fenomena historis dan memahaminya dalam kerangka yang sama
pula. Humanisasi al-Qur’an ini dilakukan untuk mengoreksi kesalah-
an umat Islam yang kurang memperhatikan karakteristik dan fleksi-
bilitas pengertian teks-teks kitab suci, sehingga membebani umat
dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta si-
tuasi abad ke-20. Adapun asumsi humanistik lebih didasarkan bah-
wa al-Qur’an sesuai dengan segala konteks sosial di mana pun, mes-
kipun dengan jarak yang panjang.'®

Syahrir menggagas hermeneutika intertekstualitas dengan tek-
nik sintagmatis-paradigmatis®® digunakan untuk menangkap pesan
yang terkandung dalam teks al-Qur’an, yakni dengan cara mengga-
bungkan ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki titik persinggungan dan
persamaan tema dalam surat-surat yang berbeda. Teknik sintagma-
tis bertujuan untuk menentukan makna yang paling tepat di antara
makna-makna yang ada, setiap kata pasti dipengaruhi oleh hubung-
annya secara linier dengan kata-kata di sekelilingnya. Adapun tujuan
analisis paradigmatis adalah pencarian dan pemahaman terhadap
sebuah konsep-konsep dari simbol-simbol lain baik yang mendekati
maupun yang berlawanan.

Selanjutnya, Fazlur Rahman berpandangan bahwa al-Qur'an
muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar bela-
kang sosio-historis. Al-Qur’an adalah sebuah respons terhadap si-

18 Muhammad Syahrdar, “Teks Ketuhanan dan Pluralisme pada Masyarakat Muslim”,
terj. Mohammad Zaki Hussein, Makalah (tidak terbit), 5 juni 2000, him. 3. Lihat Mu-
hammad Syahr(r, Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok, terj. Sabrur R. Soenardi
(Yogyakarta: Jendela, 2002), him. xx.

19 Makna memiliki dua aspek, yaitu horisontal (sintagmatis) dan vertikal (paradig-
matis). Sintagmatis mewakili perkembangan yang terjadi dalam sebuah pemikiran
dalam konteks permukaan, sedangkan paradigmatis mewakili pandangan dunia da-
ri setiap ide yang sama dalam sebuah teks. Oleh karena itu, seorang penafsir harus
mengaplikasikan “hukum umum” ini kepada sistem tanda tertutup (closed system
of signs) agar bisa menentukan struktur batin (deep structure) atau ketidaksadaran
(mitos-puitis) makna yang mendasari struktur permukaan (surface structure).
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tuasi yang sebagian besarnya merupakan pernyataan-pernyataan
moral, religius, dan sosial. Al-Qur'an menanggapi berbagai persoal-
an spesifik dalam situasi kongkrit. Kadang-kadang al-Qur’an membe-
rikan jawaban bagi situasi pertanyaan atau masalah khusus, tetapi
kadang-kadang ia juga menjelaskan hukum-hukum yang bersifat
umum.? Bagi Rahman, penafsiran harus bergeser dari penafsiran
tradisional (tekstual) kepada penafsiran untuk memahami spirit al-
Qur’an. Setelah ditemukan esensi pewahyuan, kemudian dikaji ling-
kungan spesifik di mana ayat itu diturunkan, sehingga prinsip-prin-
sip umum yang bersumber dari wahyu dapat diterapkan pada saat
sekarang.

Hermeneutika Fazlur Rahman dikenal sebagai teori double mo-
vement. Teori interpretasi Rahman ini didasarkan kepada dimensi
historisitas teks yang dia ambil dari hermeneutika Emilio Betti. Her-
meneutika bagi Betti adalah Auslegung, yaitu bagaimana menda-
patkan sebuah bentuk penafsiran yang valid dan objektif bukan
deutung dan spekulative deutung.?* Pemikiran Betti tersebut dikenal
dengan hermeneutika objektif yang direspons secara positif oleh
Rahman. Bagi Rahman, penafsiran yang objektif dapat dilakukan
dalam wilayah teks keagamaan. Kemudian Rahman menawarkan
teori gerak ganda (double movement) yang menjelaskan dua konsep
“nilai historisitas” dan “nilai moral”.?

Teori double movement menjelaskan penafsiran dua arah, yai-
tu melakukakan ziarah pemahaman terhadap lahirnya teks di masa
lampau dengan memahami benar kondisi saat ini, dengan meru-
muskan visi al-Qur’an yang utuh dan membawa kembali ke masa se-
karang dengan menerapkan prinsip umum tersebut dalam situasi

20 Fazlur Rahman, Islam and Modernity..., op. cit., him. 7.

21 Auslegung merujuk pada sebuah interpretasi objektif sedangkan spekulatif deu-
tung (speclulative interpretation) adalah suatu penetapan yang digantungkan pada
intuisi dan koherensi internal dari a priori system yang dibangun. Josef Bleicher,
Contemporary Hermeneutics..., him. 30.

22 Fazlur Rahman, Islam and Modernity..., op. cit., him. 19.
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sekarang. Secara praktis gagasan Rahman tersebut tercakup pada
dua langkah. Pertama, orang harus memahami makna pernyataan
al-Qur'an dengan mengkaji latar belakang historis ketika sebuah
ayat diturunkan, dan memahami makna al-Qur’an sebagai keselu-
ruhan di samping jawaban-jawaban khusus.

Kedua, adalah melakukan generalisasi respons-respons khusus
dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan moral-sosial
umum yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dan rasio logis-
nya. Jika langkah pertama ialah berangkat dari persoalan-persoalan
spesifik dalam al-Qur’an untuk dilakukan penggalian dengan sistem-
atisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan jangka
panjang, maka langkah kedua harus dirumuskan dan direlasikan
pada saat sekarang. Kedua langkah pemahaman al-Qur’an tersebut
sebagaimana digagas Rahman dapat membuktikan bahwa perintah-
perintah al-Qur’an akan menjadi hidup dan efektif kembali.?3

Hermeneutika Arkoun berusaha untuk memilah dan menunjuk-
kan mana teks pertama atau teks pembentuk dan mana teks herme-
neutika. Arkoun berusaha mengembalikan pemikiran Islam kepada
wacana al-Qur’an seperti sediakala yang terbuka terhadap berbagai
pembacaan sehingga terbuka pula terhadap berbagai pemahaman.
Al-Qur’an sebagai teks pertama atau peristiwa pertama telah ter-
timbun sedemikian rupa oleh pemikiran Islam, yaitu perwujudan
berbagai macam literatur yang merupakan teks-teks kedua atau
teks-teks hermeneutika. Timbunan itu menghalangi proses mema-
hami al-Qur’an dalam keadaannya seperti sediakala.?* Dari sini, her-
meneutika poststrukturalis Michel Foucault sangat berpengaruh

23 |bid., him. 7-8.
24 Mohammed Arkoun, Al-Fikr al-Islami: Nagd wa al-ljtihdd, terj. Hasyim Shalih
(London: Dar al-Saqi, 1990), him. 232.
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terhadap Arkoun, sehingga ia menggunakan metode dekonstruksi
dan analisis arkeologis.?

Analisis arkeologis dimaksudkan untuk mengklarifikasi sejarah
teks-teks hermeneutika dari tradisi pemikiran tertentu, yaitu mem-
perjelas dengan membersihkan kabut ruang dan waktu yang menye-
lubunginya sehingga akan terlihat hubungan antara teks dari fase
sejarah tertentu dengan konteks sosial, generasi serta gerakan pe-
mikiran yang beragam dan berada dalam waktu yang sama.?®

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hermeneutika merupa-
kan salah satu teori penafsiran teks-teks keagamaan, baik teks al-
Qur’an, maupun teks keagamaan lainnya. Hermeneutika kontempo-
rer yang digunakan oleh pemikir muslim di atas menunjukkan arah
gerak perubahan paradigma penafsiran dari keterpusatan kepada
teks menuju keterpusatan kepada penafsir (reader-centered).?” Un-

2>Archaelogy describes discourse as practices specified in the element of the ar-
chive. Lihat, Michel Foucault, The Archaelology of Knowledge (London: Routledge,
1991), him. 131.

26 |pid., him. 233-234.

27 Dalam tradisi hermeneutika modern, Grant T. Osborne membagi bentuk herme-
neutika kepada tiga bentuk penafsiran. Pertama, Penafsiran Berpusat pada Pe-
ngarang (Author Centered). Bentuk penafsiran yang mengembangkan usahanya un-
tuk memahami maksud pengarang bertujuan merekonstruksi pesan asli (original
message) seorang pengarang. Melalui sejarah dan refleksi kritis terhadap teks,
pembaca menyatukan dirinya dengan makna yang dimaksudkan oleh teks. Tokoh-
nya adalah Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan
Emilio Betti. Kedua, Penafsiran yang Berorientasi kepada Pembaca (Reader-Center-
ed). Bentuk penafsiran ini dikembangkan oleh Hans-George Gadamer. Bangunan
epistemologinya menegaskan bahwa bahasa adalah dasar “keberadaan” (being)
dibandingkan hanya dalam pemikiran-kehidupan (thought-life), sehingga bahasa
dan teks adalah dua entitas yang otonom dengan kehidupan manusia sendiri. Pe-
mahaman dan penilaian kesadaran ditemukan pada realitas yang lebih luas yang
bisa diakses melalui bahasa yang pada prinsipnya, sebagai sebuah fenomena uni-
versal. Dalam pengertian ini, hermeneutika Gadamer mengambil ontologi bahasa,
yakni bahasa adalah persoalan hermeneutika. Ketiga, Penafsiran yang Berorientasi
kepada Teks (Text-Centered). Hermeneutika yang berkembang selanjutnya adalah
teori yang mencoba melepaskan diri dari peran pengarang dan pembaca dalam se-
buah proses penafsiran. Mazhab ini adalah strukturalisme Claude Lévi-Strauss atau
semiotik post strukturalis. Dalam penafsiran teks, mazhab ini dipengaruhi oleh dua
sumber pokok. Pertama, pembedaan yang dilakukan Ferdinand de Saussure (1915)
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tuk memperkuat basis paradigmanya dibutuhkan pendekatan baru,
maka pendekatan yang digunakan oleh hermeneutika kontemporer
adalah induktif dan abduktif.

Induktif artinya menjadikan realitas penafsir sebagai starting
point penafsiran al-Qur’an, sedangkan abduktif digunakan sebagai
perubahan (shift paradigm) dari pola pikir yang lebih menekankan
kepada wilayah orbit konteks justifikasi the logic of justification me-
nuju konteks penemuan-penemuan baru the logic of discovery.?® Ka-
rena abduktif menitikberatkan kepada unsur hipotesis, interpretasi,
proses pengujian lapangan terhadap rumus-rumus, konsep-konsep,
dalil-dalil, dan gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh kombinasi pola
pikir deduktif dan induktif secara terus-menerus tanpa tanpa me-
ngenal titik henti.?®

C. Teori Batas dan Teori Makna-Magza

Secara klasik hukum Islam adalah seperangkat peraturan berda-
sarkan wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manu-
sia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk se-
mua umat yang beragama Islam. Pemahaman ini menunjuk kepada
istilah figh dalam arti produk hukum sistematis yang disusun berda-
sarkan ijtihad manusia berdasarkan sumber utama ajaran Islam.*

antara langue (sistem bahasa) dan parole (tindakan berbicara seorang individu) dan
antara penanda (citra) dan petanda (konsep yang berada di belakangnya) dalam
bahasa. Kedua, sistem formal oposisi biner Roman Jakobson memperlihatkan se-
buah polaritas antara metafor (hubungan vertikal atau asosiasi antara istilah dan
makna literalnya) dan metonomi (hubungan horisontal atau rangkaian antara kon-
sep-konsep linguistik sehingga menggiring kepada kombinasi kata). Grant T. Os-
borne, Hermeneutical Spiral, (Downer: Grove University Press, 1991), him. 371.

28 Lihat: Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Unwin Hymann,
1987).

29 M. Amin Abdullah, “Agama Masa Depan: Intersubjektif dan Post-Dogmatik”, da-
lam BASIS, No. 05-06, tahun ke-51, Mei-Juni, 2002, him. 55.

30 Hukum Islam (figh Islam) adalah hasil daya upaya para fugaha dalam menerap-
kan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam (figh) adalah
hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai ge-
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Secara epistemologis hukum Islam memiliki sumber spesifik
yang disebut otoritas, rasio, intuisi, dan empiris. Otoritas sendiri
dibedakan menjadi dua jenis: otoritas Tuhan dalam bentuk wahyu
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan merupakan sistem
ketuhanan yang menempatkan Allah sebagai penguasa tertinggi dan
otoritas manusia yang berasal dari manusia yang disebut kesaksian.
Otoritas Tuhan memiliki jangkauan rentang waktu abadi dan bersi-
fat universal. Sementara kedua sumber hukum al-Qur’an dan al-
Sunnah mewakili otoritas Tuhan, maka kreativitas akal dan aktivitas
rasio mewakili otoritas manusia yang berperan sebagai sumber hu-
kum ketiga. Tanpa adanya keterlibatan akal manusia, hukum Islam
hanya diturunkan secara otoritatif dan menjadi hukum yang bersifat
objektif-mutlak di luar jangkauan manusia.

Dengan demikian, maka secara sederhana dapat disistematisa-
sikan peran akal (al-ra’yu) sebagai berikut ini. Pertama, kreativitas
akal diperlukan untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik sua-
tu redaksi al-Qur’an. Kedua, kreativitas akal tidak terbatas pada un-
sur indrawi, tetapi harus dipahami sebagai substansi mental yang
melekat dalam organ rohaniah pemahaman yang disebut hati (ga/b)
sebagai sumber intuisi. Aktivitas akal terlihat dalam proses penetap-
an hukum Islam yang diadasarkan pada giyds, istihsGn, maslahah
mursalah dan jjmé’, sehingga hukum Islam bersifat dinamis-rasional,
tidak dogmatis-statis.

Wacana hukum Islam dalam kerangka ilmu berada dalam wila-
yah pemahaman akal terhadap wahyu Allah. Sebagai suatu ciptaan
Allah, hukum Islam (figh) memuat prinsip-prinsip aturan yang sifat-
nya tetap dan abadi, tetapi pengakuan terhadap eksistensi aktivitas
akal menjamin pelaksanaan hukum yang bersifat pleksibel. Pada wi-

rak yang tetap dan perkembangan terus-menerus. Karenanya hukum Islam senan-
tiasa berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi’at hukum Islam yang te-
rus berkembang. Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter, dia mempunyai ci-
ri-ciri khas yaitu: utuh (takamul), harmonis (wasatiyah) dan dinamis (harakah).
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layah inilah hukum Islam dipahami sebagai wujud upaya ilmiah ma-
nusia untuk mengkaji dan menyusun prinsip-prinsip Allah sebagai
Tuhan semesta alam ke dalam sistem hukum yang manusiawi.

1. Teori Batas Menurut Muhammad Syahrir

Kreativitas akal sebagai bagian dari otoritas hukum yang ber-
sumber dari manusia memiliki peran dalam mendinamisasi hukum
Islam. Aktivitas rasio ini dapat dilihat dari salah formulasi pemikir
hukum Islam yaitu Muhammad Syahrir. Platform metodologi Syah-
rar berbasis pada filsafat materialisme, yang menyatakan bahwa
sumber pengetahuan yang hakiki adalah alam materi di luar diri
manusia, bukan sekedar bentuk-bentuk pemikiran abstrak, sehingga
ia menolak pengetahuan spekulatif yang bersumber dari intuisi.3!
Pandangan demikian dilatarbelakangi oleh spesialisasi Syahr(r da-
lam bidang teknik (sains). Sedangkan hermeneutika dan filologi ada-
lah pendekatan lain yang digunakan Syahrdr.

Al-Kitab (al-Qur’an) isinya secara garis besar dapat dibedakan
atas nubuwwah dan risGlah. Nubuwah bersifat objektif (mauaed’i)
adalah pengetahuan kealaman dan kesejarahan, sedangkan risalah
bersifat subjektif (al-iati) adalah kumpulan ajaran yang wajib dipa-
tuhi oleh manusia berupa ibadah, muamalat, akhlak dan hukum. Al-
Qur’an adalah dimensi nubuwwah dan umm al-kitéb adalah dimensi
risGdlah.?? Risdlah adalah aspek dinamis dari ajaran Islam karena ia
berhubungan dengan kehidupan manusia yang bersifat dinamis.

Risdlah Muhammad berbeda secara diametral dengan risélah

31 M. Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh dan Dam-
paknya pada Figh Kontemporer”, dalam Mazhab Jogja (Yogyakarta: al-Ruzz Press,
2002), him. 29. Pemikiran Syahrur tertumpu pada jargon return to texts sehingga
Kurzman menyebutnya Revivalis Islam dan Wael B. Hallag menyebutnya liberalis
religius. Posisi ini sebagai bentuk kritik terhadap aliran skriptualis-literalis dan seku-
larisme.

32 Muhammad Syahrar, al-Kitdb wa al-Qur’édn: Qira’ah Mu’agirah (Damaskus: Dar
al-Ahali, 1990), him. 54, 90, dan 103.
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Musa dan lIsa, sebagai penutup para nabi dan rasul, memiliki sifat
khusus yang berbeda dari kedua risdlah sebelumnya, yakni rahmah
lil “‘lamin dan cocok setiap zaman dan tempat Q. S. al-Anbiya: 107;
dan Q. S. al-A’raf: 158. Atas dasar rahmat ini risdlah Muhammad
menjadi mudah dijalankan dan menarik juga bagi kalangan non
muslim. Namun, keistimewaan tersebut selama ini terabaikan yang
menjadikan hukum Islam terpenjara (stagnant).

Kerangka teorinya dibangun berdasarkan: (1) al-Qur’an sebagai
rujukan utama Q. S. al-Nisa: 13-14; (2) teori Analisis matematis (al-
Tahlili al-Ariyadhi) menggambarkan hubungan al-hanifiyyah dan al-
istigdmah, seperti menggambarkan kurva dan garis lurus yang ber-
gerak pada sebuah matriks. Sumbu X adalah zaman, sejarah (con-
teks), dan sumbu Y adalah undang-undang yang ditetapkan oleh
Allah Swt., serta kurva (al-hanifiyyah) menggambarkan dinamika ijti-
had manusia, bergerak sejalan dengan sumbu x, tetapi gerakan itu
dibatasi oleh hukum Allah Swt. dan hubungannya bersifat dialektik.
Dialektika pada karakter hukum Islam yang permanen (hdbit) dan
universal (al-istigdmah) dan karakter dinamis yang cenderung pada
perubahan (al-hanifiyyah).

Al-Kitdb memiliki dua sifat pokok yang mutlak harus dimengerti
untuk memahami ajaran Islam, yakni al-hanifiyyah dan al-istigdmah.
Kedua sifat ini selalu bertentangan tetapi saling melengkapi. Berda-
sarkan sejumlah ayat di mana kedua kata tersebut terdapat dalam
al-Qur’an, maka SyahrGr menyimpulkan bahwa makna al-hanifiyyah
adalah penyimpangan dari sebuah garis lurus, sedangkan al-istiqa-
mah artinya kualitas (sifat) dari garis lurus itu sendiri atau yang me-
ngikutinya. Kedua sifat ini merupakan bagian integral dari risalah
yang mempunyai hubungan simbiotik. Al-hanifiyyah adalah sifat
alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Hukum fisika
menunjukkan tidak ada benda yang gerakannya dalam garis lurus
terus. Seluruh benda sejak elektron yang paling kecil hingga galaksi
yang terbesar bergerak secara al-hanifiyah (tidak lurus). Oleh kare-
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na itu bila manusia dapat mengusung sifat seperti ini, ia akan dapat
hidup harmonis dengan alam semesta.

Demikianlah halnya dengan al-hanifiyah dalam hukum Islam. la
merupakan bentuk gerak yang tidak lurus di mana kebiasaan dan
tradisi masyarakat cenderung menyesuaikan dengan tuntutan kebu-
tuhan sebagian anggota masyarakat dan tuntutan ini cenderung me-
ngubah masyarakat dari satu bentuk ke bentuk lain. Untuk mengon-
trol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus (al-
istigdmah) menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-
aturan hukum. Akan tetapi garis lurus bukanlah sifat alam, ia lebih
merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan al-hanifi-
yyah untuk mengatur masyarakat. Jadi, al-hanifiyyah (deviasi) selalu
butuh kepada garis lurus sebagaimana disebutkan dalam Q. S. al-
Fatihah: 5 “tunjukanlah kami ke jalan yag lurus® (sirath al-musta-
gim)”. Tidak ada ayat yang berbunyi “tunjukkan kami kepada al-
hanifiyyah (deviasi)”, karena ia sifat dasar benda (alam). Antara al-
istigdmah (sirath al-mustagim) dan hanifiyyah terjadi hubungan dia-
lektis di mana antara konstanta (al-sawabit, ketetapan) dan per-
ubahan (al-tagayurdt) berjalin. Dialektika ini sangat penting, karena
ia dapat menunjukan bahwa hukum (Islam) dapat disesuaikan de-
ngan segala zaman dan tempat (§élih li kulli zamén wa makén).3*

Jika al-hanifiyyah terdapat pada sifat alam, lalu apa sirdth al-
mustagim (ad-dawdbit atau garis lurus) itu? Di sinilah kemudian
Syahrdr mengajukan teori batas yang terdapat dalam surat an-Nisa:
13 (i s34~ &ls). Secara umum, teori batas (nazhariyyah al-hudid)
barangkali dapat digambarkan sebagai berikut: terdapat ketentuan
Tuhan yang diungkapkan dalam al-Kitab dan Sunnah yang menetap-
kan batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia.
Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum

33 |bid., him. 447-449.
34 Wael B. Hallaqg, A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul
Figh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), him. 247-248.
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dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan batas mak-
simal. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah
(tidak boleh), demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika
batas-batas ini dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan menurut
proporsi pelanggaran yang terjadi. Jadi, manusia dapat melakukan
gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah
menurut Syahrur, letak kekuatan Islam. Dengan memahami teori ini,
niscaya akan dapat dilahirkan jutaan ketentuan hukum dari pada-
nya. Karena itu pula maka risalah Muhammad Saw. dinamakan de-
ngan umm al-Kitdb (induk berbagai kitab, ketentuan hukum), karena
sifatnya yang hanif berdasarkan teori batas ini.>

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur me-
nyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori batas (/imit theory):
Pertama, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah (al-
hadd al-adnd). Hal ini terjadi dalam hal: macam-macam perempuan
yang tidak boleh dinikahi Q.S. al-Nisa: 22-23), berbagai jenis makan-
an yang diharamkan Q.S. al-Maidah: 3; Q.S. al-‘An’am: 145-156;
hutang piutang (Q.S. al-Bagarah: 283-284); dan tentang pakaian wa-
nita Q.S. al-Ahzab: 59. Dalam hal perempuan yang dilarang untuk
dinikahi, misalnya, berbagai macam perempuan yang disebutkan
dalam ayat merupakan batas minimal perempuan yang tidak boleh
dinikahi, tidak boleh kurang dari itu. ljtihad hanya dapat dilakukan
untuk menambah macam perempuan yang tidak boleh dinikahi. Jika
menurut ilmu kedokteran, misalnya, perempuan yang memiliki hu-
bungan kerabat cukup dekat, seperti anak perempuan paman atau
bibi, tidak boleh dinikahi maka boleh dibuat aturan yang melarang
pernikahan tersebut.

Kedua, ketetapan hukum yang hanya memiliki batas atas (al-
hadd al-’a’ld). Ini terjadi pada tindak pidana pencurian Q.S. al-Mai-
dah: 38 dan pembunuhan Q.S. al-Isrd’: 33; Q. S. al-Bagarah: 178, Q.

35> Muhammad Syahrur, Al-Kitdb., op. cit., him. 449 dan 472.
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S. al-Nisa: 92. Hukuman potong tangan bagi pencuri, misalnya meru-
pakan hukuman yang paling berat sehingga tidak boleh memberikan
hukuman lebih rendah. Kewajiban para mujtahid hanya mendefi-
nisikan, menurut kenyataan objektif di masayarakat, pencurian se-
perti apa yang pantas diberikan hukuman berat tersebut, dan pen-
curian apa yang dijatuhkan pada setiap tindak pencurian pada
umumnya.®®

Ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah
yang mana berlaku pada hukum waris Q.S. al-Nisa: 11-14, 176, dan
poligami Q.S. al-Nisa: 3., dalam masalah bagian harta waris, menu-
rut SyahrQr, batas atas adalah untuk ahli waris laki-laki dan batas
bawah untuk perempuan. Maksudnya, bila didasarkan pada ayat
bagian laki-laki dan perempuan menganut prinsip 2: 1, maka bagian
66,6% bagi laki-laki merupakan batas atas sedangkan 33,3% bagi pe-
rempuan merupaan batas bawah. Oleh karena itu jika pada suatu
ketika laki-laki hanya diberi bagian 60% bagi perempuan diberi 40%
maka hal itu dibolehkan. Wilayah ijtihad terletak pada daerah anta-
ra batas atas bagi laki-laki dan batas bawah bagi perempuan yang
disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat untuk mendekat-
kan kedua batas tersebut. Usaha untuk mendekatkan ini dibolehkan
hingga sampai pada titik persamaan antara bagian laki-laki dan pe-
rempuan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setiap ka-
sus atau mempertimbangkan kecenderungan dalam masyarakat.?’

Keempat, ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas
atas berada pada satu titik (garis lurus, mustagim). Ini berarti tidak
ada alternatif hukum lain, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih
dari yang telah ditentukan. Menurut Syahrir bentuk keempat ini
hanya berlaku pada hukuman zina, yaitu seratus kali jilid Q.S. al-Ndr:
2. kemudian berdasarkan Q.S. al-Ndr: 3-10, hukuman tersebut

36 |bid., him. 455-457.
37 Ibid., him. 457-462.
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hanya dapat dijatuhkan dengan syarat adanya 4 orang saksi atau
melalui li’an.3®

Kelima, ketentuan yang memiliki batas atas dan bawah tetapi
kedua batas tersebut tidak boleh disentuh, karena dengan menyen-
tuh berarti telah terjatuh pada larangan Tuhan. Hal ini berlaku pada
hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dimulai
dari tidak saling menyentuh sama sekali antara keduanya hingga
hubungan yang hampir (mendekati) zina. Jadi, jika antara laki-laki
dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi
belum berzina maka keduanya berarti belum terjatuh pada batas-
batas (huddd) Allah. Karena zinalah yang merupakan batas-batas
yang ditetapkan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia.

Keenam, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas
bawah, di mana batas atasnya bernilai positif (+) dan tidak boleh di-
lampaui sedangkan batas bawahnya bernilani negatif (-) boleh di-
lampaui. Hal ini berlaku pada hubungan kebendaan sesama manu-
sia. Batas atas yang bernilai positif (+) berupa riba sementara zakat
sebagai batas bawahnya yang bernilai negatif (-). Batas bawah ini
boleh dilampaui yaitu dengan berbagai bentuk sedekah, di samping
zakat. Adapun posisi di tengah-tengah antara batas atas yang positif
dan batas bawah yang negatif adalah nilai nol (zero) yakni dalam
bentuk pinjaman kebajikan (al-gqard al-hasan), memberi pinjaman
tanpa memungut bunga (ribg).*

Melalui bentuk keenam dari teori batas ini, Syahrir menjelas-
kan pandangannya tentang riba, yang berbeda dengan pendapat
umumnya ulama tentunya. Secara etimologis, tidak ada perbedaan
makna riba ini dengan yang umum dikenal, yakni berarti tambah
dan tumbuh. Setelah mengemukakan sejumlah ayat di mana kata
riba terdapat, ia menyimpulkan adanya empat hal yang perlu diper-

38 Ipid., him. 463.
39 Ibid., him. 464.
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hatikan dalam membicarakan riba, yakni riba dikaitkan dengan se-
dekah Q.S. al-Bagarah: 276; riba dikaitkan dengan zakat Q.S. al-
Ram: 39; batas atas bagi bunga/riba Q. S. Ali ‘Imran: 130; dan bunga
nol persen Q.S. al-Bagarah: 279. Dalam hal ini, menurutnya, zakat
sama dengan sedekah karena zakat merupakan batas bawah dari
sedekah yang wajib dilakukan (zakdt), jadi zakat adalah bagian dari
sedekah Q.S. al-Tawbah: 60.%°

Berdasarkan Q.S. al-Tawbah: 60, fakir dan miskin adalah terma-
suk orang-orang yang menerima zakat. Fakir, menurutnya adalah
orang yang menurut kondisi ekonomi dan sosial yang ada tidak
dapat menutup hutangnya. Oleh karena itu, harta yang disalurkan
kepada mereka bukan dalam bentuk hutang, tetapi dalam bentuk
sadagah (hibah) atau pahalanya terserah kepada Allah. Dalam kon-
teks ini berlakulah ayat: “Allah akan hapuskan riba dan tumbuh
kembangkan sadagah” Q.S. al-Bagarah: 276; di samping juga ayat-
ayat lain yang mengutuk keras praktek riba Q.S. al-Bagarah: 275,
278 dan 279. Demikian keadaan pertama dari riba. Keadaan riba
yang kedua terjadi pada orang yang hanya mampu menutup hutang
pokok tetapi tidak mampu membayar bunga. Terhadap orang lain
harta disalurkan melalui pinjaman yang bebas bunga, yakni dalam
bentuk al-gard al-hasan, dan berlaku ayat: “kalian hanya berhak ter-
hadap harta pokok yang kalian pinjamkan” Q.S. al-Bagarah: 279,
akan tetapi jika pihak kreditur mau membebaskan piutangnya, hal
itu akan lebih baik Q.S. al-Bagarah: 280.*

Adapun riba dalam keadaan ketiga terjadi pada pelaku bisnis
(pengusaha) yang mana mereka ini tidak berhak menerima zakat.
Pinjaman yang diberikan kepada mereka boleh dipungut bunganya
asal tidak melampaui batas atas, yakni jumlah beban bunga sama
dengan pinjaman pokok. Dalam hal ini berlaku ayat yang menyata-

40 Ibid., him. 467-468.
41 Ibid., him. 469.
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kan: “Hai orang-orang mukmin jangan makan riba yang berlipat gan-

da” Q.S. Ali Imran: 130. Atas dasar pandangannya terhadap riba de-

ngan berbagai kondisi obyektif yang melingkupinya ini, Syahr(r me-
ngajukan tiga prinsip dasar bank Islam yaitu:*

1. Mereka yang berhak menerima zakat tidak diberikan kredit (pin-
jaman) tetapi diberi hibah (sedekah).

2. Dalam kondisi tertentu dibuka kemungkinan untuk memberikan
pinjaman yang bebas bunga, yakni bagi mereka yang pantas di-
beri sedekah.

3. Dalam bank Islam tidak boleh ada kredit (pinjaman) yang tempo
pembayarannya tidak dibatasi hingga bunganya melebihi batas
atas yang dibolehkan. Jika hal ini terjadi maka pihak debitur ber-
hak menolak membayar bunga yang melebihi batas atas itu.

2. Teori Makna-Magza Menurut Nasr Hamid Ab{ Zaid

Hermeneutika berhubungan dengan problem penafsiran dan
problem ini terfokus pada relasi antara teks dan penafsir. Ab( Zaid
menawarkan hermeneutika modern sebagai respons terhadap tradi-
si penafsiran teks klasik yang mengabaikan eksistensi penafsir. Teori
penafsiran Ab( Zaid bersifat objektif-historis dari teks, yaitu bahwa
proses penafsiran dan kegiatan pengetahuan secara umum selalu
ditujukan untuk mengungkapkan berbagai kenyataan yang memiliki
keberadaan objektif di luar horison subjek pembacaan. Apabila hori-
son pembaca membatasi sudut pandangnya, maka data-data teks
tidak berposisi sebagai penerima pasif terhadap orientasi-orientasi
subjek yang mengetahui. Hal ini, berarti, bahwa pembacaan dan ak-
tivitas intelektual yang benar pada umumnya, didasarkan pada dia-
lektika (&J4>) kreatif antara subjek dan objek.

42 |bid., him. 469-471.

94



Epistemologi Hukum Islam: Jejak Hermenentika Syabrur dan Abn Zaid

Ra Al e sk e 31 el Lladly caadd sTal of gee s
Pl 3 Sy Jo Lol s B e g g gl S o BV
Bl e allally

Hal ini berarti bahwa pembacaan dan aktivitas intelektual yang benar
pada umumnya didasarkan pada dialektika yang produktif dan kreatif
antara subjek dan objek. Hubungan ini menghasilkan interpretasi baik
pada level pengkajian teks maupun terhadap fenomena.

Hermeneutika objektif-historis sebagai bentuk kritik terhadap
pembacaan tendensius (talwin). ldeologisasi dihasilkan dari kecen-
derungan subjektif-oportunistik (an-naz’ah ai-iGtiyah an-naf’iyah)
telah menggugurkan sudut objektif teks dan historisitas teks, dan
bentuk kritik terhadap kecenderungan positivistik-formalistik (an-
naz’ah al-wad’iyah asy-syakliyah) yang menyembunyikan orientasi-
orientasi ideologis di bawah jargon “objektif ilmiah” (dwkall & 42 5e1).

Hermeneutika objektif-historis Ab( Zaid adalah gagasan kritis
berdasarkan argumentasi sebagai berikut. Pertama, Ab( Zaid ba-
nyak memanfaatkan pendekatan linguistik melalui kritik sastra kare-
na karakter bahasa kitab suci dan historisitasnya dikaji melalui pen-
dekatan linguistik yang dikonsepsikan oleh Ferdinand de Saussure
dan pendekatan makna yang dibahas oleh Hirsch. Konsep parole
dan langue dalam kategori semiotika diterapkan untuk membahas
al-Qur’an sebagai parole dan teks sebagai langue.** Teori interpre-
tasi Abl Zaid dipengaruhi oleh hermeneutika E. D. Hirsch.* Hirsch
menjelaskan keberadaan pengarang di hadapan berbagai pendapat

43 Nasr Hamid AbQG Zaid, Naqd al-Khitdb al-Dini (Kairo: Sina li al-Nasr, 1992), him.
115.

44 Ferdinand de Saussure membedakan parole dan langue. Parole adalah penggu-
naan bahasa secara individual dan langue adalah bahasa yang dipilih dari kamus
umum. Panuti Sudjiman dan A. Van Zoest, Serba-Serbi Semiotika (Jakarta: Grame-
dia, 1992), him. 57. Nasr Hamid Ab( Zaid, Naqd..., op.cit., him. 193.

45 E.D. Hirsch digolongkan sebagai penganut pemikiran Radical Historicism. Dwight
Poggemiller, “Hermeneutics and Epistemology: Hirsch’s Author Centered Meaning,
Radical Historicism and Gadamer’s Truth and Method”, Premise Journal, vol 11, no.
8/ September 27, 1995, him. 10.
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yang mengabaikannya. Hirsch berpendapat bahwa pengabaian ter-
hadap pengarang timbul dari konsep (imagination) yang menyata-
kan bahwa makna karya sastra akan berbeda dari satu kritikus ke
kritikus yang lain, dari satu masa ke masa yang lain, bahkan menu-
rut pengarangnya sendiri makna itu akan berbeda dari satu periode
ke periode yang lain.*®

Untuk mengatasi problem dilematis ini, Hirsch membuat pem-
bedaan atau pemisahan antara apa yang disebut makna (meaning)
dan apa yang disebut magza (signifikansi). Hirsch berpendapat bah-
wa signifikansi sebuah teks sastra terkadang berbeda-beda atau be-
ragam, tetapi maknanya tetap satu. Dalam hal ini, dia berpendapat
adanya dua tujuan yang terpisah yang masing-masing terkait de-
ngan dua bidang yang berbeda. Bidang dan tujuan kritik sastra ada-
lah mencari signifikansi teks sastra yang sesuai dengan satu masa
tertentu, sedangkan teori penafsiran bertujuan untuk mencari mak-
na teks sastra itu. Yang tetap adalah makna, yang dapat dicapai me-
lalui analisa teks, sedangkan yang berubah-ubah adalah magza.

Magzd berdasarkan keberagaman jenis relasi yang ada antara
teks dengan pembaca, sedangkan makna ada dalam karya itu sen-
diri. Ketika makna teks dapat berubah sesuai dengan pengarangnya,
maka sebenarnya yang dimaksud yang berubah adalah magzé4. Hal
ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengarang mentransformasi-
kan dirinya kepada pembaca sehingga merubah hubungan penga-
rang dengan teks.*’

Di sisi lain, Hirsch membedakan antara makna yang dikehen-
daki pengarang (al-gasdu, intensi) dengan makna yang tersimpan

46 Nasr Hamid Ab( Zaid, Isykdliyéh al-Qira’ah..., op.cit., him. 48.

47 Ab( Zaid mejelaskan lebih lanjut dari teori Hirsch dengan tiga level makna suatu
pesan yaitu: (1) Makna yang hanya menunjuk kepada bukti atau fakta historis yang
tidak dapat diinterpretasikan secara metaforis; (2) Makna yang menunjuk kepada
bukti atau fakta sejarah yang dapat diinterpretasikan secara metaforis; (3) makna
yang dapat diperluas berdasarkan signifikansi yang diungkap dari konteks sosio-kul-
tural tempat teks muncul. Nasr Hamid AbQ Zaid, Naqgd..., op.cit., him. 210.
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dalam teks. Menurutnya, yang harus diperhatikan dalam teks sastra
bukanlah apa yang dikehendaki pengarang, atau apa yang dimak-
sudkannya, atau apa yang ingin diekspresikannya, tetapi yang ter-
penting untuk diperhatikan adalah makna yang diungkapkan oleh
teks. Makna ini mungkin dapat dicapai melalui ujian berbagai ke-
mungkinan yang dapat dimaksud oleh teks. Inilah tugas yang harus
dipikul oleh tafsir atau hermeneutika. Hermeneutika tidak memba-
has bidang signifikansi teks, tetapi bidang ini diserahkan kepada
pembaca atau satu masa untuk melakukan kritik sastra atasnya.*®

Dalam hal ini, Hirsch sependapat dengan Betti mengenai pen-
tingnya fokus hermeneutika pada bidang kajiannya tentang makna
teks agar sampai kepada tafsir objektif. Penafsir tidak memaksakan
pendapatnya masuk ke dalam teks. Betti hendak mengembalikan
hermeneutika pada keadaan alaminya, sebagaimana Scheleirma-
cher memfokuskannya pada usaha memahami teks. Baik Betti mau-
pun Hirsch berpendapat bahwa filologi adalah metode yang paling
ideal untuk menafsirkan teks.

Kedua, dari pemetaan ketiga kecenderungan hermeneutika,
yaitu teks sebagai pusat text centered, keterpusatan kepada penaf-
sir reader centered, dan keterpusatan kepada pengarang author
centered menunjukkan bahwa dalam studi tentang al-Qur’an seba-
gai sebuah teks, Abu Zaid menggunakan teori-teori linguistik, semio-
tika dan hermeneutika. Hermeneutika Abu Zaid diarahkan pada pe-
mahaman objektif-historis dari teks agar terhindar dari kepenting-
an-kepentingan ideologis.

Dari kerangka kecenderungan hermeneutika sebagaimana dise-
but di atas, maka posisi hermeneutika Ab( Zaid merupakan sintesis
dari model penafsiran keterpusatan kepada teks (text centered) dan
keterpusatan kepada penafsir (reader centered). Teks sebagai pusat
memungkinkan pembacaan berpijak pada makna objektif teks. Vita-

48 Nasr Hamid Aba Zaid, Isykdliyah..., op. cit., him. 48.
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litas teks sebagai satu-satunya saluran dialog dua horison pemba-
caan menjadi mungkin. Sebagaimana dinyatakan Abu Zaid, bahwa
proses penafsiran dan kegiatan pengetahuan secara umum selalu
ditujukan untuk mengungkapkan berbagai kenyataan yang memiliki
keberadaan objektif di luar subjek pembacaan.*

Sedangkan penafsir sebagai pusat reader centered dimaksud-
kan bahwa penafsir (reader) memiliki peran penting dan diberi ke-
bebasan seluas-luasnya untuk menguakkan struktur teks karena pe-
ran penafsir kurang lebih sama dengan pengarang itu sendiri dan
pembacaan teks sebagaimana pembentukan dan penciptaan teks.>®
Ab( Zaid menegaskan, bahwa horison yang paling penting adalah
adanya perhatian terhadap peranan penafsir atau peneliti (muta-
lagi) dalam menafsirkan teks. Hal ini berarti memisahkan teks de-
ngan pengarangnya, masanya, dan realitas yang memproduksinya
sampai pada suatu tahapan yang akan memasuki masa kematian
pengarang (maut al-muallif).>!

Pandangan kritik Ab( Zaid bersifat dekonstruktif sejalan de-
ngan yang dilakukan Derrida,®*> bahwa dekonstruksi tidak hanya
mempertanyakan posisi, kapasitas atau motif sipengarang (the
author), melainkan menyatakan tidak ada sesuatu pun di luar teks,
ini berarti membangun teori the death of author, sebagaimana di-
kemukakan Derrida dalam konsep Gramatology, “il n’ya pas de

49 Nasr Hamid Ab( Zaid, Naqd..., op. cit., him. 115.

>0 Ibid., him. 113.

>1 Nasr Hamid AbQG Zaid, Naqd al-Khitdb ad-Dini (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1992),

him.113.
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32 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX (Jakarta: Gramedia, 1985), him. 496 dan 498.
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hors-texte” (there is no outside text) dan “il n’ya rien hors du texte”
(there is nothing outside of the text).>

Hermeneutika dialektis Gadamer dijadikan sebagai titik tolak
kedua untuk melihat relasi antara penafsir dan teks yang tidak ha-
nya terdapat dalam teks-teks sastra, tetapi terdapat di seputar tafsir
al-Qurén sejak era klasik hingga sekarang.>* Dengan demikian, pem-
baca dapat menemukan pluralitas pendapat dan pandangan terha-
dap teks al-Qur’an dalam setiap masa, dan posisi paradigma kon-
temporer dalam menafsirkan al-Qur’an serta signifikansi keragaman
penafsiran.

Gagasan humanisasi teks merupakan paradigma baru dalam ka-
jian teks, yang menempatkan teks suci dalam kerangka fenomena
historis dan memahaminya dalam kerangka yang sama pula. Hu-
manisasi teks suci dilakukan untuk mengoreksi kesalahan umat Is-
lam yang kurang menyadari karakteristik dan fleksibilitas pengertian
teks suci.

Karena teks keagamaan memiliki sifat manusiawi yang menggu-
nakan bahasa yang tidak lepas dari budaya yang ada saat diturun-
kan, maka sejak diturunkan, teks al-Qur’an telah mempunyai muat-
an historis, yaitu pemahamannya tidak akan lepas dari sistem baha-
sa dan sistem kebudayaan yang ada di sekelilingnya le Coran réfere
a la religion transhistorique, ou si I’on veut, a la transcendance. Dari
sini bahasa menjadi dasar sebagai sumber penafsiran dan penta’-
wilan.>®> Ab( Zaid menawarkan pendekatan modern dalam mema-
hami teks.>® Dalam pendekatan modern, tugas hermeneutika tidak
hanya menentukan prinsip-prinsip penafsiran umum, tetapi juga

33 Simon Critchley dan Timothy Mooney, “Deconstruction and Derrida”, dalam Ri-
chard Kearney (ed.), Twentieth-Century Continental Philosophy (London: Routledge,
1994), vol. VIII, him. 445,

>4 Nasr Hamid AbQ Zaid, Isykdliyah al-Qira’ah..., op. cit., him. 49.

>> Nasr Hamid Ab( Zaid, Nagd..., op. cit., him. 198.

6 Nasr Hamid Ab( Zaid, at-Tafkir..., op. cit., him. 138.
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mengungkapkan cita-cita yang sesuai bagi penafsiran.>’ la mengajak
pembaca untuk mempertimbangkan kembali asumsi-asumsi pemba-
ca tentang apa itu “membaca”, “menafsirkan”, atau “memahami
teks”. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah baru dalam tradisi
penafsiran, yakni “pembacaan” (gird’at).”®® Untuk menandai proses
penemuan “makna”, sebuah ungkapan tulisan atau teks terdiri atas
pengarang, teks dan pembaca.

The author ———» the text «—— the reader

Sebagaimana teori Hirsch, Ab{ Zaid menjelaskan bahwa pema-
haman yang mengandung muatan historis akan berbeda dengan
pemahaman yang dapat berlaku terus secara umum. Bagi Ab( Zaid
pembedaan ini adalah penting dilakukan, karena teks sangat erat
hubungannya dengan akidah masyarakat, politik, ekonomi dan mo-
ral bagi kelompok agama. Pemahaman yang mengandung muatan
historis disebut daldlah, sedangkan dimensi yang terus berlangsung
dapat diperbaharui adalah kajian terhadap daldlah. Daldlah dapat
runtuh, karena perkembangan realitas sosial historis yang kemudian
menjadi daldlah historis.

Konsep makna (daldlah) dibahas oleh Ab( Zaid dengan membe-
dakan antara makna (daldlah) dan signifikansi (magza). AbG Zaid
mengambil teori hermeneutika Barat E. D. Hirsch Jr. yang menjelas-
kan bahwa:

Meaning is that which is represented by a text; it is what the author
meant by his use of a particular sign sequence; it is what the signs rep-
resent. Significance, on the other hand, names a relationship between

>/ Grant R. Osborne, Hermeneutical..., op. cit., him. 366-374.
%8 Lihat, Anthony C. Thiselton, New Horizon..., op. cit., him. 2-3.
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that meaning and a person, or a conception, or a situation or indeed
anything imaginable. >°

Makna adalah makna yang direpresentasikan oleh sebuah teks; ia

adalah apa yang dimaksud oleh penulis dengan penggunaannya atas
sebuah sekuensi tanda partikular; ia adalah apa yang dipresentasikan
oleh tanda-tanda. Signifikansi, pada sisi lain menamai sebuah hubungan
antara makna itu dengan seseorang, atau sebuah persepsi, situasi atau
sesuatu yang dapat dibayangkan.

Pembedaan antara makna dan signifikansi terdiri dari dua kon-
sep. Pertama, makna memiliki watak historis, yaitu bahwa ia tidak
mungkin diungkapkan tanpa pemahaman yang memadai terhadap
konteks internal linguistik teks dan konteks sosial-budayanya, se-
mentara signifikansi memiliki watak kekinian, yaitu bahwa ia meru-
pakan hasil pembacaan yang berbeda dengan masa terbentuknya
teks. Kedua, makna secara relatif memiliki watak yang stabil dan
mapan, sementara signifikansi bersifat dinamis seiring dengan hori-
son pembacaan yang terus berubah.®°

Realitas masa lalu menjadi sumber dan memunculkan teks.
Dari konteks budaya dan kebahasaan saat itu, dibentuklah daldlah.
Dalélah dipengaruhi oleh perkembangan manusia selanjutnya, ma-
ka daldalah akan berubah. Jika realitas diabaikan, maka teks akan
menjadi kaku, sehingga pemahamannya tidak akan berubah, begitu
juga teks dan realitas akan menjadi mitos pula. Teks berubah men-
jadi mitos ketika dimensi kemanusiaannya diabaikan, sementara
dimensi mitisnya dijadikan sentralnya. Realitas berubah menjadi mi-
tos sebagai akibat dari makna dan signifikansi ditetapkan dan difi-
nalkan atas dasar sumber mitisnya.®!

Selanjutnya Abu Zaid membedakan tiga tingkatan daldlah:
Pertama, daldlah yang merupakan saksi sejarah yang tak dapat dica-

39 E. D. Hirsch, Jr, Validity in Interpretation (New Haven and London: Yale University
Press, 1967/1978), him. 8.

60 Nasr Hamid Ab{ Zaid, Nagd..., him. 218.

61 Jbid., him. 99.
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rikan ta’wil dan magzd-nya. Kedua, daldlah yang dapat dita’wilkan
dengan majéz. Ketiga, daldlah yang dapat diperluas dengan penca-
rian magzd. Dari magzé ini, teks dapat terus berkemban, sebagai-
mana Ab{ Zaid menjelaskan:
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Tiga level makna dalam teks-teks agama. Level pertama adalah level
makna yang hanya merupakan bukti-bukti historis yang tidak dapat
diinterpretasi secara metaforis atau lainnya; level kedua adalah level
makna yang dapat diinterpretasi secara metaforis; dan level ketiga
adalah level makna yang dapat diperluas atas dasar “signifikansi” yang
dapat disingkapkan dari konteks kultur-sosial di mana teks-teks tersebut
bergerak, dan melalui produktivitas makna dari teks-teks tersebut.

Pembedaan antara makna dan sigifikansi di dalam menginter-
pretasi teks bagaikan dua sisi mata uang. Hal itu berlangsung karena
signifikansi tidak terlepas dari sentuhan makna, sebagaimana signifi-
kansi mengarah pada dimensi makna. Signifikansi mencerminkan tu-
juan dan sasaran dari tindakan pembacaan, maka tujuan tersebut
dapat dicapai hanya melalui penyingkapan makna. Hermeneutika
AbQ( Zaid bermula dari proses pemahaman terhadap suatu teks se-
cara bolak-balik antara daldlah dan magzd, suatu pemahaman yang
dimulai dari kenyataan sekarang (dalam rangka mencari magzé un-
tuk menemukan arti asal (daldlah aéliyah) dengan cara penelusuran

62 Ibid., him. 203. Ab( Zaid memberikan contoh level makna pertama adalah: masa-
lah yang berkaitan dengan ayat-ayat perbudakan, hubungan muslim dan non mus-
lim (ahl al-kitab), sihir, hasud, jin dan setan; level kedua seperti ayat-ayat kehamba-
an (‘ibadiyah) bukan penghambaan (‘ubddiyah); dan level ketiga berkaitan dengan
ayat-ayat kewarisan untuk wanita. /bid., him. 203-224.
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intelektual ke masa lalu (past time) untuk memasuki ruang-ruang
historis. Teks muncul di masa lalu (past time), dan kembali ke masa
kini (present time) untuk mendapatkan makna baru yang hidup (pro-
duktif). Nilai baru yang dimaksud adalah fusi horison untuk future
yang hasilnya digunakan untuk membangun kembali magzd secara
terus menerus.®

Teori ta’wil yang ditawarkan Ab{ Zaid merupakan proses gerak
dialektis (gerak bandul) antara makna (daldlah) dan signifikansi
(magzéd), antara masa lalu dan masa kini, dan antara teks dan pem-
bacanya. Gerak dialektis ini menghasilkan pemahaman terhadap
suatu teks secara bolak-balik antara daldlah dan magzd, sebagai
suatu pemahaman yang dimulai dari kenyataan sekarang (dalam
rangka mencari magzd) untuk menemukan arti asal (daldlah aéli-
yah) ketika teks itu muncul di masa lalu, dan hasil temuan ini digu-
nakan untuk membangun kembali magzé dan begitu proses selanju-
tnya. Proses ini tidak boleh berhenti pada makna dalam pengertian
historis partikularnya, tetapi proses ini harus menyingkapkan signifi-

63 Di antara kunci penting dalam hermeneutika Gadamer adalah fusi cakrawala (ho-
risontverchnlzubg) sebagai bagian integral dari situasi hermeneutik. Cakrawala ada-
lah tebaran pandangan yang merangkum dan mencakup segala hal yang dapat dili-
hat dari suatu titik pandang. Yang dimaksud titik pandang bukanlah pandangan fisi-
kal, tetapi pandangan mental atau kejiwaan. Wasito Poespoprojo, “Hermeneutik
Filsafati..., op. cit., him. 103. Gadamer membedakan cakrawala historikal dan cak-
rawala masa kini. Cakrawala historikal adalah prasangka-prasangka yang memben-
tuk ekspektasi-ekspektasi tentang masa lalu. Sedangkan, cakrawala masa kini ada-
lah prasangka-prasangka yang kita bawa. Prasangka tersebut selalu hidup bersama
tradisi yang membentuk horison interpreter secara partikular dan berkelanjutan.
Tradisi (teks) yang menempati past time dan sesuatu yang baru (interpreter) yang
menempati present time selalu terus menerus bersama dan membuat suatu nilai
yang hidup (produktif bukan reproduktif). Nilai hidup tersebut yang dimaksud ada-
lah fusi horison untuk future. Ketika reader yang berada pada situasi kekinian (pre-
sent time) yang melebur dengan teks dalam effective-history suatu momen produk-
tif, maka bersama dengan horison obyek akan menjadi fusi horison ke arah masa
depan. Gadamer, Truth and Method (New York: Seabury Press, 1975), him. 273. Li-
hat: Patricia Altenbernd Johnson, On Gadamer (USA: Wadsworth Thomson Lear-
ning, 2000), him. 14-15.
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kansi magzd yang memungkinkan untuk membangun pondasi kesa-
daran ilmiah atas dasar signifikansi tersebut.
Gambar 2: Proses Gerak Bandul antara Dalalah dan Magza

Teks
V
Realitas Realitas < Fusi Horizon
Masa Lalu Masa Kini |—> Magza
N
V i
(al-Ag) > Dalalah > al-Gayah

a. Perbudakan

Ab( Zaid menjelaskan teori interpretasinya terhadap ayat-ayat
al-Qur’an secara tematis di antaranya adalah kata ‘ubddiyyah (per-
budakan). Tema perbudakan ini merupakan tingkatan daldlah kedua
yaitu daldlah yang dapat dita’wilkan dengan majaz.

Masalah perbudakan yang termaktub dalam ayat-ayat al-Qur-
‘an merupakan bukti sejarah (al-syawdéhid al-tarikhiyyah). Masyara-
kat Arab pra Islam adalah masyarakat tribal, perbudakan dan perda-
gangan. Perdagangan budak merupakan bagian esensial dari struk-
tur ekonominya sebagaimana terefleksi dalam bahasa, makna, hu-
kum-hukum dan tasyri’ teks. Hukum pernikahan menjelaskan kon-
sep milk al-yamin (budak) dapat dipergauli di luar empat istri. Ayat-
ayat al-Qur’an menjelaskan hukum penzina bagi budak adalah se-
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tengah hukuman cambuk bagi wanita merdeka dan menjelaskan
tindakan memerdekakan budak adalah tebusan bagi tindakan dosa.

Proses penghapusan perbudakan dilakukan secara tidak lang-
sung, tetapi Islam telah mempersempit jalan ke arah perbudakan
dan membuka jalan seluas-luasnya untuk menghapusnya. Di dalam
al-Qur’an terdapat perintah untuk memberikan perlakuan baik ter-
hadap budak dan menjalin persaudaraan antara orang merdeka dan
budak. Bahkan, al-Qur’an menilai bahwa menikahi budak muslim
lebih baik dari pada menikahi orang kafir dan musyrik. Sejalan de-
ngan perkembangan sejarah, maka kepastian hukum-hukum perbu-
dakan dengan sendirinya terhapus, dan perbudakan tersebut pada
akhirnya menjadi bukti sejarah.

Konsep perbudakan masih memiliki eksistensi dalam peradab-
an. Ab( Zaid menerangkan kata perbudakan dalam pemakaian kon-
temporer bukan merupakan metafor mati, tetapi metafor hidup:
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Kata perbudakan dalam pemakaian kontemporer bukan merupakan
metafor mati sebab bentuk-bentuk perbudakan manusia oleh manusia,
penguasaan manusia atas manusia, eksploitasi manusia atas manusia
tetap ada dengan segala macam bentuknya dalam masyarakat kontem-
porer.

Perbudakan tersebut dipraktekkan oleh orang kulit putih terha-
dap orang kulit hitam di Afrika dan Amerika, juga oleh Zionis Israel
terhadap bangsa Arab, sebagai bentuk baru dari bentuk penindasan.
Dengan demikian, keberagaman perbudakan bukan merupakan ke-
pemilikan secara penuh terhadap ruh dan jasad, tetapi penguasaan
dan eksploitasi manusia atas manusia.

64 Nasr Hamid Abd( Zaid, Nagd...., him. 211.

105



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

Abu Zaid menjelaskan tentang transformasi makna ‘ubddiyyah
berdasarkan analisis pada penggunaan kata ‘abd dalam al-Qur’'an
dalam kerangka kritik instrinsik. Pertama, kata ‘abd tidak dipergu-
nakan dalam pengertian budak yang dikuasai tanpa kemerdekaan
sama sekali sebagaimana makna historis, kecuali hanya tiga kali: (1)
Sekali dipergunakan secara langsung yaitu: “Hai orang-orang yang
beriman, diwajibkan atas kamu gishash berkenaan dengan orang
yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba de-
ngan hamba, perempuan dengan perempuan” (Q.S. al-Bagarah:
178); (2) Secara implisit: “Seorang hamba mukmin lebih baik dari-
pada orang musyrik meskipun ia menakjubkanmu (Q.S. al-Baqgarah:
221); (3) Kata tersebut muncul yang secara semantis dibatasi de-
ngan sifat: “Allah membuat sebuah perumpamaan seorang hamba
yang dikuasai, yang sama sekali tidak memiliki kuasa apa pun (Q.S.
an-Nahl: 75).

Kedua, bentuk jama’ ‘abid yaitu bentuk yang biasanya dipergu-
nakan dengan makna harfiah dan al-Qur'an menggunakannya lima
kali dalam konteks menafikan kedzaliman Allah terhadap para ham-
ba yaitu dalam Q.S. Ali Imran: 182; al-Anfal: 51; al-Hajj: 10; Fussilat:
46; dan Qaf: 29.

Ketiga, bentuk jama ‘bdd adalah bentuk yang paling sering
muncul dalam teks al-Qur’an. Bentuk kata ini menunjukkan makna
‘ubddiyyah dalam pengertian literal hanya dalam satu ayat saja:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan
orang-orang yang pantas menikah di antara budak-budak kamu,
laki-laki dan perempuan” (Q.S. al-Nur: 32).

Keempat, makna dari kata ‘abd yang sering muncul dalam al-
Qur’an adalah manusia: “Sesungguhnya di dalam hal tersebut terda-
pat tanda bagi setiap manusia yang kembali” (Q.S. Saba’: 9); “Seba-
gai pelajaran dan peringatan bagi setiap manusia yang kembali” (Q.
S. Qaf: 8). Kata tersebut dikaitkan dengan kata ganti nama Allah da-
lam bentuk mufrad maupun jama’. ‘Ibad selalu dalam pengertian
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manusia dan kata tersebut dikaitkan dalam konteks para nabi seba-
gai hamba-Nya, hamba Kami, dan salah seorang hamba Kami.®®

Sesungguhnya al-Qur’an merumuskan hubungan antara Allah
dengan manusia atas dasar kehambaan (‘%7bddiyyah) bukan atas
dasar penghambaan (‘ubddiyyah), Ab( Zaid menjelaskan:
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Al-Qur’an tidak merumuskan hubungan antara Allah dengan manusia
atas dasar penghambaan (‘ubddiyyah), melainkan merumuskannya atas
dasar kehambaan (‘ibddiyyah).

Perbedaan semantis antara ‘abid dan ‘ibad bukan merupakan
perbedaan yang sederhana. Kata ‘abid banyak dipakai oleh kebuda-
yaan untuk menunjuk pada non mukmin dan kata ‘abid khusus me-
nunjuk pada mukmin. Pembedaan pemakaian dua bentuk kata ini
mempunyai pengertian bahwa al-Qur'an melakukan transformasi
makna penghambaan di mana penghambaan artinya tidak adanya
jaminan keselamatan kecuali dengan keimanan terhadap akidah
yang baru. Transformasi makna ‘ubddiyyah dari makna pemilikan
manusia atas manusia menjadi penguasaan dan eksploitasi manusia
atas manusia, seperti yang terjadi pada masyarakat kulit hitam di Af-
rika selatan atau Zionisme. Oleh karena itu, bentuk mufrad (tunggal)
‘abd menunjuk kepada manusia baik merdeka maupun budak.

Transformasi semantik yang dimunculkan oleh al-Qur'an me-
nunjukkan keinginan kuat teks untuk mempersamakan di antara
manusia dan menjadikan asas perbedaan di antara mereka hanya
pada asas iman dan amal saleh. Ab{ Zaid menjelaskan:

® Ipid. him. 213.
% Ibid. him. 212.
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Tidak diragukan bahwa transformasi semantik yang ditampilkan al-
Qur’an menunjukkan keinginan kuat teks untuk mempersamakan di an-
tara manusia dan menjadikan asas perbedaan di antara mereka hanya
pada asas iman dan amal saleh. Juga menjadikan kita untuk memperkuat
bahwa orientasi Islam bertentangan dengan orientasi yang mengarah
pada usaha menetapkan sistem perbudakan.

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi Islam berbeda dengan
orientasi yang mengarah pada upaya memapankan sistem perbu-
dakan. Sikap Islam terhadap perbudakan adalah upaya penghapus-
an secara total terhadap sistem perbudakan tersebut.®®

Tabel 1: Wacana tentang Perbudakan sebagai Bukti Sejarah

Makna /Dilalah Signifikansi Tak Terkatakan

Perbudakan Budaya pra Perbudakan Perbudakan Wacana Tujuan akhir

Islam: diatur secara bukan lagi Quran legislasi:

perbudakan berbeda: menjadi tentang penghapusan

adalah membebaskan bagian perbudakan perbudakan

sistem sosial- perbudakan sistem sosial- dikaji sebagai

ekonomi sangat ekonomi bukti sejarah

yang telah dianjurkan

lama mapan

Pada tataran kerangka kritik ekstrinsik, Abu Zaid mengkritik wa-
cana agama yang membatasi hubungan manusia dengan Allah ha-
nya dalam dimensi penghambaan dalam pengertian literal historis.
Data literal teks dan pemakaian makna-makna yang telah ditinggal-
kan peradaban menunjukkan dimensi ideologis dari wacana agama

67 Ibid. him. 214.
68 Lihat: Moch. Nur Ichwan, “A New Horizon in Qur’anic Hermeneutics: Nasr Hamid
Ab( Zaid’s Contribution to Critical Qur’anic Scholarship,” Thesis diterbitkan (The Ne-
therlands: Leiden University, 1999). Thesis ini diterbitkan dengan judul: Meretas
Kesarjanaan Kritis al-Qur’an (Jakarta: Teraju, 2003), him. 91.
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yang bersikeras menjadikan hubungan antara Allah dan manusia
terbatas pada dimensi ‘ubddiyyah. Sikap ini bertentangan dengan Is-
lam itu sendiri dan bertentangan dengan teks. Wacana agama tidak
hanya mentransformasikan metafora menjadi hakikat dalam gerak-
an untuk mengembalikan ke belakang makna teks, bahkan me-
nyembunyikan pada satu sisi makna.

Di sinilah pola al-hdkimiyyah berusaha untuk mendasarkan
pada konsep penghambaan. Mekanisme interpretasi al-hdkimiyyah
adalah mengembalikan makna metaforis menjadi makna hakiki yang
menyempit padahal metafora merupakan perluasan makna. Meka-
nisme wacana agama melakukan interpretasi teks untuk menyusun
dasar al-hakimiyyah, sehingga pandangan al-hdkimiyyah adalah ke-
balikan dari yang disebut di atas yaitu perluasan makna.

b. Poligini
Poligini dalam wacana al-Qur'an mempunyai level makna ke-
tiga, di mana pemahaman haruslah melampaui makna historisnya

dengan menguak signifikansi masa kininya dan mampu menguak di-

mensi yang tak terkatakan dari suatu pesan. Dalam masalah poligini,

Abu Zaid berargumentasi sebagai berikut:

1. Kesadaran akan historisitas teks keagamaan adalah teks linguistik
dan bahasa sebagai produk sosial dan kultural.

2. Meletakkan teks dalam konteks al-Qur’an secara keseluruhan
terhadap konsep adil. Dengan melakukan ini, Abu Zaid berharap
bahwa “yang tak terkatakan” atau yang implisit dapat diungkap-
kan.

3. Poligini dibolehkan dalam al-Qur’an pada hakikatnya adalah se-
buah pembatasan dari poligini yang tak terbatas yang telah di-
praktikan sebelum datangnya Islam.®

® Ipid., him. 86.
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Tabel 2: Argumen Perkawinan Islam Menganut Prinsip Monogami

Makna /Dilalah Signifikansi Tak Terkatakan
Poligini Praktik poligini Islam Sikap adil Tujuan akhir Poligami
pra-Islam : membatasi dalam poligini legislasi dilarang
poligini tidak poligini empat tidak mungkin: Islam:
terbatas istri secara adil monogami monogami
ditekankan

c. Shalat Ghaib

(1) Kata Ghdib dan penjelasan Hadis

Kata ghdib adalah ism fd’il berasal dari kata ghdib terdiri dari
ghin, al-ya’, al-ba’ yang menurut lbn Faris, berarti menunjukkan ter-
tututpnya sesuatu untuk menggali hakikat, karena itu, kemudian ti-
dak bisa digiyaskan dan digambarkan dari hal tersebut.”® Ghéba ya-
ghibu berarti tidak hadir ys=5d\ 23, absence, nonattendance, nonpre-
sence, nonappearance, the invisible.”* Kata ghdib baru memiliki arti
yang jelas jika disertai karinah lain yang menyertainya, sehingga ke-
tika diawali dengan kata shaldt menjadi shaldt ghdib, memberi mak-
na sebuah praktik dan pelaksanaan ibadah dalam bentuk gerakan,
ucapan tertentu ditujukan bagi mayat yang tidak ada di hadapan.

Shaldt ghdib merupakan ketentuan perintah dari Allah (tasyri’)
yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, di mana eksistensi-
nya menjadi bukti sejarah (historical evidence). Karena shalét ghdib
menjadi bukti sejarah yang ditransformasikan menjadi fakta keras
(hard fact), maka keberadaannya tidak bisa diabaikan karena Nabi
sendiri untuk pertama kalinya melaksanakan pada saat Nabi berada
di Madinah. Shalat ghdib pertama kali dilakukan untuk Ashahamah
(e>2f)’? seorang raja Habasah yang dikenal populer sebagai raja

70 Ahmad ibn Faris bin Zakariya al-Razi, Mu’jam Maqdyis al-Lugah (Beirut: Dar Ku-
tub al-’llmiyah, 1999), him. 307.

71 RGNt al-Ba’labaki, AI-Maurid: Qdmds ‘Arabi-Inklizi (Beirut: Dar ‘llm lil Malayin,
1999), him. 807.

72 Muhammad Syamsy al-Haq al-‘Adim Abadi AbG Ualib, ‘Aun al-Ma’bid (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘llmiyah, 1415) vol IX, him. 5. Muhammad ‘Abd ar-Rahman ‘Abd ar-
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Najasyi. Penjelasan tentang shaldt ghdib terhadap raja Najasyi dapat
ditemukan di dalam hadis-hadis nabi sebagaimana berikut ini.

Tabel 3: Kesinambungan Periwayatan Hadits tentang Shalat Ghaib (1)

No Nama Kunyah Domisili Wafat Derajat
1 ‘Abdurrahman bin Sahri Abu Hurairah Madinah 57 H. | Adil-Sigah
2 Sa’id ibn Musayyab bin Hujn Abu Madinah 93 H. | Sulaiman bin
Abi Wahab bin ‘Amr Muhammad Musa: paling fakih
Ahmad bin
Hanbal: Sigah
3 Muhammad bin Muslim bin Abu Bakar Madinah 123 H. | Lais bin Sa’ad:
‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin Paling ‘Alim
Syihab ‘Umar bin Dinar:
paling ahli dalam
hadis
4 Malik bin Anas bin Malik bin Abu ‘Abdillah Madinah 179 H. | Yahya bin Aksam:
Abi ‘Amr Sigah
Yahya bin Ma’in:
sigah
5 Isma’il bin ‘Abdillah bin Abu ‘Abdillah Madinah 226 H. | Yahya bin Ma’in:
‘Abdillah bin Uwes Da’if
Ahmad bin
Hanbal: La ba’sa
bih

Pertama:
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Rahim al-Mubarakfauri AbG al’-Ala, Tuhfah al-Ahwaddi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Il-
miyah, t.th.), vol IV, him. 88. .

g_ﬂm.J‘ ;LfM;b wu}& JY‘ u\x.gj ”.\Jﬂ.ﬁij Q}J‘ stbuj\ \dJU
@5 Sl o\fwsj Syl ety jﬁ Sl JU mamesl ww\ -l e oub 2n,
9\.;-\ O&«ﬂ‘j JL«,&S\ C...&.s w Ao V.’.X:,L\ UA d w u.:\ Jw L3 céjj U&J\.&j L;)L&Uj
73 Muhammad bin Isma’il Abu ’Abdillah al- Bukharl al-Ja’fi, Shah/h al-Bukhar/ (Belrut
Dar lbn Kasir-al-Yamamah, 1987/1407), vol. |, him. 420.
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Telah menceritakan kepada kami Isma’il berkata: telah menceritakan
kepadaku Malik dari Syihab dari Sa’id ibn al-Musayyab dari AbQ Hurairah
r.a., bahwa Rasulullah saw. telah memberikan khabar pada hari kematian
seorang Najasyi tentang kematiannya. la keluar menuju mesjid dan
membuat barisan bersama para shahabat dan bertakbir empat kali (H. R.
Bukhari).

Hadis tersebut bersambung dengan jalur periwayatan sebagai-
mana dapat dilihat dalam Tabel 3.

Kedua:

WMJ‘ o e JE DGk 3 22 AT el e & B J6 sl GBis
(S< (3;5\ b L>J$JLU '/”&é«b\cl.ﬁaw\‘jy)u\}, “\&;
Sla

Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi berkata: aku telah mem-
baca di hadapan Malik ibn Anas dari lbnu Syihab dari Sa’id ibn al-
Musayyab dari Ab( Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. telah membe-
rikan khabar kepada orang-orang atas kematian seorang najasyi pada
hari kematiannya. la keluar menuju mesjid dan membuat barisan ber-
sama para shahabat dan bertakbir empat kali (H.R. Abu Dawud).

Hadis tersebut bersambung dengan jalur periwayatan sebagai-
mana dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4: Kesinambungan Periwayatan Hadits tentang Shalat Ghaib (2)

No. Nama Kunyah Domisili Wafat Derajat
1 ‘Abdurrahman bin Sahri Abu Hurairah Madinah 57 H. | Adil=Sigah
2 Sa’id ibn Musayyab bin Abu Muhammad Madinah 93 H. | Sulaiman bin Musa:
Hujn Abi Wahab bin ‘Amr paling fakih
Ahmad bin Hanbal:
Sigah

74 Sulaiman bin al-Asy’as Abu Daud as-Sijistani al-Azdi, Sunan Abu Daud (Beirut: Dar
al-Fikr, t.th.).
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3 Muhammad bin Muslim Abu Bakar Madinah 123 | Lais bin Sa’ad: Paling
bin ‘Ubaidillah bin H. | ‘Alim
‘Abdillah bin Syihab ‘Umar bin Dinar-:
paling ahli dalam
hadis
4 Malik bin Anas bin Malik Abu ‘Abdillah Madinah 179 | Yahya bin Aksam:
bin Abi ‘Amr H. | Sigah
Yahya bin Ma’in:
siqah
5 ‘Abdullah bin Maslamah Abu Abdurrahman Madinah 221 | Yahya bin Ma’in:
bin Qa’nabi Basrah H. | Sigah, Ma’mun
Abu Hatim: Siqah-
Hujjah

Ketiga
Ol buﬁgwuﬁcgfuﬂu&ggfduaﬁ}u;m:;wb};;\
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubaid dari Hafs bin
Gias dari ibn Juraij dari ‘Ata’ dari Jabir: Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah
berkata: Sesungguhnya saudaramu Najasyi sungguh telah meninggal maka
berdirilah dan shalatlah kamu sekalian atasnya, maka berdirilah dan
membuat barisan dengan kami sebagaimana berbaris atas jenazah dan
shalatlah atasnya (H. R. Nasa’i).

Tabel 5: Kesinambungan Periwayatan Hadits tentang Shalat Ghaib (3)

No. Nama Kunyah Domisili Wafat Derajat
1 Jabir bin ‘Abdullah bin Abu ‘Abdillah Madinah 78 H. | Adil=Sigah
‘Amr bin Haram
2 ‘Ata bin Rabah Aslam Abu Marwa ar- 114 H. | Yahya bin Ma’in:
Muhammad Raud sigah

Muhammad
Sa’ad: Sigah

3 ‘Abd al-Mulk bin “abd al- Abu Walid Marwa ar- 150 H. | Yahya bin Ma’in:

>Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abdurrahman An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i (Halb: Mak-
tabah al-Matbu’at, 1986 M./1406 H.).

113



Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

‘Aziz bin Juraij Raud sigah

Ibnu Hibban:
sigah

4 Hafs bin Gias bin Talq Abu ‘Umar Kufah 194 H. Muhammad
Sa’ad: Sigah
Ma’mun

Yahya bin Ma’in:
sigah

5 Muhammad bin ‘Ubaid Abu Ja'far Kufah 245 H. Ibnu Hibban:
bin Muhammad Sigah

Maslamah bin
Qasim: La ba’sa
bih

Ketiga hadis di atas dari segi kualitas riwayat menunjukkan dera-
jat tinggi (Sigah). Dari segi kuantitas hadis tentang shaldt ghdib ter-
dapat banyak jalan yang tersebar di berbagai kitab hadis secara
lengkap sebagai berikut :

1. Muslim, Shahih Muslim, Kitéb al-Janéd’iz, Bab Fi at-Takbir al-Jana-
’iz, nomor hadis: 951, vol Il: 656-657.

2. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitdb al-Jana’iz, Bab ar-Rajil Yan’a
ila Ahl al-Mayit Binafsihi, nomor hadis: 1188, Vol I: 420.

3. Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Musnad Baqi
Musnad al-Mukasirin, nomor Dawud, Kitdb al-Jandiz, nomor ha-
dis: 3204, Bab Fi as-Ealdt ‘ald al-Muslim Yamut fi Bilad asy-Syirk,
vol lll: 212.

4. Nasd’i, Sunan Nasd’i, as-Sufif ‘ala al-Jané’iz, nomor hadis: 1970,
vol. IV: 69.

5. Malik, Muwata’, at-Takbir ‘ald al-Jand’iz, nomor hadis: 532, Vol I:
226.

(2) Pendapat Para Ulama

Shalét ghdib adalah ibadah yang mengungkapkan relasi antara
manusia dan Tuhan dan manusia dengan manusia yang bersifat tau-
qgifiyah. Makna relasi shaldt ghdib ditunjukkan oleh praktek dan pe-
laksanaan atas dasar peristiwa kematian yang secara geografis dipi-
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sahkan oleh bentangan jarak dan tempat yang jauh. Karena jarak

dan tempat yang memisahkan inilah kemudian pada tataran praktis-

nya terdapat perbedaan di kalangan ulama berkaitan boleh atau ti-
daknya melaksanakan shaldt ghdib. Perbedaan tersebut terjadi ka-
rena pembacaan hadis secara berbeda di antaranya:

a. Imam Syafi’'i membolehkan melaksanakan shaldt ghdib berdasar-
kan hadis yang dianggap sahih. Hadis-hadis tersebut tidak men-
syaratkan dan sebab-sebab melaksanakan salat ghaib. Alasan-
nya, inti dari shalat ghaib adalah do’a untuk mayat.

b. Mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa tidak sekali-kali di-
syaratkan untuk melaksanakan shaldt ghdib terhadap mayat
yang ada di negara lain, yaitu tidak sekali-kali diperintah oleh
agama supaya melaksanakan shaldt ghaib.

c. lbn Hajar al-Asgalani berpendapat boleh melaksanakan shalat
ghdib pada hari matinya atau setelah dua sampai tiga hari, dan
tidak boleh dilaksanakn jika lebih dari itu. Ibn Hibban mensyarat-
kan waktu yang tidak terlalu lama.

d. Al-Khattabi menyatakan bahwa tidak boleh shaldt ghdib melain-
kan atas orang yang meninggal di negeri yang tidak ada siapa-
siapa. Jika meninggal di negeri sendiri, maka tidak boleh dishalat-
kan lagi, karena sudah ada orang Islam yang melaksanakan sha-
lat ghaib.

(3) Dimensi Signifikansi Hukum

Dari perspektif kajian teks, hadis shaldt ghdib ditempatkan se-
bagai teks keagamaan dalam kerangka fenomena historis, sehingga
diperlukan kerangka yang sama pula untuk memahaminya. Hal ini
dilakukan untuk menggali karakteristik dan fleksibilitas maknanya.
Karena itu makna teks shaldt ghdib memiliki struktur bahasa yang
tidak lepas dari budaya yang ada saat diturunkan, maka sejak di-
syari’atkannya telah mempunyai muatan historis.
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Sebagaimana teori Hirsch menjelaskan bahwa pemahaman
yang mengandung muatan historis akan berbeda dengan pemaham-
an yang dapat berlaku terus secara umum. Pemahaman yang me-
ngandung muatan historis disebut daldlah, sedangkan dimensi yang
terus berlangsung dapat diperbaharui adalah kajian terhadap da-
ldlah. Daldlah dapat runtuh, karena perkembangan realitas sosial
historis yang kemudian menjadi daldlah historis.

Konsep makna (daldlah) dibahas oleh Ab( Zaid dengan membe-
dakan antara makna (daldlah) dan signifikansi (magza). Abl Zaid
mengambil teori hermeneutika E. D. Hirsch Jr. yang menjelaskan
bahwa:

Meaning is that which is represented by a text; it is what the author

meant by his use of a particular sign sequence; it is what the signs rep-
resent. Significance, on the other hand, names a relationship between

that meaning and a person, or a conception, or a situation or indeed any-
thing imaginable.”®

Makna adalah makna yang direpresentasikan oleh sebuah teks; ia
adalah apa yang dimaksud oleh penulis dengan penggunaannya atas
sebuah sekuensi tanda partikular; ia adalah apa yang dipresentasikan
oleh tanda-tanda. Signifikansi, pada sisi lain menamai sebuah hubungan
antara makna itu dengan seseorang, atau sebuah persepsi, situasi atau
sesuatu yang dapat dibayangkan.

Pembedaan antara makna dan signifikansi terdiri dari dua kon-
sep. Pertama, makna memiliki watak historis, yaitu bahwa ia tidak
mungkin diungkapkan tanpa pemahaman yang memadai terhadap
konteks internal linguistik teks dan konteks sosial-budayanya, se-
mentara signifikansi memiliki watak kekinian, yaitu bahwa ia meru-
pakan hasil pembacaan yang berbeda dengan masa terbentuknya
teks. Kedua, makna secara relatif memiliki watak yang stabil dan

76 E. D. Hirsch, Jr, Validity in..., him. 8.
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mapan, sementara signifikansi bersifat dinamis seiring dengan hori-
son pembacaan yang terus berubah.”’

Selanjutnya Abu Zaid membedakan tiga tingkatan dalélah: Per-
tama, daldlah yang merupakan saksi sejarah yang tak dapat dicari-
kan ta’wil dan magzd-nya. Kedua, daldlah yang dapat dita’wilkan
dengan majéz. Ketiga, daldlah yang dapat diperluas dengan penca-
rian magzd. Dari magza ini, teks dapat terus berkembang, sebagai-
mana dijelaskan Ab( Zaid:

S YY) Ggtns JoV) gnadl 1t agldl pedl (3 AN Sl A0
Sy QW 5ndly cont ol S Jogldl L5 Y 240 sty V) ]
iLMDU AL YY) gt SN ozl (g5l J;jw A eyl
B I plam YL Bld) o a3lusST S ) "l ol s
78 LY CL"J\ dond A eg ¢ osnadl 4

Tiga level makna dalam teks-teks agama. Level pertama adalah level
makna yang hanya merupakan bukti-bukti historis yang tidak dapat
diinterpretasi secara metaforis atau lainnya; level kedua adalah level
makna yang dapat diinterpretasi secara metaforis; dan level ketiga ada-
lah level makna yang dapat diperluas atas dasar “signifikansi” yang dapat
disingkapkan dari konteks kultur-sosial di mana teks-teks tersebut ber-
gerak, dan melalui produktivitas makna dari teks-teks tersebut.”

Dari pemetaan tiga tingkatan daldlah di atas, maka shalét ghd-
ib dalam wacana al-Hadis mempunyai level makna ketiga, di mana
pemahaman harus melampaui makna historisnya dengan menguak
signifikansi masa kini dan mampu menguak dimensi yang tak terka-

77 Nasr Hamid Ab( Zaid, Nagd..., him. 218.

8 |bid., hlm. 203. Ab( Zaid memberikan contoh level makna pertama adalah:
masalah yang berkaitan dengan ayat-ayat perbudakan, hubungan muslim dan non
muslim (ahl al-kitab), sihir, hasud, jin dan setan; level kedua seperti ayat-ayat ke-
hambaan (‘ibddiyah) bukan penghambaan (‘ubddiyah); dan level ketiga berkaitan
dengan ayat-ayat kewarisan untuk wanita. /bid., him. 203-224.
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takan dari suatu pesan. Dalam masalah shaldt ghdib, dapat diajukan

argumentasi sebagai berikut:

1.

Shalat ghdib dibolehkan dalam hadis pada hakikatnya adalah se-
buah ketentuan tasyri’ terbatas pada raja Najasi yang telah di-
praktekkan masa Nabi.

Meletakkan teks dalam konteks hadis secara keseluruhan terha-
dap konsep Maslahah. Dengan melakukan ini, diharapkan “yang
tak terkatakan” (al-maskut anhu/hukm al-muémar) atau yang im-
plisit dapat diungkapkan.

Shaldt ghdib merupakan bagian esensial dari struktur ibadah
yang memiliki relasi manusia dengan Tuhan dan manusia dengan
manusia. Hubungan manusia dengan manusia ditentukan atas
prinsip maslahah.

Shalat ghdib yang termaktub dalam teks hadis merupakan bukti
sejarah (historical evidence/asy-syawahid at-tarikhiyah).

Tujuan akhir shaldt gdib adalah mendo’akan.

Shalat ghdib diartikulasikan sebagai ibadah yang disyari’atkan

berdasarkan hadis-hadis marfu’ dan sahih, sedangkan pada pelaksa-

naannya ditemukan perbedaan karena perbedaan pembacaan. Ana-
lisis di akhir tulisan setidaknya dapat memberikan alternatif pem-
bacaan (lecture de la tradition musulmane) dan pemikiran.

Tabel 6: Argumen tentang Shalat Ghaib untuk Mendoakan Mayit

Makna /Dilalah Signifikansi | Tak Terkatakan
Shalat Praktik Islam men- Maslahah salat gaib Tujuan akhir
gdib shalat gaib syari’atkan menjadi menjadi salat gaib
adalah shalat gaib prinsip dalam | bukti mendoakan
ketentuan terhadap praktik salat sejarah mayit
tasyri’ Raja gaib
Najasyi
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D. Penutup

Hukum Islam memiliki sumber yang spesifik hasil dari proses
dialektika otoritas Tuhan dan otoritas manusia. Otoritas manusia
dan peran rasio merupakan usaha untuk mendinamisasi hukum Is-
lam melalui teori batas Syahrur dan teori makna-signifikansi Abu
Zaid untuk mencapai risalah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil
alamin dan salih li kulli zaman wa makan, sehingga hukum lIslam
memiliki dinamika dan elastisitas tinggi untuk menerima berbagai
bentuk tindakan zaman dan tempat dalam batas-batas tertentu.

Hermeneutika menjadi landasan dalam studi hukum Islam
menjadi arah baru gerakan pembaruan pemikiran hukum Islam se-
bagai respons kritis terhadap wacana hukum Islam. Dalam pandang-
an hermeneutika, otoritas manusia dan peran rasio dapat mendina-
misasi hukum Islam, sebagaimana ditampilkan oleh teori batas
Syahrur dan teori makna-signifikansi Abu Zaid. Masing-masing teori
telah menghasilkan produk hukum alternatif yang relatif berbeda
dari produk hukum lainnya. Sementara hermeneutika merupakan
hasil ektrapolasi otoritas manusia sebagai produk dari proses inter-
aksi pemikran Islam dengan pemikiran Barat. Interaksi dialogis telah
melibatkan sebuah proses dialektika yang intensif antara tradisi be-
sar dan tradisi kecil dalam sejarah pemikiran Islam. Perubahan terja-
di ketika hermeneutika merupakan tradisi baru memiliki kekuatan
dibanding tradisi lama. Akan tetapi, proses kesinambungan dengan
tradisi lama tetap berjalan meskipun telah muncul tradisi baru.”®

Dengan demikian, hermeneutika Syahr(r dan Ab( Zaid meru-
pakan artikulasi dari proses kesinambungan dan perubahan, dan ka-
rena itu, hermeneutika dikukuhkan sebagai metode alternatif ketika

79 Lihat penjelasan M. Amin Abdullah, “Pengembangan Metode Studi Islam dalam
Perspektif Hermeneutika Sosial dan Budaya’, dalam Jurnal Tarjih, edisi 6 Juli 2003,
him. 6. Lihat: Trygve R. Tholfson, Historical Thinking (New York: Harven and Row
Publisher, 1967). Bandingkan dengan Arnold J, Toynbee, A Study of History (Lon-
don: Oxford University Press, 1961), vol. XlI, him. 254-260.
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sistem penafsiran dalam tradisi Islam tidak memadai untuk mema-
hami teks-teks keagamaan dalam realitas kontemporer.
Wa ’I-Lah a’lam bi al-shawab.
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KONTRIBUSI YUSUF QARADHAWI
BAGI PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Dr. Badri Khaeruman

A. Pendahuluan

Yusuf al-Qaradhawi, yang dikenal di tanah air dengan nama Yu-
suf Qardhawi, adalah ulama kontemporer, yang sangat ditunggu-
tunggu fatwanya oleh masyarakat muslim internasional. Ulama kela-
hiran Mesir tahun 1926 dan kini masih hidup, adalah ulama yang
sangat produktif. la telah menulis berbagai hal tentang Islam, yang
tercatat lebih dari 20 buah judul buku. Yang mengesankan dari De-
wan Penyantun Pusat Studi Keislaman di Universitas Oxford dan se-
jumlah organisasi Islam Internasional, baik yang berpusat di Timur Te-
ngah, maupun di Eropa dan Amerika Serikat saat ini, adalah fatwa-
fatwa beliau yang mengisyaratkan pentingnya mengkaji kembali fat-
wa-fatwa ulama terdahulu demi menyelaraskan dengan kebutuhan
hidup umat hari ini.

Dalam fatwa kontemporernya, terutama yang berhubungan de-
ngan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), al-Qaradha-
wil memberi ilustrasi pemikiran bahwa prestasi ilmiah yang diraih
dalam dunia sains dan teknologi pada abad ini telah berkembang
dengan pesat di setiap level. Kegemilangan-kegemilangan ini tereali-
sasi justru ketika sebagian orang mengira bahwa hal itu merupakan
sesuatu yang mustabhil.

1 Lihat dalam bukunya: “Umatan Baina Qarnain,” terj. Yoga lzza Pranata: Umat
Islam Menyongsong Abad 21, Solo: Era Intermedia, cet. 1, 2001, him. 22.
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Di antara keberhasilan-keberhasilan penting yang diraih oleh
manusia adalah terciptanya radio, yang kehadirannya mencengang-
kan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mendengar suara orang
lain, sementara antara mereka dipisahkan oleh lautan, pegunungan,
lembah, padang pasir, yang jaraknya ribuan kilometer.

Ketercengangan mereka semakin bertambah dengan tercipta-
nya televisi, yang suaranya dapat didengarkan sekaligus dilihat
gambar pengucapnya. Pada mulanya, televisi hadir dengan layar hi-
tam putih, lalu berkembang menjadi berwarna. Setelah itu dilanjut-
kan dengan hadirnya perangkat satelit di dunia pertelevisian.

Di dunia telekomunikasi, saluran-saluran komunikasi (telefon)
di abad ini tidak lagi menggunakan kabel, sebagaimana sebelumnya.
Umat manusia kini mendapatkan handpone yang bisa dibawa ke
mana-mana, ukurannya semakin mengecil sampai batas terkecil, de-
ngan memberikan lebih banyak pelayanan. Bahkan terdapat pula te-
lefon yang pemakainya dapat melihat wajah teman bicaranya.

Manusia telah mampu berkomunikasi melalui teleks dan faksi-
mile yang tak henti-hentinya berkembang. Ini semua merupakan sa-
lah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Selain itu masih ba-
nyak lagi ragam keajaiban komunikasi, sehingga disebut sebagai “re-
volusi komunikasi”. Dalam dunia komunikasi ini, terakhir lahir suatu
jaringan komunikasi yang dinamakan dengan internet.

Dalam dunia kedokteran terjadi kemajuan yang amat pesat.
Khususnya dalam ilmu bedah, lebih spesifik lagi pada teknik operasi
hati dan mata yang telah menggunakan laser. Tidak hanya itu, bi-
dang kedokteran sudah mampu melakukan transplantasi anggota
tubuh, mulai ginjal, jantung, hati, kornea mata, hingga anggota tu-
buh lainnya.

lImu kedokteran juga menemukan untuk pertama kalinya bayi
tabung dan human immunodeficiency virus infection/acquired im-
munodeficiency syndrome (HIV/AIDS). Adapun di dunia obat-obatan,
telah tercipta plasma darah dan injeksi yang banyak membantu me-
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nyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Selain itu ada juga jenis
obat-obatan yang sekaedar digunakan bagi kekebalan tubuh seperti
untuk penyakit cacar.

Dunia obat-obatan telah mampu menciptakan pil keluarga be-
rencana dan pinicilin. Pinicilin adalah suatu obat antibiotik yang da-
lam perkembangannya mempunyai pengaruh terhadap kemajuan di
bidang operasi bedah. Demikian pula telah diciptakan jenis obat pe-
redam rasa sakit, seperti aspirin dan sejenisnya, juga penenang rasa
sakit perut (mulas) dan tulang.

Penemuan ini telah menciptakan sebuah revolusi global di du-
nia perindustrian dan pola hidup secara umum. Dengan komputer
itulah pesawat-pesawat beterbangan, roket-roket berluncuran, sa-
telit-satelit buatan terus berputar, dan pesawat luar angkasa mele-
sat jauh ke langit, hingga urusan kehidupan hampir-hampir tidak
dapat lepas dari revolusi elektronik, dan sampai anak-anak pun ti-
dak ketinggalan turut menikmatinya. Kini, sistem pendidikan mo-
dern telah mewajibkan pengajaran komputer pada sekolah-sekolah
dasar.

Di samping revolusi teknologi, astronomi, komunikasi, kedok-
teran, elektronik, terdapat pula revolusi lain yaitu revolusi biologi.
Revolusi ini meliputi rekayasa genetika dan penentuan janin. De-
ngan revolusi biologi ini, mereka mampu menentukan apakah jenis
janin yang berada dalam kandungan itu laki-laki ataukah perem-
puan. Barangkali juga mampu menentukan bentuk dan wajahnya,
berkulit hitamkah atau putih, rambutnya lurus atau ikal, kedua ma-
tanya biru atau hitam, dan sebagainya, sampa-sampai sebagian orang
menyebutnya sebagai “bayi sesuai katalog”.

Puncak prestasi dalam bidang biologi ini berakhir pada “kloning
hewan”, sebagaimana pernah dilakukan pada seekor biri-biri betina
yang kemudian terkenal dengan nama Dolly. Peristiwa ini menjadi
menakutkan jika terus berkembang ke kloning manusia. Inilah yang
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diperingatkan oleh para pakar agama, akhlak, sosial, dan hukum, ka-
rena praktek kloning itu membawa madarat dan bahaya.?

Masih ada lagi revolusi lain, yang dinamakan “revolusi informa-
si”. Kita sekarang berada pada era “ledakan ilmu pengetahuan” di
mana kuantitas pengetahuan yang kita terima menjadi tak terhitung
kadarnya yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk membuat
bab-bab dan daftar isi yang sesuai dengan bidangnya.

Revolusi-revolusi tersebut telah menghasilkan berbagai macam
hal yang menguntungkan: kesejahteraan hidup, efesiensi tempat
dan waktu, memperpendek jarak, penghematan waktu dan tenaga,
kemudahan transpontasi, cara mendapatkan kenyamanan seperti
air conditioner (AC) di musim panas, penghangat ruangan di musim
dingin, pendingin dan pemanas air sesuai kebutuhan, hadirnya me-
sin cuci dan oven elektrik, microwave, mesin-mesin pembersih, dan
sebagainya.

Kini dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi tidak satu
pun orang yang mengingkari bahwa adanya abad modern dengan
kepesatan teknologi berakibat telah terjadinya perubahan sosial
bagi kehidupan umat manusia, tak terkecuali umat Islam, baik di
bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik dan budaya. Semua kema-
juan itu justru menantang setiap pemikir muslim untuk mengkaji
ulang terhadap khazanah pemikiran klasik yang barangkali telah
tidak sesuai dengan tuntutan kondisi, karena itu pada saat yang
sama diperlukan memilih sebagian yang pada zamannya dianggap
tidak kuat atau bahkan harus diabaikan. Dengan kata lain sebagian
dari khazanah pemikiran itu harus mengikuti keadaan.

Seiring dengan kenyataan adanya perubahan sosial sebagai aki-
bat kemajuan zaman, muncul permintaan fatwa Islam dari masyara-
kat luas dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapi masya-
rakat modern. Permintaan fatwa itu menurut al-Qaradhawi, bukan-

2 |bid., him. 26.
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lah suatu tindakan main-main dan mengecilkan Islam. Dalam fakta-
nya, sebagian orang menginginkan petunjuk Islam untuk selanjutnya
diamalkan dalam kehidupan keseharian sesuai dengan fatwa yang
diterimanya. Misalnya mereka yang bergelut dalam dunia perbank-
an, asuransi, bisnis saham, transportasi, kesehatan, mengenai zakat
dan lain sebagainya.

Pandangan al-Qaradhawi di atas memang ada relevansinya de-
ngan kenyataan adanya kebutuhan pemikiran baru yang betul-betul
berbeda dengan ketentuan pemikiran figh yang lama. Atau seku-
rang-kurangnya adanya penafsiran baru atas teks-teks syari’at atas
pertimbangan adanya ‘illat hukum yang telah berubah, ‘illat telah
hilang sama sekali, adanya ‘illat baru, atau adanya pertimbangan
yang lebih rasional. Maka dengan dasar seperti itu, pemahaman hu-
kum atau fatwa hukum yang baru itu bisa lebih variatif, tidak hanya
satu pilihan saja, yang memungkinkan semuanya bisa dibenarkan
dan sesuai dengan magqashid al-syari’at.

B. Hukum Islam dan Tuntutan Perubahan Sosial

Orientasi pemikiran hukum Islam dalam menjawab persoalan
kontemporer, yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi dengan istilah
Figh Jadid, memiliki beberapa ciri:

a) Figh al-Muwazanah (Figh Keseimbangan), metode yang dilaku-
kan dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya
pertentangan dilematis antara maslahat dan mafsadat, atau
antara kebaikan dan keburukan. Menurutnya, sebuah kemada-
ratan kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan
yang lebih besar, atau kerusakan temporer boleh dilakukan un-
tuk mempertahankan kemaslahatan yang kekal, bahkan keru-
sakan besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilang-
kannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
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b) Figh Waqi’ (Figh Realitas), metode yang digunakan untuk me-
mahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di ha-
dapan umat, sehingga dapat menerapkan hukum sesuai tuntut-
an zaman.

c) Figh al-Aulawiyat (Figh Prioritas), metode untuk menyusun se-
buah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seha-
rusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah ba-
gaimana mendahulukan ushadl daripada furu’, mendahulukan
ikatan Islam daripada ikatan lainnya; ilmu pengetahuan sebe-
lum beramal; kualitas daripada kuantitas; agama daripada jiwa;
serta mendahulukan tarbiyah sebelum berjihad.

d) Figh al-Maqashid al-Syari’at, metode ini ditujukan bagaimana
memahami nash-nash syar’i yang juz’i dalam konteks maqgashid
al-Syari’at dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan uta-
ma ditetapkannya untuk melindungi kemaslahatan bagi seluruh
manusia, baik dunia maupun akhirat.

e) Figh al-Taghyir (Figh Perubahan), metode untuk melakukan
perubahan terhadap tatanan masyarakat yang tidak Islami dan
mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan.

Kelima orientasi hukum Islam itu sangat luwes, yang menekan-
kan prinsip kemudahan dan keringanan tersebut, dinilai oleh banyak
ahli sebagai gagasan asli Yusuf al-Qaradhawi dalam upayanya mela-
kukan pembaruan pemikiran hukum, terutama dalam upaya menyi-
kapi perubahan kemajuan zaman dewasa ini. Dalam Figh Waqi’ mi-
salnya, al-Qaradhawi (1997) menjelaskan bahwa figh wagqi’ ialah pe-
ngetahuan mengenai realitas yang sebenarnya, baik yang mengun-
tungkan maupun yang merugikan. Realitas ini penting dipahami
karena, menurut al-Qaradhawi, pemahaman atas realitas akan men-
jadi pertimbangan tentang bagaimana kita berhubungan dengan
realitas: apakah realitas itu akan kita terima atau kita tolak?
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Tabel 7: Beberapa Ciri Figh Jadid al-Qaradhawi

. Bersifat

moderat.

Orientasi Prinsip Faktor Metode
Hukum Islam Perubahan

. Figh al- . Tidak ada 1. Tempat; Metode
Muwazanah litihad dalam |2. Waktu; pemahaman
(figh masalah- 3. Kondisi; hukum Islam
keseimbangan); masalah 4. Tradisi; kontemporer

. Figh Wagqi’ yang bersifat |5. Pengaruh (!lm Ushul al-
(Figh Realitas); qath’i; Sains Figh al-

. Figh al- . Tidak boleh |6. Kebutuhan Mu’ashir):
Aulawiyat (Figh menja-dikan ma-nusia 1. Intigaiy;
Prioritas); yang zhanni modern 2. Insyaiy

. Figh al- menjadi 7. Sosial,

Magqashid al- qath’i; politik dan
Syari’at; . Tidak ekonomi

. Figh al-Taghyir Fanatik
(Figh Madzhab;

Perubahan), . Kontekstual.

v

'

'

v

Fatwa-fatwa al-Qaradhawi dalam menjawab tuntutan perubahan sosial,
dalam bidang: Budaya, ekonomi, IImu Pengetahuan & Kedokteran dan Politik

Menurut al-Qaradhawi, dalam Sirah Nabi Saw. kita akan mene-

mukan hukum yang tidak sama penerapannya dalam berbagai si-
tuasi yang terjadi karena perbedaan realitas yang melatarbelakangi-
nya. Misalnya, sikap Nabi Saw. yang keras terhadap Yahudi Bani Qu-
raizhah dengan sikap beliau yang lembut terhadap kaum musyrik
Makkah saat Fathu Makkah. Karena itu, menurut al-Qaradhawi, pa-
ra ulama menetapkan, fatwa itu bisa berubah karena perubahan za-
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man, tempat, keadaan, dan adat-istiadat, mengutip kaidah yang di-
kemukakan oleh lbn al-Qayyim al-Jauziyah.?

Latar belakangnya menurut al-Qaradhawi, bahwa sejak tahun
1950-an dan 1960-an, telah terjadi dua aliran paham yang tidak me-
nguntungkan bagi upaya kebangkitan umat: pada satu sisi ada sikap
berlebihan (ifrath), sedangkan pada sisi lain ada sikap meremehkan
(tafrith). Sikap berlebihan, misalnya, tidak mengakui pendapat lain,
keras, dan suka mengkafirkan. Sebaliknya, sikap meremehkan ialah
sikap kaum liberal yang berfatwa tanpa landasan agama dan hanya
mengikuti hawa nafsu. Karena itulah, perlu dihidupkan prinsip mo-
deratisme (tawassuth) yang berintikan dua prinsip: (1) berasaskan
kemudahan (taysir) dan kabar gembira; (2) perpaduan salafiyah dan
pembaruan (tajdid). Maksud salafiyah adalah mengikuti sumber po-
kok, yakni al-Qur’an dan al-Sunnah; sedangkan pembaruan, mak-
sudnya, ialah menyatu dan mengikuti zaman, tidak jumud (beku)
atau taklid buta. Dalam rangka pembaruan itu, digagas figh al-wdgi’.

Menurut M. Siddig (2010), * bahwa landasan figh al-waqi‘ dapat
dicermati dari manhaj al-Qaradhawi dalam berfatwa, yang diurai-
kannya dalam al-Fatwa bayna al-Indhibdath wa al-Tasayyub (lkut
Ulama yang Mana? 1994). Dapat dilihat juga dari segi ushul fighnya
dalam kitab Taysir al-Figh (Fikih Praktis, 2003). Manhaj al-Qaradha-
wi dalam berfatwa adalah: (1) melepaskan diri dari fanatisme madz-
hab dan taklid buta; (2) memberikan kemudahan (taysir) dan keri-
nganan (takhfif), bukan memberikan keketatan (tasydid) dan mem-
persulit (tasr); (3) berfatwa dengan bahasa yang populer; (4) tidak
menyibukkan diri kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat; (5) menge-

3 Kaidah yang dimaksud: <ty Wigadly Jis=Y1g aSelly dusyll iy s :dll i (Lihat 1bn Qayyim
al-Jawziyah, I'lam al-Muwagqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Beirut: Dar al-Fikr, 1977, jilid
I, him. 14).
4 Lihat dalam: http://syabab1924.blogspot.com/2010/09/menyoal-figih-wagi-fikih-
realitas.html
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depankan ruh moderat (tawassuth), antara ifrdth dan tafrith; (6)
berfatwa dengan penjelasan dan syarh.

Dalam kitab Taisir al-Figh,®> al-Qaradhdwi menjelaskan dalil-dalil
syariat yang melandasi fatwanya. Selain berpegang dengan empat
dalil pokok (al-Qur’an, al-Sunnah, ljma Sahabat, dan Qiyas), al-Qara-
dhawi juga berpegang pada dalil al-IstihsGn dan al-Mashdalih al-Mur-
salah. Al-Qaradhawi berpegang pula pada kaidah, “Adanya perubah-
an fatwa berdasarkan berubahnya zaman, tempat, dan kondisi.” Kai-
dah ini tampaknya sangat diutamakan dan ditonjolkan oleh al-Qara-
dhawi, yang bahkan secara khusus beliau jelaskan menjadi satu ki-
tab tersendiri, yaitu kitab Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam
(‘Awdmil as-SG’ah wa al-Murinah fi al-Syari‘ah al-Isldmiyyah, 1993).

Orientasi pemikiran hukum Islam yang terkesan ringan dan mu-
dah tersebut bukan tanpa kritik. Bahkan Ahmad ibn Muhammad ibn
Mansur al-‘Adini, ulama salaf dari Yaman, mengeritik al-Qaradhawi
dengan memakai judul buku yang tidak pantas: Raf’'u al-Litsami ‘an
Mukhalafati al-Qaradhdwi li Syariat Islam, 2001, (Mengungkap Ta-
bir Kebusukan al-Qaradhawi dalam bukunya Syari’at Islam). Sebe-
lumnya, Syeikh Shalih ibn Fauzan dari Saudi Arabia, mengeritik buku
al-Halal wa al-Haram fi al-Islam karya al-Qaradhawi, dengan buku-
nya: al-I’lam bi Naqd Kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, 1975.

Namun soal pro-kontra dalam dunia pemikiran nampaknya soal
yang lumrah dan biasa. Bahkan pikiran-pikiran al-Qaradhawi banyak
diterima dan juga fatwanya dinanti oleh dunia Islam Internasional.
Al-Qaradhawi misalnya membenarkan sistem demokrasi dan tidak
dianggap bertentangan dengan Islam, dan membolehkan bergabung
dengan pemerintahan yang bukan Islam. Mengapa Islam dapat me-
nerima demokrasi? Sebab, menurut al-Qaradhawi, substansi de-
mokrasi adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan orang ba-

> Lengkapnya, Taisir al-Figh li al-Muslim al-Mu’éshir, Kairo: Maktabah Wahbah,
1999.
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nyak untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memim-
pin dan mengurus keadaan mereka. Ini, menurutnya, sejalan de-
ngan Islam, dan bahkan, berasal dari Islam itu sendiri. Sebab, Islam
menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai mak-
mum. Jika dalam shalat saja demikian, apa lagi dalam urusan politik.
Prinsip kedaulatan rakyat, kata al-Qaradhawi, tidak mesti diperten-
tangkan dengan kedaulatan Allah, selama tidak ada pertentangan di
antara keduanya.

Menurut M. Siddig al-Jawi (2010),° bolehnya bergabung de-
ngan pemerintahan bukan Islam, menurut al-Qaradhawi, hukum da-
sarnya sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi, al-Qaradhawi lalu ke-
luar dari hukum dasar ini dan kemudian membolehkannya dengan
syarat-syarat tertentu. Alasannya: (1) tuntutan meminimalkan keja-
hatan dan kezaliman adalah menurut kesanggupan; (2) itu dilakukan
untuk memilih kemadaratan yang paling ringan; (3) karena melepas-
kan nilai tertinggi lalu turun ke realitas terendah; (4) ada prinsip
pentahapan (tadarruj).

Di kalangan umat Islam, ada yang mengharamkan demokrasi,
seperti Tagiyuddin an-Nabhani, al-Maududi, dan Abdul Qadim Zal-
lum; ada pula menghalalkan demokrasi, seperti Fahmi Huwaidi, Su-
laiman al-Thamawi, dan Abdul Hamid Mutawalli. Al-Qaradhawi cen-
derung pada yang mudah dan ringan, yakni yang menghalalkan de-
mokrasi, yang sedang mendominasi realitas. Di kalangan umat ada
ulama yang menghalalkan bergabung dengan sistem pemerintahan
bukan Islam (yang menjadi realitas di tengah umat), ada pula ulama
yang mengharamkannya. Al-Qaradhawi cenderung pada yang mu-
dah dan gampang, yakni yang menghalalkannya, walaupun menu-
rutnya pada dasarnya tidak boleh. Fatwa-fatwa al-Qaradhawi de-

6 loc. Cit.
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ngan metode Intigaiy/tarjih’ dan metode Insyaiy,® yang dibanding-
kan dengan pendapat para ulama lainnya (Lihat lampiran).

C. Peninjauan Ulang atas Ketentuan Syari’at

Berbagai persoalan yang perlu mendapat pengujian kembali
atas fatwa masa lalu maupun persoalan baru yang memerlukan fat-
wa-fatwa baru, sebagaimana mengacu pada pemikiran al-Qaradha-
wi di atas antara lain sebagaimana berikut ini.

1. Mengabaikan Rukhsah karena Tidak Diperlukan Lagi

Aturan tentang rukhsah (keringanan) yang ditetapkan Allah
bagi musafir, seperti shalat bisa di-jama’ dan gasar, serta wudhu’
bisa diganti dengan tayamum. Rukhsah ini berlaku jika memang
perjalanan itu ‘illat-nya seperti perjalanan yang terjadi dizaman al-
Qur’an turun, yang penuh dengan kesulitan. Jika perjalanan yang
dilakukan oleh manusia modern dewasa ini yang dalam faktanya
penuh dengan kemudahan, bisa sambil tidur dan setiap saat bisa
istirahat di setiap tempat, maka tampak tidak ada ‘illat yang ber-
nama kesulitan itu, dan dengan begitu seharusnya hukumnya kem-
bali ke asal.

7 e d s ;L.,a_,d\ j\ sxll el il W15 3 Wsal) el Y as T jlas) 1 SUsYY slg )
s~ gl V) e
Memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada
warisan figh Islam.
il o aol i o b L e il 3 s (S Dlnad g 3x3 LAY Slge I LT P
j.)w Q\J 4.:.,\.12.5\ JJLM\.L\ ua_’u JAMJ J38 Ls:LMuY\ JL@.&-Y\ d\ fda S coJu.A;- f\ agLJs A.SLM\.L\ g_,.:\f ;b,w
M\;Ldpupj.ugi Qoo Ty L o) gl
Adapun yang dimaksud dengan /jtihad Inshaiy adalah pengambilan istinbath hukum
dari suatu persoalan yang baru, yang belum pernah dikemukakan oleh ulama
terdahulu, baik istinbath itu menyangkut masalah lama (dengan ’illat baru) atau
masalah yang betul-betul baru. Itulah yang dimaksud Ijtihad Inshaiy, yang men-
cakup persoalan lama di mana seseorang mujtahid kontemporer bekerja keras
untuk mendapat istinbath hukum yang baru, yang belum ditemukan di dalam pen-
dapat ulama salaf.
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Jika bepergian dianggap sebagai ‘llat hukum, baik bepergian
yang menyenangkan atau penuh kesulitan, sehingga bisa diberlaku-
kan hukum rukhsah, maka tindakan ini dipandang tidak adil dan ti-
dak rasional. Sebab sosial zaman lalu berbeda dengan sekarang. Za-
man dulu bepergian itu identik dengan adanya unsur kesulitan, se-
mentara sekarang, zaman telah jauh berubah.

Demikian pula rukhsah bagi wanita yang melahirkan di mana
pada zaman Rasul ditetapkan dan dibolehkan untuk meninggalkan
shalat selama 40 hari. Jika ketetapan ini terus berlaku, maka tam-
paknya ketetapan ini tidak rasional, sebab penanganan kelahiran
dewasa ini jauh lebih maju dibanding pada zaman Nabi.

2. Peninjauan Kembali Ketentuan Membayar Zakat Fitrah

Masyarakat muslim Indonesia secara tradisi, yang mungkin me-
rupakan fatwa ulama tempo dulu, membayar zakat fitrah dengan
ukuran beras, sebagai giyas dari makanan pokok gandum. Pengiyas-
an seperti itu dipandang kurang tepat karena yang dinyatakan da-
lam teks Syari’at zakat fitrah itu terlebih dahulu disebutkan dengan
kurma, seperti Hadits Nabi menyatakan:

“Zakat fitrah itu satu sa’ kurma, atau satu sa’sha’ir dari setiap
kepala, atau satu sa’ bur atau gandum antara dua orang...” Riwa-
yat Ahmad dan Abu Dawud dari Abd Allah bin Ta’labah.

Bahkan hadits-hadits tentang zakat fitrah yang diriwayatkan
dan dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Syafi’i dalam memberikan
fatwanya, tidak menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dengan gan-
dum, melainkan dengan makanan secara umum (ta’am).

Zakat fitrah dengan memakai ukuran kurma seperti dijelaskan
dalam Hadits di atas, jelas akan membedakan nilai harganya, jika di-
banding dengan memakai ukuran gandum. Harga kurma yang stan-
dar, yang dijual di pasar-pasar di Indonesia yaitu: Rp 40.000/kg x 2,5
kg (1 sa’) = Rp 100.000/orang, untuk setiap zakat fitrah. Sedangkan
jika bersandar pada ukuran beras (gandum), adalah: Rp 6.000/kg x
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2,5 (1 sa’) = Rp 15.000/orang, untuk setiap zakat fitrah. Perbedaan
ini jauh sekali, dan memiliki kadar paling rendah nilai ‘ubudiyah-nya.

Alasan para ulama atas pengiyasan kepada beras dari gandum
itu karena dipandang sebagai makanan pokok. Hal ini juga dipan-
dang tidak tepat, sekalipun beras dan gandum memiliki kesamaan
sebagai makanan pokok yang dapat mengenyangkan perut, tetapi
makanan ini memerlukan makanan pendamping lainnya ketika di-
konsumsi seperti lauk pauk dan sayuran, yang tentunya penyediaan-
nya memerlukan biaya. Sementara jika digiyaskan kepada kurma,
yang sesungguhnya disebutkan paling awal dalam teks Hadits terse-
but, maka makan kurma tidak memerlukan makanan pendamping
lainnya, seperti ikan dan sayuran. la hanya cukup ditemani oleh se-
gelas air. Demikian pula nilai gizi yang dikandung kurma jauh lebih
tinggi dibanding dengan yang terdapat dalam gandum.

Jadi, zakat fitrah dengan memakai ukuran kurma jauh lebih
mendekatkan pada magqgashid al-syari’at zakat fitrah itu sendiri di-
banding dengan zakat dengan memakai ukuran gandum. Apalagi se-
karang berzakat fitrah dengan memakai ukuran kurma dan gandum
sama-sama dalam praktiknya bisa dinilaikan kepada harga kedunya
(diuangkan). Bukan dengan kedua jenis makanan itu sendiri.

3. Peninjauan Kembali Ketentuan ‘/ddah Wanita yang Dicerai

Para ulama dengan segala otoritas yang dimilikinya telah mene-
tapkan bahwa masa menunggu (‘iddah) bagi wanita yang dicerai
suaminya adalah tiga bulan. Ketetapan ini berdasarkan tafsiran dari
kata quru’, yang diartikan dengan tiga kali suci dari mestruasi (haid).
Kata tersebut dinyatakan ayat: “Wanita-wanita yang dicerai hen-
daklah menahan din (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya...”
(Q.S. al-Bagarah [2]: 288).

Padahal kata quru’ bersifat ambigus atau musytarakah (mem-
punyai arti lebih dan satu). Kata tersebut dapat berarti menstruasi
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(haid) dan dapat pula berarti dalam keadaan suci (tuhr). ‘Umar ibn
al-Khaththab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas’ud, dan Abu Musa al-Asy’ari,
menafsirkan kata “agra’™, yakni bentuk tunggal, mufrad dan kata
quru’ itu dengan tafsiran menstruasi (haid). Tafsiran ini dipegangi
pula oleh Sa’id al-Musayyab, Ata’, dan beberapa kelompok tabi’in
serta sejumlah ahli hukum. Sementara itu, ‘Aisyah, Zayd ibn Tabit
dan lbnu ‘Umar diriwayatkan bahwa mereka menafsirkan kata
“aqgra’” yang terdapat pada ayat di atas dengan tafsiran masa suci
serta di antara menstruasi (athar).

Perbedaan tafsir tentang ayat hukum di atas menyebabkan
perbedaan dalam penentuan ‘iddah bagi wanita yang dicerai. Menu-
rut tafsiran pertama masa menunggu bagi wanita yang dicerai (‘id-
dah) itu adalah setelah selesai menstruasi ketiga. Sedangkan menu-
rut tafsiran kedua, ‘iddah selesai dengan dimulainya menstruasi
ketiga.

Jadi, tafsiran pertama mengharuskan wanita menyelesaikan
masa ‘iddah-nya itu selama tiga bulan penuh. Sedangkan tafsiran
kedua menyatakan tidak harus tiga bulan penuh, yakni cukup pada
waktu dimulai menstruasi ketiga saja. Bahkan hadits da’if menyata-
kan bahwa ‘iddah wanita yang dicerai itu cukup dua kali menstruasi
saja.

Ketentuan ‘iddah ini ‘illat hukumnya untuk mengetahui apakah
wanita yang dicerai itu sedang mengandung janin dari suaminya
atau tidak dalam keadaan mengandung. Jika diketahui sedang me-
ngandung, ‘Umar bin Khattab melarang suami menceraikan istrinya
dalam keadaan mengandung. Jika pun harus terpaksa bercerai, ma-
ka ‘iddah wanita yang dicerai dalam keadaan mengandung itu ada-
lah hingga melahirkan.

‘illat tersebut sesungguhnya sudah bisa diketahui melalui ban-
tuan teknologi kedokteran atau alat USG, apakah wanita itu meng-
andung atau tidak mengandung, dengan tidak harus menunggu
hingga tiga kali quru’. Namun hikmah di balik ketentuan itu, bisa jadi
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Tuhan masih memberi kesempatan kepada pasangan yang bercerai
itu untuk bisa kembali lagi sebagai suami istri sebagaimana semula.
Namun jika perceraian itu telah tiga kali dilakukan di mana telah ter-
jadi talag ba’in, yang tentunya tidak bisa kembali menikah, maka
dengan bantuan teknologi kedokteran atau alat USG untuk menge-
tahui apakah istri yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak
hamil, tampaknya tidak perlu menunggu hingga tiga kali menstruasi,
namun cukup satu kali saja untuk membuktikan kebenaran diagno-
sis kedokteran yang menyatakan ketidakhamilan perempuan yang
dicerai itu. Tentu kecanggihan alat kedokteran ini akan berhadapan
dengan teks ayat yang menyatakan tiga kali quru’ seperti di atas,
yang sesungguhnya ‘illat hukumnya untuk mengetahui keadaan ra-
him wanita yang dicerai itu apakah dalam keadaan hamil atau tidak.
Dalam fatwa tersebut terlihat bahwa al-Qaradhawi mendukung
kemajuan teknologi kedokteran. Karena itu seharusnya pula kete-
tapan tentang masa ‘iddah wanita yang dicerai itu pun yang ‘illat-
nya untuk mengetahui hamil dan tidaknya wanita yang dicerai itu
tidak bisa secara mutlak ditentukan harus selama tiga kali haid. Ka-
rena rahasia rahim wanita yang menjadi ‘illat bagi masa ‘iddah telah
diketahui secara gamlang oleh teknologi kedokteran. Lagi pula bagi
manusia modern sekarang yang lebih rasional, dalam memutuskan
untuk bercerai biasanya didahului dengan proses pisah ranjang yang
berbulan-bulan, yang tentunya tidak melakukan persetubuhan (ju-
nub) antara pasangan itu, yang bisa menyebabkan kehamilan.
Pemikiran-pemikiran al-Qaradawi tersebut di atas merupakan
wacana bagi reformasi pemahaman di bidang hukum Islam di masa
mendatang, yang lebih arif dan bijaksana sebagai respons positif
atas berbagai kemajuan teknologi yang telah dicapai manusia mo-
dern, terutama yang dialami dunia Barat dewasa ini, yang imbasnya
tentu dialami pula oleh masyarakat muslim di mana pun berada.
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D. Penutup

Al-Qaradhawi memandang bahwa teks hukum tidak boleh ber-
ubah, tetapi ‘illat hukum secara alami akan terus berubah dan bah-
kan dapat kembali kepada asalnya semula, maka fatwa hukum pun
seharusnya demikian. Itu sebabnya, ulama figh sejak dulu telah me-
ngusulkan bahwa hukum akan berlaku bersama ‘illat hukum itu sen-
diri (al-hukm yaduru ma’a ‘illatihi).

Kaidah ini tampak dipegangi oleh al-Qaradhawi dalam membe-
rikan fatwa-fatwanya. Bahkan al-Qaradhawi tampak mengikuti apa
yang telah dilakukan oleh ‘Umar bin al-Khaththab yang berpegang
pada ruh Syari’at Islam,® maupun mengikuti sikap al-Syafi’i dengan
konsep gawl! gadim dan qgawl jadid-nya,*® dan pandangan al-Syathibi
yang berpegang pada magqgashid al-Syari’ah.** Hal ini terlihat misal-
nya dalam memberikan fatwa tentang kebolehan wanita bepergian
dengan tanpa ditemani oleh muhrimnya. Karena semula larangan
itu ‘illat hukumnya keadaan sosial yang tidak memungkinkan se-
orang perempuan bepergian jauh karena keamanan tidak terjamin.
Namun sekarang kondisi sosial telah berubah dan terjamin keaman-

2 Pemikiran Umar atau lebih dikenal dengan figh Umar ibn al-Khaththab, lihat mi-
salnya dalam Muhammad Abd al-‘Aziz al-Halawi, Fatawa wa Aqdhiyat Amiril Mu’-
minin ‘Umar ibn al-Khaththab, buku ini telah diterjemahan oleh Zubeir Suryadi
Abdullah, Surabaya; Risalah Gusti, 1999.

10 Istilah gawl gqadim dan gawl jadid itu merupakan istilah yang dikemukakan sen-
diri oleh al-Syafi’i, dengan istilah al-Risalah al-Qadimah, untuk pendapatnya yang
dinyatakan ketika beliau tinggal di Irak, dan pendapat-pendapat tersebut dikum-
pulkan dalam kitab al-Hujjah. Kitab ini diakui al-Shafi’i sebagai kitab yang pertama
yang ditulisnya sewaktu tinggal di Irak. Lihat: Imam al-Syafi’i, al-Um, Mahmud Mat-
raji, (ed.), Beirut: Dar al-Kutub al-llmiah, jld I, cet. Il. 2009, him. 31.

11 pengarang al-Muwdfagat dan al-‘Itisham ini dikenal sebagai pakar maqgashid al-
syari’ah dan ujung tombak madzhab Maliki dalam mempertegas posisi maslahat
dan mereformulasi konsep maslahah mursalah dan maqashid al-syari’ah yang di-
sandarkan kepada Imam Malik. Istilah maqgdashid al-syari’ah menurut Wahbah al-
Zuhaili, berarti nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap
atau bagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipan-
dang sebagai tujuan dan rahasia syari’at, yang ditetapkan oleh Syari’ dalam setiap
ketentuan hukum, lihat Wahbah al-Zuhaili, Ushal al-Figh al-Islami, Beirut: Dar al-
Fikr, 1417 H/1986 M), juz II, him. 1017.
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annya. Karena itu larangan bepergian sendirian harus berubah pula

bersamaan dengan berubahnya ‘illat hukum.

Demikian pula al-Qaradhawi mengikuti jejak dan pemikiran
Najm al-Din al-Thafi yang berpegang pada maslahat!? dan berpe-
gang kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah'® tentang adanya perubahan
kondisi sosial yang dipandang sebagai ‘illat baru dalam menentukan
suatu hukum. Hal ini terlihat dalam memberikan fatwa tentang
asuransi maupun fatwa-fatwa lainnya yang betul-betul baru seperti
tentang transpalansi organ tubuh manusia.

Karena itu kemunculan metode intigaiy dan insyaiy, yang diso-
dorkan al-Qaradhawi sekaligus sebagai kontribusi beliau bagi pe-
ngembangan hukum Islam kontemporer, tentu memunculkan man-
faat yang sangat besar, baik dari segi metode maupun substansi pe-
ngembangan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya metode Intiqaiy dan Insyaiy, yang kemudian disusul de-
ngan lahirnya fatwa-fatwa al-Qaradhawi yang merespon atas
munculnya ‘llat baru dalam hukum Islam sebagai akibat dari
adanya kemajuan zaman, maka dilihat dari aspek pengembang-
an ilmu Syari’at, pemikiran al-Qaradhawi di atas sangat relevan
dengan kebutuhan kehidupan umat Islam dewasa ini yang se-
makin kompleks dan membutuhkan justifikasi baru atas berba-
gai persoalan baru maupun persoalan lama dengan kondisi dan
‘illat yang baru.

2. Dari aspek teori, metode Intigaiy dan Insyaiy mampu menghi-
langkan perbedaan madzhab, baik perbedaan madzhab empat
yang dominan dalam internal Sunni, maupun perbedaan antar
Suni-Syi’ah. Karena dalam praktik atas kedua metode tersebut,
sebelum mengambil istinbath hukum, terlebih dahulu diharus-

12 Tesis al-Thafi tentang bolehnya merubah hukum dengan alasan demi meraih
maslahat, lihat dalam risalahnya: Risalah fi Ri’‘ayat al-Maslahat, pentahqiq: Ahmad
Abd al-Rahim Sayikh, Mesir: al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, cet. I, 1993.

13 Loc. cit.
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kan menggali khazanah hukum yang telah ada dalam figh ter-
dahulu, baik yang ada dalam figh suni maupun syi’ah. Dengan
begitu, kedua metode itu akan mampu menggabungkan selu-
ruh prinsip figh yang ada, yang terkadang berbeda-beda.
Munculnya kedua metode tersebut, tentu akan melahirkan kai-
dah ushul yang baru, atau menguatkan kembali kaidah lama se-
suai dengan adanya ‘illat baru atas hukum itu.

Adanya nilai-nilai komprehensif, yang terkandung dalam meto-
de Intigaiy dan Insyaiy ini, jelas menempatkan perubahan sosial
sebagai wujud dari kemajuan teknologi dewasa ini, bukan me-
rupakan ancaman bagi keterasingan hukum Islam di tengah-
tengah kehidupan masyarakat, melainkan sebagai anugerah
kehidupan yang harus disyukuri. Karena kemajuan identik de-
ngan kemudahan.

Terkait dengan kontribusi al-Qaradhawi bagi pengembangan il-
mu berfatwa, terutama berkaitan dengan penentuan ’illat (ma-
salik al-’illat) sehingga fatwa itu kemudian diputuskan, al-Qara-
dhawi mengisyaratkan berpegang pada rumusan yang telah di-
buat oleh para ahli ushul yang menetapkan sekurang-kurang-
nya pada tiga cara yaitu dengan nash al-Kitab dan al-Sunnah,
dengan ljma’ dan dengan al-Munasabah, yakni penetapan ‘illat
yang cocok dan memang terdapat persesuaian ketika dihu-
bungkan dengan penetapan hukum itu padanya.
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Lampiran:

Fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradawi dan Ulama Lain/Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 8: Fatwa tentang Perang Sesama Muslim

Tokoh Bidang Fatwa Kondisi Sebab Met_ode Kaidah
Sosial Perubahan Ushal al- Figh
Figh
1 2 3 4 5 6 7
al- d) Mubah | Konfront | Taatsebagai | ljtihad Syopall -
Qaradhawi Tentara /Boleh asi tidak warganegara| Insha’iy .
Muslim bisa dan melalui ! &
Amerika dihindari meminimalisiy Mashlah sl
Serikat madarat bagi| ah al- <!
Berperan muslim Mursalah
g lainnya di oy -
Melawan negeri Zast
Tentara mereka
Muslim Ayl
di Irak
Sayyid dan Haram Harus Berganti Mashlah 3 -
Tanthowi Afganista dihindari kewargane ah al- .
(Shekh al- n dengan ga-raan Mursalah el
Azhar) berbagai Amerika t
cara sehingga
misalnya lepas
berubah tanggungja
niat wab
sebagai
warga
negara
Forum Haram Kezalima Taat Mantuq 55 pﬁx" -
Komunikasi n harus kepada atas .
Ahlu dilawan pemimpin hadits: La lginol
Sunnah wa ada Tha’ata li
) ’ batasnya, ma’sliyat
al-Jama’ah yakni tidak | illah
boleh (R.al-
maksiat Bukhari)
kepada
Allah.
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Tabel 9: Fatwa tentang Perempuan Bepergian Tanpa Mahram

al- Mubah | Kondisi Kondisi ljtihad & a9k oS -
Qaradhawi b) /Boleh sekarang sekarang Intigaiy, 15 v dcle
Wani relatif relatif melalui 3
anita o
. aman aman Istih-san Ldsg
Bepergia dan dan dan diku-
n Tanpa nyaman nyaman atkan oleh
Mahram pen-dapat
Ibn Hazm
MUI Mubah | Kemiskin Dharurat Maslaha Qs Byaall -
/Boleh an h al- o
Mursalah gl
Ibnu Hazm Mubah | - Hadits Mafhum 55 WS -
}/Boleh lain: atas .
Jangan Hadits R
menghal
angi
wanita
pergi haji
dan
perjalana
n lain
al- Mubah | Masyaraka| Bisa litihad R
Qaradhawi <) /Boleh t bisa mengarahk | Intigaiy LY s
Memainka memanfaa| an kepada , T
tkan musik| kemuliaan, melalui Ju o
n Al‘?t sebagai ketekunan, Istisha S
Musik dan media nilai dan b )
Mende- hiburan nasehat el
ngarkanny dan hal-hal| yang baik deoliall 533 -
a yang baik. .
o e pAde
ezl
MUI Mubah Masyaraka| Bisa untuk Mas}la & 9 vg,‘n-
/Boleh t telah ke- h}ah al- 5o acls
maju maslahatan | Mursal 5%
umat ah )
Mamhmud Mubah | Masyaraka| Tergantung | Mafhu & Y-
Shaltut /Boleh t sudah pada m al- =
tahu mana| keadaan ayat aieats
yang boleh| (QS. al- wa al- J
danyang | A’raf: 32- Hadits
dilarang 33) e B
)
35 (.S;J\ -
\ginod
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Tabel 10: Fatwa tentang Asuransi

al-
Qaradhawi

MUI

Sayyid
Sabiq

2. Sosial
Ekonomi

a)
Asuransi

Mubah | Masyaraka| Prinsip dan Ijtihé_c! & sk oSl -
/Boleh | t akad Intigaiy teels s ke
dihadapka | shari’ah , Serd
n pada seperti melalui | oo U350 s -
dua takaful dan | Maslah .

s ]|
prinsip ta’min ah al- 54 ¢
antara serta Mursal ¢~
akad menggunak | ah
shari’ah an akad
dan tabarru dan
perbankan | tijarah
konversio
nal

Mubah Negara Diubah Maslah | 5 oS -
/Boleh tidak akadnya ah al-
menggun | menjadi Mursal
akan akad ah Ledeglsgry
Hukum shari’ah 27
o Mok LS -
Ekonomi seperti < .H ¥
Shari’ah tabarru dan 58 ol 2!
tijarah o\
Hargm Masyaraka| Haram Mafhu o 39 @Sl -
bagi t karena m ayat
. als
asuran cenderung | gharar, diantar
si berhati- mubabh jika anya Ledsglagorg
konven | hatidalam| akadnya al-Nisa: 2t
o Nk LS -
sional tran-saksi | diubah 102 < 5*’ ¥
ekonomi | dengan akad s ol
shari’ah ol
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Tabel 11: Fatwa tentang Pemanfaatan Harta Haram

al-
Qaradhawi

MUI

Ulama lain
(A. Hassan)

b)
Memanfa
atkan
Harta
Haram

Mubah | Jenis disalurka ljitihad el Ju c{u -
/Boleh uang n kepada Intigaiy, 41 218
haram fakir melalui £
banyak miskin, Maslahah idiad)
jumlahny | atau al-Mursalah PR
adan proyek- o
dimiliki proyek (ta’rif)
oleh ke- LB isdeadd -
Masyarak | baikan s e
at Islam atau lain- ]
nya yang ool
bermanfa Lol
at bagi )
kepentin P 13-
gan Islam OUdwdol!
dan e
kaum "’9”
muslimin ok
s
Haram, | Kejahata Menutup Mantuq o Aj}:._{bs s -
baik n dewasa | celah atas ayat .
untuk ini bagi Riba 07 58 ¢l
kepenti | semakin kejahata melalui
ngan luas nyang Qiyas
individ lebih luas
u
maupu
n
kepenti
ngan
umum
Haram | - - Mantiq o Ugale s -
atas teks .
keharaman 34 gl
e
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Tabel 12: Fatwa tentang Kredit Rumah melalui Bank Konvensional

al-

Qaradhawi c) Kredit
Rumah
melalui
Bank
Konven-
sional

MUI

A. Hassan

Mubah | Kebutuha | Dharurat ljitihad g Byppddl -
/Boleh n rumah Intigaiy, o
termasuk melalui gl
kebutuha Maslah}ah 839,780 il -
n primer ZIanMursalah oy 38
dikuatkan
oleh hukum
dharurat
Hukum | Masyarak | Dharurat Maslahah g gl -
Asal at masih al-Mursalah o
adalah banyak sl
Haram, | yang 839,780 il -
tetapi miskin ¢ s,
boleh B
jika da-
lam
keada-
an dha-
rurat
Halal, - - Mafhum 59 Pg,m -
karena atas 58 .
bunga nash al- lgined
bank Qur’an dan
tidak al-Hadits
termas
uk
katego
ri riba
yang
"adh-
"afan
mudha
"afan
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Tabel 13: Fatwa tentang Eutanasia

al-
Qaradhawi

MUI

Muhamma-
diyah

3. llmu
Pengetah
uan &
Kedok-
teran

a)
Eutanasia

Euthanas
ia pasif
dibolehk
an sebab
tidak ada
unsur
kesengaj
aan
mem-
bunuh.
Euthanas
ia aktif
dilarang
shara’
sebab
terdapat
unsur
kesengaj
a-an
membun
uh
pasien

Mubah}/
Boleh
bagi
euthana
sia pasif
yang
sangat
khusus.

Taisir al-
maut
adalah
boleh
(jaiz),
dengan
cara
menghe
ntikan
pengoba
tan

Kemajua
n dunia
kedokter
an saat
ini sangat
membant
u untuk
kemudah
kan
kehidupa
n
maupun
kematian
seseoran

g

Tuntutan Ijtihe'x_t;l o 19 @Sl -
kemashla | Inshaiy,
. als
hatan melalui
sehingga Maslahah £9134r9
hukum al-Mursalah s
darurat ) )
bisa 892l il -
dipakai 4k
dengan .
batas- Ly
batas
kedarura
tannya
D.harurat Mas}lah}ah s Byl -
pisan al-Mursalah et
RWEN| 98 -
S i
.t
bl
Karena Maslahah = B39l -
upaya al-Mursalah bt
pengobata ¥
n sudah Aol 93 -
tidak ?:G"
memungki
nkan lagi. o
Jadi e
dipandang
dharurat el

149




Alokasi Hukum Islam dalam Sistern Hukum Nasional

Tabel 14: Fatwa tentang Transplantasi Organ Tubuh

al-
Qaradhawi

MUI

Ulama lain
(Ulama Per-
satuan
Islam)

b)
Transpla
ntasi
Organ
Tubuh

Mubah | Kemajua Menolong | ljtihad JIp¥y el -
/Boleh n dunia orang la-in | Inshaiy, .
kedokter | dantidak | melalui sl
an menim- Maslahah 839,780 il -
seharusn bukan al- T
ya untuk bahaya, Murshalah s S
memu- bagi
dahkan dirinya.
kehi- Bukan or-
dupan gan tubuh
satu-satu-
nya dalam
tubuhnya
Diperbol| Rawan Membuk | Mafhum al- V¥, all -
ehkan kejahata a Nash al- .
selama n, tetapi kemashla | Qur’an al- 2l
sesuai dibolehk | hatan Hadits 839,78l il -
atau an bagi bagi ¢ s,
memenu| yang mau | pihak lain Wk S
hi mendono
prosedur| rkan
yang organ
telah tubuhnya
yang sah
dan
haram
diko-
mersialis
asi kan.
Hukum | Kemajua Darurat, Maslahah ¥y all -
AsalHa- | n karena al- .
ram, kedokter menolon Murshalah 2
tetapi an g sesama 839,780 il -
diboleh- | menjadi i s
kan berkah bkl S
mendon | bagi
orkan kehidupa
jika n
keadaan
darurat
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al-
Qaradhawi

MUI

Ulama NU

c) Aborsi

Mubah/ | Kemajua Alasan ljtihad ooy ypali -
Boleh, n dunia medis Intigaiy, O&aY!
selama kedokter | dan melalui 2l e -
aborsi an keselama | Maslahah 2 @
dengan | seharusn | tan al-Mursalah Lyl jhen
alasan | yauntuk | pasien & a9 oS -
medis. memuda (dharurat Lok 513 g2 dcke
Sedangk | hkan )
an kehidupa
tanpa n
indikasi
medis
haram
Mubah | Kejahatan | Dharurat | Maslahah 839,780 il -
/Boleh, | aborsi al-Mursalah Ry
dengan | sangat IO
alasan tinggi,
medis tetapi

kesela-

matan

pasien

perlu

diupayakan
Mubah | - Dharurat Maslahah 8y9,al @ju -
/Boleh al-Mursalah e,
dengan L
alasan
medis
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Tabel 16: Fatwa tentang Sistem Multi Partai

al-
Qaradhawi

MUI

Abdul
Qadir
Hassan

4. Sosial
Politik

a) Multi
Partai

Mubah | Kehidupa | Masyarak Ijtihé_c! o el -
/Boleh n at Intigaiy, e ‘
bermasy muslim melalui S5
ara-kat siap Maslahah sl 5 54
dewasa berdemo | al-Mursalah alalt Ll
ini lebih krasi dan .
majemuk | sebagai oo bl
kebutuha s> forll
n
M k
Mot (Ta'rif)
modern G isdadh -
dohaad!
Lol
uﬁ)w ‘bl -
Oldmiod!
&9
PRI °§
Sy 72
e
Mubah | Alam _ Tumbuhn | Qiyas atas o ity -
/Boleh demok-rasi| yaalam haramnya e |
memung- | demokra Golput 72
kinkan si di sld 5 53
partai non | dunia ( plW sl
agama Islam .
memenang| Josll po Juiadl
kan Pemilu e
(Ta'rif)
dsdiadll -
L Bw
o
dodzall
Lol
Haram - Tek ayat Mantuq e Ll -
(al- ayat 3 i
Maidah: Aocl
44)
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Tabel 17: Fatwa tentang Partisipasi Politik dalam Pemerintahan Non-Muslim

al-
Qaradhawi

MUl

Ilbnu
Taymiah)

b)
Berpar-
tisipasi
dalam
Pe-
merin-
tahan
non-
Muslim

Mubah

Tuntutan

Kehidupa ljtihad & ity -
/Boleh n maslahat | Intigaiy, 16 ol
bermasy bagi melalui =E )
ara-kat kaum Istihsan sbd Y1
dewasa muslimin W
ini lebih dan .
majemuk | mempert o
ahankan s>y sl
d;lakwah (ta’rif)
Islam S5 ddoad) -
FEAW-N]
bl
U'P)L’J \)! -
EIEX N
&3
/J;’x. °f
e
s
Mubah | Alam Tumbuhn | Qiyas atas & aily -
/Boleh demokrasi | ya alam haramnya 16 el
me- demokra Golput R )
mungkinka| si di sbd g2
n partai dunia ol llal
non agamal Islam L
meme- J-aa-‘\ o J..aﬁ\
nangkan g
Pemilu (ta’rif)
tsdiadl -
L B
o
FESWN]
Lol
Mubah | - Bisa Maslahah 35 WS -
/Boleh berbuat al- nd
lebih Murshalah
banyak,
jika
berada
dalam
kekuasaa
n
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Tabel 18: Fatwa tentang Presiden Perempuan

al-
Qaradhawi

MUl

Persatuan
Islam

c)
Presiden
Perempu
an

Mubah | Terjadi Sistem ljitihad 35 WS -
/Boleh perubaha | demokrasi| Intigaiy, .
n sistem dan melalui lgined
pemerint | pemerintah| Maslahah al- I
ah-an anyang Mursalah dan
absolut melaksana-| dikuatkan Sy
kepada kan trias dengan ¥ !
sistem politica adanya ‘illat Bl agen
demokra (pembagia | baru
tis n ke-
kuasaan
kepada
eksekutif,
legisla-tif
dan
yudikatif).
Perem Suasana Tidak Mantugq al- I PR [
puan de- _ plsa jadi Qur"an dan o
haram mokrasi imam Hadith ;
jadi tetap shalat dikuatkan
imam menghal Qiyas
angi
wanita
jadi
presiden
Haram - - Mantuq al- FYPNI
Nisa: 34 o)
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RECHTSSTAAT DAN KONSTITUSIONALISME
Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi

Dr. Mustofa

A. Pendahuluan

Tulisan ini berasal dari ringkasan disertasi, yang pernah dipre-
sentasikan dalam diskusi MMR. Isi tulisan ini mendiskusikan tentang
“Rechtsstaat dan Konstitusionalisme dalam Pemikiran Abdurrah-
man Wahid (1940-2009), dan Hasyim Muzadi (1944-2017)”, dua
tokoh dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU). K.H. Abdurrahma Wahid (selanjurnya ditulis Gus Dur)
menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1984-1999. Sedangkan K.
H. Hasyim Muzadi menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1999-
2010. Usia kedua tokoh itu terpaut hanya beberapa tahun, namun
tidak selalu identik. Masing-masing memiliki keunikan dan menjadi
dirinya sendiri. Dalam berbagai hal memiliki banyak persamaan,
namun dalam hal tertentu memiliki nuansa. Di antaranya mengenai
gagasan Rechtsstaat dan Konstitualisme, dalam konteks hubungan
antara agama dengan negara di Indonesia.

Tentu saja format tulisan ini tidak persis sama dengan ringkas-
an disertasi. la mengalami modifikasi terutama dalam cara penyaji-
annya. Namun makna kandungannya tidak mengalami perubahan
dari apa yang disusun dalam ringkasan tersebut. Terdapat beberapa
bagian dari format ringkasan mengalami pemangkasan, yaitu: latar
belakang masalah, masalah dan pertanyaan penelitian, kajian
pustaka, kerangka berpikir, dan metodologi penelitian sebagaimana
telah dibakukan dalam lingkungan perguruan tinggi. la dimodifikasi
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menjadi karya ilmiah yang layak disajikan bagi kalangan yang lebih
luas.

Pengkajian atas gagasan Gus Dur dan Hasyim Muzadi tentang
Rechtsstaat dan Konstitusinalisme dilatarbelakangi beberapa
alasan. Pertama, diskursus paling menarik dalam pandangan Gus
Dur dan Hasyim Muzadi untuk membangun civil society yang
berdaya. Hal itu didasarkan kepada keputusan NU untuk kembali ke
Khittah 1926. Bagi sebagian pengamat, kembalinya NU ke Khittah
1926 dinilai sebagai sebuah jawaban yang tepat dan strategis di
masa mendatang. Dengan kembali ke khittah, secara kelembagaan
NU memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam politik praktis.
Bukan berarti NU tidak berpolitik. NU pada dasarnya tetap
berpolitik, hanya orientasi politiknya mengalami perubahan.

Kedua, terdapat duabelas prinsip yang merupakan pilar utama
dalam menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern, sehingga
dapat disebut rechtsstaat dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke-
duabelas prinsip tersebut adalah: (1) supermasi hukum (supermacy
of law); (2) persamaan dalam hukum (equality before the law); (3)
asas legalitas (due process of law); (4) pembatasan kekuasaan; (5)
organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan yang bebas dan ti-
dak memihak; (7) peradilan tata usaha negara; (8) peradilan tata
negara (constitusional court); (9) peradilan hak asasi manusia; (10)
bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); (11) berfungsi
sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (welfare rechtsstaat);
dan (12) transparansi dan kontrol sosial.t

Ketiga, pada Musyawaran Nasional Alim Ulama NU di Situbon-
do (1983), Pancasila diterima sebagai dasar negara. Sedangkan Is-
lam tetap dijaga sebagai agidah. Antara aqidah beragama dan dasar

Llimly Asshiddiqgie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaan-
nya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994), him. 14-15.
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bernegara tidak dibenturkan. Pancasila yang memuat sila Ketuhan-

an Yang Maha Esa merupakan bentuk pengamalan syari’at Islam.?
Berkenaan dengan uraian di atas, yang menjadi fokus tulisan

ini adalah sebagai berikut:

1. Gagasan Gus Dur dan Hasyim Muzadi tentang Negara
berdasarkan hukum, Rechtsstaat dan Konstitusionalisme dalam
konteks hubungan antara agama dengan negara di Indonesia.

2. Posisi gagasan Gus Dur dan Hasyim Muzadi menurut pandangn
para Sarjana Muslim.

3. Kontribusi dan implikasi gagasan Gus Dur dan Hasyim Muzadi
tersebut bagi masa depan perkembangan agama dan negara
dalam hukum Islam di Indonesia.

B. Gagasan tentang Rechtsstaat

Gagasan tentang rechtsstaat, atau negara hukum dan konstitu-
sionalisme, menurut Gus Dur dan Hasyim Muzadi, khususnya ten-
tang hubungan agama dengan negara sangat penting untuk dikaji-
ulang dan didalami. Selama beberapa dekade diskursus tentang hu-
bungan antara agama dengan negara terdapat tiga pandangan yang
berkembang sebagaimana berikut ini.® Pertama, Islam dipandang
sebagai agama yang sempurna dan serba lengkap, mengatur segala
aspek kehidupan manusia termasuk bidang politik dan ketatanega-
raan. Kedua, Islam dipahami dalam pengertian negara-negara Barat,
yakni antara agama dan negara tidak ada hubungannya. Masing-
masing terpisah satu sama lain. Ketiga, Islam dipahami secara sub-
stantif, meskipun tidak diatur secara tegas masalah politik dan ke-

2 Keputusan itulah yang dikukuhkan oleh Muktamar NU XXVII yang berlangsung
tanggal 8-12 Desember 1984 di Situbondo. Di tempat yang sama dengan berlang-
sungnya Musyawarah Nasional, Muktamar yang bersejarah dihadiri oleh Presiden
dan para Menteri. Lihat: Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila (Jakarta: Sinar
Harapan, 1989), him. 167.

3 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Ul Press, 1991), him. 1-3
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tatanegaraan serta tidak pula memisahkan antara keduanya Akan
tetapi di dalamnya terdapat seperangkat prinsip tentang politik dan
ketatanegaraan.

Ada yang menarik dari pandangan Gus Dur yang menyatakan
bahwa dalam Islam, negara itu ialah hukum (al-hukm) dan sama se-
kali tidak memiliki bentuk negara. Menurut Gus Dur, dalam Islam ia
merupakan etika kemasyarakatan dan komunitas.* Alasannya, Islam
tidak mengenal gagasan pemerintahan yang definitif. Bahkan dalam
persoalan yang paling pokok, yakni suksesi kekuasaan, menurut Gus
Dur, ternyata Islam tidak konsisten. Terkadang memakai istiskhlaf,
bay’at, atau ahl al-hall wa al-‘agd. Padahal suksesi merupakan ma-
salah yang cukup penting dalam urusan kenegaraan. la memberikan
catatan jika memang Islam mempunyai konsep, tentu tidak terjadi
demikian. Bagi Gus Dur, Islam memang sengaja tidak mengatur kon-
sep kenegaraan agar ia dapat diterima oleh semua entitas budaya.
Menurut Gus Dur, yang ada hanyalah komunitas agama (kuntum
khayr ummah ukhrijat li al-nas). Jadi, khayr ummah bukan khayr
dawlah atau khayr jumhdriyah, apalagi khayr mamlakah.”

Patut digarisbawahi, gagasan Gus Dur yang menyatakan bahwa
umat Islam sebenarnya tidak perlu lagi merasa kesulitan untuk
mencari kaitan antara Islam dan wawasan kebangsaan. Tetapi ia
mengakui bahwa pengertian bangsa dalam rumusan al-Qur’an yaitu
kuntum khayr ummah ukhrijat li al-nas, terbatas hanya pada bangsa
sebagai satuan etnis yang mendiami teritorial bersama. Sedangkan
wawasan kebangsaan di masa modern ini pengertiannya sudah lain,
yakni satuan politik yang didukung oleh ideologi nasional. Penjelma-
an pengertian ini menurut Gus Dur ialah konsep negara-bangsa (na-

4 Abdurrahman Wahid dalam kata pengantarnya untuk Buku, Greg Fealy dan Greg
Barton (ed.), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara,
(Yogyakarta: LKiS, 1997).

> Abdurrahman Wahid, “Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama”,
dalam Kacung Marijan dan Ma’mun Murod al-Brebesy, Abdurrahman Wahid Me-
ngurai Agama dan Negara (Jakarta: Grasindo, 1999), him. 87.
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tion state). Di abad modern ini, mau tidak mau Islam harus mau
berinteraksi dengan sederetan fenomena yang secara global meru-
pakan nation state.®

Perdebatan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional
tampaknya merupakan kewajaran, sebagai konsekuensi dari induk
hukum nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebagai
warisan Belanda dan Perancis dari sistem hukum kontinental, civil
law system, dengan ajaran individualism, liberalism and individual
rights yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum Indonesia.’
Pergumulan tersebut telah diupayakan solusinya sejak lahirnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 melalui asas konkordansi,
yang sesungguhnya sangat terkait dengan dinamika perkembangan
politik hukum nasional.® Dalam pergumulan politik nasional,
beberapa hukum nasional telah lahir sejak kemerdekaan, Orde
Lama, Orde Baru bahkan hingga era Reformasi dan masih menjadi
polemik. Hal ini, tampak misalnya dalam perjalanan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Daerah berbasis
Syariah, dan lain-lainnya.’

Fenomena yang demikian dapat dibenarkan, antara lain karena
politik hukum yang berpengaruh pada masa tersebut. Pernyataan di
atas dapat diterima karena sesuai dengan rumusan Garis-gariss Be-

6 Abdurrahman Wahid, Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama, him.
71.

7 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan llmu Hukum Pidana: Me-
nyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister,
2011).

8 Lihat M. Akil Mochtar, “Visi Pembangunan Sistem Hukum Indonesia”, aksespada 4
Pebruari 2013 dari http://www.akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/
Visi_Pembangunan_Sistem_Hukum_Indonesia_akill. pdf276 Al-Tahrir, Vol. 13, No.
2 November 2013, him. 273-296.

SSularno,”Syari’at Islam dan Upaya pembentukan Hukum Positif dilndonesia”, diak-
ses pada 05 Oktober 2012, dari http://journal.uii.ac.id/index.php/JH|/article/ view
File/245/240.
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sar Haluan Negara tahun 1999-2004 berganti Program Pembangun-
an Nasional selaras Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 18
yang menjelaskan materi undang-undang perlu dan hendaknya di-
rancang bangun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum ma-
syarakat.!® Atas perihal tersebut diperlukan antara lain suatu refor-
masi bermadzhab secara eklektis dengan memilih sumber-sumber
sesuai dengan perkembangan historis dan metodologi studi agama
—hukum Islam, seperti ljtihad, lima, Qiya’s, dan lainnya. Hal itu se-
suai sosio-kultur yang berkembang serta strategi tertentu sesuai
studi keislaman kontemporer (eklektisisme).

Sementara itu Hasyim Muzadi menyatakan hukum Islam dila-
rang menjadi Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syari’‘ah. Menu-
rutnya, syari’at Islam seharusnya ada dalam konteks civil society bu-
kan nation state karena hal tersebut dikhawatirkan memicu perpe-
cahan bangsa dan negara.!

Pemikiran Gus Dur tersebut tampaknya ingin menegaskan ke-
pada khalayak bahwa tugas utama Islam adalah mengembangkan
etika sosial (social ethics),*> yang memungkinkan bagi tercapainya
kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk ma-
syarakat yang bernama negara nasional maupun di luarnya. Kelahir-
an Forum Demokrasi (Fordem), menurut Gus Dur merupakan per-
wujudan dari rasa keprihatinan atas munculnya berbagai isu sekta-
rianisme dan primordialisme, yang gejalanya ditimbulkan akibat ku-
rangnya kebebasan dan tidak adanya nilai-nilai demokrasi yang me-
madai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.®

8 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik
danResolusi dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Alvabet, 2012), hlm. 291-
299.

° Ibid

10 Abdurrahman Wahid, “Sekali Lagi”, op. cit., him. 41.

Upid.

160



Rechtsstaat dan Konstitusionalisme

Berdasarkan pemikiran Gus Dur dan Hasyim Muzadi di atas,
ada masalah yang krusial. Contoh yang terjadi di Indonesia tentang
hubungan agama dan negara yang selalu diperdebatkan dalam kon-
teks Rechtsstaat dan Konstitusionalisme. Adanya rechtsstaat yang
berkaitan dengan korupsi, kekerasan, narkoba, penistaan agama,
dan lain-lain. Oleh karena itu, guna menghindari maraknya berbagai
kasus yang terjadi di Indonesia, diperlukan adanya konsep rechts-
staat atau negara hukum dan konstitualisme dalam pemikiran Gus
Dur dan Hasyim Muzadi, yang bisa diimplementasikan dalam hukum
Islam di Indonesia.

Gagasan tentang negara hukum tercantum di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
ditulis: UUD 1945), yang menjelaskan bahwa negara Indonesia ber-
dasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasa-
an belaka (machstaat). Oleh karena itu, negara tidak boleh melak-
sanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus ber-
dasarkan pada hukum. Selanjutnya dalam UUD 1945 tersebut
dinyatakan bahwa pemerintah berdasarkan atas sistem
konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat (absolutisme) kekuasaan
yang terbatas, karena kekuasaan eksekutif dan administrasi di
Indonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pada presiden.
Artinya bahwa administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi
oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pemikiran hukum Islam, penerapan prinsip-prinsip hu-
kum tata negara Islam hendaknya juga mengacu kepada kaidah-
kidah hukum Islam, yakni

1Ll baaen L NN

Pl

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemas-
lahatan.
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Kaidah tersebut didukung oleh kaidah "perbuatan yang menca-
kup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepenting-
an sendiri" (al-muta'addi afdhal min al-al-gashiri). Sehingga tujuan
majelis syura’ dalam hukum tata negara Islam hendaknya mengacu
kepada kaidah hukum "apa-apa yang tidak dapat diambil
seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya”.

& Ay Sy

Berdasarkan kaidah tersebut, setiap orang adalah pemimpin yang
memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tetapi hal itu hendaknya
bertujuan untuk kemaslahatan umum (maslahat al-‘ammah).*

Menurut pandangan Muhammad Tahir Azhari,'® terdapat lima
konsep rechtsstaat, yang memiliki muatan pokok sebagaimana beri-
kut ini. Pertama, negara hukum menurut al-Qur’an dan Sunnah. Az-
hari cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam. Malcolm H.
Kerr dan Madjid Khadduri juga menggunakan istilah nomokrasi dari
sudut Islam. Untuk membedakan konsep ini dengan konsep negara
sekuler atau negara hukum menurut konsep Barat, ia berpendapat
istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperhatikan kaitan
nomokrasi dengan hukum Islam.

Kedua, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang
dinamakan dengan rechtsstaat. Model negara hukum ini
diterapkan, misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis. Ketiga,

14 Mukhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyyah, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2000); Asjmuni Rahman, Kaidah-kaidah Fikih, (Qawa'id al-Fighiyyah), (Jakar-
ta: Bulan Bintang, 1976). Lihat pula dalam Kitab Tabshirat al-Ahkam, Juz 1, him.
106-108 yang dikutip oleh Abdul Karim Zaidan, Nizham al-Qadha’ fi al-Syariah al-
Islamiyah, (Bagdad: Matba'at al-'Ayni, 1983), him. 129.

15 A. Wahab Afif, Maslahat al-Ummah: Suatu Pendekatan Menuju Mayarakt Mus-
lim Moderat, Orasi Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa llmu Perbandingan
Madzhab & Bimbingan Masyarakat Islam, Bandung, 7 Agustus 2010, (Bandung:
Universitas Islam Negeri Bandung), him. 14.

16 Muhammad Tahir Azhary, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi
Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Hukum Madinah dan Ma-
sa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), him. 63.
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konsep Rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon,
antara lain Inggris dan Amerika Serikat. Ketiga, konsep yang disebut
socialist legality yang diterapkan antara lain Uni Soviet sebagai
negara komunis. Keempat, konsep negara hukum Pancasila.

Dilihat dari sejarah, negara hukum adalah suatu doktrin dalam
ilmu hukum yang muncul sejak zaman Yunani Kuno.'” Doktrin itu
berkembang pesat pada abad ke-19 di Eropa, bersamaan dengan
kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Secara sederhana pe-
ngertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara
yang berdasarkan atas hukum,'® negara termasuk di dalamnya
pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan
tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.®

17Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh
para filusuf besar Yunani Kuno, seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-
322 SM). Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato
dan Aristoteles, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga
yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, Politeia dan
Politicos, belum muncul istilah negara hukum. Namun dalam Nomoi, Plato
menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Plato
mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan
pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato ditulis dalam buku Politica.
Plato banyak mengemukakan penjelasan tentang konsep nomoi sebagai cikal-bakal
pemikiran tentang negara hukum. Menurut Plato, pada dasarnya ada dua macam
pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu pemerintahan yang dibentuk
melalui jalan hukum dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.
Lihat dalam Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban
yang Adil, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 36-37.

18 Gagasan tentang negara hukum vyang telah dikembangkan oleh Plato,
Aristoteles, John Lock, Montesquieu, dan lainnya, masih bersifat samar-samar, dan
tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul kembali secara
lebih eksplisit pada abad XIX, dengan munculnya konsep rechsstaat yang
dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh
pemikiran Immanuel Kant. Lihat: O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum bagi
Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di
Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), him. 21.

19 M. Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), him. 73-74.
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Masalah relasi agama dengan negara merupakan salah satu hal
yang penting dalam pemikiran Gus Dur. Oleh karena itu banyak
orang yang melakukan review terhadap pemikirannya. Secara garis
besar bisa dikatakan bahwa arus pemikiran Gus Dur mengenai relasi
agama dan negara dapat dikategorikan sebagai pemikiran yang “se-
kularistik”, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Menurut
Gus Dur, Islam tidak pernah menganjurkan pembentukan negara
Islam. Islam hanyalah sebagai jalan hidup (way of life) tidak memiliki
konsep yang jelas tentang negara.?® Baginya Islam adalah agama
yang penuh dengan kasih sayang, toleran, dan keadilan.

Sementara itu, menurut pemikiran K. H. Hasyim Muzadi, ada
hubungan antara agama dengan negara, sekali pun sebuah negara
berasaskan Islam atau berbentuk negara Islam, tidak secara otoma-
tis nilai-nilai Islam dapat dilaksnakan secara baik dalam sistem kene-
garaan. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa Pancasila lah sebagai
dasar negara Indonesia, dan Pancasila mampu sebagai pemersatu
bangsa yang plural, serta Pancasila adalah pilihan yang cerdas untuk
menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Walau tidak berdasarkan aga-
ma secara formal, menurut Hasyim, Indonesia bukanlah negara se-
kuler. Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa,
karena itu negara tidak hanya saja wajib memberikan perlindungan
(proteksi) tetapi juga mengatur hubungan umat beragama tanpa
melakukan intervensi terhadap ajaran teologis setiap agama. Ha-
syim mengatakan, bahwa perilaku hubungan antara agama dan ne-
gara tidak dapat terpisahkan. Menurut paham teokrasi, agama dan
negara dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dija-
lankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga segala tata kehi-
dupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan berdasarkan perin-
tah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, me-

20 Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Insti-
tute, 2006), him. 81.
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nurut paham teoraksi merupakan manifestasi dari perintah Tuhan
dalam kehidupan manusia.?

C. Posisi Gus Dur dan Hasyim Muzadi

1. Posisi Gus Dur

Kedudukan, pemikiran, dan aktivitas Gus Dur dan Hasyim Mu-
zadi tidak hanya dikenal di kalangan internal NU, tetapi juga sangat
dikenal di kalangan para ahli dan para sarjana Muslim. Demikian pu-
la gagasan kedua tokoh itu tentang Rechtsstaat dan Konstitusional-
isme mendapat perhatian yang khusus. Pandangan terhadap kedua
tokoh itu bervariasi, sebagaimana dapat dideskripsikan dalam urai-
an di bawabh ini.

Gus Dur dikenal sebagai pemikir yang liberal. Greg Barton, mi-
salnya, menilai Gus Dur sebagai salah seorang pemikir Islam liberal
di Indonesia, meskipun ia tidak pernah secara formal mengenyam
pendidikan tinggi sekuler, seperti Nurchilosh Madjid. Sedangkan
Badrun Alaina, yang agaknya telah mengundang banyak “penen-
tang” bahan “cacian” terhadap pribadi Gus Dur, di samping tentu
juga para pengagumnya. Mereka yang mengaguminya menyebut
tokoh ini sebagai seorang auliya “wali”, sehingga mereka menilai
gagasan-gagasan dan sikap-sikapnya yang “aneh” itu sebagai suatu
keniscayaan.

Hanafi kepada Gus Dur ketika menjabat presiden ke-4 RI. Tentu
yvang dimaksud Hassan Hanafi tersebut adalah NU. Demikian pan-
dangan As’ad Said Ali, Wakil Ketua Umum PBNU. Di tengah gencar-
nya usaha atau minimal suara agar Indonesia menjadi negara Islam,
yang besar kemungkinan akan sedikit memanaskan situasi, apa
yang dipaparkan NU, dalam hal ini As’ad Said Ali, Wakil Ketua

21 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES,
1988), him. 54
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Umum PBNU, itu benar-benar bagai siraman air yang menyejukkan.
Kondisi umat Indonesia yang beragamanya adalah majemuk. Ada
yang menganut Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Lalu, kalau
dasar negara Indonesia adalah Islam, misalnya, apakah para
penganut agama yang lain setuju. Tentu mementingkan entitas ego
suku, agama, dan seterusnya akan lebih dominan daripada ikatan
kebangsaan. ltulah sebabnya, pilihan politik bangsa Indonesia
dilandasi oleh dasar negara Pancasila, dan bukan agama. Ini adalah
pilihan yang paling adil bagi semua penganut agama.

Dalam soal Ahmadiyah, pendirian Gus Dur sebagai tokoh NU
jelas dan tuntas. “Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan
gerakan Ahmadiyah”. Pernyataan itu dilontarkan ketika kelompok
pengikut Mirza Ghulam ini diserang oleh Front Pembela Islam (FPI)
dan muncul desakan agar Ahmadiyah dibubarkan. Gus Dur mena-
warkan kepada kelompok Ahmadiyah berlindung di Ciganjur, ling-
kungan kediamannya jika pemerintah dianggap tak lagi bisa melin-
dungi mereka. Di hadapan ratusan anggota Anshor, Gus Dur berpe-
san untuk melindungi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

2. Posisi Hasyim Muzadi
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, secara garis besar ada

tiga pola pemahaman dan pemikiran Islam di Indonesia, adalah:

1. Tekstual, pemahaman ‘murni’. Agama dipahami dan
dikerjakan sesuai bunyi teks secara lafdhiyah/harfiah. Paham
ini sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang
berbeda.

2. Moderat, model ini mengakomodasi perkembangan keadaan
tanpa menggeser prinsip dan migotnya. Kita tetap mendirikan
salat lima waktu, tapi sisi lain tidak mengobrak-abrik agama
lain. Model inilah yang dipakai oleh para ulama kita zaman da-
hulu ketika mengislamkan Nusantara dan mengislamkan orang
kafir. Mereka memakai prinsip mu’tadilin, tegak lurus tapi tidak
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ekstrim. Kita menyebutnya hanifiyatus samhah, yaitu tanpa
merendahkan agama lain, Islam mampu diterima dengan baik.

3. Liberal, orang Islam yang dalam menjalankan agama disesuai-
kan dengan keadaan. Model tekstual, tidak kompromi, mode-
rat, ada kompromi tapi tetap menekankan pada aspek aga-
manya, liberal, dan menekankan pada aspek keadaannya, yaitu
agama yang mengikuti keadaan.

Pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, gencar mela-
kukan agenda yang terkait dengan pentingnya membangun sema-
ngat pluralitas. Diselenggarakannya pertemuan Ulama’ Sunni-Syiah
seluruh  dunia vyang diprakarsainya. Pertemuan-pertemuan
semacam itu seakan menjadi titik terang usaha beliau dalam
menata Islam Indonesia menuju Islam Global yang lebih baik
sebagai aktualisasi rahmatan lil ‘alamiin.

Calon wakil presiden, Hasyim non aktif dari jabatannya sebagai
Ketua Umum PBNU. Hasyim Muzadi saat memberikan sambutan
penetapan duet Megawati-Muzadi menyampaikan tujuh poin
penting yang ditandai dengan pernyataan secara terbuka
kesediaannya menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati
Soekarno Putri. Beberapa pertanyaan Muzadi terhadap Megawati
tersebut misalnya, apakah jabatan wapres hanya sekedar
menghadiri seremoni, menggunting pita, atau bentuk acara resmi
lainnya? Pertanyaan lain apa manfaat bagi NU, bangsa, dan negara.
Setelah mendapatkan jawaban pasti dengan nada yang agak tinggi
Muzadi selanjutnya berbicara, ”saya nyatakan siap untuk
mendampingi lbu Megawati sebagai wakil presiden dalam pemilu
presiden mendatang”.

Mantan ketua PBNU menolak keberadaan Ahmadiyah bahkan
meminta pemerintah untuk melakukan pelarangan dengan arif dan
bijaksana. Hasyim Muzadi tidak mempermasalahkan eksistensi FPI,
tetapi beliau menyarankan agar demonstrasi yang dilakukan FPI
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tanpa unsur kekerasan. Demo itu hak demokrasi, tapi tidak ada hak
untuk melakukan kekerasan. Hasyim minta FPI meningkatkan
kualitas perjuangannya pada hari Ahad 12 Oktober 2014 di Jakarta.
Hasyim tidak setuju FPI dibubarkan sebab organisasi serupa bisa
muncul berganti nama. Menurut Hasyim polisi sebaiknya
menangkap anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindak
kriminal atau melanggar hukum.

D. Kontribusi Gus Dur dan Hasyim Muzadi

1. Kontribusi Gus Dur

Gus Dur berpendapat bahwa dalam Islam, negara itu adalah
hukum (al-hukm) dan sama sekali tak memiliki bentuk negara.?
Yang penting di dalam Islam, menurut Gus Dur adalah etik kema-
syarakatan dan komunitas. Alasannya, Islam tidak mengenal konsep
pemerintahan yang definitif. Bahkan dalam persoalan yang paling
pokok, yakni suksesi kekuasaan, menurut Gus Dur ternyata Islam
tidak konsisten. Terkadang memakai istiskhlaf, bai’at atau ahl al-
hall wa al-’agd. Padahal persoalan suksesi adalah masalah yang
cukup urgen dalam masalah kenegaraan. la memberikan catatan
jika memang Islam mempunyai konsep tentu tidak terjadi demikian.
Bagi Gus Dur, Islam memang sengaja tidak mengatur konsep
kenegaraan agar ia bisa diterima oleh semua entitas budaya.
Menurut Gus Dur, yang ada hanyalah komunitas agama (kuntum
khayr ummatin ukhrijat li al-nas). Jadi, khayra ummatin bukan
khaira daulatin atau khayra jumhuriyatin apalagi khayra
mamlakatin. Di abad modern ini mau tidak mau Islam harus mau

43 Abu al-Hasan Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967),
him. 3.

44 M. Masyhur Amin, NU dan ljtihad Politik Kenegaraannya, (Yogyakarta: al-Amin
Press, 1996), him. 94-120.

45 Lihat Ali Masykur Musa, Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur, (Jakarta: Erlangga,
2010), him. 94.
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berinteraksi dengan sederetan fenomena yang secara global
merupakan nation state.”® Tidak mudah bagi kaum muslimin untuk
mencernakan keharusan historis dalam berinteraksi dengan
fenomena global itu.

Pemikiran Gus Dur tersebut, tampaknya ingin menegaskan ke-
pada khalayak bahwa tugas utama Islam adalah mengembangkan
etika sosial (social ethics)** yang memungkinkan bagi tercapainya
kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk ma-
syarakat yang bernama negara nasional maupun di luarnya. Selain
itu, fungsionalisasi etika sosial dapat saja berbentuk pengundangan
melalui hukum positif, maupun sekedar melalui penyadaran masya-
rakat tentang pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam kehi-
dupan nyata. Dengan demikian, baik pandangan Gus Dur lebih me-
nekankan agar nilai-nilai Islam dapat difungsikan sepenuhnya ke da-
lam sebuah masyarakat bangsa terlepas dari bentuk negara yang
digunakan.

Menurut Gus Dur, ajaran yang dengan sempurna menampilkan
universalisme Islam? adalah 5 (lima) jaminan dasar yang diberikan
Islam kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun
sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar tersebut, menurut pan-
dangan Gus Dur telah tersebar dalam literatur hukum agama (al-
kutdab al-fighiyah) lama, yang terdiri dari: (a) keselamatan fisik war-
ga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; (b)
keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan
untuk berpindah agama; (c) keselamatan keluarga dan keturunan;

44 M. Masyhur Amin, NU dan ljtihad Politik Kenegaraannya, (Yogyakarta: al-Amin
Press, 1996), him. 94-120.

45 Lihat Ali Masykur Musa, Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur, (Jakarta: Erlangga,
2010), him. 94.

46 Abdurrahman Wahid, “Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama”,
dalam AULA, Edisi Mei 1985, him. 71.
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(d) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hu-
kum; dan (e) keselamatan profesi.?®

Adapun aspek-aspek itu meliputi bidang-bidang ilmiah yang
bersifat kultural dan nonkultural, karenanya pendekatan yang digu-
nakan lalu bersifat empiris, di samping pendekatan yang lazim dipa-
kai dalam studi klasik.?’

Peneliti mengambil intisari dari pemikiran ulama NU, bahwa
dalam hubungan agama dan negara, peran Islam bukan hanya se-
batas suplementer (tambahan), melainkan pula bersifat komple-
menter (penyempurna), yakni dengan ikut serta menentukan arah
ideal pembangunan NKRI berdasarkan Pancasila dan akidah Islam.

Muhammad A. S. Hikam mengatakan bahwa Gus Dur adalah
sosok yang sangat kompleks sehingga melakukan kajian atas
wawasan intelektualnya merupakan kegiatan vyang tidak
sederhana,® sangat berliku-liku, sehingga membutuhkan
kecermatan yang sangat hati-hati. Setidaknya ada tiga kata kunci
atau cara untuk memahami pemikirannya, yaitu liberalisme,
demokrasi, dan universalisme. Berbicara tentang kesempurnaan
Islam, seperti ditegaskan dalam Q. S. al-Maidah (5): 3 yang artinya;
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai
Islam menjadi agama bagimu”.

Abdurrahman Wahid, “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Is-
lam”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam
Sejarah, (Jakarta: Paramadina), him. 545-552.

48 1. Nurol Aen, Pemikiran tentang Nilai Kebenaran ljtihad dan Perspektif Aplikasi-
nya dalam Kehidupan Abad 21. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam limu
Ushul Figh Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Sabtu, 21 Septem-
ber 2002, Departemen Agama RI IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002, him. 3.
49 Muhammad A. S. Hikam, “Gus Dur, Pembaharu dan Cendikiawan Kelana: Sebuah
Pengantar” dalam A.S. Laksana (ed.), NU Pasca Gus Dur, (Jakarta: Fatma Press,
1977), him. 3.
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2. Kontribusi Hasyim Muzadi

Sementara pemikiran Hasyim Muzadi berkontribusi bahwa,
Islam tidak pernah memaksakan menjadi dasar negara, sikap mode-
rat dan inklusif Islam tercermin dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Umat Islam di Indonesia sekalipun mayoritas namun, ti-
dak pernah memaksakan Islam sebagai dasar formal negara Indo-
nesia. Hasyim ingin menyatukan antara kaum nasionalis dan agama.
Maka, titik temu ini yang harus kita pertahankan, titik temu dari se-
mua ajaran agama yang melarang akan korupsi harus
dipertahankan sebaik-baiknya sehingga di dalam kebhinekaan
bernegara menjadi nyata dalam pemikiran kita bersama.

Implikasi pemikiran politik Gus Dur di atas tidak dapat dipan-
dang lahir begitu saja. Hal itu mesti memiliki latar belakang dan da-
sar-dasar pijakan yang menjadi kekuatan idenya. Dilihat dari sejarah
hidupnya, Gus Dur mempunyai tradisi pemikiran Islam klasik yang
kuat tetapi sekaligus diimbangi dengan wawasan modern. Bacaan-
nya atas karya Lanin dan Marx serta pergulatannya dalam wacana
politik nasional telah membentuknya sebagai sosok Islam modernis.
Teori kredo dan teori kedaulatan Tuhan ini adalah manusia hendak-
nya selalu tunduk dan patuh kepada ajaran Tuhan dalam pengertian
yang amat luas (kaffah atau totaliter).

Implikasi sikap Hasyim Muzadi terhadap adanya hubungan aga-
ma dengan negara terwujud dalam istilah rahmatan lil ‘alamin yang
diterjemahkan ke dalam sikap tawassuth, tawazun, tasamuh, dan
i’tidal dalam perspektif empiris dengan tema adalah “Membantu
Mengatasi Krisis dan Menjaga Keutuhan NKRI”.?° Peran yang dilihat
oleh antropolog Clifford Geertz ini, menggambarkan posisi kiai yang
tidak terbatas pada pengajar agama, tetapi juga penyaring budaya
(dari luar), plus komunikator budaya, yang berfungsi sebagai pen-
damping atas beberapa persoalan kultural masyarakat, semisal kon-

>0 Hasil wawancara dengan Hasyim Muzadi.
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sultasi nikah, perdagangan, waris, dan sebagainya. Hal ini yang
membuahkan kharisma, sehingga masukan dan ajaran kiai, diterima
masyarakat, sebagai representasi dari “jawaban Tuhan”.*° Hasyim
Muzadi mengatakan bahwa hakikat semua ajaran agama mengajar-
kan perdamaian, kesejahteraan, kelemahlembutan dan toleransi.

Gus Dur

Rechtsstaat dan konstitusionalisme dalam konteks hubungan aga-
ma dan negara dalam hukum Islam di Indonesia. Paradigma sekula-
risasi agama dan negara merupakan dua entitas yang bebas dan
satu sama lain memiliki wilayah garapan masing-masing sehingga
keberadaanya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain
melakukan interpensi

Posisi Agama dan Negara di Indonesia dalam pandangan kalangan

Sarjana Muslim

Posisi sebagai sebagai :

a. Pemikirmuslim subtan-sialis Gus Dur menjunjung tinggi
demokrasi dan pri-bumisasi Islam;

b. Agamawan humanis,

c. Nasionalis,
demokratis.

Kontribusi dan Implikasi terhadap Masa Depan Perkembangan

Agama dan Negara dalam Hukum Islam di Indonesia:

a. Mampu menghadirkan keislaman yang sesuai dengan konteks
Indonesia;

30 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, (USA: Basic Books, 1973), him.
142-150.
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b. Setidaknya ada tiga kata kunci yaitu: Liberalisme, demokrasi,
dan universalisme.

Sementara implikasinya, hendak mengembangkan etika sosial yang

memungkinkan tercapainya tujuan penyejahteraan kehidupan umat

manusia dan penyadaran masyarakat.

Hasyim Muzadi

Rechtsstaat dan konstitusionalisme dalam konteks hubungan aga-
ma dan negara dalam hukum Islam di Indonesia.

Paham teokrasi bahwa agama dan negara sebagai dua hal yang ti-
dak dapat dipisahkan.

Contoh issu-issu “krusial” menolak keberadaan Ahmadiyah sedang-
kan FPI tidak dipermasalahkan

Posisi Agama dan Negara di Indonesia dalam pandangan kalangan
Sarjana Muslim
Posisi sebagai berikut :
a. Sosok kiai yang kharismatik,
b. Tokoh pemimpin agama yang humanis,
c. Nasionalis, Pluralis.
Posisi sebagai berikut:
a. Sosok kiai yang kharismatik,
b. Tokoh pemimpin agama yang humanis,
c. Nasionalis, Pluralis.

Kontribusi dan Implikasi terhadap Masa Depan Perkembangan
Agama dan Negara dalam Hukum Islam di Indonesia: (a) Umat Islam
di Indonesia sekalipun mayoritas namun, tidak pernah memaksakan
Islam sebagai dasar formal negara Indonesia. (b) Islam lebih meng-
hendaki suatu aksi yang mampu menyejahterakan masyarakat luas
tanpa sekat-sekat agama, suku, ras. Sementara implikasinya mem-
berikan penekanan mempertegas Khittah NU 1926 dan mem-berda-
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yakan civil society, sebagai konsekuensi sikap rahmatan lil' alamin
dalam sikap tawassuth,tawazun, tasamuh dan i'tidal.

E. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, peneliti dapat
menyimpulkan sebagai berikut ini. Pertama, Rechtsstaat dan kon-
stitusionalisme menurut pemikiran Gus Dur dan Hasyim Muzadi
dalam konteks hubungan agama dan negara dalam hukum Islam
sebagai berikut ini. Gus Dur menggunakan paradigma sekularisasi
agama dan negara merupakan dua entitas yang bebas dan satu sa-
ma lain. Memiliki wilayah garapan masing-masing sehingga keber-
adaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melaku-
kan intervensi. Bukan cara-cara kekerasan dan intimidasi. Maka,
negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan
belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum. Dengan demikian,
lebih tepat apabila dikatakan bahwa konsep negara hukum Indone-
sia yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan campuran antara
konsep negara hukum tradisi Eropa Kontinental yang terkenal de-
ngan rechtsstaat dengan tradisi hukum Anglo Saxon yang terkenal
dengan the rule of law.

Sementara pandangan Hasyim Muzadi mengenai hubungan
agama dan negara, bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indone-
sia, dan mampu sebagai idiologi pemersatu bangsa yang plural, ser-
ta pilihan yang cerdas untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
Walau tidak berdasarkan agama secara formal menurut Hasyim,
Indonesia bukanlah negara sekuler. Indonesia adalah negara yang
berketuhanan Yang Maha Esa, karena itu negara tidak hanya saja
wajib memberikan perlindungan (proteksi) tetapi juga mengatur hu-
bungan umat beragama tanpa melakukan intervensi terhadap ajar-
an teologis setiap agama. Islam tidak pernah memaksakan menjadi
dasar negara, sikap moderat dan inklusif, Islam tercermin dalam ke-
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hidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan konsep Islam rah-
matan lil ‘alamin yang paling awal dilakukan menurut Hasyim Mu-
zadi, adalah melalui amar ma’ruf dan nahi munkar. Hasyim menga-
takan, bahwa perilaku hubungan antara agama dan negara tidak
dapat terpisahkan.

Kedua, Posisi pemikiran Gus Dur dan Hasyim Muzadi di kalang-
an Sarjana Muslim dalam kaitannya dengan hukum lIslam vyaitu
sebagaimana berikut ini. Jika dibandingkan dengan beberapa
pemikir muslim lainnya, Gus Dur dapat diposisikan sebagai pemikir,
muslim subtansialis, dan agamawan humanis, nasionalis, dan
demokratis.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan: (a) pemikiran
Gus Dur menjunjung tinggi demokrasi dan pribumisasi Islam; (b)
pemikiran Gus Dur bersifat moderat dan berpengaruh terhadap
adanya hubungan agama dan negara yang lebih maju di Indonesia;
(c) membela HAM dan membela kaum minoritas. Sedangkan posisi
Hasyim sebagai sosok kiai yang kharismatik, tokoh NU pemimpin
agama vyang humanis, nasionalis, dan pluralis. Alasannya (a)
pemikiran Hasyim Muzadi menjadikan Islam dalam bingkai
rahmatan lil ‘alamin; (b) Islam mengatur konflik global; (c)
mewujudkan masyarakat madani (civil society).

Ketiga, Gus Dur dan Hasyim Muzadi terbukti memberikan kon-
tribusi bagi masa depan hubungan agama dan negara dalam hukum
Islam di Indonesia. Beberapa alasan yang ingin ditampilkan peneliti:
(a) Pemikiran Gus Dur telah mampu menghadirkan keislaman yang
sesuai dengan konteks Indonesia, yaitu model keislaman yang
mampu memberikan respon secara adil dalam bidang hukum,
politik, dan budaya Islam di Indonesia; (b) Setidaknya ada tiga kata
kunci atau cara untuk memahami pemikiran Gus Dur vyaitu:
liberalisme, demokrasi, dan universalisme. Maka, pembelaan
terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius. Sementara
kontribusi Hasyim Muzadi dalam hubungan agama dan negara
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adalah: (a) Pemikiran Hasyim Muzadi bahwa umat Islam di
Indonesia sekalipun mayoritas namun tidak pernah memaksakan
Islam sebagai dasar formal negara Indonesia. (b) Islam lebih
menghendaki suatu aksi yang mampu menyejahterahkan
masyarakat luas tanpa sekat-sekat agama, suku, ras, sebagai
realisasi dari rahmatan lil ‘alamin.

Sementara pemikiran Gus Dur dan Hasyim Muzadi terbukti
berimplikasi terhadap masa depan hubungan agama dan negara
dalam hukum Islam di Indonesia sebagai berikut: Pandangan Gus
Dur, bahwa Islam tidak mengatur tentang sistem negara tapi hanya
mengutamakan politik sebagai moralitas dan bukan politik sebagai
institusi”. Dasar pemikirannya hendak mengembangkan etika sosial
yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan penyejahteraan ke-
hidupan umat manusia, melalui penyadaran masyarakat akan pen-
tingnya pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Sedang-
kan Hasyim Muzadi memberikan penekanan mempertegas Khittah
NU 1926 dan memberdayakan civil society, sebagai konsekuensi si-
kap rahmatan lil ‘alamin yang diterjemahkan ke dalam sikap tawas-
suth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh.

Berkenaan dengan uraian di atas ada dua catatan penting. Per-
tama, perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut secara men-
dalam untuk mengembangkan pemikiran Rechtsstaat atau negara
hukum dan konstitusionalisme dalam hukum Islam di Indonesia,
melalui studi perbandingan kedua tokoh (Gus Dur dan Hasyim Mu-
zadi) dengan pemikir tokoh-tokoh muslim lainnya secara kompre-
hensif.

Kedua, hubungan antara negara dengan Islam selalu menjadi
topik sentral yang menarik, oleh karenanya baik secara kajian politik
maupun penegakan hukum atau rule of law perlu diberikan penje-
lasan dan ketegasan secara mendalam serta dibutuhkan untuk me-
ngatur keseimbangan antara pelaksanaan atau pemenuhan hak dan
kewajiban dalam menyelesaikan problematika hukum di Indonesia
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untuk terwujudnya masa depan bangsa, agama, negara yang terbu-
ka, toleran, demokratis, jujur, adil, dan bermartabat, dalam wadah
NKRI yang plural, majemuk dan heterogen, dengan menjaga kebhi-
nekaan.

Ketiga, diperlukan hubungan yang humanis antara agama dan
negara yang selalu menjadi perdebatan menarik, dalam kajian nega-
ra hukum dan konstitusionalisme. Berkenaan dengan hal itu,
masyarakat perlu diberikan pencerahan pemikiran secara
komprehensif dan berimbang baik segi metodologi maupun
pengungkapan fakta.
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TRANSFORMASI HUKUM ISLAM
KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Cik Hasan Bisri?

A. Pendahuluan

Ada tiga gagasan utama yang digunakan dalam pembahasan
tentang transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.
Ketiga gagasan itu, dewasa ini, merupakan bagian dari gejala kehi-
dupan di berbagai negara dan kawasan. la berada dalam tataran
perubahan hukum dalam berbagai satuan masyarakat bangsa, dari
hukum tak tertulis (lex nonscripta) menjadi hukum tertulis (lex scrip-
ta); dari hukum yang bersifat spesial menjadi hukum yang bersifat
umum. Bahkan, secara umum, ia merupakan bagian dari perubahan
peradaban, dari tradisi kecil atau kebudayaan redah yang bersifat
oral dan verbal menjadi tradisi besar atau kebudayaan tinggi yang
diwacanakan dan didokumentasikan.

Gagasan pertama, hukum Islam merupakan serangkaian perin-
tah dan larangan Allah dan Rasulullah-Nya bagi penataan kehidupan
umat manusia. la bersifat semesta, tanpa terikat oleh struktur sosial
meski pun mempertimbangkan sistem sosial yang berlaku. Namun
ketika hukum itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat manusia,

1 Tulisan ini berasal dari bahan ceramah dalam “Pelatihan Metodologi Pengem-
bangan Pemikiran Hukum Islam”, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 31 Agustus 2001 di Bandung. Bahan pustaka yang
berkembang saat itu dijdikan rujukan utama. Sementara itu, informasi mutakhir di-
tambahkan dalam catatan kaki dan diagram untuk menyesuaikan diri dengan kon-
teks dan perkembangan dewasa ini.
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dalam hal ini umat Islam, ia berada dalam struktur sosial dan pola
kebudayaan, sebagaimana tampak dalam hukum Islam gugus: syari-
‘ah, ilmu, figh, fatwa, ganun, idarah, gadha, amal, dan adat.

Gagasan kedua transformasi hukum Islam ke dalam satuan ma-
syarakat bangsa yang diikat oleh organisasi negara. Hal itu dilakukan
atas dasar keputusan politik, atau politik hukum, dari penyelenggara
negara melalui proses legislasi dalam bentuk peraturan perundang-
undangan (takhrij al-ahkam ‘ala al-nash al-ganin) dan perangkat in-
frastruktur yang menjalankan produk legislasi tersebut. Dalam ke-
nyataannya, hal itu terjadi di negara-negara Islam (/slamic states)
dan negeri-negeri Muslim (Muslim countries). Dari berbagai tulisan
sebagaimana dikemukakan al-Siba‘i (1966), Tahir Mahmood (1972
dan 1987), Muhammad Siraj (1993), dan Sudirman Tebba (1993),
menunjukkan terjadi transformasi hukum Islam, khususnya kaidah
hukum pribadi dan keluarga, ke dalam berbagai peraturan perun-
dang-undangan (al-ganiin), baik pada jenjang undang-undang mau-
pun pada jenjang yang lebih rendah. Bahkan di negara yang mayori-
tas penduduknya nonmuslim, misalnya di Pilipina dan Thailand ter-
jadi transformasi hukum Islam ke dalam ganun (Lihat: Anonimus,
1983; Surin Pitsuan, 1989).

Gagasan ketiga, sistem hukum nasional sebagai bagian dari sis-
tem masyarakat bangsa (Cf. Friedman, 1984).2 Dalam sistem hukum
itu di antaranya mencakup nilai fundamental yang telah disepakati
sebagai rujukan utama; bahan baku dalam pembentukan dan pe-
ngembangan hukum; arah pengembangan hukum yang hendak di-
capai; berbagai bidang kehidupan yang memerlukan pengaturan,

2 Menurut Friedman (1984: 5) unsur-unsur sistem hukum terdiri atas struktur hu-
kum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (/egal
culture). Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk
badan peradilan. Substansi hukum ialah norma, peraturan, dan undang-undang. Se-
dangkan budaya hukum merupakan pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan harapan dari sistem hukum yang
berlaku.
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hierarki peraturan yang menjadi otoritas penyelenggara negara;
aparatur hukum; proses politik melalui suprastruktur dan infrastruk-
tur politik; pluralitas dan perkembangan masyarakat bangsa (inter-
nal); dan perkembangan masyarakat dunia yang ditunjang oleh pro-
duk teknologi (eksternal). Berbagai hal itu merupakan komponen-
komponen dalam sistem hukum nasional, sebagai suatu kesatuan
yang terintegrasi.

Tulisan ini lebih difokuskan pada pembahasan sekitar transfor-
masi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Da-
lam konteks ini hukum Islam dapat disebut sebagai salah satu tatan-
an hukum sebagaimana tampak dalam politik hukum nasional, yakni
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/
1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Butir kedua
dalam Arah Kebijakan Hukum dinyatakan: “Menata sistem hukum
nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui
perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang
diskriminatif, termasuk ketidakadilan jender dan ketidaksesuaian-
nya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”. Meski-
pun politik hukum itu tidak secara eksplisit menunjuk kepada hu-
kum Islam, namun secara implisit diakui bahwa di Indonesia terdiri
atas berbagai tatanan hukum, di antaranya tatanan hukum Islam
(Lihat: Harahap, 1993: 17; Busthanul Arifin, 1994: 9). Hukum Islam
berpeluang untuk ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasio-
nal. Dalam keadaan yang demikian, materi hukum dalam tatanan
hukum Islam memiliki peluang menjadi salah satu bahan baku da-
lam proses pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasio-
nal. la memiliki nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis seba-
gaimana dinyatakan dalam politik hukum tersebut.

Proses transformasi tersebut meniscayakan terjadi interaksi an-
tar berbagai tatanan hukum. Tatanan hukum dimaksud adalah tata-
nan hukum Barat, terutama hukum Eropa Kontinental, atau civil law
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system, dan berbagai tatanan hukum lokal yang dikenal sebagai hu-
kum adat. Tatanan hukum Barat tumbuh dan berkembang berkena-
an dengan penjajahan Belanda di Indonesia, yang memakan waktu
amat panjang. Sedangkan tatanan hukum adat tumbuh dan berkem-
bang dalam berbagai satuan masyarakat etnis (suku bangsa) yang
tersebar di berbagai kepulauan Nusantara.?

B. Hukum Islam dan Pluralitas Masyarakat

Sebagaimana dimaklumi, ketika kehidupan manusia terbentuk
dalam satuan masyarakat yang diikat oleh organisasi negara bangsa
(nation state), di kalangan umat Islam, juga di kalangan umat bera-
gama lainnya, terdapat dua tipe masyarakat yang memiliki titik sing-
gung, yakni masyarakat bangsa dan umat Islam (masyarakat Islam).
Hal itu terjadi sebagai akibat perubahan gagasan negara, setelah
berakhirnya masa penjajahan bangsa-bangsa non-Eropa oleh bang-
sa-bangsa Eropa. Dari imperium menjadi negara nasional yang men-
cerminkan sebagai negara modern. Umat Islam yang berposisi seba-
gai minoritas, ia menjadi bagian dari masyarakat bangsa. Sedangkan
umat Islam yang berposisi sebagai mayoritas, seperti di Indonesia, ia
meliputi hampir, bahkan, seluruh masyarakat bangsa tersebut.

Dewasa ini umat Islam yang tersebar dalam masyarakat bang-
sa, terutama di Asia dan Afrika, dapat dipilah dalam sembilan ka-
wasan: (1) Asia Tenggara: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Philipina, Singapura, dan Thailand (Selatan); (2) Asia Selatan: Bangla-
desh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Srilangka; (3)
Asia Tengah: Azerbaijan, Chechnia, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-

3 Menurut Zulyani Hidayah (1996) terdapat 693 suku bangsa yang tersebar di selu-
ruh wilayah Nusantara. Sementara itu, berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun
2010 di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa (https://id.wikipedia.org/wiki/ Su-
ku bangsa di Indonesia). Berkenaan dengan hal itu, pemilahan 19 lingkungan per-
sekutuan hukum adat yang dilakukan oleh van Vollenhoven (1925), perlu dikaji-
ulang secara kritis terutama dalam pengkajian hukum adat di Indonesia.
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Balkania, Kazakstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekis-
tan; di samping itu, masuk dalam kawasan ini Afghanistan and Turki;
(4) Timur Tengah: Bahrain, Irak, Iran, Jordania, Kuwait, Libanon,
Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Uni Emirat Arab, dan Yaman; (5).
Afrika Barat: Chad, Gambia, Guinea, Kamerun, Mali, Mauritania, Ni-
geria, Niger Selatan, Senegal, dan Sierra Leone; (6) Afrika Utara: Al-
jazair, Mesir, Libya, Maroko, dan Tunisia; (7) Tanduk Afrika: Chad Ti-
mur, Djibouti, Eriteria, Ethiopia, Somalia, dan Sudan; (8) Afrika Te-
ngah dan Timur: Burundi, Kenya, Ruwanda, Tanzania, dan Uganda;
dan (9) Afrika Selatan: Malawi dan Afrika Selatan (Lihat: Centre of Is-
lamic and Middle Eastern Law (CIMEL), at the School of Oriental and
African Studies of University of London, http//www.soas.ac.uk/cen-
tres/islamiclaw/html).

Namun demikian, terdapat unsur lain yang dapat membedakan
kedua tipe masyarakat di atas, yakni nilai dasar yang dijadikan ru-
jukan utama dalam kehidupan bernegara. Hal itu terjadi karena ber-
kembang berbagai ideologi yang dianut oleh masyarakat bangsa itu.
Ideologi tersebut mencakup dimensi realitas, yang berakar dalam
masyarakat; dimensi idealisme, yang ingin dicapai dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
dimensi fleksibilitas, yang dapat dikembangkan secara terbuka atau
demokratis (Lihat: Alfian, 1996: 192). Di Indonesia, misalnya, nilai
dasar yang dijadikan rujukan adalah Pancasila, sehingga terjadi mu-
tual simbiosis antara bangsa dengan umat, yang diperankan oleh eli-
te penguasa (the ruling elite) dengan pemimpin Islam (“ulama be-
bas”, pemimpin organisasi kemasyarakatan, pejabat agama, dan
cendekiawan Muslim) sebagai elite penentu (the strategic elite), se-
bagaimana tercermin dalam hubungan antara umara dengan ulama.
Hal itu terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, sejak Is-
lam menjadi kekuatan politik pada masa kesultanan Islam. Semen-
tara itu, di Brunei Darussalam, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, dan Ma-
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roko yang menjadi nilai fundamental adalah ajaran Islam, meskipun
dengan corak aliran pemikiran hukum yang beragam.

Dalam negara bangsa itu, pengembangan unsur-unsur masya-
rakat diorganisasikan melalui badan penyelenggara negara. la me-
miliki daya ikat, daya kontrol, dan daya gerak yang sangat kuat ter-
hadap warga negara dan siapa pun yang berada dalam bagian wila-
yah negara itu. Oleh karena itu, hubungan antar bangsa (interna-
sional) lebih mengutamakan kepentingan masing-masing masyara-
kat bangsa ketimbang kepentingan umat seagama. Hal itu tampak
dalam peristiwa Perang Teluk di kawasan Timur Tengah antara Irak
di satu pihak dengan Ku-wait dan Saudi Arabia, didukung oleh
Amerika Serikat, di pihak lain. Demikian pula dalam peristiwa perang
Irak melawan Iran, meskipun kedua bangsa itu mayoritas penganut
madzhab Syi‘ah. Hal itu menunjukkan bahwa kohesivitas internal
masyarakat bangsa lebih tinggi ketimbang kohesivitas umat Islam
antar bangsa. Hubungan antarumat Islam dalam satuan masyarakat
bangsa merujuk kepada kepentingan masyarakat bangsa masing-
masing. Hubungan antar masyarakat Islam secara internasional (an-
tarmasyarakat bangsa), atau Dunia Islam, didasarkan kepada solida-
ritas sesama umat seagama. Kohesivitas, apalagi daya ikat, sebagai
satu kesatuan masyarakat, sangat longgar.

Berkenaan dengan pengembangan satuan masyarakat bangsa,
dewasa ini, umat Islam merupakan bagian dari empat tipe satuan
masyarakat bangsa dalam ikatan organisasi negara modern. Perta-
ma, dalam masyarakat bangsa yang secara resmi menyatakan diri
sebagai negara Islam, misalnya Brunei Darussalam, Pakistan, Arab
Saudi, Iran, dan Maroko (Muslim Sovereign State). Brunei Darussa-
lam, merupakan suatu kerajaan kecil namun kaya dengan sumber-
daya alam (minyak bumi). Sedangkan hukum Islam yang dijadikan
rujukan adalah madzhab Syafi‘i, dengan tolerasi terhadap madzhab
sunni lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hambali) dengan restu Sultan. Pa-
kistan, merupakan suatu negara republik federal model Eropa Barat,

186



Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistems Hukum Nasional

dengan menempatkan Qur'an dan Sunnah sebagai sumber penata-
an kehidupan bernegara. Sedangkan hukum Islam yang dijadikan ru-
jukan adalah madzhab Hanafi. Saudi Arabia, merupakan suatu kera-
jaan (al-mamlakah) yang didominasi oleh keluarga Sa‘ud, dengan
menempatkan Qur’an dan Sunnah sebagai konstitusi. Sedangkan
hukum Islam yang dijadikan rujukan adalah madzhab Hambali, de-
ngan toleransi terhadap madzhab lain dalam hukum keluarga (al-
ahwal al-syakhshiyah). Iran, merupakan suatu negara republik de-
ngan menempatkan Qur’an dan Sunnah sebagai sumber dalam pe-
nataan kehidupan bernegara. Sedangkan hukum Islam yang dijadi-
kan rujukan adalah madzhab Syi‘ah Imami (Ja‘fari) yang dianut oleh
sekitar 93% warganya. Maroko, merupakan suatu kerajaan. Sedang-
kan hukum Islam yang dijadikan rujukan adalah madzhab Maliki.
Kedua, dalam masyarakat bangsa yang mayoritas penduduknya
beragama Islam tetapi tidak menyatakan dirinya sebagai negara Is-
lam, dengan corak aliran pemikiran hukum Islam yang majemuk, mi-
salnya, Indonesia (Sunni), Irak (32% Sunni dan 65% Syi‘i), dan Mesir
(Sunni).* Dalam tipe masyarakat bangsa ini, umat Islam pernah men-
jadi kekuatan politik yang dominan. Oleh karena itu, upaya untuk
menjadikan hukum Islam sebagai kaidah kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dilakukan melalui berbagai saluran, baik
infrastruktur maupun suprastruktur politik. Di Indonesia, misalnya,
rumusan Piagam Jakarta dan perdebatan tentang dasar negara da-

4 Fuad Muhammad Shibel (1971: 24) menyarikan pandangan Toynbee, yang me-
nyatakan bahwa umat Islam mempunyai dua saudara kembar, yakni masyarakat
Arab (Sunni) dan masyarakat Iran (Syi‘). Hal itu menyerupai masyarakat Hellenia,
yang terdiri atas dua saudara kembar, yakni Barat (Katholik-Protestan) dan Orto-
doks. Dewasa ini (data tahun 1992 sampai 1997, lihat: CIMEL) kedua saudara kem-
bar itu hidup berdampingan dalam beberapa negara bangsa yang mayoritas pendu-
duknya beragama Islam, terutama di kawasan Timur Tengah: Bahrain (Syi‘i: 57,3%,
Sunni: 24,5%), Iran (Syi‘i: 93,4%, Sunni: 5,7%), Irak (Syi‘i: 65%, Sunni: 32%), Kuwait
(Sunni: 45%, Syi‘i: 30%), Libanon (Syi‘i: 34,0%, Sunni: 21,3%), Saudi Arabia (Sunni:
95,5%, Syi‘i: 3,3%), Suriah (Sunni: 74,0%, Syi‘i: 12,0%), dan Yaman (Sunni: 53,0%,
Syi‘i: 46,9%).
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lam konstituante pasca pemilihan umum tahun 1955, merupakan
bukti sejarah tentang usaha tersebut. Dewasa ini, satuan masyara-
kat bangsa tipe ini diidentifikasi sebagai negeri Muslim.>

Ketiga, dalam masyarakat bangsa yang mayoritas penduduknya
beragama lain, tetapi berupaya untuk menerapkan hukum Islam se-
bagai kaidah sosial dalam kehidupan mereka, seperti umat Islam Pa-
tani di Muangthai (Selatan) dan Moro di Philipina (Selatan). Gerakan
pemisahan diri dari satuan masyarakat bangsa, bahkan ikatan nega-
ra, merupakan upaya mengembalikan jati diri sebagai satuan masya-
rakat yang kohesif, dengan corak madzhab hukum Islam yang homo-
gen, setelah mengalami intervensi oleh satuan masyarakat mayori-
tas (Budha di Muangthai dan Katholik di Philipina).

Keempat, dalam masyarakat bangsa, dalam suatu ikatan negara
sekuler, yang mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam.
Sementara itu, masyarakat Islam terpilah dalam kelompok kecil (ja-
ma’ah), yang didasarkan pada kesamaan etnis dan aliran pemikiran
Islam, sehingga cenderung eksklusif. Hal itu merupakan suatu gejala
baru, terutama di benua Amerika dan Eropa, seperti di Amerika Se-
rikat, Perancis, dan Inggris. Namun demikian, dalam urusan keluarga
mereka merujuk kepada hukum Islam (Lihat: Pearl, 1999).

Uraian di atas menunjukkan tentang transformasi hukum Islam
dalam berbagai satuan masyarakat bangsa yang sangat majemuk. la
berada dalam masyarakat bangsa yang meliputi berbagai umat pe-
meluk agama dan madzhab. la berada dalam masyarakat bangsa
yang meliputi berbagai ras, etnis, dan asal-usul keturunan. Di sam-
ping itu, ia berada dalam masyarakat bangsa yang memiliki variasi

> Kedudukan agama Islam, sebagai dasar dalam penataan kehidupan masyarakat,
dalam konstitusi negara yang bersangkutan sangat bervariasi. Di Mesir (Pasal 2), Is-
lam sebagai agama negera dan sumber dasar legislasi adalah hukum Islam (/slamic
Jurisprudence). Di Irak (Pasal 4), Islam sebagai agama negara. Di Indonesia (Pasal
29), negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa mengatur kedudukan
agama dan hukum Islam. Di Turki (Pasal 2), menganut negara sekuler tanpa diskri-
minasi agama.
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tingkat kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain:
sumberdaya manusia, teknologi, ekonomi, dan pendidikan. Namun
demikian, pemeliharaan keluarga yang menjadi basis bernegara te-
rus berlangsung. Hal itu tampak dalam wujud internalisasi hukum lIs-
lam ke dalam institusi kekerabatan, yang ditransformasikan ke da-
lam peraturan perundang-undangan.®

C. Politik Hukum dan Transformasi Hukum Islam

Hubungan antara hukum Islam dan kekuasaan negara merujuk
kepada konstitusi yang berlaku, yang dioperasionalisasikan dalam
wujud politik hukum yang diterapkan. Apa yang kemudian dikenal
sebagai adatrechts politiek atau receptio in complexu theorie dan re-
ceptie theorie, merupakan suatu deskripsi tentang politik hukum
yang diterapkan oleh penguasa pada masa pemerintahan Hindia Be-
landa. Dalam alam Indonesia merdeka, ketika negara didirikan atas
dasar suatu kesatuan kebangsaan, kemudian dikenal politik hukum
nasional. la muncul sebagai suatu gagasan untuk menggantikan hu-
kum kolonial (Lihat: GBHN 1999) yang dipandang tidak cocok de-
ngan alam kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Politik hukum itu
merupakan suatu keputusan kekuasaan negara tentang hukum yang
berlaku secara nasional, dan ke arah mana sistem hukum yang dia-
nut akan dikembangkan.

Politik hukum itu merupakan produk interaksi di kalangan elite
politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial dan budaya
(Cf. Lev, 1972: 2). Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang

6 Internalisasi hukum Islam ke dalam institusi kekerabatan berkembang di berbagai
negara Islam, negeri Muslim, dan di negara yang penduduk Muslimnya merupakan
minoritas. la ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di negara
yang bersangkutan, misalnya di Turki, Siprus, Libanon, Sudan, Jordania, Syria, Tuni-
sia, Maroko, Mesir, Irak, Iran, India, Indonesia, Pakistan, Srilangka, Muangthai, Ma-
laysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Philipina (Lihat: Anonimus, 1983; Surin
Pitsuan, 1989; dan Tahir Mahmood, 1987).
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kuat dalam interaksi politik, pengembangan hukum Islam dalam
suprastruktur politik pun memiliki peluang yang sangat besar. Demi-
kian pula sebaliknya. Hal itu terlihat dengan jelas dalam perjalanan
sejarah masyarakat bangsa Indonesia, baik pada masa kesultanan

Islam dan masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan hing-
ga masa kini.

Gambar 4: Transformasi Hukum Islam
ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia
(Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2001: 234)
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Pada masa Orde Baru dan masa berikutnya, politik hukum itu
termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni
dalam GBHN yang secara eksplisit tercantum dalam pembangunan
hukum nasional. la mengalami perubahan, sebagaimana dapat diba-
ca di dalam GBHN tahun 1973, 1878, 1983, 1988, 1993, 1998, dan
1999. Jika diperhatikan, dalam ketujuh produk MPR itu terjadi per-
geseran politik hukum nasional. Dalam empat Ketetapan MPR (19-
73, 1978, 1983, dan 1988), pengembangan hukum nasional diarah-
kan pada upaya “..... pembaharuan hukum secara terarah dan ter-
padu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum ter-
tentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat di-
butuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bi-
dang sesuai dengan tuntutan pembangunan .....”.

Dalam Ketetapan MPR 1993 sasaran pembangunan jangka pan-
jang dalam bidang hukum adalah sebagai berikut:

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap,
bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan
memperhatikan kemajemukan tatanan hukum (cetak miring oleh Pe-
nulis) yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, pe-
negakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebe-
naran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan na-

sional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang
memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Selanjutnya pembangunan bidang hukum dalam Pembangunan
Jangka Panjang Kedua meliputi tiga aspek, yaitu materi hukum, apa-
ratur hukum, sarana dan prasarana hukum. Adapun arah pemba-
ngunan materi hukum di antaranya:

Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpa-
du dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pe-
laksanaannya. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentu-
an yang memenubhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan ke-
benaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang ber-
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laku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Produk hukum kolonial
harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggantian produk hukum
kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh
penelitian dan pengembangan, serta ditunjang oleh sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum yang mantap.

Politik hukum pada masa Orde Baru, sebagaimana tertuang da-
lam kelima Ketetapan MPR itu, mengalami perubahan arah dari ko-
difikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu ke pertimbangan kema-
jemukan tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam masya-
rakat. Sedangkan tatanan hukum itu meliputi hukum Barat, hukum
Adat, dan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam menempati
kedudukan sebagai salah satu tatanan hukum yang berlaku dalam
masyarakat bangsa dan menjadi bahan baku dalam pembentukan
hukum nasional. Asas dan kaidah hukum Islam berpeluang untuk di-
transformasikan ke dalam sistem hukum nasional.

Apa yang diungkapkan di atas merupakan suatu gambaran ring-
kas tentang politik hukum dan posisi hukum Islam dalam sistem hu-
kum nasional. Manakala ditarik ke belakang, yakni pada masa penja-
jahan Belanda, posisi hukum Islam sangat marjinal. la hanya dipan-
dang sebagai hukum apabila telah direspsi ke dalam hukum adat. Itu
pun menempati kedudukan dalam strata ketiga setelah hukum Ero-
pa dan hukum adat orang Timur Asing (Arab, Cina, dan India). Kini,
terutama sejak tahun 1993, ketika hukum Islam (sebagai salah satu
tatanan hukum yang hidup dalam masyarakat) memiliki kedudukan
yang sejajar dengan tatanan hukum lainnya. Oleh karena itu, tatan-
an hukum Islam memiliki peluang yang besar untuk dijadikan bahan

7 Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hie-
rarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Repub-
lik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Un-
dang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pe-
merintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
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baku dalam pengembangan sistem hukum nasional. Atau, sekurang-
kurangnya, asas dan kaidah hukum Islam ditransformasikan ke da-
lam peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa catatan tentang transformasi hukum Islam ke da-
lam sistem hukum nasional. Pertama, urgensi transformasi itu ber-
kenaan dengan potensi dan peluang untuk menjadikan hukum Islam
sebagai kaidah kehidupan masyarakat bangsa yang sebagian besar
memeluk agama Islam. la lebih cocok dengan alam kemerdekaan
dan sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat bang-
sa yang terdiri atas berbagai masyarakat etnis. Dengan demikian hu-
kum Islam akan memberi kontribusi terhadap perlindungan, kepas-
tian dan ketertiban hukum, baik bagi Muslim maupun non-Muslim.
la dapat menggantikan dominasi hukum Barat karena hukum Islam
dalam berbagai gugusnya telah berakar dalam masyarakat.

Kedua, proses transformasi dilakukan melalui tahapan peneli-
tian; dan inventarisasi asas dan materi hukum Islam yang hidup da-
lam masyarakat dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang
terjadi; perumusan naskah hukum dan kesepakatan di kalangan eks-
ponen umat Islam; proses politik dalam penentuan politik hukum;
dan penentuan skala prioritas dalam program legislasi nasional (Li-
hat: Gambar 3). Sementara itu, daya dukung sumber daya manusia
dalam proses tersebut sangat potensial.

Ketiga, adanya kesiapan untuk memandang dan menerima
makna relatif dari hukum Islam itu tanpa kehilangan kesakralannya.
Maksudnya, hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam sistem
hukum nasional berada dalam otoritas manusia melalui proses in-
teraksi dan pengambilan keputusan dalam infrastruktur dan supra-
stuktur politik. Di samping itu, dalam proses tersebut mempertim-
bangkan perubahan sosial yang dipandang sebagai perwujudan Sun-
natullah. Dengan cara demikian, hukum Islam dimensi syari‘ah tetap
terpelihara sebagai nilai fundamental yang bersifat sakral dan abadi.
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Keempat, oleh karena dalam sistem hukum nasional itu meng-
akui dan menghormati tatanan hukum lain, maka dalam proses
transformasi itu terjadi persaingan, kompromi, dan integrasi serta
sinergi berbagai tatanan hukum tersebut. Hal yang demikian mem-
beri kemungkinan adanya faktor pembagi yang sama (common de-
nominator), yang kemudian menggunakan label hukum nasional se-
bagai hasil kesepakaran (al-muttafaq ‘alayh).

Keempat hal tersebut menjadi fenomena dalam pembentukan
dan pengembangan sistem hukum nasional, sebagai wujud penyele-
saian konflik antar tatanan hukum manakala unsur perbedaan (al-
mukhtalaf) sangat menonjol. Berkenaan dengan hal itu, dalam pro-
ses tranformasi tersebut memerlukan pemilahan bidang hukum
yang sangat peka dan bidang yang relatif “netral”. Hukum keluarga
(perkawinan dan kewarisan), misalnya, merupakan bidang yang sa-
ngat peka. Sementara itu, hukum perbankan sangat netral, manaka-
la dihubungkan dengan sentimen keagamaan dan etnis. Berdasar-
kan pemilahan itu, dalam penyusunan program legislasi nasional
memerlukan skala prioritas dan kehati-hatian.

D. Produk Transformasi Hukum Islam

Telah menjadi ciri yang umum dalam kehidupan bernegara, ba-
ik yang masih berkembang maupun yang telah maju, menunjukkan
kecenderungan dalam pembentukan dan pengembangan hukum
nasional dari hukum tidak tertulis ke arah hukum tertulis. Meskipun
demikian, hukum tidak tertulis merupakan bagian dari sistem hu-
kum nasional. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis itu berlaku
dalam penyelenggaraan segenap aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang bersifat mengikat bagi semua pen-
duduk. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifika-
sikan, terutama dalam bidang hukum yang relatif “netral”; dan ber-
fungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Sedangkan terhadap hukum
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yang peka, apalagi yang sangat erat hubungannya dengan keyakinan
masyarakat, usaha unifikasi itu mengalami masalah (Lihat: Bagir Ma-
nan, 1994). Berkenaan dengan hal itu, pengembangan hukum Islam
dalam bidang keluarga “diunifikasikan” secara khusus bagi orang-
orang Islam, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI). la merupakan suatu bentuk “unifikasi” dari keanekaragaman
hukum Islam sebagaimana terdapat dalam anekaragam produk pe-
mikiran fugaha yang tersebar dalam berbagai kitab figh di Indonesia
(Lihat: Harahap, 1999: 21-63).

Di samping itu, dalam pembentukan hukum nasional yang re-
I” dilakukan pula transformasi asas-asas hukum Islam ke
dalam peraturan perundang-undangan, terutama hukum perdata,

latif “netra

antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejah-
teraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudu-
kan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.® Di samping itu, asas-
asas hukum Islam ditransformasikan ke dalam berbagai peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, antara lain Peratur-
an Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil. Transformasi asas-asas tersebut tanpa mengguna-
kan “label” hukum Islam, tetapi diserap ke dalam hukum nasional.
Di samping itu, terdapat undang-undang yang spesifik berlaku bagi
umat Islam, namun tidak secara langsung menyentuh substansi
yang dipandang sakral, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), Undang-undang No-
mor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Un-

8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 telah mengali perubahan dengan Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tetang Perkembangan Kependudukan dan Pengem-
bangan Keluarga.
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dang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.®
Terakhir, khusus bagi Povinsi Daerah Istimewa Aceh, yakni Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Pro-
vinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darus-
salam. Dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) diatur: Peradilan Syari‘at
Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sis-
tem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar‘iyah yang
bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa transformasi hukum
Islam ke dalam Undang-undang merupakan produk interaksi antara
elite Islam dengan elite penguasa, yaitu pemerintah dan unsur ke-
kuasaan lainnya. Dalam proses penyusunan dan pembahasan Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, peranan elite Islam
sangat menonjol. Hal itu dilakukan melalui pertemuan dan pende-
katan dengan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah,
dan pembahasan intensif di kalangan mereka. Setiap butir Rancang-
an undang-undang itu dikaji dan diukur berdasarkan ketentuan hu-
kum Islam. Pertemuan sebagian ulama Jawa Timur di Jombang, 22
Agustus 1973 yang menghasilkan rumusan usul-usul perubahan atas
Rancangan undang-undang itu (Lihat: Amak F. Z., 1976: 35-48), me-
nunjukkan usaha mereka dalam proses transformasi hukum Islam ke
dalam peraturan perundang-undangan.

Mereka juga memiliki akses dalam proses perumusan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,*
karena hal itu menyentuh kepentingan umat dan bangsa, terutama
berkenaan dengan tujuan pendidikan, pendidikan agama, dan pen-
didikan keagamaan. Hal yang sama dilakukan dalam perumusan per-
aturan perundang-undangan lainnya. Demikian halnya dalam proses

2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Penyunting).

10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penyunting).
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perumusan KHI; meskipun hal itu merupakan inisiatif Mahkamah
Agung dan Departemen Agama, pada akhirnya ia merupakan pro-
duk lokakarya ulama. Transformasi itu bukan hanya berarti peralih-
an bentuk dari figh ke dalam ganun, melainkan juga dalam penger-
tian prinsip dan substansi peraturan perundang-undangan itu berse-
suaian dengan hukum Islam. Untuk memenuhi keperluan itu dibu-
tuhkan legitimasi ulama yang merupakan tokoh panutan di kalangan
umat Islam.

Usaha-usaha yang demikian, menjadikan hukum Islam sebagai
salah satu bahan baku dalam penyusunan hukum nasional. Atau, se-
bagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid (1975: 61), “Apa
yang dituju adalah bagaimana menjadikan hukum Islam lebih ba-
nyak lagi menggunakan pertimbangan-pertimbangan manusiawi,
termasuk pertimbangan ilmiah praktis, dalam proses pengambilan
keputusan hukumnya”. Dengan perkataan lain, usaha seperti itu
menjadikan (sebagian) hukum Islam terintegrasi ke dalam hukum
nasional. la menjadi hukum yang mengikat, mengatur, dan dapat
dilaksanakan dalam penataan hubungan antar manusia.

Transformasi hukum Islam dalam pembentukan hukum tertulis,
juga dilakukan dalam bentuk produk pengadilan, sebagai upaya pe-
nerapan hukum dalam perkara tertentu, baik melalui pengadilan da-
lam lingkungan Peradilan Umum maupun melalui Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama (Cf. K. Wantjik Saleh, 1977: 40). Produk
pengadilan itu terhimpun di dalam kumpulan yurisprudensi, antara
lain disusun oleh Chidir Ali, 1979 (Peradilan Umum), Busthanul Ari-
fin, 1991 (Peradilan Agama), dan Zuffran Sabrie, 1997 (Peradilan
Agama). Dengan demikian, hakim memiliki kedudukan yang penting
dalam pembentukan hukum tertulis; bukan hanya “sebagai mulut”
dari peraturan perundang-undangan. Hakim wajib melakukan ijtihad
dalam pembentukan hukum yang digali dari nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Un-
dang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35
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Tahun 1999. Kini, ketentuan tentang hal itu diatur dalam Pasal 5 Un-
dang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. KHI sebagai Wujud Transformasi

Berkenaan dengan transformasi hukum Islam ke dalam sistem
nasional, berikut ini dikemukakan sekitar KHI, yang dalam beberapa
hal mencerminkan ciri keindonesiaan. Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam berhu-
bungan dengan kemajemukan dalam sistem hukum nasional. KHI
berhubungan dengan badan peradilan, dalam hal ini pengadilan di
lingkungan peradilan agama, yang mengalami perubahan penting
berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19-
89. KHI juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga,
antara lain hukum perkawinan yang mengenal diferensiasi berdasar-
kan agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Secara singkat, KHI disusun
dan disebarluaskan bagi memenuhi kekosongan hukum substantif
bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan de-
ngan penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkung-
an peradilan agama.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut, KHI disu-
sun melalui tahapan yang panjang dan dilakukan dengan mengguna-
kan beberapa jalur: (1) penelaahan 38 kitab figh yang dilakukan oleh
beberapa IAIN, (2) penelaahan yurisprudensi peradilan agama, (3)
wawancara dengan sejumlah ulama yang tersebar di Indonesia, dan
(4) kajian perbandingan tentang hukum keluarga di Maroko, Mesir,
dan Turki. Di samping itu, KHI memperhatikan aspek-aspek historis
dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara verti-
kal maupun horizontal (Lihat: Gambar 5).
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Gambar 5: Sumber Hukum dalam Proses Perumusan
Kompilasi Hukum Islam
(Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 1999: 10)

Sumber
Hukum Tertulis
UU No. 22/1946
UU No. 1/1974
PP No. 9/1975

Sumber
Hukum Islam

Kitab Qur’an

Kitab Hadis

Kitab Figh

J\/L \/ F—-—-—--- Hukum Barat

Wawancara

Kompilasi
Ulama f—

Hukum Islam

Yurisprudensi

Studi Banding I Hukum Adat
(Mesir,

Maroko, dan
Turki)

Keterangan:
e——— Sumber Utama

—————— Sumber Pelengkap

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan
Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Dan
secara resmi, KHI merupakan hasil konsensus (al-iima‘) ulama dari
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berbagai “golongan” melalui media lokakarya yang mendapat legali-
tas dan fasilitas dari kekuasaan negara.

Dari uraian di atas, terdapat tiga hal yang layak dikemukakan
dalam hubungannya dengan tatanan hukum nasional. Pertama, ko-
herensi KHI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang dijadikan rujukannya. Kedua, kelayakan KHI untuk dijadikan
pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang membu-
tuhkannya dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan,
dan perwakafan. Ketiga, kelayakan pelaksanaan KHI bagi umat Islam
dalam kehidupan masyarakat bangsa yang majemuk.

KHI itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Ta-
hun 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No-
mor 154 Tahun 1991. Penyusunan KHI tentang perkawinan didasar-
kan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-
undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun yang
berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan
perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Meskipun demi-
kian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-
bagian tertentu dari hukum kewarisaan (Lihat: A. Gani Abdullah,
1992: 3). Dengan demikian, KHI merupakan “hukum tertulis” untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berke-
naan dengan hal itu, KHI dituntut untuk memiliki konsistensi dengan
peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi
dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.

Dalam bidang hukum perkawinan (Buku 1), KHI, dalam berbagai
hal merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di samping itu, ia juga merujuk kepada pendapat fugaha yang amat
dikenal di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu
menunjukkan bahwa KHI menjadi pelaksana bagi peraturan perun-
dang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hu-
kum Islam (bagi orang Islam) dalam bidang perkawinan sebagaima-

200



Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistems Hukum Nasional

na diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974. KHI juga mengakomodasi berbagai pandangan fuqa-
ha, bersumber pada ajaran Islam yang sebagian telah menjadi hu-
kum yang hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut dijadikan landas-
an yuridis dan fungsional dalam penyusunan KHI (Anonimus, 1992:
141-142).

Oleh karena KHI mengacu kepada dua tatanan hukum yang
berbeda, ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Se-
cara umum (prinsip dan sistematik) KHI koheren dengan peraturan
per-undang-undangan yang berlaku. Namun, secara teknis tidak ter-
hindar adanya koheren sebagaimana terlihat dalam istilah (bahkan
konsep) yang digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan
dalam KHI, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Bidang hukum kewarisan dan perwakafan (Buku Il dan Buku lll),
pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum ke-
warisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fugaha ke da-
lam bentuk ganun. Meskipun demikian, terdapat hal yang berhu-
bungan dengan tatanan masyarakat majemuk, di antaranya keten-
tuan Pasal 185 tentang penggantian ahli waris (plaatsvervulling) dan
Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang ku-
rang dari dua hektar. Dalam pasal 189 ditentukan:

(1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang

luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya

sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama
pada ahli waris yang bersangkutan;

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkin-

kan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang

memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang

atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli
waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Ketentuan itu menjadi menarik, karena merupakan gagasan ba-
ru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang berbasis ke-
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pada kemaslahatan, yang menempatkan harta warisan sebagai sim-
bol kerukunan keluarga (dalam arti keluarga luas). Di samping itu,
secara ekonomis hal itu merupakan suatu upaya untuk menghindar-
kan terjadinya pemilikan lahan pertanian (sebagai modal usaha di
kalangan petani) yang fragmentaris, yang dapat menjadi salah satu
penyebab kemiskinan yang tiada berujung. Hal itu menunjukkan
bahwa hukum Islam saling terkait dengan unsur nonhukum, seperti
ekonomi, struktur sosial, dan pola budaya umat Islam dalam masya-
rakat bangsa Indonesia.

Mengenai kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam pe-
nyelesaian masalah, dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum ter-
tulis yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara di penga-
dilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Menurut Harahap (1999:
31), kekosongan hukum itu menimbulkan “putusan-putusan yang
berdisparitas tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang
lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain”. KHI dimak-
sudkan untuk mengatasi kekosongan itu sehingga pengadilan dapat
menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian
masalah hukum dalam masyarakat, khususnya di kalangan umat Is-
lam, berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. Perta-
ma, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat “hukum tertu-
lis” yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintahan dan pe-
mimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur kesa-
daran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. Keempat, unsur
kemudahan yang dapat diperoleh masyarakat dalam melaksanakan
KHI secara nyata.

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari
kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum yang digali dari (sum-
ber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat mem-
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berikan perlindungan hukum dan ketenteraman batin masyarakat,
karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang
oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. la juga mengakomo-
dasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran dalam bidang figh
yang memiliki daya pesan dan daya ikat dalam masyarakat Islam.
Dengan demikian, KHI memiliki kelayakan untuk dilaksanakan oleh
warga masyarakat yang memerlukannya.

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. la disusun
dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemim-
pin masyarakat (ulama, zu‘ama, dan cendekiawan) yang represen-
tatif. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung ja-
wab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, teruta-
ma di kalangan para pengikut mereka. Sosialisasi itu dapat dilakukan
dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan me-
lalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian, KHI
layak dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan yang diteladani oleh elite masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat bertolak dari pengetahuan me-
reka mengenai muatan KHI. Selanjutnya, KHI menjadi milik mereka
manakala dapat memenuhi bagian dari kebutuhan nyata yang di-
alami dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, KHI akan efektif
apabila bersesuaian dengan kaidah yang dianut dalam menyelesai-
kan keperluan mereka. Berkenaan dengan hal itu, KHI cukup layak
untuk menyentuh kesadaran hukum masyarakat, karena sebagian
telah memasyarakat (socialized). Di samping itu, adanya keharusan
menyelesaikan masalah hukum di kalangan instansi pemerintahan
dan badan peradilan merupakan sarana untuk memacu kesadaran
hukum masyarakat melalui produk keputusan kekuasaan negara.

Selain itu, kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk me-
laksanakan KHI merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindarkan.
Proses birokratisasi dalam bidang hukum yang ditarik oleh kaum
profesional di pusat-pusat pemerintahan, pada dasarnya untuk
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mempermudah pengendalian, perlindungan, dan kepastian hukum
di kalangan masyarakat. Kemudahan yang berupa perangkat lunak
dan perangkat keras menjadi tuntutan untuk menempatkan KHI
sebagai rujukan yang layak dilaksanakan secara nyata di masyara-
kat. Kemudahan itu amat penting untuk diperhatikan, karena pelak-
sanaan kaidah hukum di dalam masyarakat berkaitan dengan masa-
lah yang rumit, di samping unsur lain sebagaimana telah dikemuka-
kan di atas.

Hingga kini, penyebarluasan KHI telah berjalan lebih kurang 10
tahun. Berkenaan dengan hal itu, muncul pertanyaan: Apakah KHI
telah tersosialisasi di kalangan masyarakat? Apabila jawabannya vya,
maka muncul pertanyaan kedua: Apakah masyarakat menaruh
penghargaan terhadap KHI sebagai hukum yang patut mengatur
mereka? Apabila jawabannya ya, muncul pertanyaan ketiga: apakah
mereka memiliki kemauan untuk mematuhi ketentuan KHI? Apabila
jawabannya ya, maka muncul pertanyaan keempat: apakah faktor
penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan KHI oleh mereka?

Semua jawaban atas pertanyaan itu baru merupakan pengan-
daian. Jawaban yang sahih dan tasdik hanya dapat diperoleh melalui
kegiatan pemantauan yang berencana dan terus-menerus. la meru-
pakan kegiatan yang dipandang penting dan amat berguna. Tetapi
seringkali terabaikan dan kurang ditekuni.

F. Penutup

Apa yang dikemukakan di atas merupakan deskripsi ringkas
tentang transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional,
terutama di Indonesia. Ada yang bersifat empiris, ada pula yang ma-
sih berupa gagasan dan harapan. Memang ciri kehidupan senantiasa
demikian. Namun demikian, pada akhir tulisan ini diperlukan pene-
gasan ulang, bahwa dalam sistem hukum nasional itu hukum tidak
tertulis memiliki posisi penting. Tidak semua kaidah hukum dapat
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dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis yang bersifat nasional,

apalagi dalam masyarakat yang sangat majemuk. Oleh karena itu,

berbagai infrastruktur masyarakat, seperti organisasi kemasyarakat-
an berciri Islam memiliki tempat tersendiri dalam pembentukan dan
pengembangan sistem hukum nasional.

Dalam kenyataannya, organisasi kemasyarakatan seperti Mu-
hammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kesamaan, yaitu berusaha
mengembangkan hukum Islam untuk mewujudkan gugus syari‘ah
dalam kehidupan masyarakat, dalam bentuk dan jenis kegiatannya
beranekaragam. Berbagai kegiatan menunjukkan tentang hal itu, di
antaranya dalam bentuk:

1. Pengajaran, baik melalui saluran pendidikan (pesantren, mad-
rasah, dan perguruan tinggi) maupun melalui saluran lain.

2. Keputusan-keputusan (fatwa-fatwa) sebagai jawaban atas per-
tanyaan yang diajukan dari masalah-masalah sosial yang me-
nuntut penyelesaian hukum.

3. Aksi-aksi sosial sebagai perwujudan pelaksanaan hukum Islam
dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan hukum Islam dalam bentuk fatwa, di antara-
nya dilakukan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan Persis. Masing-
masing memiliki badan khusus yang memantau berbagai masalah
hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat. Fatwa-fatwa
yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan itu menggunakan
metode ijtihad (istinbath al-ahkam) sebagaimana yang lazim dila-
kukan oleh fugaha. Fatwa-fatwa itu dideduksi dari dalil-dalil naqli,
yaitu ayat-ayat Qur’an dan Hadis. Di samping itu, ia didasarkan pula
kepada pandangan fugaha, terutama dari kalangan mazhab-mazhab
Sunni. Bahkan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh NU, sum-
ber-sumber utama yang dirujuknya ialah pandangan fugaha dari ka-
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langan mazhab Syafi‘i.}

Masalah-masalah hukum Islam yang banyak mendapat perhati-
an meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hasil kajian M.
Atho Mudzhar (1993) tentang fatwa Komisi Fatwa MUI, Rifyal Ka’-
bah (1999) tentang fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah
Bahtsul Masa’il NU, dan Dede Rosyada (1999) tentang fatwa Dewan
Hisbah Persis, memberi informasi yang berharga dari usaha keem-
pat organisasi kemasyarakatan itu.

Tentu saja, apa yang dikemukakan baru merupakan setitik air
dalam lautan kehidupan umat Islam Indonesia. Terlalu banyak infor-
masi yang belum tergali, apalagi terdeskripsikan. Upaya transforma-
si hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang pernah dilaku-
kan hingga kini, merupakan bagian dari khazanah peradaban Islam
di Indonesia. Apa yang masih digagas dan diharapkan, ia menjadi
pekerjaan rumah generasi kini dan mendatang untuk melanjutkan
pengembangan peradaban tersebut. Wa ’I-Lah A‘lam bi al-Shawab.
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SYARI’AT ISLAM DAN DEMOKRASI

Upaya Mensinergikan Tuntutan Keyakinan
dengan Sistem Hukum dan Pemerintahan di Indonesia

Dr. Nurrohman Syarif

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik yang men-
junjung tinggi kedaulatan rakyat, maka terlepas dari berbagai ben-
tuknya, dapat disebut sebagai negara demokrasi. Sayangnya, de-
mokrasi ini yang sering dipandang oleh sebagian kalangan sebagai
‘penghambat’ bagi pengamalan dan perkembangan syariat Islam di
Indonesia. Seolah-olah kalau umat Islam mau mengamalkan syari’at
Islam mereka harus meninggalkan demokrasi dan kalau mengambil
demokrasi mereka harus meninggalkan syari’at.

Di tengah kesulitan yang dihadapi oleh sebagian politisi Muslim
untuk memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya) ke
dalam konstitusi Indonesia karena adanya penolakan dari sebagian
kalangan. Sukarno, presiden pertama Indonesia pernah menyata-
kan bahwa jika sebagian besar orang Indonesia benar-benar Muslim
dan jika benar bahwa Islam merupakan agama yang hidup di hati
rakyat, maka dipersilakan setiap pemimpin menggerakkan orang-
orangnya agar delegasi Muslim menempati kursi parlemen. Dengan
demikian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga perwakil-
an rakyat ini dengan sendirinya akan menjadi Islami. Jika orang Kris-
ten, misalnya, menginginkan agar setiap kata-kata dalam peraturan
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Negara Indonesia sejalan dengan Bible, maka silahkan mereka be-
kerja dengan sungguh-sungguh agar sebagian besar delegasi yang
menduduki badan perwakilan rakyat di Indonesia adalah orang-
orang Kristen.

Apa yang dikatakan oleh Soekarno mengandung pengertian
bahwa meskipun jaminan formal dalam konstitusi untuk menjalan-
kan syari’at Islam gagal diperoleh oleh partai Islam. Kesempatan un-
tuk membuat undang-undang atau aturan yang berdasar atau di-
ilhami oleh syari’at Islam melalui mekanisme demokrasi perwakilan
di masih tetap terbuka luas.

Akan tetapi, itu semua bukan berarti tanpa tantangan yang ha-
rus dihadapi. Tantangan itu tampak dalam tulisan beberapa penga-
mat yang khawatir bahwa aktivis Islam yang selalu mengusung tema
syari’at Islam akan menggunakan demokrasi untuk mematikan de-
mokrasi. Wendy Asbeek Brusse dan Jan Schoonenboom dalam tulis-
annya yang berjudul Islamic Activism and Democratization menyata-
kan bahwa regim-regim di Timur Tengah serta pendukungnya di Ba-
rat enggan memberikan keleluasaan bagi politik Islam untuk berge-
rak dan berberpartisipasi secara penuh dalam pemilihan nasional
dan pemilihan parlemen karena mereka beralasan bahwa bila ge-
rakan itu mendapat akses ke politik dan memegang kekuasaan ma-
ka mereka akan segera mengakhiri kompetisi demokrasi. Hal ini ka-
rena mereka pada dasarnya menolak prinsip demokrasi dan hak
asasi manusia yang mereka pandang bertentangan dengan syari’at
dan kedaulatan mutlak Tuhan. Dalam sebuah tulisan Ralf Dahren-
dorf, anggota the British House of Lord dan mantan rektor London
School of Economics, juga menulis sebagai berikut: the return of
religion to politics — and to public life in general — is a serious chal-
lenge to the rule of democratically enacted law and the civil liberties
that go with it.

Sebaliknya, sebagian kalangan aktivis Islam justru merasa kha-
watir dengan demokrasi, karena bagi mereka demokrasi akan mem-
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buka jalan bagi berkembangnya sekularisme, pluralisme dan libe-
ralisme, paham yang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) hu-
kumnya haram. Oleh karena itu, tanpa adanya upaya mensinergikan
antara tuntutan syari’at Islam dengan tuntutan demokrasi, maka
perbedaan dua kelompok yang memiliki sudut pandang yang berbe-
da bisa semakin lebar bahkan bisa memicu konflik dan kekerasan
yang pada gilirannya akan mengganggu keutuhan bangsa.

Dengan asumsi bahwa demokrasi tidak mengancam keyakinan
umat Islam dan syari’at Islam bisa bersinergi dengan demokrasi
yang dianut oleh Indonesia, makalah ini akan memaparkan prinsip-
prinsip syari’at Islam, prinsip-prinsip demokrasi, perjalanan panjang
perjuangan dan negosiasi untuk memformalkan syari’at Islam ke da-
lam konstitusi dan perundang-undangan, tantangan yang dihadapi
oleh sejumlah Muslim yang akan memformalkan atau mengkonteks-
tualkan syari’at Islam melalui institusi negara, peluang yang diberi-
kan oleh iklim demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia serta
upaya mensinergikan tuntutan keyakinan dengan sistem hukum dan
pemerintahan di Indonesia.

B. Syari‘at Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan prinsip-
prinsip pemerintahan menurut syari’at Islam. Abd. Muin Salim da-
lam bukunya Figh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-
Qur’an menyebut empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang
dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam system po-
litik. Keempat asas yang diambilnya dari ayat 58 dan 59 surat al-Nisa
adalah: (1) asas amanat, (2) asas keadilan (keselarasan), (3) asas ke-
taatan (disiplin), dan (4) asas musyawarah dengan referensi al-Qur-
‘an dan Sunnah.

Yusuf Musa dalam kitabnya Nidzam al-Hukm fi al-Islam menye-
butnya da’aim (tiang-tiang). Menurutnya ada dua tiang atau asas
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yang harus ditegakkan dalam menyelenggarakan pemerintahan me-
nurut Islam. Pertama asas syura, kedua asas keadilan. Asas syura ini
didasarkan pada Surat al-Syura ayat 38 dan Surat Ali ‘Imran ayat 159
sedangkan asas keadilan diambil dari surat al-Nahl ayat 90 dan surat
al-Nisa’ ayat 58.

Sementara Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya al-Siyasah al-
Syar‘iyah menyebut beberapa da’aim (tiang-tiang) dalam pemerin-
tahan Islam: pertama al-syira; kedua, pertanggungjawaban ulil am-
ri; ketiga pengesahan kepemimpinan tertinggi melalui bai’at umum.
Khallaf tidak hanya mengambil dari sumber al-Qur’an dalam menen-
tukan asas ini melainkan juga dari hadits dan juga praktek sahabat.
Asas al-syura, misalnya, menurutnya di samping sesuai dengan ayat
30 Surat al-Syura dan ayat 159 Surat Ali ‘Imran juga diperkuat oleh
praktek kaum muslimin yang berkumpul di Tsagifah Bani Sa’idah
setelah wafatnya Rasulullah. Asas ini menurutnya memberikan we-
wenang kepada umat, untuk memilih siapa saja yang mereka ke-
hendaki untuk menjadi pemimpin tertingginya. Al-Qur’an tidak
memberikan hak khusus kepada Quraisy atau bukan Quraisy dalam
persoalan ini. Demikian pula Sunnah yang sahih. Rasulullah juga ti-
dak menunjuk seseorang tertentu untuk menduduki kepemimpinan
tertinggi ini.

Khallaf berbeda dengan kelompok Syi’ah yang berpandangan
bahwa kepemimpinan tertinggi sepeninggal Rasulullah telah ditun-
juk langsung oleh Rasulullah. Mengenai pertanggungjawaban peme-
gang kekuasaan, Khallaf menyebut beberapa hadits yang artinya,
”Sesungguhnya Allah ridla terhadap tiga hal dan membenci terha-
dap tiga hal: ridla bila kalian menyembah-Nya dan tidak menyeku-
tukan-Nya, ridla bila kalian berpegang teguh pada tali Allah dan ti-
dak terpecah belah, ridla bila kalian menasihati orang-orang yang
mengurus kamu”. Dalam hadits lain Nabi menyebutkan: “Sesung-
guhnya manusia bila mereka mengetahui orang yang dzalim dan
tidak segera megambil tindakan kepadanya maka boleh jadi Allah
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akan memberikan siksaan pada mereka semuanya”. Di samping ha-
dis, Khallaf juga mendasarkan pendapatnya pada praktek Khulafa al-
Rasyidun. Abu Bakar pada saat diangkat menjadi khalifah mengata-
kan: Aku telah dipercaya kalian mejadi pemimpin padahal aku bu-
kanlah yang terbaik di antara kalian. Bila aku berbuat baik maka to-
longlah aku, dan jika aku menyimpang luruskanlah aku. Umar pada
saat diangkat menjadi khalifah juga berpidato: “Barangsiapa melihat
adanya penyimpangan dalam diriku maka luruskanlah aku”. Menge-
nai perlunya bai’at umum bagi kepemimpinan tertinggi Khallaf tidak
mendasarkan pendapatanya pada al-Qur’an maupun hadits melain-
kan pada praktek sahabat sepeninggal Rasulullah.

Muhammad Husain Haikal dalam bukunya al-Hukimah al-
Islamiyah (Pemeritahan Islam) menyebut beberapa prinsip dasar di
antaranya menjadi prinsip utama. Prinsip dasar pertama adalah
iman kepada Tuhan Yang Esa dan bahwa la satu-satunya yang wajib
disembah. Kemudian dari prinsip dasar ini lahir beberapa prinsip
seperti persamaan, persaudaraaan dan kebebasan. Haikal tampak-
nya mengadopsi semboyan yang muncul pada saat revolusi Perancis
yakni liberte, faternite dan egalite. Hal ini bisa dimaklumi karena be-
liau pernah tinggal selama tiga tahun di Paris tempat di mana kebe-
basan berpikir sudah sedemikian rupa berkembang. Ketiga sembo-
yan itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan al-
khurriyah, al-musawwah dan al-ikha.

Amin Rais, mantan ketua MPR, yang juga mantan Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam kesempatan diskusi buku
tentang teori-teori politik Islam di IAIN Bandung menyebutkan bah-
wa politik Islam berdasarkan pada: (1) keadilan sosial, (2) pertang-
gungjawaban kepada rakyat, (3) permusyawaratan, (4) persamaan,
dan (5) hak asasi manusia.

Harun Nasution, setelah menelaah dengan seksama isi atau bu-
tir Piagam Madinah menyimpulkan bahwa Piagam Madinah yang
menjadi konstitusi “Negara Islam” pertama di dunia, mengandung

215



Alokasi Hukum Islam dalam Sistenn Hukum Nasional

delapan prinsip yakni: (1) monotheism, (2) persatuan dan kesatuan,
(3) persamaan dan keadilan, (4) kebebasan beragama, (5) bela nega-
ra, (6) pelestarian adat yang baik, (7) supremasi hukum/syariat, (8)
politik perdamaian dan perlindungan.

Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara me-
nyebutkan bahwa batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Pia-
gam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk
masyarakat majemuk di Madinah adalah: 1) semua pemeluk Islam,
meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komuni-
tas. 2) hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan anta-
ra anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas lain didasar-
kan atas prinsip-prinsip: (a) bertetangga baik, (b) saling membantu
dalam menghadapi musuh bersama, (c) membela mereka yang ter-
aniaya, (d) saling menasihati, dan (e) menghormati kebebasan ber-
agama.

Ahmad lbrahim al-Syarif dalam bukunya Dawlah al-Rasdl fi al-
Madinah menyatakan bahwa pengertian umat dalam pemerintahan
Rasulullah mengalami perluasan makna. Kata umat tidak hanya di-
gunakan untuk nama kelompok orang yang diikat oleh pertalian na-
sab, tetapi menunjuk pada kelompok dalam arti luas. Umat tidak ha-
nya ditujukan kepada kaum mu’minin tetapi iuga meliputi yang mau
berperang bersama-sama kaum mu’minin yakni dari seluruh pendu-
duk Madinah. Di antara kelompok Anshar ada yang belum Islam tapi
mereka dimasukan dalam umat. Demikian pula orang Yahudi.

ltulah sebabnya, meskipun pemerintahan atau negara yang di-
bangun oleh Nabi Muhammad bersama masyarakat Madinah amat
menjunjung tinggi nilai-nilai agama, namun hal ini tidak menjadikan-
nya sebagai negara agama (religious state) tapi sebagai negara sipil
(civil state) di mana rakyat dan pemerintah sama-sama harus tun-
duk pada aturan hukum (rule of law). Pangeran Hassan bin Talal dari
Yordania yang dikenal sebagai pakar dalam konstitusi Madinah me-
nyatakan:
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The constitution was necessary for the establishment of a new diver-
sity in Medina, that is to say, Muslims, Jews, Christians. So it organized
the relationship between Muslims, Jews and non Muslims on the basis of
recognition of the importance of respecting the lives, the properties, the
places of worship and in particular, ultimately respecting the relationship
between the descendants of Abraham. It regulated rights and obligations
in a sense it was a Magna Charta, if you will, of the Muslims. In the case
of Medina this was not religious state. On the contrary, it was a civil state
and the government and the people were subject to the rule of law,
which recognized their respective rights and encouraged them to live
together.

Jadi, salah satu butir penting yang telah dicontohkan nabi yang
juga merupakan pesan al-Qur’an adalah bahwa pluralitas (diversity)
dalam keyakinan dan cara hidup tidak menghalangi seseorang atau
sekelompok orang untuk hidup bersama dalam satu komunitas, satu
umat atau satu bangsa.

Semua pendapat di atas dapat disederhanakan dengan menga-
takan bahwa tujuan syari’at Islam yang terkait dengan penyeleng-
garaan pemerintahan dan negara meliputi tiga hal, yakni: pertama
melindungi hak asasi manusia; kedua menegakkan keadilan; dan

ketiga mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat atau umat manusia.

C. Prinsip-prinsip Demokrasi

Meskipun dari sisi bahasa demokrasi berarti kedaulatan di ta-
ngan rakyat, namun dalam perkembangannya ia juga dipagari oleh
sejumlah prinsip. Ada empat prinsip yang sering digunakan untuk
memagari demokrasi. Pertama, prinsip rule of law (adanya aturan
hukum yang jelas). Kedua, adanya pemilihan yang bebas dan adil.
Ketiga, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keempat,
adanya partisipasi aktif warga negara dalam urusan politik dan kehi-
dupan sipil. Dalam perkembangannya tidak ada demokrasi yang be-
nar-benar “liberal” yang memungkinkan rakyat dengan tanpa batas-
an untuk melakukan apa saja yang mereka mau.
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Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ta-
hun 2004, merekomendasikan tujuh hal yaitu: (1) adanya pemisah-
an dan perimbangan kekuasaan (separation and balance of power),
(2) adanya system peradilan yang independen (independence of ju-
diciary),(3) adanya keragaman sistem politik dan organisasi (pluralis-
tic system of political parties and organization), (4) adanya penghor-
matan terhadap penegakan hukum (respect for the rule of law), (5)
adanya pertanggungjawaban dan transparansi (accountability and
transparency), (6) adanya media yang plural dan independen (free
independent and pluralistic media), (7) adanya penghromatan ter-
hadap hak asasi manusia termasuk hak-hak politiknya (respect for
human and political rights).

Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang dikembangkan juga
dibatasi oleh sejumlah pasal yang dimuat dalam konstitusi. Jadi,
meskipun kedaulatan ada di tangan rakyat, lembaga legislatif yang
mewakili rakyat dalam menyusun undang-undang tidak dapat ber-
buat sekehendaknya sendiri dengan menyalahi ketentuan yang se-
cara tegas disebutkan dalam konstitusi.

Saat membandingkan antara Konstitusi Indonesia dengan Kon-
stitusi Madinah, temuan menarik dari Harun Nasution adalah bahwa
kedua konstitusi ini memiliki sejumlah prinsip umum yang sama. De-
lapan prinsip umum yang ditemukan oleh Harun Nasution dalam
konstitusi Indonesia, juga ditemukan dalam konstitusi Madinah.

D. Kontekstualisasi Syari’at Islam dalam Konstitusi

Mengapa sebagian umat Islam merasa perlu membicarakan
posisi syari’at Islam dalam konstitusi Negara Indonesia. Menurut
penulis setidaknya ada tiga alasan yang mendorong sebagian umat
Islam merasa penting membicarakan posisi syari’at Islam dalam
konstitusi. Pertama, dalam konsep negara modern, konstitusi me-
rupakan hukum dasar yang akan dijadikan rujukan atau acuan bagi
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pembuatan undang-undang di bawahnya. Sebagai hukum tertinggi
dalam konteks kehidupan bernegara,undang-undang yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara.

Kedua, dalam literatur Islam klasik, menurut sejumlah pakar,
agar suatu negara bisa disebut negara Islam (Dar al-Islam/Khilafat)
umat Islam harus dilindungi atau dijamin haknya dalam melaksana-
kan syari’at agamanya. Negara yang memberikan kebebasan bagi
umat Islam untuk melaksanakan syari’at Islam dapat disebut sebagai
Dar al-Islam, sebaliknya negara yang tidak memberikan kebebasan
bagi umat Islam untuk menjalankan syari’at Islam tidak bisa disebut
sebagai Dar al-Islam.

Ketiga, adanya anggapan bahwa hukum Islam paling tidak se-
bagian darinya tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kekuasaan po-
litik setingkat negara, karena hukum Islam menurut mereka tidak
hanya mengatur urusan privat tapi juga urusan publik. Oleh karena
itu keberadaan negara bagi umat Islam merupakan kemestian sesu-
ai dengan kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahwa wajib.

Upaya memasukkan syari’at Islam dalam konstitusi muncul se-
belum negara Republik Indonesia ini resmi dideklarasikan. Jauh se-
belum itu para pendiri negara telah berdebat tentang dasar negara.
Sebagian mereka menginginkan agar dasar negara Indonesia adalah
Islam sementara yang lain menghendaki agar dasar negara Indone-
sia ini nasionalisme. Kompromi pertama dicapai pada saat para pen-
diri negara menyetujui agar Piagam Jakarta yang menggabungkan
unsur nasionalisme dan Islam akan dijadikan sebagai pembukaan
konstitusi negara.

Pada saat para pendiri negara ini akan memproklamirkan ke-
merdekaan Indonesia, muncul keberatan dari penduduk bagian ti-
mur Indonesia yang kebanyakan non-Muslim. Mereka khawatir bila
Piagam Jakarta dijadikan dasar negara maka mereka yang non-
Muslim akan termarjinalisasikan dan akan menjadi warga negara
kelas dua. Mereka mengancam akan keluar dari Indonesia bila hal
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itu dipaksakan. Untuk itu melalui tindakan yang bijak, para pendiri
negara setuju agar sila pertama dalam Piagam Jakarta yang menya-
takan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam ba-
gi pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketu-
hanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama ditambah dengan empat
sila yang lain yang dikenal sebagai Pancasila kemudian dijadikan da-
sar negara. Kompromi seperti ini menjadikan Indonesia tidak murni
menjadi negara sekuler tapi juga tidak menjadi negara Islam. Indo-
nesia memperkanalkan dirinya sebagai negara Pancasila.

Akan tetapi keputusan yang ‘bijak’ ini tidak menjadikan semua
umat Islam merasa lega dan puas. Sebagian umat Islam masih me-
nginginkan dan terus memperjuangkan agar Piagam Jakarta masuk
dalam konstitusi sebab dengan masuknya tujuh kata dalam Piagam
Jakarta akan menjadikan syari’at Islam lebih terjamin secara konsti-
tutional. Adanya keinginan untuk mendapatkan jaminan konstitutio-
nal inilah yang menjadi salah satu faktor,di samping banyak faktor
lainnya, mengapa Sekarmaji Kartosuwiryo memproklamirkan berdi-
rinya Negara Islam Indonesia di Desa Cisampang, Cisayong Jawa Ba-
rat pada 7 Agustus 1949.

Keinginan serupa juga agaknya menjadi faktor penting yang
mendorong Daud Beureu-eh pada bulan September 1953 menya-
takan Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan dengannya menjadi
bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo dan ti-
dak mengakui Negara Republik Indonesia pimpinan Soekarno. Kare-
na sebelum Daud Beureu-eh bergabung dengan Kartosuwiryo, saat
Soekarno berkunjung ke Aceh pada tahun 1948 dalam rangka men-
cari dukungan dari rakyat Aceh untuk mempertahankan kemereka-
an Republik Indonesia yang baru tiga tahun diproklamirkan, sebe-
narnya ada dialog atau pembicaraan menarik antara Daud Beureu-
eh dengan Soekarno.

Dalam pembicaraan itu Daud Beureu-eh menyatakan kesang-
gupannya untuk membantu Republik Indonesia sambil minta jamin-
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an kepada Soekarno agar rakyat Aceh nantinya diberi kelonggaran
untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan tradisi dan
ajaran Islam. Dalam pandangan Daud Beureu-eh, Soekarno tidak bi-
sa memenuhi janjinya, sehingga menjadikan dia kecewa dan berga-
bung dengan Kartsuwiryo sebagai “pemberontak”. Akan tetapi,
“pemberontakan” ini tidak berlangsung lama. DI/TIl berakhir secara
damai melalui musyawarah, setelah Pemerintah Pusat pada tahun
1959 memenuhi tuntutan rakyat Aceh dan memberikan status Dae-
rah Istimewa pada Provinsi Aceh melalui Keputusan Perdana Mente-
ri R Nomor 1/Missi/1959 pada tanggal 26 Mei 1959.

ltulah sebabnya, pada saat konstitusi Indonesia dibahas kemba-
li dalam sidang konstituante, perdebatan ini muncul kembali. Sa-
yangnya, perdebatan mengalami deadlock dan Sukarno, Presiden
Republik Indonesia pada saat itu, mengambil inisiatif membubarkan
konstituante dan mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada Panca-
sila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam konsideran dekrit
itu dikatakan bahwa Piagam Jakarta tetap menjiwai UUD 1945 dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945.

Setelah dekrit, perdebatan tentang hubungan Islam atau syari-
‘at Islam dengan Negara masih muncul di kalangan ulama mapun
politisi. Sebagian politisi menganggap bahwa adanya kata menjiwai
menunjukkan bahwa Piagam Jakarta masih eksis sementara bagi
yang lain kata menjiwai tidak berarti Piagam Jakarta eksis. la hanya
memberikan spirit saja. Pro-kontra dalam memaknai Pancasila sete-
lah dekrit ini terus berlangsung sampai ada kesempatan untuk me-
ngamandemen konstitusi.

Setelah jatuhnya regim otoriter Soeharto, dan untuk pertama
kalinya UUD 1945 dimungkinkan untuk diamandemen, aspirasi poli-
tisi Islam yang ingin menembalikan “Piagam Jakarta” masih muncul.
Akan tetapi sampai dengan amandemen keempat UUD 1945, upaya
untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak berha-
sil. Sungguh pun demikian upaya memasukkan norma-norma sya-
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ri’at Islam kedalam undang-undang masih terus berlangsung.

Tidak adanya jaminan langsung dan tertulis dalam konstitusi
yang menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban menjalankan
agamanya, bukan berarti norma-norma syari’at Islam tidak bisa
masuk dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Sekadar menyebut contoh untuk beberapa Peraturan Perundang-
undangan yang mengakomodasi Syari’at Islam adalah: (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem
Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syari’ah,
(5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam, (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Haji, dan (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Di era demokrasi, reformasi dan otonomi daerah yang sekarang
sedang digalakkan di Indonesia muncul beberapa peraturan daerah
yang dalam pembuatannya mendapat inspirasi dari syari’at Islam.
Menurut catatan, sekarang ini lebih dari 20 kabupaten di Indonesia
yang mengeluarkan Peraturan Daerah yang mendapat inspirasi dari
syari’at Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan perda syari’at.

Akan tetapi Perda-perda itu pada umumnya dikritik sebagai
Perda yang bermasalah meskipun kalau dilihat dari prosedur pene-
tapannya, peraturan itu ditetapkan melalui mekanisme yang de-
mokratis dan mendapat dukungan suara mayoritas di Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah.

Hal ini karena bagi para pengritik perda-perda itu, demokrasi
bukan semata-mata suara mayoritas dalam proses pengambilan ke-
putusan atau dalam proses pemilihan. Demokrasi mesti didasarkan
pada aturan main atau rule of law yang jelas. Demokrasi juga mesti
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bisa melindungi kebebasan sipil dan hak-hak kaum minoritas. De-
mokrasi menurut Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel, menuntut
adanya perlindungan atas kebebasan sipil, penghormatan terhadap
hak-hak hukum, berpegang pada aturan main dan adanya jaminan
bagi kebebasan pers. Aturan yang dibuat mayoritas bila mengabai-
kan hak asasi manusia dan kebebasan sipil maka akan mengarah pa-
da apa yang disebut oleh John Mill sebagai “tyranny majority” atau
apa yang disebut Fareed Zakaria sebagai “illiberal democracy”. Itu-
lah sebabnya, meskipun Perda syari’at muncul di mana-mana tapi
kritik dan tantangan juga muncul dari mana-mana termasuk dari
umat Islam sendiri.

E. Tantangan yang Dihadapi

Sejak awal periode sejarah pembentukan hukum Islam, perde-
batan tentang apakah hukum Islam perlu ditetapkan atau diundang-
kan oleh Negara sudah muncul. Upaya pertama dilakukan pada
abad pertama, ketika khalifah dari Dinasti Umayah memohon kepa-
da Imam Malik agar tulisan atau pandangan beliau tentang hukum
Islam yang ada dalam kitab a/-Muwaththa ditetapkan oleh khalifah
(Negara) sebagai satu-satunya buku standar untuk rujukan hukum
Islam. Gagasan in mendapat inspirasi dari pendahulunya, Usman bin
Affan, yang telah sukses menyatukan umat Islam dalam teks al-
Qur’an yang seragam. Khalifah merasa, kiranya lebih maslahat bila
umat Islam juga memiliki buku tentang hukum Islam yang seragam.

Secara halus Imam Malik menolak permohonan khalifah de-
ngan menyatakan bahwa saya adalah manusia biasa yang memiliki
keterbatasan dalam memahami hadis nabi. Apa yang saya himpun
dalam kitab saya hanya sebagian dari hukum Islam. Para sahabat na-
bi telah meninggalkan Madinah dan pengetahuan tentang hukum
Islam juga telah pergi menyertai mereka. Oleh karena itu kitab saya
tidak memadai bila dijadikan sebagai satu-satunya standar. Sejak
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itu, hukum Islam hidup dan berkembang secara independen di luar
mekanisme negara. Setiap hakim memiliki kebebasan untuk memi-
lih hukum Islam yang akan ia terapkan dan Negara tidak memiliki
otoritas untuk mencampuri urusan mereka.

Menetapkan norma-norma syari’at Islam melalui institusi nega-
ra atau ganunisasi mengandung aspek positip dan aspek negatif. As-
pek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang relatif
seragam. Tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim
dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk
kasus tertentu yang dia hadapi. Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah
yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip
dengan tradisi Common Law ketimbang Continental law. Tidak per-
nah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum Islam sampai akhir
dinasti Usmani. Kodifikasi hukum Islam di akhir dinasti Usmani ada-
lah akibat dari pengaruh Eropa Kontinental.

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan
daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain. Hukum
Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab figih klasik juga belum
tentu cocok dengan kondisi masa kini. Oleh karena itu qonunisasi
atau orang menyebut formalisasi hukum Islam berpotensi menge-
kang perkembangan hukum Islam yang selalu berkembang akibat
dibukanya pintu ijtihad. Sebab hukum Islam yang ditetapkan oleh
negara dalam bentuk ganun akan cepat ketinggalan zaman. Con-
tohnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang dilegalkan atau disah-
kan penggunaannya melalui Instruksi Presiden pada tahun 1991.
Kompilasi yang baru berumur satu setengah dasa warsa ini telah
menuai banyak kritik dari banyak intelektual muda Islam di Indo-
nesia karena beberapa bagiannya sudah tidak relevan dengan
perkembangan zaman.

Tantangan juga datang dari mereka yang tidak setuju diformal-
kannya hukum Islam melalui undang-undang. Dengan diundangkan-
nya hukum Islam melalui undang-undang menjadikan pelaksanaan
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hukum Islam seoalah-olah tergantung pada negara. Jusuf Kalla, saat
memberikan sambutan pada seminar internasional bertema Trans-
lating Islam in the multicultural world for peace, justice and welfare
menyatakan bahwa dirinya akan amat tersinggung kalau Perda-
perda syari’at justru akan menjadikan kaum Muslim tidak lagi takut
kepada Allah tapi lebih takut pada bupati atau walikota jadi bukan
ittaqu Allah tapi ittaqu Bupati. Dua organisasi Islam terbesar di Indo-
nesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak mendukung
proyek legislasi syari’at Islam di daerah-daerah karena mereka lebih
memilih hukum nasional.

Hal ini karena mereka pada umumnya menyadari bahwa sya-
ri'at Islam sebenarnya lebih merupakan norma etika yang bersum-
ber dari ajaran agama. Sebagai norma etik, Muslim baik secara indi-
vidu maupun kolektif sebenarnya bisa menjalankan semua norma-
norma etika yang ada dalam syari’at Islam tanpa adanya campur
tangan atau paksaan dari penguasa.

Dalam kritiknya terhadap formalisasi syari’at Islam di Aceh
Aguswandi menyatakan bahwa penerapan syari’at Islam yang kon-
servatif di Aceh mesti jadi pelajaran bagi setiap orang. Kita mestinya
tidak mengulangi kegagalan dan membiarkan kelomkpok konserva-
tif mendikte syari’at Islam seperti yang terjadi di Aceh. Banyak di an-
tara kita yang tidak menyadari betapa Islam di Aceh telah dieksploi-
tasi sedemikian rupa oleh kelompok konservatif untuk mempromo-
sikan sesuatu yang baru yakni tipe Islam yang menindas wanita,
membatasi kebebasan berbicara, menerapkan aturan tingkah laku
yang ketat yang sebenarnya bertentangan dengan tradisi lokal dan
watak Islam itu sendiri.

Aturan yang menindas, diskriminatif dan membelenggu kebe-
basan sipil kalaupun ditetapkan melalui mekanisme atau prosedur
demokrasi maka akan melahirkan apa yang disebut tyranny majority
dan ini jelas akan menghambat perkembangan demokrasi yang se-
hat. Umat Islam yang memaksakan paham atau interpretasinya
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yang konservatif terhadap syari’at Islam akan dipandang sebagai
pendukung authoritrianism.

Khaled Abou El-Fadl dalm bukunya Speaking in God’s Name, Is-
lamic Law, Authority and Women (2003) sebagaimana dikutip oleh
M. Hilaly Basya: “Authoritarianism is the act of locking or captivat-
ing the will of Divine or the will of the text into the specific determi-
nation as inevitable, final and conclusive”. Menurut Abou El-Fadl
problem interpretasi adalah authoritarianism. Authoritarianism
akan semakin kuat bila ia didukung oleh kekuasaan atau regim dan
elit agama yang sudah mapan atau terlembagakan. Authoritarian-
ism semacam ini sering melayani kepentingan politik sebuah regim
yang ingin mempertahankan status quo dan hegemoninya terhadap
rakyat. Sikap seperti inilah yang akan menghancurkan peradaban
Islam. Oleh karena itu, kita harus mengkritisi otoritas yang dogmatic
karena sepanjang pengalaman sejarah interpretasi yang dogmatic
akan melahirkan kekerasan dan penindasan.

Dalam bahasa M. Adhiatera authoritarianism bisa melahirkan
apa yang disebut sebagai religious totalitarianism dengan ciri-ciri
antara lain sebagai berikut. Pertama, otoritas suatu regim didasar-
kan atas mandat suci “holy mandate” dari Tuhan sehingga masaya-
rakat luas tidak boleh mempertanyakan legitimasinya karena ia ber-
asal dari Tuhan. Sehinga penindasan tidak lagi dilakukan dengan
senjata tapi melalui atau atas nama Tuhan. Ciri kedua, regim itu
akan memaksakan ajaran agama secara ketat dan mengontrol cara
rakyat mengamalkan agamanya. Ini semua akan memberi peluang
bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang menduduki
jabatan kekuasaan.

Lily Zakiyah Munir, direktur CPDS (Centre for Pesantren and De-
mocracy Studies) saat diwawancarai oleh Yoginder Sikand, menya-
takan penolakannya terhadap gagasan yang akan melaksanakan
syari’at melalui pemaksaan dengan memaksa orang untuk melaku-
kan ini atau itu. Hal itu dinilainya tidak realistik bahkan tidak Islami
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karena al-Qur’an sendiri menyatakan bahwa dalam urusan agama
tidak boleh ada paksaan. Orang bebas untuk percaya atau tidak
percaya. Memaksa orang agar mematuhi aturan hukum Islam tidak
akan menambah kesalehan orang itu. Itu hanya akan menjadikan
dia menjadi munafik. Pengendalian diri dan dorongan untuk meng-
ikuti jalan hidup yang etis baik dalam Islam atau dalam agama lain
harus melalui proses internalisasi. Itu harus datang dari dalam bu-
kan dari luar. Itu tidak bisa dipaksakan kepadamu, katanya. Saya
sendiri, katanya menambahkan, memakai jilbab bukan karena
negara atau suami saya memaksa saya tapi karena saya sendiri mau
memakainya.

Tantangan yang paling berat tampaknya adalah bagaimana
menempatkan syari’at Islam sebagai instrumen untuk penegakkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan asumsi bahwa
keadilan ada yang mutlak ada yang kontekstual, maka amat mung-
kin bagian-bagian dari norma hukum/syari’at bisa mengalami per-
ubahan bila rasa keadilan yang berkembang di masyarakat telah
berubah. Contoh, tentang kekebasan beragama. Banyak ulama atau
fugaha yang berpandangan bahwa kebebasan beragama dalam
Islam hanya berlaku untuk orang yang di luar Islam untuk masuk
menjadi muslim. Bila seseorang telah masuk Islam maka ia tidak
punya kebebasan lagi untuk keluar. Muslim yang dengan sengaja
keluar dari agamanya atau dinilai telah keluar (murtad) dari aga-
manya, maka boleh dibunuh atau halal darahnya. Ketentuan syari-
‘at/hukum seperti ini dalam kurun waktu dan kondisi masyarakat
tertentu seperti masyarakat kesukuan (tribalistic) mungkin dipan-
dang adil, tapi dalam kurun waktu sekarang dalam kontek Indonesia
sebagai negara kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai de-
mokrasi, di mana semua warga negara memiliki kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama, maka tidak bisa disebut adil. Ketentuan se-
macam ini tidak sejalan dengan kondisi sosial dan sistem hukum
yang berlaku di Indonesia.
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F. Peluang yang Tersedia dalam Iklim Demokrasi

Bila diperhatikan lebih jauh, suara-suara kritis terhadap forma-
lisasi syari’at Islam sebenarnya bukan ditujukan semata-mata pada
aspek legislasi atau formalisasinya tapi lebih ditujukan kepada
model pemahaman yang konservatif dari syari’at Islam. Model kon-
servatif dari syari’at Islam umumnya adalah hasil pemahaman atau
hasil ijtihad ulama masa lalu terhadap syari’at Islam. ljtihad ulama
masa lalu tentang syari’at Islam memang sudah banyak yang tidak
relevan dengan perkembangan masa kini. Suara kritis terhadap for-
malisasi syari’at Islam juga muncul karena formalisasi syari’at Islam
terkadang merambah sampai mengatur cara hidup atau style of life
yang bersifat pribadi seperti cara orang berpakaian yang sebenarnya
bukan merupakan ajaran Islam yang pokok.

Hal-hal pokok yang mutlak perlu dilindungi oleh syari’at Islam
menurut al-Syatibi ada lima: agama, jiwa, keturunan (kelangsungan
generasi), harta, dan akal. Menurut al-Syatibi, perlindungan terha-
dap kelima hal ini mutlak (dhardriyah), karena kelima hal ini diperlu-
kan untuk tegaknya kemashlahatan agama dan dunia. Dhardriyah
dalam pandangan al-Syatibi adalah sesuatu yang bila tidak dijalan-
kan maka akan timbul kekacauan dan kesulitan yang nyata.

Perlindungan terhadap agama, mengandung pengertian bahwa
umat Islam mesti dilindungi dalam menjalankan kewajiban agama-
nya mulai dari syahadat, shalat, zakat, puasa sampai dengan haji.
Perlindungan terhadap agama juga mengandung pengertian agar
agama dijaga kelestariannya dan dilindungi dari hal-hal yang akan
merusaknya. Demikian pula perlindungan terhadap jiwa, keturunan,
harta dan akal. Adapun menutup aurat atau hal-hal yang berkaitan
dengan kesopanan dan keluhuran budi pekerti bersifat tahsiniyah.

Oleh karena itu, jika yang diformalkan adalah prinsip-prinsip
umum syari’at Islam yang bisa membawa kemaslahatan bagi semua
golongan maka formalisasi syari’at Islam tidak akan menimbulkan
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masalah. Tapi jika umat Islam mau memformalkan hukum pidana
Islam peninggalan masa lalu tanpa reinterpretasi terhadap bagian-
bagian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masa kini,
maka jelas akan menimbulkan masalah, dengan kata lain tidak mas-
lahat untuk Indonesia. Hukuman rajam (dilempari batu sampai ma-
ti) dan hukuman potong tangan adalah contoh dari hukum Islam
yang menurut hemat saya tidak relevan diundangkan di Indonesia.

Oleh karena itu dalam era demokrasi peluang untuk memasuk-
kan norma-norma yang berasal dari hukum Islam masih tetap ter-
buka sepanjang hukum Islam dipahami sesuai dengan tujuannya
atau sesuai dengan maqashid al-syari’ah. Dalam era demokrasi,
syari’at Islam juga tetap memiliki peluang yang tinggi untuk dima-
sukkan dalam setiap pembuatan undang-undang sepanjang ijtihad
untuk menggali atau menerapkan syari’at Islam agar sesuai dengan
perkembangan zaman tetap dibuka seluas-luasnya. Meskipun tu-
juannya tidak berubah, sejarah membuktikan bahwa cara umat
Islam memahami dan mengamalkan syari’at tidak seragam. Oleh
karena itu kalaupun sebagian umat Islam bersikeras mendirikan khi-
lafat untuk menjamin pelaksanaan syari’at, maka bentuk khilafat ju-
ga tidak tunggal. Saya pikir betul apa yang dikatakan oleh Gibb se-
bagaimana dikutip Hamid Enayat dalam bukunya, Modern Islamic
Political Thought, saat dia menyatakan: in the Sunni community the-
re is no one universally accepted doctrine of caliphate. The very ba-
sis of Sunni thought, he goes on to say, excludes the acceptance of
anyone theory as definitive and final. What is does lay down is a
principle: that caliphate is that form of government which safe-
guards the ordinances of Sharia and sees that they are put into prac-
tice. So long as that principle is applied,there may be infinite diver-
sity in the manner of its application.

Dalam era demokrasi setiap Muslim pada dasarnya memiliki
peluang dan kesempatan yang sama untuk memahami dan mener-
jemahkan hukum-hukum Tuhan. Jadi bukan hanya para fugaha dan
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penguasa saja yang bisa mengatasnamakan diri sebagai khalifatul-
lah sebagimana yang sering dipahami selama ini. Oleh karena itu ijti-
had mesti dimaknai sebagai refleksi pemikiran dinamis manusia
yang pada akhirnya mengarah pada konsensus atau kesepakatan.
Fazlur Rahman mengatakan: ijtihad must be multiple effort of think-
ing minds — some naturally better than other, and some better than
other in various areas — that confront each other in open arena of
debate, resulting eventually in an overall consensus.

G. Sinergi Tuntutan Keyakinan dan Perubahan

Bagi umat Islam, syari’at memang bisa dibedakan dari akidah
akan tetapi syari’at pada dasarnya tidak mungkin dapat dipisahkan
dari akidah atau keyakinan. Juhaya S. Praja, guru besar Filsafat Hu-
kum Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Ban-
dung melalui teori credo yang dikembangkannya berusaha menje-
laskan bahwa kesetiaan umat Islam untuk mengamalkan norma-
norma yang digariskan dalam syari’at Islam karena tuntutan keya-
kinannya. Oleh karena itu wajar apa bila umat Islam di mana pun
mereka berada akan berusaha mengamalkan syari’at Islam, terlepas
dari apakah ia diundangkan oleh negara secara formal atau tidak.
Hal ini di samping karena syari’at merupakan way of life, complete
civilization, juga karena sumber utama syari’at Islam yakni al-Qur’an
diyakini sebagai kitab suci yang berisi firman Tuhan. Itulah sebab-
nya, sejak awal berdirinya Republik Indonesia ini, sebagian founding
fathers sangat menyadari atas perlunya negara yang akan dibentuk
memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia untuk dapat beriba-
dah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Perbedaan di antara
mereka hanya terletak pada bagaimana cara atau model syari’at Is-
lam itu dipraktekkan oleh umat Islam sendiri, atau diformalkan oleh
negara.

Secara umum ada tiga model penerapan syari’at Islam: (1) mo-
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del tekstualis eksklusif; (2) substansialis inklusif; dan (3) model kom-
binasi dari keduanya. Ketiga model ini bisa diterapkan secara bot-
tom up atau top down.

Model pertama biasanya berusaha melaksanakan syari’at Islam
sebagaimana telah disebutkan dalam teks al-Qur’an, al-Sunnah atau
dalam teks kitab-kitab mu’tabar yang diakui otoritasnya dalam men-
jelaskan hukum Islam. Model ini biasanya dilandasi dengan asumsi
bahwa syari’at Islam telah sempurna mengatur segala aspek kehi-
dupan. Syari’at Islam setelah Nabi Muhammad tidak lagi mengalami
proses evolusi. Oleh karena itu, umat Islam tinggal menerapkannya
bila ketentuannya sudah jelas dalam teks al-Qur’an atau al-Sunnah.
Bila belum ada maka bisa menggunakan analogi/qiyas atau ijtihad.
Umat Islam tidak perlu mengambil sistem hukum lain di luar Islam.
Syari’at Islam merupakan hukum Tuhan yang tidak bisa diketahui
maksud dan kandungannya secara benar kecuali oleh ahlinya, yakni
fagih atau mujtahid. Oleh karena itu setiap undang-undang yang
dibuat oleh lembaga legislatif harus mendapat persetujuan dari ahli
syari’at dan ahli syari’at berhak memveto setiap undang-undang
yang dinilai tidak sejalan dengan syari’at.

Model kedua, berusaha mengamalkan syari’at Islam dengan
melihat konsep atau gagasan yang ada dibalik teks. Bila gagasan
utamanya telah ditangkap, maka penerapannya bisa dilaksanakan
secara luwes sesuai dengan perkembangan zaman. Model kedua ini
biasanya didasarkan pada asumsi bahwa setiap ketentuan hukum
dalam hukum Islam ada reasoning-nya dan ada tujuannya. Oleh ka-
rena itu, para pendukung model kedua ini tidak keberatan bila hu-
kum Islam mengalami evolusi, atau penyesuaian dengan tradisi atau
budaya lokal. Mereka juga relatif mudah menerima sistem hukum
apa saja sepanjang sistem hukum itu menjunjung tinggi keadilan,
persamaan, kebebasan, persaudaraan dan kemanusiaan yang men-
jadi inti syari’at Islam. Mereka bisa menerima sistem hukum yang
bisa melindungi agama, bisa melindungi akal, keturunan, hak milik
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atau harta serta bisa melindungi jiwa. Syari’at Islam diterapkan se-
cara terbuka, artinya syari’at Islam diterapkan sembari menerima
“unsur-unsur luar” seperti adat setempat dan pemikiran-pemikiran
yang berasal dari luar Islam. Syariat Islam bisa disebut terbuka kare-
na ia bisa ditafsirkan oleh siapa saja. Tidak ada monopoli dalam pe-
nafsiran syari’at, dan karenanya tidak perlu ada lembaga “pengawas
syari’at” yang memonopoli tafsir atas syari’at Islam.

Model ketiga, kombinasi, artinya dalam mengamalkan syari’at
Islam, mereka akan melihat mana syari’at Islam yang sudah gath’iy
al —wurud wa al-dilalah dan mana yang masih dzanni. Hanya seba-
gian dari syari’at Islam yang masih dzanni saja mungkin bisa diijti-
hadi, sedangkan yang sudah pasti tidak perlu dan tidak bisa diijti-
hadi. Dalam konteks ini, mereka terkadang memilah-milah, antara
syari’at Islam yang bersifat privat dan hukum Islam yang bersifat
publik. Pada hukum privat mereka cenderung tekstualis, tapi dalam
hukum publik mereka cenderung substansialis.

Pilihan yang diambil oleh masing-masing daerah atau negara
akan sangat tergantung pada politik hukum yang dianut oleh daerah
atau negara yang bersangkutan. Sungguh pun demikian secara
umum, model ketiga atau kombinasi ini memberikan ruang yang
lebih fleksibel dalam mensinergikan antara tuntutan keyakinan dan
tuntutan perubahan atau sistem hukum yang dianut Indonesia.

H. Penutup

Semua keterangan atau penjelasan yang diutarakan di atas me-
nunjukkan bahwa syariat Islam itu bisa compatible dengan demok-
rasi. Sebab meskipun syari’at pada dasarnya tidak bisa dipisahkan
dari keyakinan umat Islam, namun ruang ijtihad khususnya yang ter-
kait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan amat terbuka. Syari-
‘at Islam bukan keyakinan dogmatik yang tidak bisa dipikirkan, kare-
nanya ia dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkem-
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bangan konsolidasi demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia.
Dalam era demokrasi peluang untuk memasukkan unsur-unsur sya-
ri‘at Islam ke dalam undang-undang tetap besar meskipun tantang-
annya juga besar. Sebagai landasan etik, moral dan spiritual yang
bersumber dari keyakinan, syari’at Islam sebenarnya dapat dilaksa-
nakan atau diamalkan oleh umat Islam dengan maupun tanpa ada-
nya legitimasi atau formalisasi dari negara.

Umat Islam kiranya perlu belajar menerima prinsip-prinsip de-
mokrasi sebab meskipun demokrasi bukan cara yang terbaik untuk
mengatur negara, juga tidak identik dengan prinsip syura dalam Is-
lam, tapi ia merupakan a best among the worse kata Churcil. Dalam
negara yang demokratis, umat Islam tidak hanya dihargai sebagai
kelompok tapi juga dihargai secara individu. Semangat ini sejalan
dengan ajaran al-Qur’an yang menempatkan setiap orang sebagai
khalifatullah suatu predikat yang selama ini seolah dimonopoli oleh
elite agama atau penguasa saja.
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PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA
HUKUM YANG BERKEADILAN

Prof. Dr. Deddy Ismatullah

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konsti-
tusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh
rakyat Indonesia. Pemberlakuan UUD 1945 berlandaskan pada legi-
timasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum
tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena
itu, hasil-hasil perubahan UUD 1945 berimplikasi terhadap seluruh
lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi perubahan
tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah
asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali
mengalami perubahan materi muatan UUD 1945 mencakup 199
butir ketentuan.!

UUD 1945 memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-
prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara kita
kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke-
empat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan ke-
sejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d)

1Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat
UUD Tahun 1945, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Ba-
dan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, him. 1.
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ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdeka-
an, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, UUD 1945 telah memberi-
kan kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-
norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik te-
tapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal itu karena para pendiri
bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara pe-
nuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka UUD 1945 merupakan
konstitusi politik, konstitusi ekonomi, konstitusi budaya, dan konsti-
tusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik,
ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (state), masyarakat (civil so-
ciety), ataupun pasar (market).

B. Pembangunan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

The founding fathers mencita-citakan negara Indonesia sebagai
suatu negara hukum (rechstaats/the rule of law). Berkaitan dengan
hal tersebut, maka Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa
"Negara Indonesia adalah negara hukum". Namun, bagaimana cetak
biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum ini, selama ini
belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya
pembangunan hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hu-
kum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu ke-
satuan sistem, apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu kon-
sep hukum, yaitu sebagai negara hukum.?

Proses pembangunan hukum di Indonesia yang telah dilaksana-
kan selama lebih dari setengah abad, tampaknya masih belum ber-
jalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi
dan peranan hukum dalam membawa perubahan sikap masyarakat
secara menyeluruh. Kondisi ini boleh dikatakan terjadi pada keselu-

2 Jimly Asshiddiqgie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press,
Jakarta, 2005, him. 379.
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ruhan aspek pembangunan hukum, mulai dari proses pembentukan
peraturan perundang-undangan sampai pada penegakan hukum
dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan ke arah itu,
perencanaan dan pembangunan hukum pada masa sekarang dan
mendatang perlu dititikberatkan pada langkah-langkah strategis da-
lam meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup ma-
teri atau substansi hukum baik yang tertulis maupun yang tidak ter-
tulis (legal substance), struktur atau kelembagaan hukum yang juga
mencakup aparatur hukum (legal structure), dan budaya hukum (/e-
gal culture). Tiga aspek ini dianggap sebagai bagian-bagian yang sa-
tu sama lain saling terkait dan menjadi sub-sub sistem dari sistem
hukum nasional yang akan kita bangun.?

Sistem hukum nasional yang dibangun seyogianya mampu me-
wujudkan tujuan hukum sebagaimana pernah ditegaskan oleh Aris-
toteles, yaitu untuk menegakkan keadilan, atau Jeremy Bentham
dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation, yaitu un-
tuk mendatangkan kebahagian yang sebesar-besarnya bagi masya-
rakat. Dengan perkataan lain, sistem hukum nasional memiliki peran
yang besar bagi terwujudnya keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Meskipun sebutan rechsstaat bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah cukup lama disandang, namun bangsa ini masih be-
lum bisa disebut sebagai negara hukum yang sesungguhnya. Reali-
tas yang terjadi hari ini memperlihatkan secara gamblang betapa
banyak norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-
undangan (mulai dari UUD 1945 sampai peraturan daerah) yang
kurang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga

3 Abdul Ghani Abdullah, “Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional”. Makalah yang
disampaikan pada acara Seminar Nasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Gunung Djati Banung, 17 Desember 2005, him. 2.
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negara, sehingga hanya sekadar menjadi law in the book dan bah-
kan tak berfungsi sama sekali (slapende regeling).

Dalam tataran implementasi, cukup banyak pelanggaran hu-
kum yang terjadi bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri. Empat
catur wangsa penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara)
yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan hukum justru
menjadi contoh tidak baik, melindungi para pelanggar hukum atau
menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Wajar bila kemu-
dian masyarakat seakan tidak lagi percaya dengan hukum dan apa-
rat penegak hukum, sehingga terkadang lebih suka main hakim sen-
diri (eignrichting) dalam merespons berbagai pelanggaran hukum
yang terjadi di depan mata. Hukum, aparat penegak hukum, dan
masyarakat yang seharusnya bersinergi namun justru berjalan sen-
diri-sendiri dan saling berbenturan.

Bila merujuk pada realitas yang digambarkan di atas, maka se-
sungguhnya Republik ini sedang mengalami persoalan hukum yang
sangat serius. Tiga pilar atau unsur yang membangun hukum seba-
gai sebuah sistem sebagaimana diteorikan oleh Lawrence M. Fried-
man sebagai three elements of legal system, yaitu struktur hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum yang seharusnya berjalan si-
multan dan sinergis tampaknya masih jauh dari harapan. Ibarat se-
buah segitiga sama sisi, sistem hukum nasional yang dibangun se-
lama ini belum didukung dengan struktur, substansi, dan budaya
hukum yang kuat sehingga sistem hukum yang ada masih terlalu ra-
puh bak ”segitiga patah sisi” untuk dijadikan pijakan kehidupan ber-
bangsa dan bernegara.*

Masalah fundamentalnya adalah sistem hukum nasional yang
masih rapuh, karena lemahnya tiga elemen pokok yang membentuk
sistem hukum itu sendiri. Rapuhnya sistem hukum nasional berim-

4 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, Citra Ad-
tya Bakti, Bandung 2001, him. 101.
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plikasi pada terhambatnya perwujudan kesejahteraan umum seba-
gaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sistem hukum
nasional yang rapuh tidak akan mampu membawa negara ini men-
jadi sebuah entitas yang mensejahterakan rakyatnya, karena apa
pun yang dilakukan negara belum akan memenubhi rasa keadilan dan
kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.

C. Struktur dan Infrastruktur dalam Pembentukan Hukum

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses
pembentukan hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan poli-
tik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik,
dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseim-
bangan politik, kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial,
dan seterusnya.’

Walaupun proses hukum yang dimaksud tidak diidentikkan de-
ngan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya se-
ringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal
yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politik yang ber-
laku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya
suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara po-
litik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang
kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik dalam masyarakat, keadaan
lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya
sendiri.

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya me-
mandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus
pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang di-

> Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet
[, LP3ES, Jakarta, 1990, him. xii.
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perlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.® Dari kenya-
taan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya
suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuk-
nya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata
kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan da-
lam hukum yakni mencakup kata process dan kata institutions, da-
lam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai
produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk
peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat
dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam in-
stitusi politik. Sehubungan dengan hal ini, Miriam Budiardjo berpen-
dapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk
mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya
maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.’
Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi
politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik
itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberi-
kan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi
yang vakum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk
itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pe-
megang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat
dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik
formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur
kekuasaan negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan
lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infra-
struktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyara-
kat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan

6 Mieke Komar, at al., Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kum-
pulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH,
LLM, Alumni, Bandung, 1999, him. 91.

7 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, Cet. ke 27, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2005, him. 108.

242



Pembangunan Sistems Hukum Nasional Indonesia

organisasi profesi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pem-
bentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik
melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas
untuk itu.

Pengaruh yang kuat terhadap konsep-konsep dan implemen-
tasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme.
Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi
hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bah-
kan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional.®
Demikian pula dalam praktek hukum pun di tengah masyarakat, pe-
ngaruh aliran poisitvis adalah sangat dominan. Apa yang disebut
hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di
luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan seba-
gai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya
dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya
untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang ti-
dak atau belum mengatur masalah tersebut.

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum
dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional
berdasarkan checks and balances sebagaimana yang dianut Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih
dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan ke-
kuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang
masing-masing lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasa-
an setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fung-
si-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sis-
tem yang demikian disebut sistem checks and balances, yaitu pem-
batasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang da-

8 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, Citra
Adtya Bakti, Bandung 2001, him. 181.
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sar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya
sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing.

Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepa-
da setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusional-
nya oleh produk politik dari instutusi politik pembentuk hukum un-
tuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam
hal pelanggaran itu dilakukan melalui pembentukan undang-undang
maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah Konstitusi dan
dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya di ba-
wah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

D. Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Hukum

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-
instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberi-
kan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan
oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok
kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya me-
nurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem de-
mokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok orga-
nisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, dan lemba-
ga swadaya masyarakat.

Kenyataan di atas menunjukan bahwa pengarh masyarakat da-
lam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan
apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam
mendesakkan reformasi di segala bidang berhasil dimenangkan, de-
ngan ditandai jatuhnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto
yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar
di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang
yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini,
mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat
publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan
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diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya
ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati.

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tun-
tutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya kepu-
tusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan
dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu. Karena
rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memi-
cu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar
dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu
kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk me-
menuhi tuntutan masyarakat itu.

Satu catatan penting yang perlu dikemukakan untuk menjadi
perhatian para lawmaker ialah apa yang menjadi keprihatinan Wal-
ter Lippmann, yaitu: “Kalau opini umum sampai mendominasi pe-
merintah, maka di sana terdapat suatu penyelewengan yang mema-
tikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir
menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk meme-
rintah.’ Karena itu perlu menjadi catatan bagi para pembentuk hu-
kum adalah penting memperhatikan suara dari kelompok masyara-
kat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi
opini publik, tidak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan po-
litik. Di sinilah peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui me-
kanisme demokrasi yang ada dalam suprastruktur maupun infra-
struktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan
memahami betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan ke-
butuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif.

E. Sistem Politik Indonesia

Untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme pembentukan
hukum di Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut. Sis-

9 Ibid, him. 15.
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tem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan
oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana meknaisme pengisian
jabatan dalam lembaga-lembaga negara dilakukan. Ini dua hal pen-
ting dalam sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum.

Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang
terkait dengan uraian ini ialah sistem yang berdasarkan prinsip ne-
gara hukum, prinsip konstitusional, serta prinsip demokrasi. Ketiga
prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah sa-
tu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal
yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama,
yaitu pemisahan kekuasaan - check and balances- prinsip due pro-
cess of law, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan ja-
minan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip
konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pe-
laksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang di-
atur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi.

Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan de-
ngan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-
jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu.
Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi (keterbukaan
informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghor-
mati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme
yang disepakati bersama.

Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik
yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan
dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatik yang demikianlah produk
politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan
mengikatnya hukum diharapkan — sebagaimana yang dianut aliran
positivis — mengakomodasi segala kepentingan dari berbagai lapisan
masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh ma-
syarakat. Apa yang dimaksud dengan hukum ialah apa yang ada da-
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lam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara
yang memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap
telah termuat dalam perundang-undangan itu karena telah melalui
proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat. Dalam
hal produk itu dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai
yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan merugikan hak-
hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat
negara (institusi) tersebut untuk mebatalkan peraturan yang telah
dikeluarkannya dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian nilai
moral dan etik, kepentingan-kentingan rakyat yang ada dalam ke-
nyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan
yang akan selalui mengontrol dan melahirkan hukum positif yang
baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perun-
dangan-undangan yang baru.

F. Penutup

Reformasi sistem hukum melalui pembenahan seluruh elemen
(legal substance, legal structure, dan legal culture) kunci yang mem-
bentuknya bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, mengi-
ngat seluruh elemen bangsa ini memiliki keinginan yang sama untuk
mewujudkan Republik ini menjadi negara yang mensejahterakan
rakyatnya. Tentu penyelenggara negara, politisi, tokoh masyarakat,
dan aparatur penegak hukumlah yang semestinya berada di garda
terdepan memulai dan memimpin langkah-langkah pembenahan
dengan secara terus-menerus memberi ruang seluas-luasnya kepa-
da seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah
pemikiran yang dominan dalam kenyataannya tentang pengertian
apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai
sumber kekuatan berlakunya hukum. Hukum dan sumber kekuatan
berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam
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ilmu hukum yang memandang hukum itu terbatas pada apa yang
tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimung-
kinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam
perkembagan sistem hukum Indonesia ke depan. Adapun nilai-nilai
moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan sosial di
masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum
yang baru melalui perubahan, koreksi, serta pembentukan peratur-
an perundang-undangan yang baru.
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IMPLEMENTASI PRINSIP CHECK AND BALANCE

DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Menyoal Kasus “Pencatutan” Nama Presiden

Dr. Utang Rosidin

A. Pendahuluan

Reformasi tahun 1998 telah banyak mempengaruhi dan mem-
bawa perubahan yang mendasar dalam segi kehidupan Ketatanega-
raan Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi dalam
ketatanegaraan adalah amandemen konstitusi dengan dilakukannya
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
sampai empat kali, mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Amande-
men terhadap UUD Tahun 1945 tersebut telah merubah struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia dengan adanya perubahan pada
lembaga-lembaga tinggi negara.

Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan publik
yang disuarakan dalam gerakan reformasi. Reformasi yang meng-
inginkan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan politik dan
sistem kenegaraan sudah selayaknya diatur dalam format yuridis
dalam konstitusi. Untuk itu, amandemen UUD 1945 tidak terelakkan
lagi dalam rangka mereformasi kehidupan politik di Indonesia, me-
nuju kepada kehidupan politik yang demokratis. Reformasi hukum
tata negara harus diarahkan untuk melakukan perubahan dari ele-
men-elemen otoritarianisme ke arah elemen-elemen demokrasi
yang sesungguhnya.
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Persoalan “pencatutan” nama Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Se-
tya Novanto sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, bukan hanya menimbul-
kan persoalan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya No-
vanto yang menjadi makelar atau calo dalam perpanjangan kontrak
karya Freeport yang kontraknya baru dapat diperpanjang dua tahun
sebelum masa kontrak karya tersebut habis pada tahun 2021. Lebih
dari itu semua, dalam konteks Hukum Tata Negara, tindakan yang
dilakukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunjukkan bahwa
DPR berada di bawah kekuasaan Presiden, yang menentukan segala
sesuatunya hanyalah Presiden. Padahal Hukum Tata Negara berda-
sarkan pada konstitusi Negara Indonesia mengatur adanya prinsip
Check and Balance dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, se-
hingga Lembaga-lembaga Negara yang diatur berdasarkan amande-
men UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi menge-
nal adanya Lembaga Tertinggi Negara, berbeda halnya dengan pe-
ngaturan yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum amandemen.

Persoalan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya No-
vanto yang mencatut nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla, tentu saja
berimplikasi pada aspek Hukum Tata Negara. Jabatan Ketua DPR
adalah sesuatu kedudukan yang melekat pada seseorang, yang ja-
batan itu diberikan oleh negara untuk menjalankan atau mengapli-
kasikan alat kelengkapan negara, untuk terjamin jalannya penyele-
nggaraan pemerintahan. Mengacu penjelasan di atas, jelas bahwa
jabatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang melekat padanya
tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Hukum Tata Ne-
gara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Lihat: http://www.kom-
pasiana.com/rickyvinando/setya-novanto-melakukan-kejahatan-ini-
buktinya_564c06b3127f615205acf2c8).
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B. Konstitusionalisme di Indonesia Pasca Amandemen

Paradigma konstitusionalisme baru berdasarkan Amandemen

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1.

UUD 1945 lebih memperkuat paradigma yang sudah ada, de-
ngan diberi sifat normatif. Misalnya, pengaturan tentang pe-
laksanaan asas kedaulatan rakyat tidak lagi menyangkut lem-
baga pelaksananya, namun fondasi normatifnya, yakni harus
dilaksanakan menurut UUD [Pasal 1 ayat (2)]. Demikian juga
soal asas negara hukum, dalam Batang Tubuh dinyatakan de-
ngan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum
[Pasal 1 ayat (3)].

UUD 1945 juga memberi jaminan tentang kelangsungan dasar
negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Dalam hu-
bungan ini, Dasar Negara Pancasila tetap dipertahankan dan di-
perkuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1945. Bentuk Negara Kesatuan dan Bentuk Pemerintahan
Republik juga dimantapkan dalam Pasal 1 ayat (1). Selain itu,
meskipun tidak secara eksplisit, namun corak dari Sistem Pe-
merintahan Presidensiil juga sangat dominan, seperti bisa di-
simak dari Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7.

UUD 1945 meniadakan ketentuan yang diskriminatif dan me-
negaskan pentingnya prinsip persamaan antar warga negara.
Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (1) yang mengatur tentang Calon
Presiden dan Wakil Presiden, tidak harus berasal dari etnis pri-
bumi (WNI asli), namun terbuka kemungkinan bagi WNI ketu-
runan sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang.

UUD 1945 memberi pengakuan dan perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia yang semakin nyata dan jauh lebih luas.
Rincian HAM yang diatur meliputi hak untuk hidup serta hak
mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui per-
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kawinan yang sah, selain hak atas kelangsungan hidup, tum-
buh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari keke-
rasan dan diskriminasi (Pasal 28A). Di samping itu, UUD 1945
juga melindungi hak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hak
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya se-
cara kolektif untuk membangun masyarakat (Pasal 28C). Se-
lanjutnya, Pasal 28D mengatur tentang hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum; hak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja; hak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan; serta hak atas status kewargane-
garaan. Secara lebih lengkap, hak-hak asasi manusia diatur da-
lam pasal 28 hingga huruf J.

UUD 1945 menegaskan kembali hubungan antarlembaga ne-
gara dengan meniadakan disfungsionalisasi lembaga. Aman-
demen telah menghapus lembaga DPA (Dewan Pertimbangan
Agung) yang dinilai tidak efektif di satu pihak, dan memuncul-
kan lembaga-lembaga baru sesuai kebutuhan kontemporer,
misalnya DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan MK (Mahkamah
Konstitusi). Selain itu, diatur pula tentang perubahan tugas dan
fungsi lembaga negara tertentu, seperti Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat (Pasal 3). Dalam hal ini, MPR tidak lagi memiliki
kewenangan menetapkan GBHN atau berkedudukan sebagai
mandan (yang memberikan mandat kepada) Presiden.

UUD 1945 memperkokoh hubungan Pusat-Daerah melalui
pemberian otonomi daerah yang lebih luas dalam kerangka
NKRI (Pasal 18). Pada saat yang sama, UUD 1945 juga membe-
rikan legalitas bagi Kepala Daerah untuk dipilih secara demok-
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ratis, yang melahirkan adanya Pemilu langsung bagi Gubernur
/Bupati/Walikota dan wakilnya.

7. UUD 1945 juga menjamin adanya keragaman daerah, serta
mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah
vang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Pasal 18). UUD
1945 juga memberi penguatan terhadap Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat dan Hak-hak Tradisional, sepanjang masih hidup
dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI (Pasal 18B ayat 2).

8. UUD 1945 lebih menegaskan kembali paham konstitusionalis-
me melalui pengaturan prinsip checks and balances. Hal ini
bisa dilihat dari pasal-pasal 7, 13, 14, 20, 22, 23, dan 24

C. Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan

Kedudukan maupun wewenang atau kekuasaan formal lemba-
ga negara atau alat kelengkapan negara, merujuk pada ajaran pemi-
sahan dan pembagian kekuasaan. Ajaran ini bertujuan untuk mem-
batasi kekuasaan negara yang dibagi dalam beberapa cabang (ke-
kuasaan). Teori pemisahan kekuasaan muncul pertama kali di Eropa
Barat sebagai antitesa terhadap kekuasaan raja yang absolut sekitar
abad pertengahan, yaitu antara abad 14 sampai abad ke-15. Kemu-
dian pada abad ke-17 dan ke-18, lahirlah suatu konsep atau gagasan
untuk menarik kekuasaan membuat peraturan dari raja dan selajut-
nya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan (staatkunding or-
gaan) yang berdiri sendiri.?

Lahirnya teori pemisahan kekuasaan mengalami proses sejarah
yang cukup panjang. Hal itu dapat dicermati mulai dari penggunaan
istilah Trias Politica. Istilah Trias Politica awalnya diperkenalkan oleh
Emmanuel Kant, begitu pula secara substansi pemikiran yang me-
landasinya sudah terlebih dahulu dimunculkan dan ditulis oleh Aris-

1 Utrecht, E, Pengantar Hokum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, Jakar-
ta, 1990, him. 2.

255



Alokasi Hukum Islam dalam Sistenn Hukum Nasional

toteles?. Namun, dalam pemikiran yang lebih mendalam dan luas,
dikaji dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke (1632-1704)
dalam bukunya Two Tritieses of Government yang terbit tahun
1690. Locke mengatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan dibagi tiga,
yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif berarti
kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif berar-
ti kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan ke-
kuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi kekuasaan me-
ngenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta
segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar nege-
ri>. Namun Locke tidak mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan.
Menurut Locke, eksekutif dan federatif harus berada pada tangan
yang sama,* sedangkan antara kekuasaan legislatif dan lainnya tidak
sederajat.

Montesquieu adalah yang pertama kali memisahkan kekuasaan
dalam tiga cabang (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Ketiga cabang
kekuasaan ini masing-masing terpisah satu sama lain baik mengenai
orangnya maupun fungsinya.®> Gagasan Montesquieu berkaitan de-
ngan ajaran pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang me-
misahkan antara alat kelengkapan organisasi negara (organ) legisla-
tif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing dan secara terpisah
menjalankan kekuasaan membuat undang-undang, menjalankan
undang-undang, dan menegakkan undang-undang.®

Fungsi-fungsi membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum
melekat atau dapat dilekatkan serta dilaksanakan oleh semua alat

2 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis Dan Yuridis terha-
dap Pidato Nawaksara, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1997, him. 26.

3 Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 19-
88, him. 140.

4 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Rajawali, Jakarta, 1982, him. 92.

> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, op.cit, him. 141.

6 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), FH Ull Press, Yogya-
karta, 2005, him. 31.
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kelengkapan organisasi negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
Bahkan kelompok masyarakat ternyata menjalankan juga berbagai
fungsi tersebut. Montesquieu membatasi alat kelengkapan organi-
sasi negara (organ) hanya dalam tiga cabang. Kemudian dikenal de-
ngan sebutan trias politica. Dalam kenyataan, alat-alat kelengkapan
organisasi negara tidak hanya terbatas pada tiga cabang.’

Berkaitan dengan itu, Bagir Manan mengemukakan, bagaimana
pun juga tetap diperlukan suatu mekanisme yang mengatur hubu-
ngan antara cabang-cabang kekuasaan itu baik dalam rangka menja-
lankan bersama suatu fungsi penyelenggaraan negara maupun un-
tuk saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan yang satu
dan cabang kekuasaan yang lain. Pemikiran mengenai mekanisme
saling mengawasi dan kerja sama ini telah melahirkan teori-teori
modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan, yaitu teori “pembagi-
an kekuasaan” (distribution of power) yang menekankan pada pem-
bagian fungsi-fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ
dan teori checks and balances®.

Selanjutnya Bagir Manan menyatakan, meskipun prinsip ajaran
pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ negara
yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing ke-
kuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya dicipta-
kan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara
cabang kekuasaan yang satu dan cabang kekuasaaan yang lain. Ha-
nya dengan mekanisme checks and balances dapat dicegah masing-
masing cabang kekuasaan menyalahgunakan kekuasasnnya atau
bertindak sewenang-wenang. Tanpa checks and balances dari ca-
bang kekuasaan yang lain, eksekutif dapat menjalankan kekuasaan
yang sewenang-wenang. Demikian pula legislatif dan yudikatif®.

7 Ibid.

8 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FHUII Press, Yogyakarta, cetakan kedua,
2003. him. 9.

3 Ibid.
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Lembaga-lembaga yang diserahi kekuasaan dalam sistem pe-

merintahan negara Indonesia meliputi:

a.
b.
C.

Kekuasaan eksekutif diberikan kepada Presiden.

Kekuasaan legislatif kepada DPR bersama Presiden.

Kekausaan yudikatif kepada Mahkamah Agung dan untuk sebagi-
an kecil diserahkan kepada Presiden.

. Kekuasaan pemeriksaan keuangan negara kepada Badan Peme-

riksa Keungan (BPK).

Kekuasaan menasehati eksekutif kepada Dewan Perimbangan
Presiden (Wantimpres).*°

Berdasarkan pola hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudi-

katif, operasionalisasi dari teori checks and balances dilakukan me-

lalui cara-cara sebagai berikut:

1.

Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih
dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuat-
an undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parle-
men sekaligus. Jadi terjadi “overlapping” yang dilegalkan terha-
dap kewenangan pejabat negara antara satu cabang pemerintah-
an dengan cabang pemerintahan lainnya.

Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada
lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi ne-
gara di mana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih
dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak ekse-
kutif maupun legislatif.

Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan yang satu
terhadap cabang pemerintahan yang lainnya.

Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap
cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap
cabang eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan
budget negara.

10 Jpid, him. 119.
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5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus ka-
ta terakhir (the last word) jika ada pertikaian kewenangan antara
badan eksekutif dengan legislatif.!*

Apabila prinsip checks and balances tidak dijalankan dengan
baik, maka ada kemungkinan akan terjadi tindakan kesewenang-
wenangan yang dilakukan salah satu pemegang kekuasaan negara
karena tidak ada batas kekuasaan dan tidak ada pengontrolnya. Ke-
mungkinan lain yang timbul adalah adanya intervensi atau bahkan
saling melemahkan antar cabang kekuasaan negara. Bila hal itu
terjadi, akan dapat menimbulkan suasana chaos, terjadi pelanggar-
an hak-hak rakyat dan pemerintahan yang tidak stabil yang justru
merugikan negara. Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip
checks and balances maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi
bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan terjadi
penyalahgunaan kekuasaan.

Perkembangan ketatanegaraan modern mengarah pada ada-
nya sistem checks and balances dimana antar cabang kekuasaan ne-
gara saling mengontrol dan mengimbangi dalam kesetaraan. Prinsip
checks and balances menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan
demokrasi dan negara hukum yang sebenarnya. Tujuan dari pemi-
sahan kekuasaan adalah untuk menghindari menumpuknya kekua-
saan negara pada satu organ yang dapat meningkatkan potensi pe-
nyalahgunaan kekuasaan. Dengan perkembangan ketatanegaraan di
mana pemisahan kekuasaan tidak dilakukan secara murni dan telah
berkembang pada pembagian kekuasaan dengan diiringi checks and
balances, menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan upaya
untuk menghindari terjadinya praktek burokrasi atau tirani. Karena
itu yang dibutuhkan adalah:

11 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat), Refika Aditama, Ban-
dung, 2009, him. 124
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1. Suatu distribusi kekuasaan (agar tidak berada dalam hanya satu
tangan saja). Hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian “trias
politica” atau “distribution of power”;

2. Suatu keseimbangan kekuasaan (agar masing-masing pemegang
kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan
tirani). Hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian “balances”;
dan

3. Suatu pengontrolan yang satu terhadap yang lain (agar suatu
pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang da-
pat menimbulkan kesewenang-wenangan). Hal ini tersimpul da-
lam lingkup pengertian “checks”.

UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (sepa-
ration of power) tersebut. Pembuat UUD 1945 tidak menghendaki
agar sistem pemerintahannya disusun berdasarkan ajaran trias poli-
tica dari Montesquieu, karena ajaran itu dianggap sebagai bagian
dari paham liberal.!? Negara Indonesia adalah negara hukum?®. Da-
lam suatu negara hukum sebenarnya yang penting bukan ada tidak-
nya Trias Politica, persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat
kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi yang tirani
dan otoriter. Dalam hal ini tidak tergantung kepada adanya pemi-
sahan atau pembagian kekuasaan itu sendiri, yaitu kedaulatan rak-
yat. Dengan diakuinya prinsip kedaulatan rakyat dalam teori dan di-
laksanakan dalam praktek, maka sewaktu-waktu rakyat baik secara
langsung maupun tidak, dapat menyatakan pendapatnya terhadap
kekuasaan negara dengan secara terbuka dan efektif.

Konsep checks and balances memungkinkan suatu cabang ke-
kuasaan negara tertentu untuk menjalankan fungsi (meskipun mini-
mal) pada cabang kekuasaan negara lainnya. Di Indonesia, konsepsi

12 Muh. Kusnadi dan Bintan Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sis-
tem UUD 1945, Gramedia, Jakarta, 1978, him. 34.
13 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Setelah Perubahan.
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dan implementasi checks and balances jauh lebih mudah ditemukan

pada UUD 1945 hasil amandemen. Beberapa pasal yang menggam-
barkan adanya prinsip checks and balances dalam UUD 1945 (pasca

amandemen) adalah sebagai berikut:

1.

10.

Pasal 7A: Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

Pasal 7B: Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan me-
mutus pendapat DPR dalam 90 hari. Jika dikabulkan, DPR me-
nyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pem-
berhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan
sidang dalam 30 hari setelah menerima usul DPR.

Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan/membubarkan
DPR.

Dengan persetujuan DPR, Presiden dapat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian internasional (Pasal 11),
serta dapat menetapkan Perpu (Pasal 22).

Pasal 23E: Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK dise-
rahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 24A: Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada
DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Dengan pertimbangan DPR, Presiden dapat mengangkat Duta
dan Konsul (Pasal 13), serta dapat memberikan Amnesti dan
Abolisi (Pasal 14).

Dengan pertimbangan MA, Presiden dapat mengangkat Grasi
dan Rehabilitasi (Pasal 14).

Pasal 20: Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.

Pasal 20A: DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan. Hak DPR lainnya: hak interpelasi, hak ang-
ket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan,
hal menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
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11. Pasal 22D: DPD ikut membahas dan dapat melakukan penga-
wasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pem-
bentukan/pemekaran/penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan AP-
BN, pajak, pendidikan, dan agama.

Kekuasaan eksekutif juga dapat memainkan peran sebagai
penyeimbang terhadap kekuasaan yudikatif, misalnya wewenang
untuk menunjuk hakim agung dan memberi pengampunan
(grasi/amnesti/abolisi). Sedangkan wewenang yudikatif terhadap
kekuasaan eksekutif antara lain mencakup : 1) wewenang
menyatakan tindakan tertentu dari pemerintah sebagai tindakan
yang cacat atau salah; 2) wewenang untuk menentukan aturan
mana yang tepat dan harus dipergunakan sebagai rujukan atau
dasar hukum.

”Persinggungan” wewenang antara kekuasaan legislatif dan ke-
kuasaan yudikatif pun juga diatur dengan tegas. Dalam hal ini, we-
wenang kekuasaan yudikatif di ranah legislatif misalnya wewenang
menyatakan undang-undang tidak sah dan menyimpang dari kon-
stitusi, atau wewenang untuk menentukan aturan mana yang tepat
dan harus dipergunakan sebagai rujukan atau dasar hukum. Sedang-
kan wewenang kekuasaan eksekutif terhadap fungsi yudikatif antara
lain:

1. Wewenang untuk melakukan amandemen konstitusi (dengan
dukungan 2/3 suara di parlemen dan dukungan 3/4 negara
bagian).

2. Wewenang untuk menentukan struktur dan besaran penga-
dilan (termasuk Mahkamah Agung).

3. Wewenang untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan
peradilan.

4. Wewenang untuk memilih kandidat hakim.

5. Wewenang memakzulkan dan mengganti hakim.
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6. Wewenang untuk menentukan batas-batas kompetensi teri-
torial badan peradilan.

D. Penutup

Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan dan
kewenangan serta pola hubungan antara lembaga negara, antara
pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga ca-
bang kekuasaan itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol sa-
tu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan
adanya prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur,
dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat men-
cegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi
yang sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara.

Penerapan sistem checks and balances dilakukan dalam rangka
menata hubungan antar lembaga tinggi negara Indonesia. Dengan
diterapkannya sistem checks and balances, jalannya pemerintahan
diharapkan akan stabil, dijalankan secara efektif dan efisien untuk
memenuhi tujuan negara seperti yang telah digariskan dalam kon-
stitusi. Sistem checks and balances juga diharapkan akan menghin-
dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh indi-
vidu-individu yang sedang menduduki jabatan atau memegang ke-
kuasaan negara.

Penerapan teori distibusi kekuasaan dan teori checks and ba-
lances merupakan suatu sarana agar demokrasi dan negara hukum
dapat berjalan. Melalui pandangan di atas, dapat ditarik "benang
merah" mengenai hubungan antara checks and balances dengan
fungsi pengawasan. Pengawasan adalah subsistem dari sistem pem-
bagian kekuasaan. Checks and balances adalah subsistem dari pemi-
sahan kekuasaan

Penerapan prinsip check and balance dalam sistem pemerin-
tahan Indonesia menghendaki adanya persamaan organ negara, se-
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suai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan yang di-
atur dalam Konstitusi. Pencatutan nama Presiden yang dilakukan
oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunjukkan bahwa Presi-
den memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ke-
kuasaan DPR, padahal semestinya DPR sebagai lembaga negara ha-
rus menunjukkan fungsinya sebagai lembaga negara yang memiliki
fungsi legislasi, budgeting, dan controlling.
Wallaahu A’lam Bisshawwab.
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OPTIMALISASI FUNGSI ZAKAT
MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Ahmad Fathoni

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu di antara lima pilar tegaknya bangunan
Islam.! la diterapkan secara efektif pada tahun kedua Hijriyah, keti-
ka Nabi Muhammad Saw. telah mengemban dua fungsi, yaitu seba-
gai Rasul Allah dan pemimpin umat. Zakat selain bagian dari ibadah
mahdah fardhiyah, juga merupakan ibadah mu’amalah ijtima’iyah
yang memiliki dimensi ekonomi, hukum, sosial dan politik umat Is-
lam.? Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang mempunyai keu-
nikan tersendiri, yang di dalamnya terdapat dua dimensi , yakni di-
mensi kepatuhan atau ketaatan hamba kepada khalik (Allah), dan
sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesama, khususnya hubung-
an sosial sesama manusia.

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber
pendanaan negara dan berfungsi efektif dalam memberdayakan

1 Ubaidillah bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata: telah menginfor-
masikan kepada kami hanzalah bin Abi Sofyan dari Ikrimah bin Khalid dari lbn Umar
r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: Islam itu dibangun di atas lima fon-
dasi, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Saw. adalah
utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, naik haji dan puasa pada bulan
ramadhan (H.R. Bukhari). Lihat Imam Bukhari. Al-Jami’ al-Shahih li al-Bukhari, Juz 1,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), him. 8.

2 Abu Yusuf. Kitab al-Kharaj, (Beirut Libanon: Dar al-Ma’rifah, t.th.), him. 76. Abu
Ubayd. Kitab al-Amwal, (Bayrut Libanon: Dar al-Kutub al-lIimiyah, 1986), him. 23. Al-
Mawardi. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1393 H.),
him. 113.
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serta membangun kesejahteraan umat. Pada masa Rasulullah Saw.,
dan pemimpin Islam setelahnya tidak menyerahkan urusan zakat
kepada kerelaan orang-perorang semata, tetapi menjadi tanggung
jawab pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh negara, baik da-
lam proses pemungutan maupun pendistribusian.

Keterlibatan penguasa (pemerintah) dalam mengelola zakat te-
lah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad Saw., ketika ia mengutus
Muadz bin Jabal ke Yaman.? Selanjutnya para petugas yang ditunjuk
oleh Nabi itu dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis operasional
dan bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar da-
lam pelaksanaan dan pengelolaan zakat amanah dan benar-benar
dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Hadits yang disampaikan oleh Muadz bin Jabal menceritakan
penugasannya ketika ia pergi ke Yaman. Saat itu, ia menunjukkan
bahwa pelaksanaan zakat pada periode Madinah tidak lagi hanya di-
serahkan sepenuhnya pada kesadaran masyarakat muslim, melain-
kan pemungutan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh peme-
rintah yang berkuasa. Dengan demikian peristiwa sejarah tersebut
menunjukan bukti bahwa sejak awal kepemimpinan Nabi Muham-
mad saw., telah menjadikan zakat dikelola oleh institusi negara. Se-
lain itu, Nabi Muhammad Saw. juga telah menunjuk pegawai untuk
mengkalkulasi dan mengumpulkan zakat tersebut dari kaum mus-
limin.*

3 Diriwayatkan dari lbnu Abbas Bahwa Nabi saw berkata kepada Muadz ketika di-
utus ke Yaman, “ ...apabila mereka patuh kepadamu untuk (berikrar dua kalimat
syahadat), maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat ke-
pada mereka pada harta benda mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka,
lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka ....” (H.R. Bukhari Muslim).
Lihat, Shahih Muslim (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), him. 837.

4A. A. Miftah, Zakat sebagai Hukum Diyani dan Qada’i dalam Negara Indonesia
(Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2005), him. 57. Lihat pula dalam Af-
zalur Rahman. Islam Ideologi and The Way of Life (Kuala Lumpur: AS Noordeen),
him. 118.
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Dalam kisah lainnya, Nabi Muhammad Saw. juga pernah me-
ngangkat dan menginstruksikan sahabat Umar ibn Khattab, Ibnu
Qais, dan ‘Ubadah ibn Tsamit sebagai amil zakat (pengumpul zakat)
di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab dan membina para
penduduk akan kewajiban membayar zakat. Pada masa Nabi Mu-
hammad Saw., ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat,
yaitu uang, barang dagangan, buah-buahan, hasil pertanian (gan-
dum), dan harta rampasan (rikaz).>

Di samping menentukan jenis harta yang wajib dibayarkan za-
katnya, Nabi Muhammad Saw., juga memberikan contoh dan petun-
juk operasional pengelolaan zakat. Manajemen operasional tersebut
dapat dilihat pada struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah
(petugas yang mencatat wajib zakat); (2) Haasabah (petugas yang
menaksir dan menghitung zakat); (3) Jubah (petugas yang menarik,
mengambil zakat dari muzakki); (4) Khazanah, (petugas yang meng-
himpun dan menjaga harta zakat); dan (5) Qasamah (petugas yang
menyalurkan zakat pada mustahiq al-zakat).®

Selanjutnya pada masa Abu Bakar Ash-Shiddig (11-13 H./632-
634 M), pelaksanaan dan pengelolaan zakat dilakukan melalui cam-
pur tangan langsung khalifah dengan cara mengangkat beberapa
petugas (amil zakat) di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Penduduk
yang telah menolak zakat dipandang sebagai pemberontak yang
menentang negara sehingga tindakan bersenjata dilakukan untuk
melawan mereka sampai mereka sependapat membayar zakat.

Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Abu Bakar terha-
dap orang yang enggan membayar zakat, menunjukkan bahwa ia sa-
ngat serius dalam menangani masalah zakat dan amat tegas terha-

> Lihat: Q.S. 2: 261; Q.S. 9: 34; Q.S. 6: 141.
6 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada
Media Group, 2006), him. 214.
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dap orang-orang yang tidak mau membayar zakat.” la mempraktek-
kan demikian mengikuti pola yang dijalankan oleh Nabi Muhammad
Saw. Di samping itu, ia juga mengangkat beberapa petugas di selu-
ruh kekuasaan Islam waktu itu untuk melakukan pemungutan dan
penyaluran zakat. la juga membuat Bayt al-Mal di kota Madinah, se-
bagai bendaharanya adalah Abu Ubaidah. Abu Bakar memberikan
zakat itu kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya sehing-
ga tidak tersisa sedikit pun.

Pada masa Umar bin Khattab (13-25 H./634-644 M.), pelaksa-
naan zakat dilakukan dengan cara selalu mengontrol para petugas
amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta
zakat. la tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak
tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat. Pada
masa Umar bin Khattab, pengelolaan zakat cenderung mengalami
kemajuan, yang mana ia juga melakukan pemungutan dan pendistri-
busian zakat dengan cara menunjuk petugas-petugasnya. Dalam hal
ini, ia menunjuk Sufyan bin Malik, sebagai petugas pengelola zakat
bersama-sama dengan Muhammad bin Masalamah.®

Di samping membentuk kelembagaan dan petugas penarik har-
ta zakat, Umar juga telah melakukan ijtihad dengan menghapus pu-
ngutan zakat dari orang fakir-miskin dan memberikan zakat bagi go-
longan mu’allaf, serta tidak memungut zakat ‘usyr (zakat hasil tana-
man). la beralasan karena zakat merupakan ibadah pasti, mewajib-
kan kharaj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah
terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw., dan Abu Bakar. Pertim-

7 Pernyataan Abu Bakar terhadap suku-suku yang tidak mau mebayar zakat dengan
ungkapan: “Demi Allah, akan saya perangi mereka yang membedakan antara kewa-
jiban ibadah dan kewajiban membayar zakat, karena zakat urusan dengan harta
benda. Ya Allah, jika mereka menghindari kewajiban mereka membayar zakat kepa-
da saya, walau hanya seekor anak kambing, yang seharusnya itu telah mereka ba-
yar kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka — saya akan perangi mereka kare-
na penolakannya itu”. Lihat dalam Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerin-
tahan Umar ibn al-Khattab (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), him. 87-88.

8Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Bayrut: Dar al-Ma’rifah, 1979), him. 82.
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bangan Umar memasukkan kuda sebagai binatang yang wajib diza-
katkan, karena pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kuda
sudah menjadi binatang yang diperdagangkan. Sedangkan pada ma-
sa Nabi Muhammad Saw., dan Abu Bakar kuda hanya untuk dipeli-
hara dan tidak diperdagangkan.

Kemudian pada masa Usman bin Affan (24-36 H./644-656 M.),
seperti juga pada masa khalifah sebelumnya, ia juga mempunyai
perhatian sangat besar terhadap masalah pengelolaan zakat. Bah-
kan harta Usman sendiri tidak sedikit dikeluarkan untuk memperbe-
sar penerimaan demi kepentingan negara. Bagi Usman bin Affan,
urusan zakat ini demikan penting. Oleh karena itu, la mengangkat
pejabat yang khusus menanganinya yaitu Zaid ibn Tsabit, sekaligus
mengangkatnya mengurus lembaga keuangan Negara (Bayt al-Mal).

Zakat pada masa Usman bin Affan dapat diklasifikasi menjadi
dua macam, vyaitu: (1) Zakat al-Amwal al-Zhahiriyah (zakat harta
benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi; dan
(2). Zakat al-Amwal al-Bathiniyah (harta benda yang tersembunyi),
seperti uang dan harta perniagaan. Zakat kategori pertama dikum-
pulkan oleh pemerintah sebagai bentuk pendapatan devisa negara,
sedangkan kategori zakat yang kedua diserahkan kepada individu
mustahik al-zakat, yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sen-
diri sebagai bentuk self assessment.®

Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib (36-41 H./658-661 M.)
penerapan dan pelaksanaan zakat selalu mengikuti kebijaksanaan
khalifah-khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul,
ia perintahkan kepada petugas supaya untuk segera membagi-bagi-
kannya kepada mereka yang berhak dan sangat membutuhkannya,
sehingga tidak terjadi penumpukan harta zakat di Bayt al-Mal.

Ali bin Abi Thalib melihat bahwa zakat merupakan urat nadi ke-
hidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika ia berjalan-jalan da-

2 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Bayrut: Dar al-Ma’rifah, 1979), him. 8.
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lam melihat kondisi masyarakatnya, ia bertemu dengan orang-orang
fakir miskin dan pengemis tuna netra yang beragama non muslim
(Nasrani). Kemudian ia menegaskan bahwa biaya hidup mereka ha-
rus di tanggung oleh Bayt al-Mal. Bahkan ia juga ikut terjun lang-
sung dalam mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik.*°

Demikian pula pada masa-masa berikutnya, seperti masa Umar
ibn Abd al-Aziz (717-720 M.), yang mana ia juga mempunyai perhati-
an yang besar terhadap petugas zakat. Sewaktu-waktu dia sendiri
turun tangan membagi-bagikan harta zakat kepada mereka yang
berhak menerimanya, bahkan mengantarkannya ke tempat mereka
masing-masing. Pada masa Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz, sistem
dan manajemen zakat sudah mulai maju dan professional. Jenis
ragam harta dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah
banyak. Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz adalah seorang mujaddid pa-
da kurun abad pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan
yang diperoleh dari penghasilan usaha atau jasa, termasuk gaji, ho-
norarium, dan berbagai mal al-mustafad *! lainnya.?

Gambaran umum tentang kebijakan dan operasionalisasi pe-
nerapan zakat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., seper-
ti juga telah diperlihatkan oleh para Khulafa’ al-Rasyidin dan khali-
fah-khalifah setelahnya pada masa Islam klasik, di satu sisi memper-
lihatkan bahwa zakat ditempatkan tidak hanya dalam konteks indivi-
dual, sebagai sebuah bentuk ibadah “karitatif” dalam penunaian pi-
lar ketiga dari lima pilar Islam, melainkan sudah menjadi persoalan
komunal. Karenanya, pelaksanaan zakat tentunya tidak hanya me-

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja-
Grapindo Persada, 1998), him. 94.

1UMal al-mustafad adalah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui
bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama, seperti gaji pegawai negeri/
swasta, upah karyawan, dokter, advokat dll. Lihat: Yusuf Qardahwi. Figh Zakat,
(Mesir: Maktabah Eahbah, 1994), him. 71; dan Elsi Kartika Sari, Hukum Zakat dan
Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2007), him. 34.

12’ yysuf Qardhawi. Figh al-Zakat, cetakan ke-21, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1994),
him. 72.
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ngandalkan kesadaran personal, tetapi juga mengandung keterlibat-
an komunal.®® Di sisi lain, Islam menempatkan ajaran zakat dan pe-
ran negara pada posisi yang fundamental dan strategis, baik dari as-
pek kedudukan zakat sebagai kewajiban otoritatif, maupun otoritas
negara dalam membuat regulasi dalam pengelolaan harta zakat.

B. Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indone-
sia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Oleh ka-
rena itu Bagir Manan'* berpandangan bahwa peraturan perundang-
undangan setidaknya memiliki beberapa fungsi, antara lain: fungsi

6

penciptaan hukum,® pembaharuan hukum,® integrasi pluralisme

13 Fuad Zaen, “Kontribusi Zakat bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahan-
nya: Sebuah Tilikan Normatif dan Empirik”, dalam Antologi Pemikiran Hukum Islam
di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga, 2008), him. 13.

14 Bagir Manan. “Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan”, dalam Etty
Roemayarti Agoes dkk. Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan: (Kumpul-
an Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,
LL.M). (Jakarta: Alumni, 1999), him. 47.

15Fungsi penciptaan hukum (rechtschepping) yaitu fungsi yang melahirkan sistem
kaidah hukum yang berlaku umum dan dilakukan atau terjadi melalui beberapa ca-
ra, yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi), kebiasaan yang tumbuh sebagai
praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-un-
dangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwe-
nang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula
terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan da-
lam pembentukan hukum.

18Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan an-
tara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa sebe-
lumnya yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bi-
dang hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum
adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaatan peraturan
perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum adat sangat ber-
manfaat, karena dalam hal-hal tertentu hukum tersebut sangat rigid terhadap per-
ubahan.
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hukum,?” dan fungsi kepastian hukum.*®

Latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan zakat
di Indonesia, sesungguhnya dapat ditelusuri dari beberapa tahapan
periodisasi, mulai masuknya Islam ke Indonesia, masa kerajaan Is-
lam, masa kolonial, masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, hing-
ga masa orde reformasi. Hal ini penting diketahui, sebab zakat tidak
semata-mata didorong oleh kebutuhan internal sebagai pondasi da-
sar keberagamaan seorang muslim yang mempunyai peranan sa-
ngat besar dalam peningkatan kualitas kehidupan seorang muslim,
melainkan juga dapat membantu seseorang yang sangat membu-
tuhkan untuk mencukupi kehidupannya secara layak. Tetapi juga ka-
rena alasan-alasan eksternal di mana di beberapa negara, baik di
Asia Tenggara, Afrika maupun di beberapa negara di Timur Tengah,
zakat setelah dikelola secara baik tampaknya mengalami peningkat-
an yang signifikan.

Untuk itu, maka kesadaran untuk menghidupkan institusi zakat
melalui keterlibatan negara melalui peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan untuk mengatur pengelolaan zakat maupun berdiri-
nya organisasi pengelola zakat yang membutuhkan legitimasi dari

17Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum, yaitu: “sistem
hukum konstinental, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum
nasional. Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah
satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem
hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum — teru-
tama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan diper-
tahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional ada-
lah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga ter-
susun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain.

18Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan asas penting da-
lam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (hendhaving, uit-
voering). Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Na-
mun kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dile-
takkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Oleh karena itu, untuk
benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain
harus memenuhi syarat-syarat formal juga memenuhi syarat-syarat lain.
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pemerintah merupakan suatu keharusan. Monzer Kahf,*®* mengklasi-
fikasi pengelolaan zakat di dunia Muslim saat ini ke dalam dua mo-
del. Pertama, pengelolaan zakat yang didasarkan kepada undang-
undang yang ditetapkan oleh negara. Ini dapat berbentuk pengelo-
laan yang seluruhnya ditangani oleh pemerintah, atau pengelolaan
oleh lembaga-lembaga lain yang memeroleh legitimasi dari peme-
rintah. Kedua, pengelolaan zakat yang berjalan secara alami tanpa
keterlibatan negara dan tanpa undang-undang. Dalam hal ini, lem-
baga-lembaga sosial keagamaan atau organisasi-organisasi massa Is-
lam memainkan peran yang sangat penting.

Peraturan perundang-undangan tentang zakat yang telah dike-
luarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka sampai dengan masa
Orde Baru tercatat 13 Peraturan. Selanjutnya Pada tahun 1999 (Ma-
sa Reformasi) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pe-
ngelolaan Zakat diundangkan oleh lembaga pemerintah. Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan ke-
sejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji
Nomor 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dibuat agar pemerintah
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat da-
lam melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama. Le-
bih dari itu, melalui undang-undang ini diharapkan fungsi dan peran
zakat dapat ditingkatkan sehingga berguna bagi pengentasan kemis-
kinan di satu sisi, dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi di

19 Monzer Kahf. “Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution
in Islamic Countries and Communities,” dalam Institutional Framework of Zakah:
Dimensions and Implications. ed. Ahmad Abdel Fatah el-Ashker dan Muhammad Si-
rajul Haq (Jeddah: IRTI-IDB, 1995), him. 198-199.
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sisi lain.?® Kelahiran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini tam-
paknya telah meniupkan angin segar ke dalam dunia perzakatan di
Indonesia, namun regulasi pemerintah dalam bentuk Peraturan Pe-
merintah mengurai pelaksanaan teknis dari undang-undang itu da-
lam jangka waktu yang panjang (1999 s.d. 2011) tidak ditetapkan.
Sehingga dalam pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi tim-
pang.

Jaih Mubarok?! menilai, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
dilihat dari aspek yuridis terdapat beberapa kelemahan di dalam pe-
laksanaannya. Kritik senada juga disampaikan Suparman Usman,*
Widyawati, dan Djamal Doi. Menurut Suparman Usman Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengan-
dung setidak-tidaknya enam kelemahan mendasar. Sedangkan me-
nurut M. Djamal Doa,?® negara hanya seperti macan ompong, yang
memiliki kekuatan memaksa sangat besar terhadap warganya, te-
tapi tidak dapat bergerak karena tidak memiliki landasan dalam un-
dang-undang zakat ini. Bahkan, dalam penilaiannya undang-undang
ini sangat lembek, mengingat pemungut zakat baru dapat mengam-
bil jika terlebih dahulu ia diberitahu oleh muzakki.**

Selanjutnya pada tahun 2011 Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ten-
tang Pengelolaan Zakat untuk mendongkrak dayaguna dan hasil-
guna pengelolaan zakat, infak dan shadaqgah di Indonesia. Karena itu

20 Keterangan pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI mengenai RUU ten-
tang Pengelolaan Zakat” 26 Juli 1999, him. 31. Lihat pula Jazuni. Legislasi Hukum Is-
lam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), him. 411.

21Jaih Mubarok dkk. Tim Pengkajian Hukum tentang Pengelolaan zakat oleh Nega-
ra bagi Kesejahteraan Masyarakat (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM
RI, 2011), him. iv-vii.

22 Suparman Usman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam
dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), him. 175-178.
23 M. Djamal Doa. Mafaat Zakat Dikelola Negara, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002),
him. 79.

24 Lihat M. Djamal Doa. Mafaat Zakat Dikelola Negara, him. 79.
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pengelolaan zakat harus dilembagakan sesuai dengan Syari’at Islam.
Dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, ke-
pastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat me-
ningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.®

C. Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011

Sebagaimana diketahui, bahwa kelahiran sebuah produk un-
dang-undang, adalah buah dari produk pemikiran hukum dan pro-
duk politik. Oleh karena itu, sebagai sebuah produk pemikiran hu-
kum dan politik, maka ia adalah anak zamannya. Dan karenanya
maka tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi yang mengitarinya.
Oleh karenanya untuk memahami undang-undang secara kompre-
henship tentu diperlukan dua hal. Pertama, penelusuran alasan-
alasan yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang itu, baik alas-
an-alasan filosofis, historis maupun yuridis. Kedua, yang tidak kalah
pentingnya adalah penelusuran faktor sosial-ekonomi dan sosial ke-
agamaan yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat (selanjutnya ditulis: UU Nomor 23 Tahun 2011), diundangkan
tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini memuat 11 Bab dan
meliputi 47 pasal. Secara umum materi UU Nomor 23 Tahun 2011
sebagai berikut:

1. Fokus perhatian utama dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 ini ia-
lah tentang pengelolaan zakat;?®

2. Pengelolaan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 berasaskan
pada prinsip syari’at Islam,?” prinsip-prinsip manajemen mo-
dern, kepastian hukum, dan terintegrasi;

2> Puji Kurniawan. “Legislasi Undang-undang Zakat”, dalam Al-Risalah, Volume 13
Nopember 1 Mei 2013, him. 101.

26l ihat: nomenklatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

27 Bab 1 Pasal 2 menjelaskan bahwa asas pengelolaan zakat adalah, syari’at Islam,
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.
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3.

Harta wajib zakat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi
modern;%

Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh BAZNAS dan
dibantu oleh LAZ ; ?°

LAZ dapat dibentuk melalui izin dan terdaftar sebagai ormas
yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan sosial, berba-
dan hukum, mendapat rekomendasi BAZNAS, mempunyai pe-
ngawas syari’ah, profesional, bersifat nirlaba, dan bersedia di-
audit. Di samping itu juga, ia diwajibkan melaporkan pengelo-
laan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala;*°
Dalam pelaksanaan zakat, pemerintah memiliki kewenangan
yang terbatas. Kewenangan pemerintah berkisar membentuk
BAZNAS Nasional, BAZNAS propinsi dan kabupaten serta mem-
berikan pembinaan berupa, fasilitas, sosialisasi, dan edukasi;*!
Zakat yang telah dibayarkan muzakki melalui BAZNAS atau LAZ
dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak;*

Masyarakat dijamin melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 ini mela-
kukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS
dan LAZ berupa akses informasi terkait pelaksanaan tugas dan
penyimpangan-penyimpangan kineja BAZNAS dan LAZ;33

Pasal 4, menjelaskan bahwa ruang lingkup zakat meliputi: 1. Zakat fitrah dan 2. Za-
kat mal. Zakat mal terdiri dari a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. Uang dan
surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e.
Peternakan dan perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. Pendapatan dan
jasa dan i. Rikaz. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat mal dan tata cara penghi-
tungannya adalah, zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perse-
orangan atau badan usaha sementara syarat dan tata cara penghitungan zakat mal
dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam.

28 | ihat: Pasal 4.

23 Lihat: Bab Il, Pasal.

30 |ihat: Pasal 17 dan Pasal 18.

31 Lihat: BabV, Pasal 34.

32 | jhat: Bab Ill, Pasal 22.

331 jhat: Bab VI, Pasal 35.
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9. BAZNAS dan LAZ yang sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum dikenakan sanksi dengan pidana. Sedangkan bagi mu-
zakki yang tidak membayar zakat tidak dikenakan hukuman;>*

10. Pembayaran zakat dalam undang-undang ini diserahkan sepe-
nuhnya kepada kesadaran muzakki tanpa ada paksaan yang
mengikat;*

11. Harta zakat dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumtip
dan usaha produktif.>®

Mencermati materi dan substansi UU Nomor 23 Tahun 2011 di
atas, terlihat bahwa undang-undang ini lahir tidak lepas dari pertim-
bangan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk
beribadah menurut agamanya dan untuk memberikan aturan hu-
kum setingkat undang-undang bagi upaya pendayagunaan pengelo-
laan zakat. Hal ini terlihat dari nuansa formalistik kewajiban zakat
dalam undang-undang. Secara jelas dan terang UU Nomor 23 Tahun
2011 telah mewajibkan kepada umat Islam Indonesia yang mampu
secara ekonomi untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

Di sisi lain, UU Nomor 23 Tahun 2011, telah melembagakan
syari’at zakat sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam al-Qur-
‘an dan sabda Nabi dalam berbagai hadits dalam bentuk undang-
undang di Indonesia. Kewajiban zakat telah diformalkan dalam un-
dang-undang negara. Karenanya kewajiban untuk menunaikan zakat
bagi umat Islam di Indonesia sejak disahkannya undang-undang ini
tidak semata-mata berdasarkan agama, akan tetapi juga berdasar-
kan undang-undang. Atas dasar itu, mereka yang tidak membayar
zakat tidak saja melanggar kewajiban agama, melainkan juga me-
langgar aturan negara.

34 Lihat Bab Bab VIl dan VIIl UU No. 23/2011.
35| jhat Bab
36 Lihat Bab 1 Pasal 4 UU Nomor 23/2011
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Sementara dari sisi latar belakang lahirnya, bahwa UU Nomor
23 Tahun 2011, menggantikan undang-undang sebelumnya (UU No.
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat), merupakan terobosan
baru dimana zakat dijadikan bagian dari pembangunan nasional un-
tuk meningkatkan fungsi zakat dan juga menempatkan kelembaga-
annya dalam posisi sentral sekaligus memiliki kekuatan hukum.

Di samping itu, kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2011, dimak-
sudkan untuk dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya, agar
undang-undang itu dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam pe-
ngelolaan zakat dalam masyarakat, untuk memastikan keteraturan
dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian harta zakat, dan pendayagunaannya.

Gagasan besar lainnya penataan pengelolaan zakat yang ter-
tuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan
pasalnya adalah pengelolaan zakat yang terintegrasi. Kata “terinteg-
rasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di In-
donesia, baik dilakukan BAZNAS di semua tingkatan maupun LAZ
yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan. M.
Fuad Nasar (Wakil Sekretaris BAZNAS) menilai, bahwa integrasi da-
lam pengertian undang-undang ini tidak dimaknai dengan sentrali-
sasi. Menurutnya, ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul
disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewila-
yahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan
realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat za-
kat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan
data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara
keseluruhan pasal-pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP
Nomor 14 Tahun 2014 memberi ruang dan jaminan bagi terwujud-
nya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akun-
tabel dan partisipatif.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai
koordinator. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang
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akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi mana-

jemen maupun dari sisi kesesuaian syari’ah.

D. Kritik terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Terkait dengan eksistensi UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai

payung hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia, setidaknya

ada beberapa hal dimana materi dan substansinya masih terdapat

kelemahan-kelemahan sehingga fungsi zakat belum optimal. Kele-

mahan-kelemahan itu antara lain:

1.

Kelemahan dari konsideran yang digunakan dalam Undang-
undang pengelolaan zakat ini yang tidak memiliki daya paksa.
Dimana pasal yang digunakan adalah Pasal 34 UUD 1945. Pasal
ini, sangat berbeda dengan undang-undang tentang pajak, di
mana salah satu konsiderannya sangat menekankan aspek pe-
maksaan oleh negara. Karena itu, bisa dipahami jika pemungut-
an dan pengelolaan zakat tidak dapat berjalan secara maksimal.
Lebih dari itu, sesuai dengan judulnya, undang-undang ini lebih
menekankan aspek-aspek administratif zakat, dan berupaya
menghindari sifat memaksa terhadap para muzakki.

Undang-undang pengelolaan zakat ini lahir tidak lepas dari per-
timbangan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk
untuk beribadah menurut agamanya dan untuk memberikan
aturan hukum setingkat undang-undang bagi upaya pendaya-
gunaan pengelolaan zakat. Kewajiban zakat telah diformalkan
dalam undang-undang negara. Karenanya kewajiban untuk me-
nunaikan zakat bagi umat Islam di Indonesia sejak disahkannya
undang-undang ini tidak semata-mata berdasarkan agama akan
tetapi juga berdasarkan undang-undang. Atas dasar itu, mereka
yang tidak membayar zakat tidak saja melanggar kewajiban
agama, melainkan juga melanggar aturan negara. Oleh karena-
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nya orang yang memiliki kewajiban berzakat, kemudian tidak
membayar zakat dikenakan sanksi.

3. Terkait dengan sanksi, Undang-undang pengelolaan zakat ini,
tidak memuat pasal tentang sanksi bagi muslim atau badan
usaha yang tidak membayar zakat. Yang ada adalah pasal ten-
tang sanksi administratif dan pasal tentang ketentuan pidana
bagi amil zakat, padahal dalam konsideran undang-undang ini,
dinyatakan “bahwa menunaikan kewajiban zakat merupakan
kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari’at
Islam.” Akan tetapi, anehnya undang-undang ini sama sekali
tidak menyebutkan sanksi bagi muslim atau badan usaha yang
tidak mau mengeluarkan zakat. Undang-undang ini hanya me-
wajibkan, tetapi tanpa dibarengi dengan konsekuensi bagi yang
tidak melaksanakannya

4. UU Nomor 23 Tahun 2011 ini, tidak memberikan tanggung ja-
wab atas BAZNAS atau LAZ untuk bertindak dan bertanggungja-
wab memungut zakat terhadap muzakki.

5. BAZNAS tidak dibebankan tanggung jawab meneliti dan meng-
hitung harta muzakki. Sedangkan muzakki sama sekali tidak di-
kenakan sanksi dalam hal melanggar ketentuan zakat.

6. Baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tentang
pengelolaan zakat, tidak memuat prosedur yang jelas bila mu-
zakki membagi-bagi zakatnya kepada mustahik, apakah perlu
memberikan bukti pembayaran zakat kepada BAZNAS atau LAZ,
kemudian disahkan oleh BAZNAS dan semestinya bisa diguna-
kan sebagai bukti ketika membayar pajak, guna mendapatkan
pengurangan sesuai dengan besar zakat yang telah dikeluarkan.

E. Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat

Setidaknya ada beberapa upaya yang dapat ditawarkan dalam
upaya mengoptimalkan fungsi zakat. Pertama, memberikan pema-
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haman dan cara pandang masyarakat terhadap Undang-undang ten-
tang Pengelolaan Zakat dan peraturan lainnya yang terkait dengan
pengelolaan zakat, baik dalam bentuk sosialisasi, maupun bentuk
lainnya. Hal ini penting dilakukan, sebab terdapat pemahaman se-
bagian masyarakat yang memandang bahwa zakat sebagai salah sa-
tu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu
(muzakki) dan hanya menjadi kesadaran personal. Membayar zakat
merupakan kebajikan individual dan sangat sufistik, sehingga lebih
mementingkan dimensi keakhiratan. Persoalan ini, tidak lepas juga
dari pamahaman umat (yang wajib zakat) terhadap makna substansi
zakat. Zakat hanya sebagai suatu kewajiban agama (teologis) untuk
membersihkan harta milik dari kekotoran. Pemahaman masyarakat
seperti itu tentang zakat, akhirnya zakat diberikan tanpa melihat sisi
kemanfaatan ke depan bagi yang berhak menerimanya (mustahik).
Tanpa melihat, bahwa zakat memainkan peran penting dan signifi-
kan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh
nyata pada tingkah laku konsumen. Dengan zakat distibusi penda-
patan dan kekayaan tidak melingkar di sekitar golongan orang kaya.

Dalam teori efektifitas hukum, hukum merupakan suatu sarana
yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, keutuhan, keter-
tiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Atau de-
ngan kata lain, keseraian antara ketertiban yang bersifat lahiriah de-
ngan ketentraman yang bersifat batiniah. Untuk terciptanya keter-
tiban hukum, terdapat beberapa indikator: (1) pemahaman hukum
yang dimiliki seseorang mengenai isi dari suatu peraturan. (2) sikap
hukum artinya seseorang mempunyai kecendrungan untuk meng-
adakan penilaian tertentu terhadap hukum. Suatu sikap hukum
akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan
nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat
menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. (3) pola
perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum
yang berlaku. Mengenai hal ini Friedman mengemukakan bahwa pe-
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rilaku seseorang terhadap hukum dapat diklasifikasikan dalam ben-
tuk ketaatan atau kepatuhan (compliance), ketidaktaatan atau pe-
nyimpangan (deviance) dan pengelakan atau menghindar (evasion).

Untuk menganalisis bekerjanya hukum sebagai suatu sistem,
Friedman menyatakan bahwa komponen hukum terdiri dari: 1).
Struktur, 2). Substansi, 3). Kultur. Komponen kultur merupakan
komponen pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum
itu ditengah kultur/budaya masyarakat yang terdiri dari nilai-nilai
dan sikap publik.

Kedua, optimalisasi sistem pelayanan bagi muzakki. Maksud da-
ri pernyataan ini adalah dimana BAZNAS Provinsi maupun Kabupa-
ten/Kota serta UPZ Kecamatan belum banyak memahami penting-
nya sebuah sistem dalam kinerja pengelolaan zakat di Indonesia.
Padahal kepuasan terhadap pelayanan lembaga pengelola zakat
akan mendorong prilaku muzakki dalam berzakat berupa komitmen
terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Ada lima hal yang ber-
kaitan dengan kepuasan muzakki terhadap amil zakat. (1) Tangible
yaitu tampilan fisik lembaga amil zakat, (2). Emphaty, yaitu perha-
tian yang intens serta pelayanan yang baik kepada muzakki, (3).
Courtesy, yaitu sikap moral dari amil zakat, (4). Credibility, yaitu kre-
dibilitas lembaga amil zakat di mata muzakki yang menyangkut ke-
percayaan, amanah dan transparansi dalam hal pengelolaan dana
keuangan, (5). Reliability, yaitu ketepatan janji dengan pelayanan
sebenarnya.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Masalah sumber
daya manusia yang dimaksud, adalah sebagian dari amil zakat tidak
menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi atau pilihan karir, tapi ha-
nya sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Da-
lam konsepsi al-Quran, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat
oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berke-
wajiban untuk menunaikannya, kemudian menjaga dan mendistri-
busikannya.
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Keempat, mempungsikan peran dan fungsi kelembagaan pe-
ngelola zakat. Yang dimaksud dengan masalah kelembagaan ini
adalah sebagaimana berikut ini. Pertama, masih banyak lembaga
pengelola zakat yang menjadikan dana zakat hanya untuk kebutuh-
an konsumtif dan bertugas menerima dan membagi zakat, belum
bersifat mengelola. Sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan pro-
fesionalitas. Kedua, tata kelola lembaga. Padahal dengan perkem-
bangan masyarakat yang semakin kritis, maka akan terjadi seleksi
alam atas keberadaan lembaga pengelola zakat. Masyarakat me-
nuntut diterapkannya good governance atau tata kelola organisasi
yang baik pada lembaga pengelola zakat.

Kelima, sinergitas antara Undang-undang Pajak dan Undang-
undang Pengelolaan Zakat. Saat ini sinergitas belum semuanya da-
pat dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari adanya kewajiban warga
negara yang muslim untuk membayar pajak di samping kewajiban
untuk membayar zakat. Aturan perundang-undangan demikian, di-
latarbelakangi oleh pemahaman bahwa ketentuan zakat yang statis
menyebabkan tidak memadainya dana zakat untuk memenuhi ke-
butuhan pembangunan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, di-
mungkinkan ditariknya dana dari masyarakat melalui jalur pajak dan
sumbangan sukarela lainnya.

Keenam, membangun kembali kepercayaan masyarakat terha-
dap lembaga pengelola zakat. Terdapat dua faktor yang mendasari
alasan muzakki tidak menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga
pengelola zakat. (1) faktor kebiasaan turun temurun. Pemberian
dana zakat secara langsung kepada mustahik sudah menjadi kebia-
saan sebagian besar muslim di tanah air. Contohnya adalah tragedi
penyaluran zakat oleh H. Syaechon, pengusaha sarang walet dari Pa-
suruan. Adapun kebiasaan keluarga besar H. Syaichon setiap tahun
untuk diubah, karena menurutnya akan ada konsekuensi sosial yang
harus ditanggung. Kedua, faktor ketidak percayaan. Yaitu muzakki
memiliki kekhawatiran terhadap kinerja pengelola zakat yang masih
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bercorak konvensional dan tidak profesional. Hal tersebut karena
citra negatif terhadap suatu lembaga pengelola zakat yang terbukti
kurang amanah dalam pengelolaannya, sehingga muzakki memilih
cara sendiri dalam menunaikan zakatnya.

F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa aspek yu-
ridis, pemahaman dan cara pandang masyarakat tentang zakat, sis-
tem pelayanan bagi muzakki, sumber daya amil, kelembagaan pe-
ngelola zakat, tidak sinerginya antara undang-undang zakat dengan
undang-undang lainnya, dan lemahnya kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga pengelola zakat merupakan faktor-faktor yang
menyebabkan belum optimalnya fungsi zakat. Oleh karena itu, agar
zakat berfungsi mensejahterakan masyarakat, idealnya aspek-aspek
di atas dirumuskan kembali dalam satu kesatuan.

Di samping itu dapat direkomendasikan kepada pemerintah un-
tuk membuat regulasi sebagai turunan dari UU Nomor 23 Tahun 20-
11, peningkatan sumber daya amil dan perbaikan manajemen zakat
untuk membangun kepercayaan muzakki menyalurkan zakatnya.
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HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Dr. Siah Khosyi‘ah

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam tidak semata-mata berangkat dari tra-
disi sebelumnya, walaupun terdapat beberapa hal yang secara im-
plisit merupakan pengaruh dari tradisi sebelum Islam. Terdapat be-
berapa perubahan dari tatanan yang lama menjadi tatanan yang
baru. Tentu saja tatanan yang baru akan nampak berbeda dengan
beberapa hukum waris yang berlaku pada masanya. Misalnya mulai
dari karakter memberikan tingkatan kepada orang tua, anak laki-
laki, anak perempuan, suami, istri, saudara laki-laki maupun sauara
perempuan dan lain sebagainya. Bahkan memperlakukan mereka
dengan memberi derajat yang sama.

Untuk memahami watak dari hukum kewarisan Islam maka ha-
rus mampu memahami dan menafsirkan secara akurat terhadap
teks al-Qur’an maupun hadits yang dijadikan pijakan. Hal tersebut
terkadang secara tekstual al-Qur’an maupun hadits menggambar-
kan keadilan dalam pembagian waris, akan tetapi pada tataran pe-
nafsiran muncul pemahaman yang diduga lepas dari keadilan. Itulah
sebabnya Robert Roberts,! menyimpulkan bahwa, "al-Qur’an meng-
atur tentang hukum kewarisan yang menyangkut kekayaan orang
yang meninggal dunia dengan menimbang segala seluk-beluknya
secara adil. Tapi dalam kenyataannya dilanjutkan dengan amat tidak

1 Robert Roberts, The Social Law of The Qoran, William and Norgate, London, Ltd.,
1925, him. 62.
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adil serta dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada
masyarakat Arab".

Hukum kewarisan biasanya sangat terkait erat dengan sistem
normatif dan struktur sosial masyarakat serta sistem kekeluargaan.
Aspek lain hukum waris tampak juga dipengaruhi oleh petunjuk per-
ubahan sosial. Misalnya anak perempuan sejak awal sudah diukur
kemampuannya dan dipertimbangkan tidak mampu melanjutkan
kepemimpinan dalam masyarakat adat tertentu atau agama terten-
tu sehingga ia akan kehilangan hak warisnya. Misalnya pada masya-
rakat Arab sebelum Islam waris sangat ditentukan berdasarkan pada
prinsip persaudaraan dan peperangan, yang intinya kekuatan tiap
individu dan partisipasinya dalam peperangan. Oleh karena itu, wa-
nita dan anak-ana bukan ahli waris. Bahkan sistem perkawinan nam-
paknya terabaikan sebagai penyebab mendapatkan warisan sehing-
ga kaum wanita dan anak-anak bukanlah ahli waris.?

Perilaku masyarakat Arab sebelum Islam tentang tatanan kewa-
risan seperti ini ditetapkan berdasarkan model kehidupan pepera-
ngan yang tergantung pada hasil jarahan dan rampasan perang dari
bangsa-bangsa yang telah mereka taklukkan. Di samping iyu ada ju-
ga dari hasil perniagaan. Kondisi ini menjadi budaya yang turun te-
murun berlaku di kalangan mereka sampai sebelum Islam datang
mengatur sistem kewarisan. Kondisi ini berpengaruh pada pola-pola
dalam menetapkan ahli waris, yakni keturunan lelaki dari garis ba-
pak yang terdekat dan memenuhi persyaratan ahli waris yang dike-
nal di kalangan mereka dengan sebutan 'ashabah.?

2 Ahmad Azis, Islamic Law in Theory and Practise, The All Pakistan Legal Decision,
Lahore, 1956, him. 507-508.

3 ‘Ashabah dalam bahasa Arab merupakan kelompok ahli waris laki-laki dan kerabat
dari pihak bapak dan kelompok ‘ashabah ini masih diberlakukan dalam hukum ke-
warisan setelah Islam dating dengan beberapa pengecualian seperti adanya 'asha-
bah bi al-Ghayr bagi kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan dalam level ahli
waris yang sama. Misalnya, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki dan
saudara perempuan dan lainnya. Lihat juga M. A. Hasan, Hukum Warisan dalam lIs-
lam, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, him. 26.
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Pada masa awal Islam hukum kewarisan berlaku dengan sebab-
sebab yang hampir sama dengan masyarakat Arab sebelum Islam. Di
samping itu, karena adanya pertalian nasab dan hubungan kerabat
yang ditentukan berdasarkan budaya mereka. Juga karena pengang-
katan anak, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan karena hubungan
persaudaraan antara kaum muhajirin dan anshor. Jika dikaji tentang
dasar utama dari hukum waris Islam maka dapat disimpulkan ada-
nya dua unsur:

1. Hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dikalangan bangsa Arab
yang tidak diubah dengan tegas oleh mereka sesuai dengan per-
aturan-peraturan yang ditetapkan di dalam al-Qur’an.

2. Peraturan-peraturan di dalam al-Qur'an yang membawa peru-
bahan yang tegas kepada adat masyarakat Arab sebelum Islam.*

Sejalan dengan perubahan zaman pada masa sahabat hukum
kewarisan banyak mengalami perubahan dan perbedaan di kalang-
an mereka. Hal ini karena banyak masalah-masalah waris yang oleh
sunnah Rasulullah tidak banyak dibicarakan, seperti fatwa tentang
bagian kakek bersama saudara bersama-sama mendapat waris ka-
rena kakek merupakan cabang dari bapak dan saudara merupakan
cabang waris ke bawahnya dari kakek. Pendapat ini dikemukakan
oleh Abu Bakar, Umar ibn Khathab, Ali Ibn Abi Thalib, dan Abdullah
Ibn Mas'ud.> Pada masa Umar ibn Khothab muncul masalah ghara-
wini yang menentukan bagian bapak lebih besar dari bagian ibu ke-
tika pewaris hanya meninggalkan ahli waris janda atau duda, ibu
dan bapak. ljtihad ini secara teks seolah-olah berlawanan dengan al-
Qur’an, tetapi secara konteks ada penyesuaian dengan budaya yang
memposisikan bapak sebagai laki-laki memiliki tanggung jawab eko-
nomi yang lebih besar daripada ibu.

4 A. A Fyzee, Outline Of Muhammadan Law, Third ed, Oxford, 1964, him. 381.
> N. J. Coulson, Saccesion In The Muslim Family, Cambridge, 1971, him. 82-85. Lihat
juga Joseph Schacht, An Itroduction to Islamic Law, Oxford, 1971, him. 212.
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Perubahan dan pembaharuan kewarisan Islam juga tidak bisa
terhidari termasuk padamasyarakat Islam di Indonesia. Banyak pe-
mikir yang melontarkan pada penafsiran menuju pembaharuan hu-
kum Islam. Misalnya mengembalikan misi rasional dan empiris. Se-
bagai contoh yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo,® ada lima program
reinterpretasi terhadap hukum Islam. Pertama, perlunya dikem-
bangkan penafsiran sosial struktural dari pada penafsiran individual
ketika memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-
Qur’an. Kedua, mengubah cara berpikir subjektif kepada cara ber-
pikir objektif dengan tujuan menyuguhkan Islam pada cita-cita ob-
jektif. Ketiga, mengubah Islam yang bersifat normatif menjadi teori-
tis. Selama ini kecenderungan dalam menfsirkan ayat pada tataran
normatif kurang dikembangkan menjadi kerangka-kerangka teori il-
mu. Keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi his-
toris. Kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang umum
menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris.

Melalui pikiran ini maka karakteristik hukum kewarisan Islam di
Indonesia nampak secara empirik terdapat perubahan bahkan per-
bedaan dengan kewarisan Islam pada awal Islam. Bahkan pada ma-
sa setelah kemerdekaan yang diduga sejalan dengan pemikiran-
pemikiran ulama madzhab yang berkembang dan berlaku pada ma-
syarakat Islam di Indonesia.

B. Sekilas tentang Hukum Kewarisan di Indonesia
Perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia sejak per-
mulaan perkembangan Islam di Indonesia mengalami proses stag-
nasi yang cukup lama. Pada masa kerajaan Islam di Nusantara se-
perti kerajaan Pasai, Demak, Kesultanan Cirebon, Banten dan kera-
jaan Islam Ternate, hukum Islam berlaku untuk penyelesaian hukum

6 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Mizan, Bandung, 2008, him.
465.
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keluarga sekalipun paham yang dianut (legal system) pada umum-
nya bermadzhab Syafi’i. Keberlakuan hukum Islam pada masa kera-
jaan tersebut tidak parsial, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat
Rosyadi dan M. Rais Ahmad,” bahwa orang-orang Islam melaksana-
kan hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Oleh karena itu, jika mereka menerima Islam sebagai agamanya ma-
ka mereka dengan sendirinya akan menerima otoritas hukum Islam.

Jika dipandang dari sudut penerapan hukum Islam melaksana-
kan syariat Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagama-
an seperti pengadilan agama merupakan suatu keharusan. Karena
itu pada masa kerajaan dan kesultanan tersebut selalu ada badan-
badan peradilan untuk memeriksa perkara, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam. Dari aspek ini
maka secara otomatis kerajaan dan kesultanan di Indonesia mene-
rapkan hukum kewarisan sebagai bagian dari hukum Islam.

Biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan
Islam sangat tergantung pada madzhab yang dianut oleh raja atau
sultan.® Selanjutnya dikatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam
berdasarkan pada madzhab yang dianut oleh para raja dan sultan,
tetapi hukum Islam telah mengubah pola pikir dan cara pandang ke-
sadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadi adat kebiasaan dan
prilaku keseharian. Misalnya pada masyarakat Aceh hukum Islam
adalah adatnya dan adatnya adalah hukum Islam; di Minangkabau
ada suatu asas yang menyatakan bahwa adat bersendikan syara’,
syara’ bersendikan kitabullah. Demikian juga di Pulau Jawa penga-
ruh hukum Islam sangat kuat sehingga al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’
dan qgiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman

7 Ahmad Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam dalam Prespektif
Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, him. 74.

8 Imam Syaukani, Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevan-
sinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006,
him. 67.
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prilaku keseharian. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa keraja-
an dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi kebe-
ragaman masyarakat Indonesia untuk menjalankan hukum Islam.

Realitas keberlakuan hukum Islam sekaligus hukum kewarisan
Islam di atas menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam sudah
berjalan pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nu-
santara. Namun setelah lahirnya teori receptio in complexu yang
menegaskan bahwa hukum Islam baru berlaku di Indonesia bagi pe-
meluk agama Islam dan teori ini dijadikan standar politik hukum Be-
landa. Salah seorang pendukung teori ini adalah Lodewijk Willem
Christian van den Berg. Teori ini dikritik oleh Cornelis van Vallen-
hoven, bahwa hukum adatlah yang berlaku. Kritik van Vallenhoven
ini diperkuat oleh Christian Snouck Hurgronye dengan teori receptie.
Teori Snouck Hurgronye ini sangat mempengaruhi politik hukum
pemerintahan Hindia Belanda karena hukum Islam akan dijauhi oleh
masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam.

Realitas di atas menggambarkan bahwa, pada masa penjajahan
Belanda hukum Islam diakui eksistensinya sebagai hukum positif
yang berlaku bagi orang Indonesia terutama mereka yang beragama
Islam. Dalam perumusan dan ketentuan-ketentuan itu dalam perun-
dang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum adat,
bahkan sejak VOC pun keadaan ini masih berlangsung.®

Di Indonesia hukum kewarisan Islam berkembang sejalan de-
ngan perkembangan hukum Islam pada umumnya, sebagai konse-
kuensi logis terhadap pengamalan ajaran Islam yang sebagian besar
dianut oleh mayarakat Indonesia. Membicarakan hukum Islam.° di

9 Muhamad Daud Ali, Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hu-
kum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, him. 101.

10 Hukum Islam dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan al-Figh al-Syari‘ah
dan al-Hukm al-Islami dalam bahasa Arab dan Islamic Jurisprudence, Islamic Law,
Syari’‘ah Law, Muhamadan Law dalam bahasa inggris. Penggunaan istilah hukum Is-
lam di Indonesia untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum yang berasal
dari agama Islam. Berbeda dengan hukum adat dan hukum kolonial.
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Indonesia erat kaitannya dengan kondisi umat Islam yang merupa-
kan bagian mutlak dari rakyat Indonesia, bahkan mereka mencer-
minkan bagian terbesar dari bangsa Indonesia yang populasinya su-
dah mencapai lebih dari 200 juta jiwa.'! Secara religius mereka hadir
dan berkembang dengan menjalankan ajarannya, sehingga terpatri
dalam budaya bangsa ini. Hal ini mungkin karena berdasarkan histo-
ris penyebaran Islam ke Indonesia berlanjut dengan sangat damai
dan istimewa, penuh toleransi dan membangun (penetration fesifi-
que, tolerante et constructive) sehingga idealisme dan keyakinan Is-
lam dapat diterima oleh penduduk. Semua itu berkat karisma para
pendakwah yang terus mengajarkan Islam di samping kualitas ilmu,
iman dan moral yang cukup kuat dan konsisten dengan ajaran Islam.
Dari fenomena yang logis maka eksistensi hukum Islam di Indonesia
sesungguhnya bukan hanya bagian operasionalisasi agama ansich
melainkan secara sosiologis ia telah menjadi norma-norma dan etika
sosial masyarakat.

Di daerah-daerah tertentu hukum kewarisan Islam telah mele-
bur dengan kultur setempat bahkan dijadikan tolak ukur dalam me-
laksanakan ajaran agamanya, sebelum masa penjajahan sampai se-
karang. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan hukum-
hukum Islam tidak tertulis yang sama halnya seperti hukum adat.
Artinya hukum Islam itu tidak tertulis dalam perundang-undangan.?
Akan tetapi walaupun hukum Islam itu tidak diberi sanksi oleh pe-
nguasa, namun ia dipatuhi oleh masyarakat Islam karena kesadaran
dan keyakinan mereka, terutama keyakinan para pemimpin atau
ulama Islam bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang benar.

Dapat diakui bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia be-
lum memiliki satu kesatuan hukum tentang kewarisan yang berlaku

11 pada bulan Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa. Lihat:
http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indo-
nesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih (Penyunting).

12/pid., him. 190.
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dan diterapkan sebagai hukum yang memiliki daya ikat bagi masya-
rakat Indonesia. Hukum kewarisan yang berlaku masih bersifat plu-
ralistik. Hal tersebut terbukti dengan berlakunya hukum waris adat,
hukum waris Islam dan hukum Barat yang secara bersama-sama
berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang
tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut.

C. Karakteristik Kewarisan menurut KHI
1. Ahli Waris Pengganti

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri atas tiga buku. Buku Kesatu
tentang Hukum Perkawinaan. Buku Kedua tentang Hukum Kewaris-
an. Buku Ketiga tentang Hukum Perwakafan. Menurut ketentuan
Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI, ahli waris pengganti adalah ahli waris
yang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih
dahulu dari pewaris. Sedangkan bagian yang diperoleh ahli waris
pengganti sebesar bagian orang yang digantikannya.

Ketentuan tentang ahli waris pengganti ini, sama dengan pemi-
kiran Hazairin yang memilah ahli waris menjadi tiga kelompok, yak-
ni: dzu al-faraid, dzu al-garabat, dan mawali. Dzu al-faraid ialah ahli
waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur’an. Dalam hal
ini hampir seluruh mazhab figh menyepakatinya, baik Sunni mau-
pun Syiah. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah har-
ta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kema-
tian. Adapun dzu al-qarabat adalah ahli waris yang tidak termasuk
dzu al-faraid menurut sistem kewarisan bilateral. Bagian mereka di-
keluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hu-
tang, onkos kematian, dan bagian untuk dzu al-faraid. Sedangkan
mawali adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazairin konsep ini
di-istinbat-kan dari Q.S. al-Nisa (4): 33. Adanya mawali (ahli waris
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pengganti) ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam il-
mu faraid (kewarisan).!3

Yang dimaksud mawali di sini adalah ahli waris yang menggan-
tikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya
akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi
karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu
daripada pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghu-
bung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggal-
kan harta warisan). Adapun yang dapat menjadi mawali yaitu ketu-
runan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturun-
an orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam
bentuk wasiat) dengan pewaris.*

Selanjutnya secara rinci Hazairin membuat pengelompokan ahli
waris pada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkhis, berda-
sarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. al-Nisa (4): 11, 12, 33, dan 176), se-
bagai berikut:

1. Keutamaan pertama: anak, mawali anak, orang tua, dan duda
atau janda.

2. Keutamaan kedua: saudara, mawali saudara, orang tua, dan du-
da atau janda.

3. Keutamaan ketiga: orang tua dan duda atau janda.

4. Keutamaan keempat: janda atau duda, mawali untuk ibu dan
mawali untuk ayah.

13 Hazairin, Hukum Kewarisan, him. 18 dan 28-36. Konsep yang dipandang agak
mendekati mawali ini adalah wasiat wajibah yang diberlakukan di beberapa negara
Timur Tengah mulai tahun 1946, yaitu: Mesir, Syria, Tunisia, Maroko, dan Pakistan.
Meskipun bentuk dan rinciannya berbeda-beda namun substansinya sama yaitu
mengakui adanya ahli waris pengganti bagi anak (baca: cucu), dan tidak diatur ahli
waris pengganti bagi saudara. Bandingkan dengan M. Atho Mudzhar, Letak Gagas-
an Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam, dalam Muhammad
Wahyuni Nafis et al., Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir
Sjadzali, MA., cet 1 (Jakarta: Paramadina-IPHI, 1995), him. 316.

14 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika,
1993), him. 80-81.
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Masing-masing ahli waris dalam keutamaan ini berbeda-beda
statusnya. Ada yang sebagai zawu al-faraid dan ada pula yang seba-
gai zawu al-garabat.”®

Setiap kelompok keutamaan di atas dirumuskan secara kom-
plit. Artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat
mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih
tinggi. Karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh
kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Inti dari kelompok keutama-
an pertama adalah adanya anak dan atau mawali-nya. Tidak adanya
anak dan atau mawali-nya berarti bukan kelompok keutamaan per-
tama. Inti kelompok keutamaan kedua adalah adanya saudara dan
atau mawali-nya. Sedang inti dari kelompok keutamaan ketiga ada-
lah adanya ibu dan atau bapak. Adapun janda atau duda meskipun
selalu ada dalam setiap kelompok keutamaan, ia menjadi penentu
bagi kelompok keutamaan keempat. Demikianlah cara kewarisan
bilateral dalam menyelesaikan persoalan waris jika terdapat ahli wa-
ris yang cukup banyak dan lengkap.!®

Dengan sistem kelompok keutamaan seperti yang dikemukakan
oleh Hazairin ini, saudara dapat mewaris bersama dengan orang tua
(bapak ataupun ibu), suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hu-
kum kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal. Di samping itu tidak
mungkin menjadikan ayah dari ayah atau ibu dari ayah sebagai zawu
al-fara’id, demikian pula terhadap cucu perempuan, seperti dalam
sistem ilmu waris kalangan Sunni. Problem kasus kewarisan yang di-
anggap rumit, seperti ahli waris kakek bersama saudara (al-jadd
ma’a ikhwan) yang banyak memunculkan variasi pendapat dalam
sistem Sunni tidak akan pernah terjadi dalam sistem bilateral.'’

15 Hazairin, Hukum Kewarisan, him. 37. Adanya konsep tentang kelompok keutama-
an ini pada dasarnnya untuk menentukan ahli waris mana yang harus didahulukan
bila terdapat bagitu banyak ahli waris yang ada. Konsep ini dalam figh sunni lebih
dikenal hijab di antara ahli waris.

16 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan, him. 88.

7Hazairin, Hukum Kewarisan...him. 44.
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Dalam KUH Perdata juga dikenal adanya penggantian ahli wa-
ris, dalam bahasa Belandanya disebut dengan Plaatsvervulling, yang
berarti penggantian tempat. Maksud dalam hukum kewarisan ada-
lah penggantian ahli waris.'® Dari pengertian di atas tentang mawdli
secara umum, maka yang dimaksud adalah ahli waris pengganti se-
suai dengan apa yang dikemukakan oleh Hazairin. lalah orang-orang
sebagai ahli waris yang menggantikan ahli waris langsung karena dia
telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Adanya ahli waris pengganti sebagai penyelesaian atas ahli wa-
ris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris merupakan cara
yang baru dalam dunia hukum Islam terutama dalam hukum kewa-
risan. oleh sebab itu dikatakan oleh Wirjono Projodikoro dalam Hu-
kum Warisan di Indonesia sebagia berikut:

Menurut tafsiran yang sampai sekarang hampir merata dianut maka
hukum Islam tidak kenal penggantian ahli waris (plaatsvervulling) ini ma-
ka di daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya ada agak kuat,
mungkin masih menjadi persoalan, apakah penggantian ahli waris ini di-
akui dalam masyarakat. Hazairin pada Dies Natalis Perguruan Tinggi lImu
Kepolisian Tahun 1958 dalam pidato ilmiyah yang berjudul “Hukum Ke-
warisan Bilateral Menurut al-Qur’an” menafsirkan beberapa pasal dari al-

Qur’an perihal warisan sedemikian rupa sehingga ia menganggap bahwa
al-Qur’an menghendaki adanya ahli waris pengganti.'®

Untuk lebih jelasnya di bawah ini digambarkan contoh kasus
dan cara penyelesaiannya bagi orang-orang yang menjadi ahli waris
pengganti, sebagaimana berikut ini.

a. Mawali bagi Mendiang Anak
Keterangan gambar:
P = Pewaris

18 Ismail Muhammad Syah, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH
Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, him. 69.

19 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, 1980, him.
46.
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A = Suami
B = Anak laki-laki (telah meninggal)
C = Anak laki-laki
= lbu
E = Cucu laki-laki
F = Cucu perempuan

Gambar 6: Mawali dari Mendiang Anak

| ——/\D
ACO—/]— p
B C)\ OC
O A

E F
Bagian masing-masing:
A = Y x HP sebagai dhaw al-faraid
D = 1/6 x HP sebagai dhaw al-faraid

B+C= 1—(1/4+1/6)=1—(3/12 +2/12) =5/12
1-5/12 =7/12 sisa sebagai dhaw al-qarabat

B = 7/24 x HP sebagai dhaw al-garabat

C = 7/24 x HP sebagai dhaw al-qarabat

E+F= 7/24 sebagai mawali B dengan bagian2:1
E = 14/72 x HP

F = 7/72 x HP

Jadi bagian

A+C+D+E+F=%+7/24+1/6+14/72+7/72 =144/144=1
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b. Mawali untuk Mendiang Saudara dalam hal Kalalah
(pada ayat 12)

Gambar 7: Mawali dari Mendiang Saudara dalam Kalalah

B C
O|:A
P

Keterangan gambar:
= Pewaris
= |Istri

Bapak

lbu

Saudara laki-laki

Saudara perempuan (telah meninggal)
Anak perempuan saudara perempuan
Anak laki-laki saudara perempuan

G M mogO ® > T
]

Bagian masing-masing:

A = % x HP sebagai dhaw al-faraid
C = 1/6 x HP sebagai dhaw al-faraid
D +E = 1/3 x HP sebagai dhaw al-faraid dengan bagian1:1

maka D =1/6 x HP dan E =1/6 x HP.
1/6 sebagai mawali E dengan bagian 2 : 1
1/18 x HP dan G = 2/18 x HP

F+G

-
1
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B = 3/12 x HP sisa sebagai dhaw al-qarabat
JadibagianA+B+C+F+G=%+3/12+1/6=1/18+2/18 =
36/36=1

¢. Mawali dalam Kalalah
(pada ayat 176)

Gambar 8: Mawali dalam Kalalah

O /\B

Keterangan gambar:
P = Pewaris

A = Suami

B = lbu

C = lbu

D = Saudara perempuan

E = Saudara laki-laki (telah meninggal)
F = Anak laki-laki saudara laki-laki

G = Anak perempuan saudara laki-laki

Bagian masing-masing:

A = 1/2 x HP sebagai dhaw al-faraid
C = 1/6 x HP sebagai dhaw al-faraid
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C+ D = 2/6 x HP sisa sebagai dhaw al-garabat dengan bagian
2:1C=2/18 xHP dan D =4/18 x HP
E+F = 4/18 sebagai mawali E dengan bagian2:1

E=4/54 x HP dan F = 8/54 x HP
JadibagianA+B+C+E+F=%+1/6+2/18+4/54 + 8/54 =
54/54 =1

d. Mawali untuk Mendiang Ayah dan lbu
Mawdli untuk mendiang ayah dan ibu beserta ahli waris lain, seperti
duda.

Gambar 9: Mawali untuk Mendiang Ayah dan lbu

BO— NO —/B

| oco |
@ YA
AO—/—| P
Keterangan gambar:
P = Pewaris
A = Suami
B = Kakek dari bapak
C = Nenek dari bapak
D = Nenek dari bapak
E = Nenek dariibu
Bagian masing-masing:
A = % x HP sebagai dhaw al-faraid
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D+E = 1/3 xHP sebagai dhaw al-faraid dengan bagian 2 : 1

B+C = 1/6xHP sisasebagai dhaw al-qarabat dengan
bagian 2 : 1 (sebagai mawali ayah)

Maka = 2/3x1/3=2/9 xHP

D

E = 1/3x1/3=1/9xHP

B = 2/3x1/6=2/18xHP

C = 1/3x1/6=1/18 xHP

Jadi bagianA+B+C+D+E=%+2/18+1/18+2/9+1/9 =
18/18 =1

e. Mawali untuk Mendiang Ayah atau lbu
(pewaris tidak meninggalkan duda atau janda)

Gambar 10: Mawali untuk Mendiang Ayah atau lbu

A O— NO ——/AD
| s |

o A

Keterangan gambar:

= Pewaris

Kakek dari bapak
Nenek dari bapak
Kakek dari Ibu
Nenek dari lbu

P
A
B
C
D
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Bagian masing-masing:

C+ D =1/3 x HP sebagai mawali ibu dengan bagian 2 : 1

A +B =2/3 x HP sisa sebagai mawali bapak dengan bagian 2 : 1
C = 2/3x1/3=2/9xHP

D = 1/3x1/3=1/9 xHP
A = 2/3x2/3=4/9 x HP
B = 1/3x2/3=2/9x HP

Jadi bagianA+B+C+D=4/9+2/9+2/9+1/9=1

2. Wasiat Wajibah Bagi Anak dan Orang Tua Angat

Pengangkatan anak dalam hukum adat merupakan perbuatan
hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan de-
ngan orang tuanya yang memasukkan anak tersebut kedalam ke-
luarga bapak angkatnya, sehingga anak angkat tersebut seperti anak
kandung.

Hukum perdata Barat (KUH Perdata) perbuatan hukum peng-
angkatan anak tersebut dikenal dengan adopsi yakni perbuatan
mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri. Atau mengangkat
seseorang dalam kedudukan tertentu yang mengakibatkan adanya
hubungan keluarga dan seolah-olah didasarkan pada faktor hubung-
an darah.?

Soerojo Wignyodipuro?! mengatakan ada beberapa motivasi
orang mengangkat anak, yaitu:

1. Karena tidak punya anak sendiri, sehingga dengan mengangkat
anak tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.

2. Karena belum dikaruniai keturunan, sehingga dengan meng-
angkat anak ini diharapkan mempercepat kemungkinan men-
dapatkan keturunan.

20 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung, 1980, him. 52.
21 Soerojo Wignyodipuro, op. cit., him. 119.
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3. Terdorong rasa belas kasihan terhadap anak yang bersang-
kutan. Misalnya, karena hidup anak tersebut penuh dengan ke-
kurangan secara materi dan lain sebagainya.

Pada umumnya masyarakat adat mengenal cara pengangkatan
anak melalui proses yang dikenal di kalangan masyarakat dengan
dua cara:

1. Pengangkatan anak secara terang dan tunai. Artinya pengang-
katan anak dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap ke-
luarga, pemuka-pemuka adat atau pejabat adat (kondisi ini
yang disebut terang). Seketika itu juga diberikan pembayaran
uang adat (tunai).

2. Secara terang dan tidak tunai. Pengangkatan anak tersebut
dilakukan hanya dalam lingkungan keluarganya saja atau ke-
luarga tertentu saja tanpa dihadiri oleh pemuka adat atau
tokoh masyarakat (terang), dan tidak membayar uang adat (ti-
dak tunai). Hal tersebut bertujuan semata-mata untuk kemanu-
siaan dan memelihara juga meringankan beban orang tua anak
angkat tersebut.?

Di Jawa khususnya Jawa Barat, dan umumnya daerah-daerah
yang mengenal pengangkatan anak, dengan mengambil dan meng-
asuh anak sehingga anak-anak tersebut dewasa dan masuk sebagai
anggota keluarga. Lama kelamaan menimbulkan hak-hak dan kewa-
jiban antara kedua belah pihak yang sekaligus berpengaruh terha-
dap harta kekayaan dalam rumah tangga. Sedangkan ianak angkat
bukan ahli waris. Anak angkat mendapatkan hak nafkah dari harta
peninggalan orangtua angkatnya, sebagai konsekuensi adanya ikat-
an keluarga yang antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Pada umumnya dalam masyarakat adat anak angkat hanya
menjadi ahli waris utama dalam keluarga orang tua angkatnya keti-

22 | .G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponogoro, Semarang, 1995,
him. 35.
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ka anak kandung mereka sebagai pewaris utama tidak ada. Jadi ahli
waris utama dalam masyarakat adat adalah anak kandung dan dasar
mewaris bagi masyarakat adat adalah adanya hubungan darah, dan
apabila pewaris tidak memiliki anak kandung, maka anak angkat
berhak atas warisan sebagai anak. Sepanjang perbuatan mengambil
anak tersebut telah menghapuskan statusnya sebagai orang lain dan
menjadikannya sebagai anak, maka anak angkat berhak atas waris-
an sebagai seorang anak.?

Bertling mengatakan bahwa kedudukan anak angkat adalah bu-
kan ahli waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya. Anak
angkat mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga juga
setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Jika barang-barang harta
gonogini tidak mencukupinya pada pembagian harta peninggalan nanti
anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya
yang tidak punya anak kandung.?* Djojodigoeno Tirtawinata dalam
bukunya Adat privaatrecht van Middel Java, menyatakan bahwa dapat
disimpulakan dari fenomena masyarakat Jawa, kedududkan anak
angkat dengan anak kandung sepenuhnya sama dalam menutup ang-
gota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris. Ini merupakan kon-
sekuensi adanya penerapan adopsi yang mengangkat anak orang lain
sebagai anak sendiri.?®

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dewasa ini menun-
jukkan suatu episode yang menarik ditinjau dari aspek legalitas, baik
dari persuasive sourse maupun normative sourses. Sedangkan pe-
lembagaan hukum Islam tidak sampai pada khasanah kitab-kitab ku-
ning sebagai rujukan, tetapi menghilangkan keseimpangsiuran fatwa
dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk mem-
pedomaninya. Pasal 209 KHI mengatur tentang anak angkat dan

23 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemah oleh, K.N.G Soebekti Proes-
ponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, him. 231.

24 Soerjono Wignjodipoero, op. cit., him. 107.

2 |bid.
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orang tua angkat. Anak angkat atau orang tua angkat amenerima
wasiat wajibah, yaitu wasiat yang ditetapkan oleh undang-undang
yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang ti-
dak menerima waris atau wasiat dari anak atau orang tua angkatnya
yang telah meninggal dunia. Adapun dasar hukum yang digunakan
oleh KHI dalam menetapkan adanya wasiat wajibah tersebut meru-
pakan jalan kompromistik antara hukum Islam dengan hukum adat,
karena dalam ketentuan-ketentuan kitab-kitab fikih anak angkat ti-
dak dapat menerima waris dari peninggalan orang tua angkatnya.
hal tersebut digambarkan secara implisit dalam surat al- Ahzab ayat
4. Di samping hal tersebut tidak menentukan adanya rincian syarat
dan rukun dalam menerima wasiat wajibah. Akan tetapi jika melihat
ketentuan Pasal 209 KHI dapat dipahami bahwa syarat wasiat wa-
jibah bagi orang tua dan anak angkat jika menerima wasiat dari anak
dan orang tua angkat yang meninggal dunia, dan anak angkat terse-
but tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari kedua orang tua
angkatnya akan tetapi tetap berkedudukan sebagai ahli waris orang
tua kandungnya sendiri. Dalam hal ini pengangkatan anak tidak me-
mutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya, se-
hingga dengan demikian tidak mengenal konsep adopsi seperti yang
diatur dalam hukum perdata Barat.

Ketentuan Pasal 209 KHI tersebut merupakan fenomena baru
yang didasarkan pada realitas masyarakat di Indonesia yang mela-
kukan perbuatan hukum pengangkatan anak (adopsi). Fenomena
tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Islam,
meskipun dengan sendirinya tidak terjadi hubungan hukum saling
mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan seba-
liknya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan
orang tua kandungnya. Dari hubungan sosial antara anak angkat de-
ngan orang tua angkatnya melahirkan ketentuan wasiat wajibah.
Hal ini merupakan ketentuan yang memiliki kekhususan bagi masya-
rakat Islam di Indonesia.
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Di samping fenomena di atas yang diangkat dari nilai-nilai yang
hidup di masyarakat, juga terdapat beberapa yurisprudensi dari
putusan pengadilan yang menyangkut anak angkat sebelum diben-
tuknya KHI sebagaimana dikutip oleh Eman Suparman dari yurispru-
densin Jawa Barat sebagai berikut:

1. Menurut hukum adat Jawa Barat seorang anak angkat (anak
kukut) hanya berhak atas harta guna kaya kedua orang tua ang-
katnya (PT Bandung tanggal 6 Mei 1971 No. 80/Perd/PTB; MA
tanggal 30 Oktober 1971, No. 637 K/Sip/1971).

2. Anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya
(PN Ciamis Tanggal 22 Pebruari 1968 No. 16/1967/Sip/Cms; PT
Bandung Tanggal 9 Oktober1970 No. 252/1969/Prdt. PTB; MA
Tanggal 30 Oktober 1971 No. 637/k/Sip/1971).

3. Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua ang-
katnya, yang bukan barang asal dan atau barang warisan (PN
Indramayu Tanggal 8 September No. 24/1969/Perdt; PT Ban-
dung Tnggal 14 Mei 1970 No. 511/1969/Perdt/PTB).

4. Apabila baik anak angkat maupun janda yang telah pernah
mendapat hibah dari pewaris, maka lebih adil apabila bagian
janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika
pewaris tidak meninggalkan anak kandung (PT Bandung Tang-
gal 14 Mei 1070, No. 215/1969/Perdt; MA Tanggal 24 Maret
1971 No. 60 K/Sip/1970).%°

Benar, jika keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional ma-
sih relatif muda, terutama dibidang hukum kewarisan, sehingga ba-
nyak kendala yang dihadapi ketika dilakukan informasi kepada ma-
syarakat. Hal itu karena kurang sosialisasi kepada masyarakat ter-
masuk kepada para tokoh masyarakat dalam hal ini ahli hukum Is-
lam. Para ulama yang selama ini menggeluti kitab-kitab fikih memi-
liki keterikatan yang kuat terhadap ajaran para fugaha, yang tidak

26 Eman Suparman, op. cit., him. 68-69.
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mengenalkan wasiat wajibah bagi anak angkat. Sangat mungkin hal
itu menjadi salah satu penghambat untuk melakukan sosialisasi KHI.
Atas perihal tersebut tersebut informasi pesan-pesan yang Islami
sesuai dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia kurang du-
kungan dan kurang diperoleh.

D. Kewarisan Beda Agama dalam Putusan Pengadilan

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim
tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidang-
an, akan tetapi hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari
dan menemukan hukum yang akan diterapkan untuk memutus per-
kara. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada
hukum yang mengatur, hakim dianggap tau hukum (ius curia novit),
tapi hakim belum tentu mengetahui semua hukum, akan tetapi
harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan tidak bo-
leh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hu-
kumnya tidak atau kurang jelas. Hakim sebagai penegak hukum dan
keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim harus lebih dahulu
mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenar-
nya. Kondisi ini dapat diketahui dari fakta-fakta yang ada di persi-
dangan dan dalam proses pembuktian. Setelah hakim mengetahui
dengan jalasan peristiwa yang disengketakan, hakim akan menentu-
kan hukum apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara
tersebut. Dari aspek ini proses penemuan hukum akan dimulai.?’

Paradigma lain dinyatakan bahwa penemuan hukum merupa-
kan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum
lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan-peraturan hu-

Z7Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Kencana, Jakarta, tahun 2005, him. 168-170.
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kum pada peristiwa hukum konkrit. Dalam usaha menemukan hu-

kum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persi-

dangan, majelis hakim dapat mencarinya dari hal-hal sebagai beri-
kut:

1. Kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis.

2. Dari kepala Adat dan penasehat agama sebagaimana yang ter-
sebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang
tidak tertulis

3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama se-
kali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu
itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin
terdapat ketidak benaran atas putusan atau tidak sesuai de-
ngan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat
berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi
rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

4. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu
pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara
yang sedang diperiksa itu.?®

Kewajiban hakim dalam proses penemuan hukum dari sumber-
sumber sebagaimana tersebut di atas, jika tidak menemukannya ha-
kim harus mencari dengan menggunakan metode interpretasi dan
konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks un-
dang-undang dan masih berpegang pada bunyi teks tersebut. Se-
dangkan metode konstruksi hakim menggunakan metode penalaran
logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang, di
mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks terse-
but. Namun tetap hakim tidak lepas dan mengabaikan hukum seba-
gai suatu sistem.

28 |bid, him. 278.
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Hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutuskan per-
kara yang diajukan kepadanya harus melalui tahapan tahapan se-
bagai berikut:

1. Memperhatikan perumusan masalah atau pokok sengketa.

2. Pengumpulan data dalam proses pembuktian.

3. Analisis data untuk menemukan fakta.

4. Penemuan hukum dan penerapannya.
5

Pengambilan putusan.?®

Mengenai kewarisan beda agama, semua ulama sepakat bahwa
seorang ahli waris bukan muslim tidak boleh mewarisi kekayaan ke-
luarganya. Kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam sebuah kitab
fikih yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi
untuk mewarisi yaitu; pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan
agama.’® Kesepakatan ulama tersebut didasarkan pada firman Allah
dalam surat al-Nisa ayat 141:

+ L6 APV e® T wed & B

T TN ¢ x SHO N D +Eckig e
ORORNIA® %V} Gig B2+ € Trod 6
XDIFD D

“Dan sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang
kafir (untuk menguasai orang Muslim)”.

Ditegaskan pula oleh suatu hadits sebagai berikut:

A e Ny 3 Ll 5 ¥ JB ke Lo 0Ty o bl e
(Jjb )}\; ob)) V.L.M.U

23 |bid, hlm. 286-289.
30 Wahbah al-Zuhavyli, al-Figh al-Islami wa ‘Adillatuh, Juz VIII. Dar al-Fikr, Bayrut 19-
89, him. 255.
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Dari Usamah bin Zayd, bahwasanya Nabi Muhammad Saw. telah ber-

sabda: “Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim”.3!

Kewarisan merupakan bentuk pembagian kekayaan dan meru-
pakan ekspresi dari solidaritas dan kegotongroyongan dalam segala
hal, walaupun prinsip ini tidak mengikat seseorang yang berbeda
agama. Harta pusaka tidak dapat diperoleh yang dilakukan atas da-
sar agama. Dalam hukum Islam orang yang bukan Islam tidak berhak
menerima waris dari seorang Muslim, walau pada dasarnya mempu-
nyai hak untuk memiliki dan membelanjakan hartanya. Tetapi ke-
kuasaan perwalian antara keduanya terputus secara hukum.

Terkait dengan perbedaan agama yang disepakati ulama terse-
but sebatas ahli waris nonmuslim, baik sejak awal tidak beragama
Islam atau dia keluar dari agamanya, tidak dapat mewarisi pewaris
yang muslim. Sebaliknya dapat tidaknya ahli waris muslim mewarisi
pewaris yang non-muslim terjadi perbedaan pendapat dikalangan
ulama fikih. Menurut jumhur ulama, ahli waris non-muslim tetap ti-
dak mendapatkan harta waris dari pewaris yang muslim berdasar-
kan hadits di atas. Sedangkan menurut Muadz ibn Jabal, Muawiyah,
Masyruk dari kalangan sahabat dan lbn Musayyab dari kalangan ta-
bi'in dan pendapat golongan Syi'ah Imamiyah, ahli waris yang mus-
lim dapat mewarisi jika pewaris tersebut non-muslim karena hadits
di atas tidak mencakup larangan terhadap ahli waris yang muslim
mewarisi kerabatnya yang berbeda agama. pendapatnya ini didasar-
kan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daroquthni "al-Islamu
ya'lu wald yu'la 'alaihi, Islam itu tinggi tidak dapat diungguli keting-
giannya”. Adapun bagi orang murtad, jika harta yang diperolehnya
ketika dia muslim maka dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang mus-
lim. Tetapi bagi harta yang didapat setelah murtad maka harta ter-
sebut diberikan kepada bait al-maal sebagai harta rampasan (fa'i).?

31 Abu Dawud Sulayman ibn al-‘Ath’ath ibn Ishaq, Sunan Abu Dawud, Mustafa al-
Babi al-Halabi, Mesir, 1952, him. 113.
32 Wahbah Zuhayli, op. cit., him. 256.
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Sedangkan menurut pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah
orang murtad tidak dapat mewarisi dan tidak dapat diwarisi seba-
gaimana layaknya orang kafir dan seluruh harta peninggalannya di-
kuasai oleh bayt al-mal apakah harta tersebut diperoleh sebelum
murtad atau setelah murtad.®

Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan seperti yang
dikemukakan oleh para ulama di atas masih tetap mewarnai hukum
kewarisan Islam yang berlaku dewasa ini. Fatwa Majelis Ulama Indo-
nesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda
agama menetapkan bahwa: Hukum waris Islam tidak memberikan
hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara
muslim dengan non-muslim). Pemberian harta antara orang yang
berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat
dan, hadiah.?* Dalam Pasal 173 KHI tidak mencantumkan tentang
perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, akan tetapi dalam
Pasal 172 hurup b dan c dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris
harus beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa jika berbeda
agama maka tidak saling mewarisi.

Kesepakan tersebut tidak berarti menutup sama sekali perpin-
dahan hak milik seseorang yang berbeda agama, sebab ada bebera-
pa pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berbeda agama
dapat melakukan perbuatan hukum tentang perpindahan harta me-
reka melalui wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan oleh Ibn
Hazm, al-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridho. Pendapat Ibn Hazm
yang menyatakan wasiat wajibah bagi yang berbeda agama dapat
dikutip dari al-Muhalla yang artinya sebagai berikut:

Setiap muslim diwajibkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak
mewarisi disebabkan adanya perbudakan, kekufuran (non muslim) kare-
na terhijab atau karena tidak dapat waris yang disebabkan bukan ahli wa-

33 |pid, him. 263.
34 Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, op. cit., him. 578-580.
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ris, maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya selama tidak
ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat, maka suatu keharusan
bagi ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat
tersebut kepada mereka menurut kepatutan. Apabila kedua orang tua
atau salah satu dari mereka tidak beragama Islam atau menjadi budak,
maka ia wajib berwasiat bagi keduanya atau salah satu dari keduanya.
Apabila tidak berwasiat maka harus diberikan sebagian harta tersebut ke-
pada orang tua, sesudah itu ia boleh berwasiat sesukanya dan apabila te-
lah berwasiat kepada kerabat yang tiga tersebut maka sudah dianggap
memadai.®®

Selanjutnya Ibn Hazm menjelaskan bahwa yang disebut kerabat
adalah semua keturunan yang memiliki hubungan nasab dengan ibu
dan ayah sampai terus ke bawah. Ibn Hazm tidak menentukan ba-
tasan wasiat wajibah, akan tetapi sepakat bahwa batasan wasiat
maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Dasar pemikiran lbn Hazm ter-
sebut terkait dengan ayat wasiat dalam surat al-Bagarah ayat 180:

S OROD JL7EONEH N e g d D
\Np Rl [OF 1 Jm [0 ¢69>30
XIB4 @+ e HRO 2 I0EO M @e
20=00. e wa X DHOIONRB
TR WO e -HY W@

*xV NGO NAT B X0

& @O0 B Qe ORODIAON W@ 6 NS
EXRE D ¢V FOMFT CON W GE=OR

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan
tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak maka
berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf ini adalah
kewajiban bagi orang-orang yang bertagwa.

Pada perkembangannya secara normatif wasiat wajibah terda-
pat dalam Pasal 209 ayat (1) dan 2) KHI bagi anak angkat dan orang
tua angkat. Namun dalam perkembangannnya di Indonesia wasiat

35 |bn Hazm, al-Muhalla, Juz IX. Dar al-'Alag, Mesir, t.th. him. 314.
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wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang
tua angkat dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung de-
ngan putusan Nomor: 368.K/AG/1995 dan putusan Nomor: 51.K/
AG/1999 tanggal 29 September 1999. Kedua putusan tersebut berisi
pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Ka-
susnya terjadi di Pengadilan Agama Yogjakarta, yakni pewaris me-
ninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak-anak yang ber-
beda agama. Secara kebetulan anak pewaris yang beragama Islam
berada di luar kota sedangkan yang beragama non-Islam tinggal ber-
sama pewaris dan merawat pewaris sakit. Ketika pembagian waris
anak yang beragama Nasrani tidak memperoleh bagian dari harta
waris tersebut. Dalam putusan Pengadilan Agama tingkat diputus ia
tidak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Ke-
mudian ia melakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi. Putusan
Mahkamah Agung memberikan bagian kepada anak, yang berbeda
agama dengan pewaris tersebut, dengan jalan wasiat wajibah. Pu-
tusan Mahkamah Agung itu setelah disebarluaskan KHI.

Jika ditelusuri secara keilmuan putusan tersebut merupakan
upaya penemuan hukum baru bagi hakim di Indonesia (rechtvind-
ing). Dengan demikian hukum Islam telah membawa perubahan dan
pembaharuan di bidang hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan
karena KHI belum sempurna sehingga putusan-putusan hukum me-
lalui hakim baik di pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahka-
mah Agung menjadi hal yang sangat penting, karena perubahan dan
tuntutan masyarakat yang semakin komplek.

Ungkapan tersebut jelas bahwa kedua orang tua atau kerabat
yang tidak saling mewarisi salah satunya disebabkan karena berbe-
da agama, maka solusinya adalah diberi wasiat wajibah. Dan jika se-
waktu hidupnya tidak berwasiat, maka ahli waris atau wali yang me-
ngurus wasiat dan melaksanakan wasiat tersebut sbertanggungja-
wab dalam rangka melaksanakan ajaran agama. Juga dapat dipaksa-
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kan apabila ia lupa atau lalai melaksanakannya karena sudah me-
nyangkut kepentingan orang lain.

E. Penutup

Hukum kewarisan Islam dapat dirumuskan tidak sebatas hukum
waris faraidh, tetapi dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk yang
sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini ka-
rena ayat-ayat al-Qur’an dan hadits kewarisan ketika diturunkan
sarat dengan realitas sosial pada masanya. Maka dalam tataran apli-
katif peran sebab turunnya ayat begitu penting untuk mengungkap
realitas sosial. Dan realitas tersebut secara integral dapat mengung-
kap kondisi tertentu ketika hukum waris itu diterapkan.

Ada dua kecenderungan yang terjadi dengan perubahan dan
pembaharuan hukum Islam termasuk hukum kewarisan:

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya
yang menekankan persoalan ibadah, menjadi persoalan mua-
malah.

2. Dalam perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia,
termasuk di kawasan Asia Tenggara, menunjukkan bahwa per-
bedaan itu tidak lagi hanya mengacu pada madzhab yang di-
pegang selama ini yakni madzhab Syafi’i. Bahkan perbedaan
hukum kadang terjadi tidak mengacu pada pemikiran ulama,
melainkan langsung berhadapan dengan persoalan kebutuhan
hukum yang masyarakat pada masa sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, hukum Islam mendatang mestinya
diarahkan pada prinsip-prinsip pengambilan putusan hukum agama
yang lebih mencerminkan kebutuhan masa sekarang. Bahkan hu-
kum Islam mendatang harus membebaskan diri dari suatu keterpak-
saan politik, walaupun kepentingan politik tetap menjadi pertim-
bangan yang mengarah pada konteks kemaslahatan umum.
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Di samping itu, pertimbangan-pertimbangan hukum oleh ba-
dan peradilan agama, harus berangkat dari suatu kepastian metodo-
logi yang disepakati untuk menetapkan putusan pengadilan. Meto-
dologi yang memberikan keluwesan pilihan hukum yang sesuai de-
ngan konteks ke-Indonesiaan dan berdasarkan pengalaman yang
terjabarkan dalam prilaku anggota masyarakat.
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